
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR   3  TAHUN 2024   
TENTANG  

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG  
NOMOR PER -006/A/JA/07/2017  TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  

 
 

Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang -Undang Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang -Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 15  Tahun 2024 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 

38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik Indonesia maka Peraturan Jaksa 
Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indon esia sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -

006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik Indonesia , perlu disempur nakan guna 
menunjang tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan 

Republik Indonesia;  
  b.  bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia telah mendapat persetujuan tertulis 
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi;  
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kejaksaan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Jaksa Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
 

Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);  

2.  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun  

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 28);  
3.  Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik 
Indonesia (Berita Negar a Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung 

Nomor  PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kejak saaan Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);  
 

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER -006/A/JA/ 

07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KEJAKSAAN REPU BLIK INDONESIA.  

 
Pasal I  

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Kejaksaan : 

a. Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Jaksa Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Nomor 
1094) ; 

b.  Nomor 1 Tahun 2021 tent ang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 21 

Nomor 443) ; dan  
c. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan  Jaksa Agung Nomor PER -006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 33) , 
diubah sebagai berikut:  

 
1.  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 1  
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang 
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melaksanakan kekuasan negara di bidang penuntutan 
serta kewenangan lain berdasarkan Undang -Undang . 

 
2.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan , pelaksanaan kebijakan teknis, 

pemberian bimbing an  dan pembinaan, serta 
pemberian perizinan berdasarkan ketentuan  

peraturan perundang -undangan dan kebijakan umum 
yang ditetapkan Presiden ; 

b.  penyelenggaraan pembangunan prasarana dan 
sarana, pembinaan manajemen, administrasi, 
organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan 

atas kekayaan milik negara;  
c. penyelenggara an intelijen penegakan hukum dan 

penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban dan 
ketenteraman  umum;  

d.  penyelenggaraan penegakan hukum baik preventif 
maupun represif yang berintikan  keadilan di bidang 
pidana;  

e. penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, 
pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan 

hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata 
dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;  

f. penyelenggaraan koordinasi teknis penuntutan ya ng 
dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara 
koneksitas berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang -undangan dan kebijakan umum yang 
ditetapkan Presiden ; 

g. penyelenggaraan penelusuran, perampasan, dan 
pengembalian aset;  

h.  penyelenggaraan kesehatan yustisial  serta pengelolaan 
data dan statistik kriminal;  

i.  penempatan seorang tersangka atau terdakwa di 

rumah sakit , tempat perawatan jiwa , atau tempat lain 
yang layak karena tidak mampu berdiri sendiri atau 

disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, 
lingkun gan, atau dirinya sendiri;  

j.  pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden, 
lembaga, instansi pemerintah, dan badan usaha milik 
negara / daerah dalam menyusun peraturan 

perundang -undangan, serta peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat; dan  

k.  penyelenggaraan koordinasi, bimbingan , petunjuk 
teknis, dan  pengawasan baik ke dalam maupun  ke luar  

dengan instansi terkait  atas pelaksanaan tugas 
berdasarkan k etentuan peraturan perundang -
undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh 

Presiden . 
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3.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 5  
(1) Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 diselenggarakan oleh:  
a. Kejaksaan Agung;  

b.  Kejaksaan Tinggi;  
c. Kejaksaan Negeri; dan  

d.  Cabang Kejaksaan Negeri.  
(2) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan 

Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yaitu satu dan tidak 

terpisa hkan.  
 

4.  Di antara huruf i dan huruf j Pasal 6 disisipkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf i1 serta  ketentuan huruf k Pasal 6 
diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 6  

Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:  
a. Jaksa Agung;  
b.  Wakil Jaksa Agung;  

c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;  
d.  Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;  

e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;  
f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;  

g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha  
Negara;  

g1.  Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;  

h.  Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  
i.  Badan Pendidikan dan Pelatihan;  

i1.   Badan Pemulihan Aset;  
j.  Staf Ahli ; dan  

k.  Pusat  yang meliputi : 
1.  Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum;  
2.  Pusat Penerangan Hukum;  

3.  Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi 
Informasi; dan  

4.  Pusat Kesehatan Yustisial.  
 

5.  Ketentuan  ayat (2) Pasal 8 diubah  sehingga  Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal  8 
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai 

tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan 
wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan.  

(2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, 
pelaksanaan pembangunan prasarana dan  sarana, 

organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, 
keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, 

perti mbangan hukum, penyusunan peraturan 
perundang -undangan, kerja sama, pelayanan , dan 

dukungan teknis lainnya.  
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6.  Ketentuan huruf a  dan huruf b  Pasal 11 diubah sehingga 
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal  11  

Pengaturan wilayah kerja di l ingkungan Jaksa Agung 
Muda Bidang Pembinaan meliputi : 
a. wilayah I, terdiri atas:  

1.  Kejaksaan Tinggi Aceh;  
2.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  

3.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;  
4.  Kejaksaan Tinggi Riau;  

5.  Kejaksaan Tinggi Jambi;  
6.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;  

7.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;   
8.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;  
9.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu;  

10.  Kejaksaan Tinggi Lampung;  
11.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;  

12.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;  
13.  Kejaksaan Tin ggi Kalimantan Selatan;  

14.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan  
15.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ; 

b.  wilayah II , terdiri atas:  

1.  Kejaksaan Agung;   
2.  Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Banten;  
4.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;  

5.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;  
6.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan  
7.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ; dan  

c. wilayah III , terdiri atas:  
1.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;  

2.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;  
3.  Kejaksaan Tinggi S ulawesi Tenggara;  

4.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;  
5.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;  
6.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo;  

7.  Kejaksaan Tinggi Bali;  
8.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;  

9.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;  
10.  Kejaksaan Tinggi Maluku;  

11.  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;  
12.  Kejaksaan Tinggi Papua; dan  
13.  Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 
7.  Di antara huruf b dan huruf c Pasal 24 disisipkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf b1 serta ketentuan huruf d dan huruf 
f Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi seba gai 

berikut:  
Pasal  24  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23, Biro Perencanaan menyelenggarakan 
fungsi:  

a.  penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan meliputi pemberian bimbingan dan 
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pembinaan teknis penyusunan rencana  anggaran dan 
program kerja Kejaksaan;  

b.  pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian 
dan penyimpanan data yang berhubungan dengan 

penyusunan rencana anggaran dan program kerja 
Kejaksaan;  

b1.  mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

yang berk aitan dengan indeksasi, rencana aksi 
nasional, strategi nasional, dan tugas direktif presiden;  

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana 
kerja dan anggaran;  

d.  pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana 
strategis dan rencana kerja, revisi anggara n 

pelaksanaan Instruksi Presiden atau anggaran 
pendapatan dan belanja negara perubahan atau 
tambahan anggaran atau pemotongan anggaran dari 

Kementerian Keuangan;  
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta 

penyusunan laporan kinerja Kejaksaan;  
f. pelaksanaan analisis jabatan, penataan organisasi, 

dan tata laksana; dan  
g. fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi 

Kejaksaan.  

 
8.  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  26  

Bagian Pengelolaan Data memiliki tugas mela ksanakan 
pengelolaan data yang berhubungan dengan penyusunan 
rencana anggaran dan program kerja, serta 

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah 
yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan 

Kejaksaan.  
 

9.  Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 27 diubah 
sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 27  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26, Bagian Pengelolaan Data 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 
penyajian data yang berhubungan dengan 
penyusunan rencana anggaran dan program kerja;  

b.  penyiapan, koordinasi pelaksanaan, percepatan, 
pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 
indeksasi, rencana aksi nasional , strategi nasional dan 

direktif presiden;  
c. pengelolaan dan administrasi dukungan donor di 

lingkungan Kejaksaan; dan  

d.  penyusunan laporan tahunan dan buku profil 
Kejaksaan.  
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10.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 29  
(1) Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan, pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian, data yang 
berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran 

dan program kerja pada wilayah I, melakukan 
koordinasi pelaksanaan, pemantauan , pelaporan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang 
berkaitan dengan indeksasi dan strategi nasional, 

penyusunan buku profil Kejaksaan, pengelolaan dan 
administrasi dukungan donor di lingkungan 

Kejaksaan.  
(2) Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan, pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data yang 
berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran 

dan program kerja pada wilayah II dan wilayah III, 
melakukan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, 

pelaporan dan evaluas i pelaksanaan kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan rencana aksi 
nasional dan direktif presiden, dan penyusunan 

laporan tahunan.  
 

11.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah sehingga 
Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 41  

(1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penataan 
dan evaluasi organisasi, penelaahan , dan penilaian 

tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.  
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan serta 
pemb erian bimbingan penyusunan proses bisnis, 
standar ketatalaksanaan, standar operasional 

prosedur  di lingkungan Kejaksaan , dan  pelaksanaan 
analisis dan evaluasi jabatan . 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro 

Perencanaan.  
 

12.  Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 46  

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di 

bidang ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, 
dan Staf Ahli, keprotokolan dan pengamanan Jaksa 
Agung, Wakil Jaksa Agung , Jaksa Agung Muda, dan 

Kepala Badan, serta keamanan, kearsipan, dan 
kerumahtanggaan.  
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13.  Ketentuan Pasal 47  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 47  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Jaksa Agung, 

Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli , Asisten Umum Jaksa 

Agung, dan Asisten Khusus Jaksa Agung ; 
b.  pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan  Jaksa 

Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan 
Kepala Badan ; 

c. pelaksanaan urusan keamanan dan pengamanan 
objek khusus;  

d.  pengelolaan senjata api dinas ; 
e. pengelolaan Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang 

Kejaksaan Agung;  

f. pengawasan tata tertib pegawai;  
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan 

persuratan;  
h.  pelaksanaan pengelolaan prasa rana dan sarana; dan  

i.  pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan fasilitasi 
pembinaan rohani.  
 

14.  Ketentuan huruf a, huruf c , huruf d,  dan huruf e Pasal 48 
diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 48  

Biro Umum terdiri atas:  
a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;  
b.  Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan;  

c. Bagian Keamanan ; 
d.  Bagian Tata Usaha dan Kearsipan; dan  

e. Bagian Prasarana, Sarana, dan Rumah Tangga . 
 

15.  Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 49  

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas 
melaksanakan  koordinasi dan pelaksanaan  urusan 

ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf 
Ahli, Asisten Umum Jaksa Agung, dan Asisten Khusus 

Jaksa Agung . 

 
16.  Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 50  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49, Bagian Tata Usaha Pimpinan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan urusan 
ketatausahaan kepada Jaksa Agung, Wakil Jaksa 

Agung, Staf Ahli,  Asisten Umum Jaksa Agung , dan 
Asisten Khusus Jaksa Agung;  dan  

b.  penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan administrasi 
persuratan dan kearsipan Jaksa Agung, Wakil Jaksa 
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Agung, Staf Ahli, Asisten Umum Jaksa Agung , dan 
Asisten Khusus Jaksa Agung . 

 
17.  Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 51 diubah  dan Pasal 

51 huruf d dihapus sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 51  

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:  
a. Subbagian Tata Usaha Jaksa Agung;  

b.  Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung;  
c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli ; dan  

d.  dihapus.  
 

18.  Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 52  

(1) Subbagian Tata Usaha Jaksa Agung mempunyai tugas 
melakukan penyiapan  bahan , koordinasi , dan 

pelaksanaan urusan ketatausahaan , administrasi 
persuratan , dan kearsipan Jaksa Agung , Asisten 

Umum Jaksa Agung , dan Asisten Khusus Jaksa 
Agung . 

(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung mempunyai 

tugas melakukan penyiapan  bahan , koordinasi , dan 
pelaksanaan urusan ketatausahaan , administrasi 

persuratan , dan kearsipan Wakil Jaksa Agung . 
(3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas 

melakukan penyiapan  bahan, koordinasi , dan 
pelaksanaan urusan ketatausahaan , administrasi 
persuratan , dan kearsipan Staf Ahli . 

 
19.  Ketentuan  Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  53  

Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan mempunyai 
tugas  melaksanakan  koordinasi dan pelaksanaan urusan 
keprotokolan dan pengamanan Jaksa Agung, Wakil Jaksa 

Agung , Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan  di 
lingkungan Kejaksaan.  

 
20.  Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 54  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53, Bagian Protokol dan Pengamanan 
Pimpinan menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan urusan 
keprotokolan , administrasi keprotokolan,  
pengamanan , pemberian informasi, dan dokumentasi  

Jaksa Agung;  

b.  penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan urusan 

keprotokolan, administrasi keprotokolan, 
pengamanan, pemberian informasi, dan dokumentasi 

Wakil Jaksa Agung; dan  

c. penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan urusan 



- 10 - 
 

 

keprotokolan, administrasi keprotokolan, 
pengamanan, pemberian informasi, dan dokumentasi  

Jaksa A gung Muda  dan Kepala Badan.  

 

21.  Setelah huruf b Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) huruf, 
yakni huruf c sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 55  
Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan terdiri atas:  

a. Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung;  
b.  Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa 

Agung; dan  
c. Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung 

Muda dan Kepala Badan . 
 

22.  Ketentuan  Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  56  

(1) Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung 
mempunyai tugas  melakukan  penyiapan  bahan , 

koordinasi , dan pelaksanaan urusa n keprotokolan, 
administrasi keprotokolan,  pengamanan , serta 
pengumpulan maupun pemberian informasi dan 

dokumentasi kegiatan Jaksa Agung . 
(2) Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa 

Agung mempunyai tugas melakukan penyiapan  
bahan , koordinasi , dan pelaksanaan urusan 

keprotokolan, administrasi keprotokolan, 
pengamanan, serta pengumpulan maupun pemberian 
informasi dan dokumentasi kegiatan Wak il Jaksa 

Agung . 
(3) Subbagian Protokol dan Pengamanan Jaksa Agung 

Muda dan Kepala Badan  mempunyai tugas 
melakukan penyiapan  bahan , koordinasi , dan 

pelaksanaan urusan keprotokolan, administrasi 
keprotokolan, pengamanan, serta pengumpulan 
maupun pemberian informasi dan dokumentasi 

kegiatan  Jaksa Agung Muda  dan Kepala Badan . 
 

23.  Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 57  
Bagian  Keamanan mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi dan pelaksanaan urusan keamanan dan 

pengamanan objek khusus , pengelolaan senjata api  dinas , 
dan pengelolaan Rumah Tahanan Negara Salemba  Cabang 

Kejaksaan Agung , serta pengawasan tata tertib dan 
disiplin pegawai  di lingkungan Kejaksaan.  

 
24.  Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 58  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57, Bagian Keamanan  menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan 
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keamanan di lingkungan Kejaksaan;  
b.  penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengamanan  

di lingkungan Kejaksaan Agung serta tempat tinggal 
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda 

dan Kepala Badan, kawasan Bada n Pendidikan dan 
Pelatihan Kejaksaan, kawasan Adhyaksa Loka, 
kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa, kawasan 

Rumah Sakit Adhyaksa , dan objek khusus lainnya ; 
c. penyiapan koordinasi dan pemberian bantuan 

personil serta dukungan keamanan dan pengamanan 
terhadap tugas operasional Kejaksaan;  

d.  penyiapan koordinasi dan pengelolaan senjata api 
dinas;  

e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan Rumah 
Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung 
dan pengawalan terhadap tahanan Kejaksaan; dan  

f. penyiapan koordinasi  dan  pengawasan tata tertib dan 
disiplin pegawai di lingkungan Kejaksaan . 

 
25.  Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 59  

Bagian Keamanan  terdiri atas:  

a. Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Objek 
Khusus;  

b.  Subbagian Pengelolaan Senjata Api Dinas;  
c. Subbagian Pengelolaan Rumah Tahanan Kejaksaan ; 

dan  
d.  Subbagian Tata Tertib.  
 

26.  Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 60  
(1) Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Objek 

Khusus mempunyai tugas melakukan pengamanan 
di lingkungan Kejaksaan Agung serta tempat tinggal 
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda 

dan Kepala Badan, kawasan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Kejaksaan, kawasan Adhyaksa Loka , 

kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa, kawasan 
Rumah Sakit Adhyaksa , dan objek khusus lainnya , 

mendukung pengamanan terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan pejabat pimpinan tinggi, serta 
mendukung p engamanan kegiatan lainnya.  

(2) Subbagian Pengelolaan Senjata Api Dinas 
mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan,  

koordinasi , dan pengelolaan senjata api dinas di 
lingkungan Kejaksaan.  

(3) Subbagian Pengelolaan Rumah Tahanan Kejaksaan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan,  
koordinasi , dan pengelolaan Rumah Tahanan Negara 

Salemba Cabang Kejaksaan Agung, serta pengawalan 
terhadap tahanan Kejaksaan  Agung . 

(4) Subbagian Tata Tertib mempunyai tugas mela kukan 
penyiapan  bahan,  koordinasi , dan pengawasan tata 

tertib dan disiplin pegawai di lingkungan Kejaksaan.  
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27.  Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 61  
Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan 
ketatausahaan , kearsipan , dan persuratan  di lingkungan 
Kejaksaan.  

 
28.  Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 62  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61, Bagian Tat a Usaha dan Kearsipan 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan urusan 

ketatausahaan  dan persuratan di lingkungan 

Kejaksaan;  
b.  penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan pengelolaan 

dan pembinaan kearsipan di lingkungan Kejaksaan;  
dan  

c. penyiapan , koordinasi , dan pelaksanaan pencetakan, 
penggandaan, penjilidan, dan pendistribusian naskah 
dinas Kejaksaan Agung . 

 
29.  Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 63  

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan terdiri atas:  
a. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan;  
b.  Subbagian Pengelolaan Arsip; dan  

c. Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Kearsipan.  
 

30.  Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 64  
(1) Subbagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan  bahan,  koordinasi , dan 

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan persuratan 
di lingkungan Kejaksaan, pencetakan, penggandaan, 

penjilidan, dan pendistribusian naskah dinas 
Kejaksaan Agung . 

(2) Subbagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas 
melakukan penyiapan  bahan,  koordinasi , dan 
pengelolaan kearsipan , serta koordinasi kerja sama 

jaringan kearsipan di lingkungan Kejaksaan.  
(3) Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Kearsipan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan,  
koordinasi , dan pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan  
kearsipan di lingkungan  Kejaksaan.  

 

31.  Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 65  
Bagian Prasarana, Sarana, dan Rumah Tangga  

mempunyai tugas melaksanakan  koordinasi dan 
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pemeliharaan prasarana, sarana , dan fasilitas khusu s, 
penatausahaan alat transportasi dan kendaraan dinas, 

pembinaan rohani , serta koordinasi dan pelaksanaan 
urusan kerumahtanggaan di lingkungan Kejaksaan  

Agung . 
 

32.  Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 66  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65, Bagian Prasarana, Sarana, dan Rumah 

Tangga menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan koordinasi, pengelolaan , pemeliharaan  dan 

perawatan  prasarana,  sarana, dan fasilitas khusus di 
lingkungan  Kejaksaan Agung;  

b.  penyiapan koordinasi, penatausahaan, pemeliharaan, 

dan pengadministrasian alat transportasi dan 
kendaraan dinas pada Kejaksaan Agung, serta 

pengelolaan tanda nomor kendaraan bermotor khusus 
dan surat tanda nomor kendaraan bermotor khusus 

Kejaksaan ; 
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan 

kerumahtanggaan di lingkungan Kejaksaan  Agung ; 

dan  
d.  penyiapan koordinasi dan fasilitasi pembinaan rohani 

di lingkungan Kejaksaan  Agung . 
 

33.  Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 67  

Bagian Prasarana , Sarana, dan Rumah Tangga  terdiri 
atas:  

a. Subbagian Prasarana , Sarana, dan Fasilitas  Khusus;  
b.  Subbagian Transportasi dan Kendaraan Dinas;  

c. Subbagian Rumah Tangga; dan  
d.  Subbagian Fasilitas Kerohanian.  

 

34.  Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 68  
(1) Subbagian Prasarana, Sarana, dan Fasilitas  Khusus 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, 
koordinasi, pengelolaan, pemeliharaan , dan 
perawatan  prasarana  dan  sarana di lingkungan  

Kejaksaan Agung , tempat tinggal Jaksa Agung, Wakil 
Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan,  

kawasan Adhyaksa Loka, kawasan Rumah Susun 
Sederhana Sewa, dan fasilitas  khusus lainnya . 

(2) Subbagian Transportasi dan Kendaraan Dinas 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, 
koordinasi, pe natausahaan, pemeliharaan, dan 

pengadministrasian alat transportasi dan kendaraan 
dinas, serta pengelolaan tanda nomor kendaraan 

bermotor khusus dan surat tanda nomor kendaraan 
bermotor khusus Kejaksaan.  
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(3) Subbagian Rumah  Tangga mempunyai tugas 
melakukan penyiapan  bahan , koordinasi , dan 

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di 
lingkungan Kejaksaan  Agung . 

(4) Subbagian Fasilitas Kerohanian mempunyai tugas 
melakukan penyiapan  bahan,  koordinasi, 
pengelolaan, pemanfaatan,  pengadminis trasian , 

pemeliharaan , dan  perawatan  prasarana dan sarana 
tempat ibadah dan tempat pemakaman milik 

Kejaksaan, serta fasilitasi pembinaan kerohanian 
dan dukungan teknis kegiatan kerohanian di 

lingkungan Kejaksaan  Agung . 
 

35.  Ketentuan huruf a, huruf d, dan huruf g Pasal 85 diubah 
dan Pasal 85 huruf i dihapus sehingga Pasal 85 berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 85  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  84, Bagian Pemberhentian  dan  Pensiun 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penerimaan dan pengadministrasian keputusan 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat 

sebagai pegawai Kejaksaan;  
b.  penyiapan pengusulan kenaikan pangkat pengabdian 

pegawa i dan pensiun pegawai Kejaksaan;  
c. penyiapan penetapan biaya perjalanan pindah 

pensiun;  
d.  penyiapan penetapan pemberhentian dengan hormat 

atas permintaan sendiri  dan/ atau pensiun dini ; 

e. penyiapan pengusulan kenaikan pangkat pengabdian 
untuk pensiun janda  atau duda ; 

f. penyiapan penetapan kenaikan pangkat anumerta bagi 
Pegawai Negeri Sipil  yang meninggal dalam 

menjalankan tugas kedinasan ; 
g. penyiapa n pembekalan masa persiapan purnabakti ; 
h.  penyiapan penetapan tentang status kepegawaian 

pegawai yang bermasalah ke B adan K epegawaian 
Negara ; dan  

i.  dihapus.  
 

36.  Di  antara  huruf e dan huruf f Pasal 89 disisipkan 1 (satu) 
huruf , yakni huruf e1 serta  keten tuan huruf m Pasal 89 
diubah sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 89  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan pedoman teknis penggunaan dan 
pertanggungjawaban Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran;  

b.  penyusunan pedoman teknis penyusunan dan 
pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi 

instansi;  
c. penyusunan pedoman teknis dan kebijakan 

pengelolaan pendapatan dan piutang negara;  
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d.  penyusunan pedoman teknis terhadap tuntutan 
perbendaharaan dan tuntutan ganti  kerugian negara;  

e. koordinasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara di lingkungan Kejaksaan;  

e1.  pembinaan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum di lingkungan Kejaksaan;  

f. koordinasi bidang keuangan dengan instansi terkait;  

g. pembinaan  teknis jabatan fungsional bendaharawan 
dan penerbitan Surat Keputusan tentang penetapan 

Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pengadaan , dan 
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;  

h.  pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan serta 
administrasi biaya perjalanan dinas ;  

i.  pemantauan dan evaluasi bidang keuangan;  
j.  pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
k.  pelaksanaan pengelolaan rekening dinas;  

l.  melakukan tindak lanjut atas temuan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan Kejaksaan;  
m.  pembinaan dan bimbingan teknis kebijakan di bidang 

keuangan;  
n.  penyelenggaraan koordinasi pertanggungjawaban atas 

pengelolaan pendapatan dan piutang negara di 

lingkungan Kejaksaan;  
o. melaksanakan penelitian, pemantauan dan penagihan 

ganti kerugian negara;  
p.  penyiapan bahan pertimbangan atas tuntutan ganti 

kerugian negar a; dan  
q. penyiapan bahan pertimbangan penilaian terhadap 

usulan penghapusan piutang negara.  

 
37.  Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 91  

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas penyiapan 
bahan pedoman teknis penggunaan dan 
pertanggungjawaban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, 

revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pengelolaan dan 
pembinaan perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran, dan kegiatan perbendaharaan, 
serta pembinaan  pelaksanaan anggaran Badan Layanan 

Umum di lingkungan Kejaksaan.  
 

38.  Di  antara  huruf g dan huruf h  Pasal 92  disisipkan 1 (satu) 

huruf , yakni huruf g1 sehingga Pasal 92  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 92  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91, Bagian Perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan pedoman teknis penggunaan dan 

pertanggungjawaban;  
b.  penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, 

kebijakan di bidang perbendaharaan;  
c. penyiapan bahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;  

d.  penyiapan bahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan 
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Anggaran;  
e. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan 

perbendaharaan;  
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran;  
g. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;  
g1.  penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggar an 

Badan Layanan Umum di lingkungan Kejaksaan; dan  
h.  penyiapan bahan penerbitan Surat Keputusan tentang 

penetapan Pejabat Perbendaharaan dan penerbitan 
Surat Keputusan Kuasa Peng guna Anggaran tentang 

penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pejabat 
Pengadaan dan Pe jabat Penerima Hasil Pekerjaan.  

 

39.  Ketentuan Pasal 9 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 94  

(1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas 

penyiapan bahan pedoman teknis penggunaan dan 
pertanggungjawaban Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, 
pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, 
penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran 
Badan Layanan Umum di lingkungan Kejaksaan  dan 

kegiatan perbendaharaan, penyiap an bahan 
penerbitan Surat Keputusan tentang penetapan 

Pejabat Perbendaharaan, penerbitan Surat 
Keputusan Kuasa Peng guna Anggaran tentang 

penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pejabat 
Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

pada wilayah I.  
(2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas 

penyiapan bahan pedoman teknis penggunaan dan 

pertanggungjawaban Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, 

pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, 
pemantauan dan evaluasi pela ksanaan anggaran, 

penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran 
Badan Layanan Umum di lingkungan Kejaksaan , dan 
kegiatan perbendaharaan, penyiapan bahan 

penerbitan Surat Keputusan tentang penetapan 
Pejabat Perbendaharaan, penerbitan Surat 

Keputusan Kuasa Penguna Anggaran tentang 
penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pejabat 

Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
pada wilay ah II.  

(3) Subbagian Perbendaharaan  III mempunyai tugas 

penyiapan bahan pedoman teknis penggunaan dan 
pertanggungjawaban Daftar Isian Pe laksanaan 

Anggaran, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, 
pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, 
penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran 
Badan Layanan Umum di lingkungan Kejaksaan , dan 

kegiatan pe rbendaharaan, penyiapan bahan 
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penerbitan Surat Keputusan tentang penetapan 
Pejabat Perbendaharaan, penerbitan Surat 

Keputusan Kuasa Peng guna Anggaran tentang 
penetapan Pejabat Perbendaharaan, Pejabat 

Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
pada wila yah III.  

 

40.  Ketentuan Pasal 95  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 95  
Bagian Pendapatan dan Piutang Negara mempunyai tugas 

menyusun target dan realisasi pendapatan, 
penatausahaan pendapatan dan piutang negara,  

pengelolaan pendapatan, monitoring dan  evaluasi  
pendapatan dan piutang negara, penyusunan dan 
pembinaan teknis penyelesaian kerugian negara, 

pengelolaan rekening penerimaan dan rekening lainnya, 
memberikan pertimbangan atas tuntutan ganti rugi, 

penagihan terhadap ganti kerugian negara , serta 
pembinaan  pendapatan dan piutang Badan Layanan 

Umum di lingkungan Kejaksaan . 
 

41.  Ketentuan huruf a Pasal 96 diubah  dan d i antara huruf g 

dan huruf h  Pasal 96  disisipkan 1 (satu) huruf , yakni huruf 
g1 sehingga Pasal 96  berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 96  

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95, Bagian Pendapatan  dan Piutang Negara 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan target dan realisasi pendapatan;  
b.  penatausahaan pendapatan dan piutang negara;  

c. pengelolaan pendapatan;  
d.  monitoring dan evaluasi pendapatan dan piutang 

negara;  
e. penyusunan dan pembinaan teknis penyelesaian 

kerugian negara;  

f. pengelolaan rekening penerimaan dan rekening 
lainnya;  

g. penyiapan bahan pertimbangan atas tuntutan ga nti 
rugi, penagihan terhadap ganti kerugian negara;  

g1.  penyiapan bahan pembinaan pendapatan dan piutang 
Badan Layanan Umum di lingkungan Kejaksaan ; dan  

h.  penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, 

kebijakan di bidang pendapatan dan piutang negara.  
 

42.  Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 98  
(1) Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara I 

mempunyai tugas menyusun target dan realisasi 

pendapatan, penatausahaan pendapatan dan piutang 
negara, pengelolaan pendapatan, pemantauan dan 

evaluasi pendapatan dan piutang negara, 
penyusunan dan pembinaan teknis penyelesaian 

kerugian negara, pengelolaan rekening penerimaan 
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dan rekening lainnya, memberikan pertimbangan 
atas tuntutan ganti rugi, penagihan terhadap ganti 

kerugian negara, serta pembinaan pendapatan dan 
piutang Badan Layanan Umum di lingkungan 

Kejaksaa n pada wilayah I.  
(2) Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara II 

melaksanakan tugas menyusun target dan realisasi 

pendapatan, penatausahaan pendapatan dan piutang 
negara, pengelolaan pendapatan, pemantauan dan 

evaluasi pendapatan dan piutang negara, 
penyusunan dan pembinaan teknis penyelesaian 

kerugian negara, pengelolaan rekening penerimaan 
dan rekening lainnya, memberikan pertimbangan 

atas tuntutan ganti rugi, penagihan terhadap ganti 
kerugian negara , serta pembinaan pendapatan dan 
piutang Badan Lay anan Umum di lingkungan 

Kejaksaan  pada wilayah II.  
(3) Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara III 

melaksanakan tugas menyusun target dan realisasi 
pendapatan, penatausahaan pendapatan dan piutang 

negara, pengelolaan pendapatan, pemantauan dan 
evaluasi pen dapatan dan piutang negara, 
penyusunan dan pembinaan teknis penyelesaian 

kerugian negara, pengelolaan rekening penerimaan 
dan rekening lainnya, memberikan pertimbangan 

atas tuntutan ganti rugi, penagihan terhadap ganti 
kerugian negara , serta pembinaan pend apatan dan 

piutang Badan Layanan Umum di lingkungan 
Kejaksaan  pada wilayah III.  

 

43.  Ketentuan Pasal 99  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 99  
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai 

tugas penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis 
penyusunan dan pelaporan keuangan dengan sistem 
akuntansi instansi, menyusun  laporan keuangan, 

melakukan penyajian informasi keuangan baik sebagai 
entitas aku ntansi maupun entitas pelaporan secara 

transparan dan akuntabel, pembinaan terhadap 
implementasi sistem akuntansi instansi, pemantauan dan 

penilaian terhadap laporan keuangan , melakukan tindak 
lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuanga n atas Laporan Keuangan , serta 

pembinaan laporan keuangan Badan Layanan Umum di 
lingkungan Kejaksaan . 

 
44.  Di  antara huruf h  dan huruf i Pasal 100  disisipkan 1 (satu) 

huruf , yakni  huruf h1 sehingga Pasal 100  berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 100  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 99, Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan  menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis 

penyusunan dan pelaporan keuangan dengan sistem 



- 19 - 
 

 

akuntansi instansi;  
b.  pelaksanaan pengump ulan data dan informasi 

pendukung laporan keuangan;  
c. pelaksanaan verifikasi terhadap bahan laporan 

keuangan;  
d.  pelaksanaan pengolahan data hasil verifikasi laporan 

keuangan;  

e. menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah;  

f. melakukan pembinaan terhadap implementasi sistem 
akuntansi instansi;  

g. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap 
laporan keuangan;  

h.  melakukan tindak lanjut temuan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 
Laporan Keuangan;  

h1.  penyiapan bahan pe mbinaan laporan keuangan Badan 
Layanan Umum di lingkungan Kejaksaan ; dan  

i.  penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, 
kebijakan di bidang aku ntansi dan pelaporan 

keuangan.  
 

45.  Ketentuan Pasal 1 02 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 102  

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I, 
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan 

informasi pendukung laporan keuangan, 
memverifikasi terhadap bahan laporan keuangan, 
pengolahan data, penyusunan laporan keuangan 

sesuai dengan Standar A kuntansi Pemerintahan, 
pembinaan terhadap implementasi sistem akuntansi 

instansi, melakukan tindak lanjut temuan Laporan 
Hasil Pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan dan pengelolaan rekening dinas, 
serta pembinaan laporan keuangan Badan  Layanan 
Umum di lingkungan Kejaksaan  pada wilaya h I.  

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II, 
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan 

informasi pendukung laporan keuangan, 
memverifikasi terhadap bahan laporan keuangan, 

pengolahan data, penyus unan laporan keuangan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 
pembinaan terhadap implementasi sistem akuntansi 

instansi, melakukan tindak lanjut temuan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan dan pengelolaan rekening dinas, 
serta pembinaan laporan keuangan Badan Layanan 

Umum di lingkungan Kejaksaan  pada wilayah  II.  
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III, 

mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan 

informasi pendukung laporan keuangan, 
memverifikasi terhadap bahan laporan keuangan, 

pengolahan data, penyusunan laporan keuangan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 

pembinaan terhadap implementasi sistem akuntansi 
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instansi, melakukan tindak lanjut temuan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan dan pengelolaan rekening dinas, 
serta pembinaan laporan keuangan Badan Layanan 

Umum di lingkungan Kejaksaan  pada wilayah  III.  
 

46.  Ketentuan  huruf a Pasal 127 diubah  dan  di antara  huruf 
a dan huruf b Pasal 127  disisipkan 1 (satu) huruf , yakni 

huruf a1 sehingga Pasal 127  berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 127  
Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum terdiri atas:  

a. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan 
Perundang -undangan I;  

a1.  Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan 

Perundang -undangan II;  
b.  Subbagian Pertimbangan Hukum; dan  

c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan 
Perundang -undangan.  
 

47.  Ketentuan  Pasal 12 8 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:   
Pasal 128  

(1) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan 
Perundang -undangan I mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan 

rancangan,  pembahasan, dan  harmonisasi  
Rancangan Undang -Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang -Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, dan  Rancangan Peraturan 

Presiden . 
(2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan 

Perundang -undangan II mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan 
penyusunan rancangan, harmonisasi, dan 

pengundangan Peraturan Kejaksaan , Peraturan 
Menteri atau Lembaga , dan peraturan kebijakan 

lainnya.  
(3) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas 

melakukan penelaahan dan pemberian 

pertimbangan hukum atas masalah hukum, 
peraturan dan / atau rancangan peraturan 

perundang -undangan kepada satuan kerja di 
l ingkungan Kejaksaan dan instansi lain.  

(4) Subbagian Pemantauan  dan Evaluasi Peraturan 
Perundang -undangan mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, analis is, 

pemantauan, evaluasi, sosialisasi dan pelaporan 
rancangan peraturan perundang -undangan  dan 

peraturan kebijakan lainnya . 
 

48.  Ketentuan  ayat (1) dan ayat (3) Pasal 138 diubah dan Pasal 
138  ayat (4) dihapus sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 138  

(1) Dalam pelaksanaan tugas pada Jaksa Agung Muda 
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Bidang Pembinaan dibantu oleh kelompok jabatan 
fungsional . 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja.  
(3) Jenis , jenjang , dan tugas  jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(4) Dihapus.  

 
49.  Ketentuan Pasal 13 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dihapus 

sehingga Pasal 13 9 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 13 9 
(1) Dihapus . 
(2) Dihapus . 

(3) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada satuan 
tugas khusus yang menangani permasalahan  khusus 

yang berkaitan dengan tugas Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan dan tugas lain berdasarkan 

kebijakan Jaksa Agung Muda Pembinaan . 
(4) Dihapus . 

 

50.  Pasal 140 dihapus.  
 

51.  Pasal 141 dihapus.  
 

52.  Pasal 142 dihapus.  
 

53.  Pasal 143 dihapus.  
 

54.  Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 145  

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas 
dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang 

Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum.  
(2) Lingkup bidang intelijen penegakan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan 
penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak 

pidana, mendukung penegakan hukum baik pre ventif 
maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, 

keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, 
melaksanakan cegah tangkal terhadap orang -orang 

tertentu, turut melakukan pengawasan terhadap 
orang asing, turut melakukan pengawasan terhadap 

sistem perbukuan, turut menyelenggarakan 
ketertiban dan ketenteraman  umum, menciptakan 
kondisi yang mendukung dan mengamankan 

pelaksanaan pembangunan, melakukan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri, memberikan 

keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi 
tentang ada atau tidaknya dugaa n pelanggaran 
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hukum yang sedang atau telah diproses dalam 
perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas 

permintaan instansi yang berwenang, melakukan 
penyadapan berdasarkan Undang -Undang khusus 

yang mengatur mengenai penyadapan, 
menyelenggarakan pusat  pemantauan di bidang 
tindak pidana, melakukan pencarian kebenaran atas 

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya 

keadilan, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, dan melaksanakan pengawa san 

multimedia.  
 

55.  Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 147  

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri atas:  
a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;  

b.  Direktorat  I; 
c. Direktorat II ; 

d.  Direktorat III ; 
e. Direktorat IV; 
f. Direktorat V; 

g. Koordinator; dan  
h.  Kelompok jabatan fungsional . 

 
56.  Ketentuan  Bagian Keempat Bab IV diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Keempat  

Direktorat I  
 

57.  Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 163  
(1) Direktorat I mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen , 

dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, serta  pertahanan dan keamanan.  

(2) Ruang lingkup bidang ideologi, politik, serta 
pertahanan dan keamanan  meliputi sektor 

pengamanan Pancasila, kesatuan dan persatuan 
bangsa, gerakan separatis, penyelenggaraan 
pemerintahan, partai politik, pemilihan umum, 

pemilihan kepala daerah , gerakan teroris dan radikal, 
pengamanan wilayah teritorial, kejahatan siber, 

pelaksanaan cegah tangkal terhadap orang -orang 
tertentu, turut melakukan pengawasan terhadap 

orang asing, pemberian  keterangan sebagai bahan 
informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya 
dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah 

diproses dalam perka ra pidana untuk menduduki 
jabatan publik atas permintaan instansi yang 

berwenang, pengamanan sumber daya organisasi 
Kejaksaan, pengamanan penanganan perkara, dan 

pelaksanaan  kerja sama intelijen penegakan hukum 
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dengan lembaga intelijen dan/atau penyelengga ra 
intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar 

negeri.  
  

58.  Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 164  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 163,  Direktorat I menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan 
pelaksanaan kegiatan intelijen  dan operasi intelijen 

yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, serta 
pertahanan dan keamanan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, serta  pertahanan dan keamanan;  

c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen, 
operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan bidang ideologi, politik, serta  
pertahanan dan keamanan;  

d.  pengendal ian dan penilaian pelaksanaan kegiatan 
intelijen  dan  operasi intelijen yang ber kaitan dengan 
bidang ideologi, politik, serta  pertahanan dan 

keamanan;  
e. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 

ancaman, gangguan, hambatan  dan tantangan yang 
berkaitan dengan bidang ideologi, politik, serta  

pertahanan dan keamanan;  
f. perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang lain di 

li ngkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, serta  pertahanan dan keamanan 

berdasarkan prinsip koordinasi;  
g. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau 

lembaga , pemerintah daerah, instansi, serta organisasi 
lain yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, 
serta  pertahanan dan keamanan;  

h.  koordinasi dan kerja sama intelijen penegakan hukum 
dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara 

intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar 
negeri  yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, 

serta  pertahanan dan keamanan;  
i.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

rencana da n program kerja kegiatan intelijen, operasi 

intelijen, d an administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan bidang ideologi , politik, serta  pertahanan dan 

keamanan;  
j.  penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang 

berkaitan dengan bidang ideologi, politik, serta  
pertahanan dan keamanan;  

k.  pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
bidang ideologi, politik, serta  pertahanan dan 

keamanan kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana 
fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik 

Indonesia di  luar n egeri;  
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l.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
Direktorat  I; dan  

m.  pelaksanaan fungsi lain yang diberik an Jaksa Agung 
Muda Intelijen.  

 
59.  Ketentuan Pasal 1 65  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 16 5 
(1) Direktorat  I terdiri atas : 

a. Subdirektorat Ideologi;  
b.  Subdirektorat Politik;  

c. Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan;  
d.  Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang 

Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi 
Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan 
Perkara; dan  

e. Subbagian Tata Usaha.  
(2) Subdirektorat Ideologi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disebut dengan Subdirektorat I.A.  
(3) Subdirektorat Politik  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b disebut dengan Subdirektorat I.B.  
(4) Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan 

sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf c disebut 

dengan Subdirektorat I.C.  
(5) Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang 

Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi 
Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebut 
dengan Subdirek torat I.D.  

 

60.  Ketentuan Pasal 1 66  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 166 
Subdirektorat  I.A mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, 
perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 
intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen, perencanaan dan pe laksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara 

intelijen kepada bidang lain di l ingkungan Kejaksaan, 
koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pe mbinaan dan 

pemberian bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor pengamanan 

Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa , serta  gerakan 
separatis.  

 
61.  Ketentuan Pasal 1 67 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 167 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 16 6, Subdirektorat I.A menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
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serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 

pengamanan Pancasila, persatuan dan kesatuan 
bangsa , serta  gerakan separatis ; 

b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor pengamanan Pancasila, persatuan dan 

kesatuan bangsa , serta  gerakan separatis ; 
c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor pengamanan 

Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa , serta  
gerakan separatis ; 

d.  penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 
denga n sektor pengamanan Pancasila, persatuan dan 

kesatuan bangsa , serta  gerakan separatis ; 
e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan 

potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 
yang berkaitan dengan sektor pengamanan Pancasila, 

persatuan dan kesatua n bangsa , serta  gerakan 
separatis ; 

f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor 

pengamanan Pancasila, persatuan dan kesatuan 
bangsa , serta  gerakan s eparatis  berdasarkan prinsip 

koordinasi;  
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi da n kerja sama 

dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah 

daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 
sektor pengamanan Pancasila, persatuan dan 

kesatuan bangsa , serta  gerakan separatis ; 
h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 

sektor pengamanan Pancasila, pe rsatuan dan 
kesatuan bangsa , serta  gerakan separatis ; 

i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, 

kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
pengamanan Pancasila, persatuan dan kesatuan 

bangsa , serta  gerakan separatis ; 
j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 

yang berkaitan dengan sektor pengamanan Pancasila, 
persatuan dan kesatuan bangsa , serta gerakan 

separatis; dan  
k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis intelijen serta administrasi intel ijen yang 

berkaitan dengan sektor pengamanan Pancasila, 
persatuan dan kesatuan bangsa , serta  gerakan 

separatis  kepada Keja ksaan di daerah dan Kejaksaan  
pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar 

negeri.  
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62.  Ketentuan Pasal 1 68  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  168 
(1) Subdirektorat I.A terdiri atas:  

a. Seksi Pengamanan Pancasila, Persatuan , dan 
Kesatuan Bangsa ; dan  

b.  Seksi Gerakan Separatis.  

(2) Seksi Pengamanan Pancasila, Persatuan , dan 
Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a disebut dengan Seksi I.A.1.  
(3) Seksi Gerakan Separatis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disebut dengan Seksi I.A.2.  
 

63.  Ketentuan Pasal 1 69  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  169 

(1) Seksi I.A.1  mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan  penyusunan rencana dan program kerja, 

bahan  perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan  perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen, bahan  perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman,  gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan  pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan, bahan  pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan  
pembina an dan pemberian bimbingan teknis 

intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  pengamanan Pancasila, persatuan , 

dan kesatuan bangsa.  
(2) Seksi I.A.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan  perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan  perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen sert a bahan  

administrasi intelijen, bahan  perencanaan dan 
pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, 

hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 

koordinasi dan kerj a sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan  

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  gerakan separatis.  
 

64.  Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi seb agai 

berikut:  
Pasal 170  

Subdirektorat I.B  mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 

kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 
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perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian 
kegiatan intelijen, operasi intelijen , dan administrasi 

intelijen, perencanaan pelaksanaan  pemetaan potensi 
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada b idang lain di 
l ingkungan  Kejaksaan, koordinasi dan kerja sama, 
evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
intelijen , admin istrasi intelijen,  dan  pemberian keterangan 

sebagai bahan informasi dan v erifikasi tentang ada atau 
tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau 

telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki 
jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang 

yang berkai tan denga n sektor penyelenggaraan 
pemerintahan, partai politik, serta pemilihan umum dan 
pemilihan kepala daerah.  

 
65.  Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 171  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 170, Subdirektorat I.B  menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 

operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, serta 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;  
b.  penyiapan bah an perumusan kebijakan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, 
serta  pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;  

c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor 
penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, serta  
pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;  

d.  penyiapan bahan pengendalian dan penilaian 
pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi  intelijen 

yang berkaitan dengan sektor penyelenggaraan 
pemerintahan, partai politik, serta  pemilihan umum 

dan pemilihan kepala daerah;  
e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan yang berkaitan de ngan sektor 
penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, serta  

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;  
f. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 
bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan 
dengan sektor penyelenggaraan pemerintahan, partai 

politik, serta  pemilihan umum dan pemilihan kepala 
daerah berdasarkan prinsip koordinasi;  

g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja 
sama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah 

daerah, instansi, se rta organisasi lain yang berkaitan 
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dengan sektor penyelenggaraan pemerintahan, partai 
politik, serta  pemilihan umum dan pemilihan kepala 

daerah;  
h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau pen yelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 

sektor penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, 
serta  pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;  

i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 

kerja kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 

penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, serta  
pemilihan  umum dan pemilihan kepala daerah;  

j.  penyiapan bahan penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen yang berkaitan dengan sektor 
penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, serta  

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;  
k.  penyiapan dan pelaksanaan pemberian keter angan 

sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada 
atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang 
sedang atau telah diproses dalam perkara pidana 

untuk menduduki jabatan publik atas permintaan 
instansi yang berwenang; dan  

l.  penyiapan bahan pembinaan dan p emberian 
bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 

yang berkaitan dengan sektor penyelenggaraan 
pemerintahan, partai politik, serta  pemilihan umum 
dan pemilihan kepala daerah kepada Kejaksaan di 

daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada 
Perwak ilan Negara  Republik Indonesia di luar negeri.  

 
66.  Ketentuan Pasal 17 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  172 

(1) Subdirektorat I.B  terdiri atas:  

a. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan ; dan  
b.  Seksi Partai Politik, Pem ilihan Umum , dan  

Pemilihan Kepala Daerah . 
(2) Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut dengan Seksi 
I.B.1.  

(3) Seksi Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Pemilihan 

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disebut dengan Seksi I.B.2.  

 
67.  Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 173  

(1) Seksi I.B .1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen  dan  operasi intelijen, serta 
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bahan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 

ancaman, gangguan, hamb atan dan tantangan , 
penyiapan bahan pemberian dukungan teknis secara 

intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 
penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 
bahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen, dan 

pelaksanaan pemberian keterangan sebagai bahan 
informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya 

dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah 
diproses dalam perkara pidana untuk menduduki 

jabatan publik atas permintaan instansi yang 
berwenang, serta penyiapan bahan pembinaan dan 
pemberian bimbingan teknis intelijen serta 

administrasi intelijen kepada Kejaksaan di daerah 
dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada Perwakilan 

Negara  Republik Indonesia di luar neger i yang 
berkaitan dengan sektor penyelenggaraan 

pemerintahan yang berkaitan dengan sektor 
penyelenggaraan pemerintahan.  

(2) Seksi I.B .2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

inte lijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen  dan  operasi intelijen, serta  
administrasi intelijen, penyiapan bahan perencanaan 
dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, 

gangguan, hambatan dan tantangan, penyiapan 
bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen 

kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 
penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama, 

penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan, penyiapan bahan penyusu nan 
perkiraan keadaan intelijen, dan pelaksanaan 

pemberian keterangan sebagai bahan informasi dan 
verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan 

pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses 
dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan 

publik atas permint aan instansi yang berwenang, 
serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 
bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen 

kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana fungsi 
Kejaksaan pada Perwakilan Negara  Republik 

Indonesia di luar negeri yang berkaitan dengan sektor 
partai politik, serta pemilihan umum dan pemilihan 

kepala daerah.  
 

68.  Ketentuan Pasal 17 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 174 

Subdirektorat I.C mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, 

perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 
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intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 

administrasi  intelijen, perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara 
intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 
koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 

penyusunan p erkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan 
pemberian bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan 
radikal, pengawasan wilayah teritorial , dan kejahatan 

siber.  
 

69.  Ketentuan Pasal 17 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  175 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 174 , Subdirektorat I.C menyelenggarakan 

fungsi : 
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor  gerakan 
teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial , dan 

kejahatan siber ; 
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan 

wilayah teritorial , dan kejahatan siber ; 
c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

intelijen dan opera si intelijen serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris 
dan radikal, pengawasan wilayah teritorial , dan 

kejahatan siber ; 
d.  penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 

kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  gerakan teroris dan radikal, 
pengawasan wilayah teritorial , dan kejahatan siber ; 

e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan 
potensi a ncaman, gangguan, hambatan dan tantangan 

yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan 
radikal, pengawasan wilayah teritorial , dan kejahatan 

siber ; 
f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor 
gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah 

teritorial , dan kejahatan siber  berdasarkan prinsip 
koordinasi;  

g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dengan kementerian atau lembaga dan pe merintah 
daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 

sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan 
wilayah teritorial , dan kejahatan siber ; 

h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
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dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
sektor  gerakan teroris dan radikal, pengawasan 

wilayah teritorial , dan kejahat an siber;  
i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 

gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah 
teritorial , dan kejahatan siber ; 

j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 
yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan 

radikal, pengawasan wilayah teritorial , dan kejahatan 
siber; dan  

k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen serta administrasi  intelijen yang 
berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, 

pengawasan wilayah teritorial , dan kejahatan siber  
kepada Kejaksaan di daerah dan Kejaksaan pada 

Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.  
 

70.  Ketentuan Pasal 17 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  176 

(1) Subdirektorat I.C terdiri atas:  
a. Seksi Gerakan Teroris dan Radikal ; dan  

b.  Seksi Pengawasan Wilayah Teritorial dan 
Kejahatan Siber . 

(2) Seksi Gerakan Teroris dan Radikal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut dengan Seksi 
I.C.1.  

(3) Seksi Pengawasan Wilayah Teritorial dan Kejahatan 
Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disebut dengan Seksi I.C. 2. 
 

71.  Ketentuan Pasal 17 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 1 77  

(1) Seksi I.C.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program kerja, 

bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen sert a bahan 
administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 

koordinasi dan kerj a sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor  gerakan teroris dan radikal.  

(2) Seksi I.C.2 mempunyai tugas melakukan pe nyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program kerja, 

bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
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administrasi intelijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen, ba han perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelapor an, 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan 

siber.  
 

72.  Ketentuan Pasal 17 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  178 

Subdirektorat I.D  mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, 

perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 
intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 

administrasi intelijen, perencanaan dan pe laksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara 
intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 

koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pe mbinaan dan 
pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor  cegah tangkal , 
pengawasan orang asing , p engamanan sumber daya 

organisasi Kejaksaan , dan p engamanan penanganan 
perkara . 

 
73.  Ketentuan Pasal 17 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 179 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 178, Subdirektorat I.D  menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor  cegah 

tangkal , p engawasan orang asing , p engamanan 
sumber daya organisasi Kejaksaan , dan p engamanan 

penanganan perkara ; 
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor cegah tangkal , p engawasan orang asing , 
pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan , dan 

pengamanan penanganan perkara ; 
c. penyiapan  perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor cegah tangkal , 

pengawasan orang asing , p engamanan sumber daya 
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organisasi Kejaksaa n, dan p engamanan penanganan 
perkara ; 

d.  penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  cegah tangkal , p engawasan orang asing , 
pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan , dan 
pengamanan penanganan perkara ; 

e. penyiapan perencan aan dan pelaksanaan pemetaan 
potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 

yang berkaitan dengan sektor cegah tangkal , 
pengawasan orang asing , p engamanan sumber daya 

organisasi Kejaksaan , dan p engamanan penanganan 
perkara ; 

f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 
dukungan teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 
lingk ungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor 

cegah tangkal , p engawasan orang asing , p engamanan 
sumber daya organisasi Kejaksaan , dan p engamanan 

penanganan perkara  berdasarkan prinsip koordinasi;  
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi da n kerja sama 

dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah 
daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 
sektor cegah tangkal , p engawasan orang asing , 

pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan , dan 
pengamanan penanganan perkara ; 

h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri  yang berkaitan dengan 
sektor  cegah tangkal , p engawasan orang asing , 

pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan , dan 
pengamanan penanganan perkara ; 

i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, 

kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
cegah tangkal , p engawasan orang asing , p engamanan 

sumber daya organisasi Kejaksaan , dan p engamanan 
penanganan perkara ; 

j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 
yang berkaitan dengan sektor cegah tangkal, 

pengawasan orang asing, pengamanan sumber daya 
organisasi Kejaksaan,  dan pengamanan penanganan 
perkara; dan  

k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen serta administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan sektor cegah tangkal , p engawasan 
orang asing , p engamanan sumber daya organisasi 

Kejaksaan , dan p engamanan penanganan perkara  
kepada Kejak saan di daerah dan Kejaksaan pada 
Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.  

 
74.  Ketentuan Pasal 1 80  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  180  

(1) Subdirektorat I.D terdiri atas:  
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a. Seksi Cegah Tangkal dan Pengawasan Orang 
Asing ; dan  

b.  Seksi Pengamanan Sumber Daya Organisasi 
Kejaksaan  dan Pengamanan Penanganan 

Perkara . 
(2) Seksi Cegah Tangkal dan Pengawasan Orang Asing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut 

dengan I.D.1.  
(3) Seksi Pengamanan Sumber Daya Organisasi 

Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan Perkara  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 

dengan I.D.2.  
 

75.  Ketentuan Pasal 1 81  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 181  

(1) Seksi I.D .1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program kerja, 

bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen sert a administrasi 
intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 
l ingkungan Kejaksaan, b ahan pelaksanaan 

koordinasi dan kerj a sama,  evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor  cegah tangkal dan pengawasan orang asing . 

(2) Seksi I.D.2 mempunyai tugas  melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program kerja, 

bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 
l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, evaluas i dan pelaporan, 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 

intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  pengamanan sumber daya organisasi 

Kejaksaan  dan p engamanan penanganan perkara . 
 

76.  Ketentuan Pasal 1 82  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 18 2 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan  
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan  Direktorat  

I. 
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77.  Ketentuan  Bagian Kelima Bab IV diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  

 
Bagian Kelima  

Direktorat II  
 

78.  Ketentuan Pasal  183 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 183  

(1) Direktorat II  mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen 

dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
sosial, budaya , dan kemasyarakatan.  

(2) Ruang lingkup bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan meliputi sektor pengawasan 
peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan 

peredaran impor barang cetakan, turut melakukan 
pengawasan terhadap sistem perbukuan, 

pengawasan media komunikasi dan multimedia, 
pengawasan aliran kepercayaan  dan aliran 

keagamaan dalam masyarakat, pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan a gama, 
ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, 

pengawasan organisasi masyarakat dan lembaga 
swadaya masyarakat , pencegahan konflik sosial, 

pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu 

demi terwujudnya keadilan, penyelenggaraan 
ketertiban dan ketenteraman  umum, pembinaan 
masyarakat taat hukum, serta melakukan  kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri.  
 

79.  Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 184  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 183, Direktorat II  menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan 
pelaksanaan kegiatan intelije n dan  operasi intelijen  

yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
sosial, budaya , dan kemasyarakatan;  

c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen,  
operasi intelijen, da n administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan;  

d.  pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan 

intelijen  dan  operasi intelijen yang berkaitan dengan 
bidang sosial, budaya , dan kemasyarakatan;  

e. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang 
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berkaitan dengan bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan;  

f. perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang lain di 

ling kungan Kej aksaan yang berkaitan dengan bidang 
sosial, budaya , dan kemasyarakatan berdasarkan 
prinsip koordinasi;  

g. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau 
lembaga , pemerintah daerah, instansi, serta organisasi 

lain yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan;  

h.  koordinasi dan kerja sama intelijen penegakan hukum 
dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara 

intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar 
negeri yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, 
dan kemasyarakatan;  

i.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
rencana dan program kerja kegiatan intelijen , operasi 

intelijen, dan administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan bidang sosial, budaya , dan kemasyarakatan;  

j.  penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang 
berkaita n dengan bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan;  

k.  pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

bidang sosial, budaya , dan kemasyarakatan kepada 
Kejaksaan di daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan 

pada  Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar 
negeri;  

l.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Direktorat  II ; dan  
m.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung 

Muda Intelijen.  
 

80.  Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 185  

(1) Direktorat II  terdiri atas:  
a. Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan, Media 

Komunikasi , dan Multimedia;  
b.  Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat 

dan Aliran Keagamaan, serta Pencegahan 
Penyalahgunaan dan Penodaan Agama;  

c. Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan;  

d.  Subdirektorat Sosial, Ketertiban dan 
Ketenteraman  Umum, dan Pembinaan 

Masyarakat Taat Hukum; dan  
e. Subbagian Tata Usaha.  

(2) Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan, Media 
Komunikasi, dan Multimedia  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a disebut dengan Subdirektorat 

II.A . 
(3) Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan 

Aliran Keagamaan, serta Pencegahan 
Penyalahgunaan dan Penodaan Agama  sebagaimana 



- 37 - 
 

 

dimaksud pada ayat (1)  huruf b disebut dengan 
Subdirektorat II. B.  

(4) Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebut 

dengan Subdirektorat II. C. 
(5) Subdirektorat Sosial, Ketertiban dan Ketenteraman  

Umum, dan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebut 
dengan Subdirektorat II. D.  

 
81.  Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 186  

Subdirektorat II.A  mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian 
kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi 

intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 
ancaman, gangguan, hambatan dan tan tangan, pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan, koordinasi dan kerja sama, 
evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen, serta pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen dan administr asi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor pengawasan peredaran barang cetakan 
dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang 

cetakan, turut melakukan pengawasan  terhadap  sistem 
perbukuan, dan pengawasan media komunikasi dan 
multimedia.  

 
82.  Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 187  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 186, Subdirektorat II.A  menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen  dan  

operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, 

pengawasan peredaran impor bara ng cetakan,  turut 
melakukan  pengawasan  terhadap  sistem perbukuan, 
dan pengawasan media komuni kasi dan multimedia;  

b.  penyiapan  bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam 
negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, 

turut melakukan pengawasan terhadap sistem 
perbukuan, dan penga wasan media komunikasi dan 
multimedia;  

c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan intelijen,  operasi intelijen, dan administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan 
peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan 

peredaran impor barang cetakan, turut melakukan 
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pengawasan  terhadap  sistem perbukuan, dan 
pengawasan media komunikasi dan multimedia;  

d.  penyiapan  bahan pengendalian  dan penilaian 
pelaksanaan kegiatan intelijen  dan operasi intelijen 

yang berkaitan dengan sektor pengawasan peredaran 
barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran 
impor barang cetakan, turut melakukan pengawasan 

terhadap sistem perb ukuan, dan pengawasan media 
komunikasi dan multimedia;  

e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan yang berkaitan dengan sektor pengawasan 
peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan 

peredara n impor barang cetakan, turut melakukan 
pengawasan terhadap sistem perbukuan, dan 
pengawasan media komunikasi dan multimedia;  

f. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 

bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan 
dengan sektor pengawasan peredaran barang cetakan 

dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang 
cetakan, turut melakukan pengawasan  terhadap  
sistem perbukuan, dan pengawasan media komunikasi 

dan multimedia berdasarkan prinsip koordinasi;  
g. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan 

kementerian atau lembaga , pemerintah daerah, 
instansi, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 

sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam 
negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, 
turut mel akukan pengawasan  terhadap  sistem 

perbukuan, dan pengawasan media komunikasi dan 
multimedia;  

h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
sektor  pengawasan peredaran barang cetakan dalam 

negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, 
turut melakukan pengawasan terhadap sistem 

perbukuan, dan pengawasan media komunikasi dan 
multimedia;  

i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 
kerja, kegiatan intelijen, operasi int elijen, dan 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, 

pengawasan peredaran impor barang cetakan, turut 
melakukan pengawasan  terhadap  sistem perbukuan, 

dan pengawasan media komunikasi dan multimedi a; 
j.  penyiapan bahan penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan 

peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan 
peredaran impor barang cetakan,  turut melakukan  

pengawasan terhadap sistem perbukuan, dan 
pengawasan media k omunikasi dan multimedia; dan  

k.  penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 
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bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
yang berkaitan dengan sektor pengawasan peredaran 

barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran 
impor barang cetakan, turut melakukan pengawasan  

terhadap  sistem perbukuan, pengawasan media 
komunikas i dan multimedia kepada Kejaksaan di 
daerah dan  pelaksana fungsi  Kejaksaan pada 

Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar  negeri.  
 

83.  Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 188  
(1) Subdirektorat II.A  terdiri atas:  

a. Seksi Pengawasan Peredaran Barang Cetakan; 
dan  

b.  Seksi Pengawasan Media Komunikasi dan 

Multimedia.  
(2) Seksi Pengawasan Peredaran Barang Cetakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut 
dengan Seksi II.A.1.  

(3) Seksi Pengawasan Media Komunikasi dan Multimedia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 
dengan Seksi II.A. 2. 

 
84.  Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 189  

(1) Seksi II.A .1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
dan penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan 
administra si intelijen, penyiapan bahan perencanaan 

dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, 
gangguan, hambatan dan tantangan, penyiapan 
bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen 

kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 
penyiapan dan pelaksanaan pemantaua n, evaluasi, 

dan pelaporan, penyiapan bahan penyusunan 
perkiraan keadaan intelijen, serta penyiapan bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan di 
daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada 

Perwakila n Negara Republik  Indonesia di luar negeri, 
yang berkaitan dengan sektor pengawasan peredaran 

barang cetakan dalam negeri , pengawasan peredaran 
impor barang cetakan, dan turut melakukan 

pengawasan terhadap sistem perbukuan.  
(2) Seksi II.A .2 mempunyai tugas mel akukan penyiapan 

dan penyusunan rencana dan program kerja, 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
penilaian kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan 

adm inistrasi intelijen, penyiapan bahan perencanaan 
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dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, 
gangguan, hambatan dan tantangan, penyiapan 

bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen 
kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja 
sama, penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan, penyiapan bahan 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen, serta 
penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
kepada Kej aksaan di daerah dan pelaksana fungsi 

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri, yang berkaitan dengan 

sektor pengawasan media komunikasi dan 
multimedia.  

 

85.  Ketentuan Pasal 19 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 190  
Subdirektorat II. B mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, 
perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 
intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara 

intelijen kepada bidang  lain di lingkungan Kejaksaan , 
koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelap oran, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan 

pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor  pengawasan aliran 

kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat 
serta pencegahan penyalahgunaan d an/atau penodaan 

agama.  
 

86.  Ketentuan Pasal 1 91  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 191  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 190 , Subdirektorat II. B menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 

operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor  
pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan 

dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan 
dan/atau peno daan agama ; 

b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran 

keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ; 

c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan 
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aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam 
masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan 

dan/atau penodaan agama ; 
d.  peny iapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 

kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  pengawasan aliran kepercayaan dan 
aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan 

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ; 
e. penyiapan perenc anaan dan pelaksanaan pemetaan 

potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 
yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran 

kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat 
serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau 

penodaan agama ; 
f. penyiapan perencanaan  dan pelaksanaan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor 
pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan 

dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan 
dan/atau penodaan agama  berdasarkan prinsip 

koordinasi;  
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi da n kerja sama 

dengan kementerian atau  lembaga dan pemerintah 

daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 
sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran 

keagamaan dala m masyarakat serta pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ; 

h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang ber kaitan dengan 
sektor  pengawasan aliran kepercayaan dan aliran 

keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ; 

i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan 

dalam masyarakat  serta pencegahan penyalahgunaan 
dan/atau penodaan agama ; 

j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 
yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran 
kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat 

serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau 
penodaan ag ama; dan  

k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen serta administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan sektor pengawasan aliran 
kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat 
serta pencegahan penyalahgunaan  dan/atau 

penodaan agama  kepa da Keja ksaan di daerah dan 
Kejaksaan  pada Perwakilan Negara Republik Indonesia 

di luar negeri.  
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87.  Ketentuan Pasal 19 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  192 
(1) Subdirektorat II.B terdiri atas:  

a. Seksi Pengawasan Aliran Keagamaan  dalam 
Masyarakat dan Pencegahan Penyalahgunaan 
dan /atau  Penodaan Agama ; dan  

b.  Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan  dalam 
Masyarakat.  

(2) Seksi Pengawasan Aliran Keagamaan dalam 
Masyarakat dan Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a disebut dengan Seksi II.B.1 . 

(3) Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disebut dengan Seksi II.B. 2.  

 
88.  Ketentuan Pasal 19 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 19 3 

(1) Seksi II. B.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengend alian, dan penilaian kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan 
dan bahan pemberian bimbingan teknis intelijen , 

serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor  pengawasan aliran keagamaan dalam 
masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan 

dan/atau penodaan agama.  
(2) Seksi II. B.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi int elijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 

intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, serta bahan pemberian d ukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
intelijen , serta adminis trasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dalam 
masyarakat.  
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89.  Ketentuan Pasal 19 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 194 
Subdirektorat II.C mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, bahan 
perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 
intelijen, bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen, bahan perencanaan dan 

pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, 
hambatan dan tantangan, serta bahan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, penyusunan 
perkiraan keadaan intelijen, bahan pembinaan dan 
pemberian bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor  ketahanan budaya, 
pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi 

mas yarakat , dan l embaga swaday a masyarakat.  
 

90.  Ketentuan Pasal 19 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 195 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 194, Subdirektorat II.C  menyelenggarakan 

fungsi : 
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor  
ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, 

pengawasan organisasi mas yarakat , dan l embaga 
swadaya masyarakat ; 

b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat 
desa, pengawasan organisasi mas yarakat , dan 
lembaga swadaya masyarakat ; 

c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor ketahanan 
budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan 

organisasi mas yarakat , dan l embaga swadaya 
masyarakat ; 

d.  penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 

kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  ketahanan budaya, pemberdayaan 

masyarakat desa, pengawasan organisasi mas yarakat , 
dan l embaga swadaya masyarakat ; 

e. penyiapan pe rencanaan dan pelaksanaan pemetaan 
potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 
yang berkaitan dengan sektor ketahanan budaya, 

pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan 
organisasi mas yarakat , dan l embaga swadaya 

masyarakat ; 
f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
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l ingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor 
ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, 

pengawasan organisasi mas yarakat , dan l embaga 
swadaya masyarakat  berdasarkan prinsip koordinasi;  

g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, 
serta organisasi lain yang berkaitan dengan sektor 

ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, 
pengawasan organisasi mas yarakat , dan l embaga 

swadaya masyarakat ; 
h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang berkaita n dengan 
sektor  ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat 
desa, pengawasan organisasi mas yarakat , dan 

lembaga swadaya masyarakat;  
i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, 
pengawasan organisa si mas yarakat , dan l embaga 

swadaya masyarakat ; 
j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 

yang berkaitan dengan sektor ketahanan budaya, 
pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan 

organisasi mas yarakat , dan l embaga swadaya 
masyarakat ; dan  

k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis intelijen serta administrasi intelijen yang 
berkaitan dengan sektor ketahanan budaya, 

pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan 
organisasi mas yarakat , dan l embaga swadaya 

masyarakat  kepada Kejaksaan di daer ah dan 
Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia 
di luar negeri.  

 
91.  Ketentuan Pasal 19 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  196 

(1) Subdirektorat II.C terdiri atas:  
a. Seksi Ketahanan Budaya  dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa ; dan  

b.  Seksi Pengawasan Organisasi Masyarakat  dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat . 

(2) Seksi Ketahanan Budaya dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a disebut dengan Seksi II.C.1 . 
(3) Seksi Pengawasan Organisasi Masyarakat dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut dengan Seksi 
II.C. 2.  
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92.  Ketentuan Pasal 19 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 19 7 
(1) Seksi II.C .1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen sert a administrasi 

intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang lain di 

lingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerj a sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  ketahanan budaya dan pemberdayaan 
masyarakat desa.  

(2) Seksi II.C .2 memp unyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta ad ministrasi 
intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis  secara intelijen kepada bidang  lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sa ma, evaluasi dan pelaporan, 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 

intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  pengawasan organisasi mas yarakat  
dan l embaga swadaya masyarakat . 

 
93.  Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 198  

Subdirektorat II.D  mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian 
kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi 

intelijen, pe rencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan, koordinasi dan kerja sama, 
evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 

int elijen, serta pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor pencegahan konflik sosial, ketertiban dan 
ketenteraman umum, pembinaan masyarakat taat 

hukum, dan pencarian kebenaran atas perkara 



- 46 - 
 

 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik 
sosial tertentu.  

 
94.  Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 199  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 198, Subdirektorat II.D  menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen  dan  

operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
pencegahan konflik sosial, ketertiban dan 

ketenteraman  umum, pe mbinaan masyarakat taat 
hukum, dan pencarian kebenaran atas perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik 

sosial tertentu;  
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor pencegahan konflik sosial, ketertiban dan 

ketent eraman umum, pembinaan masyarakat taat 
hukum, dan pencarian kebenaran atas perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik 

sosial tertentu;  
c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor pencegahan 

konflik sosial, ketertiban dan keten ter aman umum, 
pembinaan masyarakat taat hukum, dan pencarian 
kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat dan konflik sosial tertentu;  
d.  penyiapan bahan pengendalian dan penilaian 

pelaksanaan kegiatan intelijen  dan  operasi intelijen, 
yang berkaitan dengan  sektor pencegahan konflik 

sosial, ketertiban dan kete ntera man umum, 
pembinaan masyarakat taat hukum, dan pencarian 
kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat dan konflik sosial tertentu;  
e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan yang berkaitan dengan sektor pencegahan 

konflik sosial, ketertiban dan ketenteraman umum, 
pembinaan masyarakat taat hukum, dan pencarian 
kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat  dan konflik sosial tertentu;  
f. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 
bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan 

dengan sektor pencegahan konflik sosial, ketertiban 
dan keten terama n umum, pembin aan masyarakat taat 
hukum, dan pencarian kebenaran atas perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik 
sosial tertentu berdasarkan prinsip koordinasi;  

g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dengan kementerian atau Lembaga, pemerintah  

daerah, instansi, serta organisasi lain yang berkaitan 
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dengan sektor pencegahan konflik sosial, ketertiban 
dan ketenteraman umum, pembinaan masyarakat taat 

hukum, dan pencarian kebenaran atas perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik 

sosial tertentu;  
h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 

sektor  pencegahan konflik sosial, ketertiban dan 
ketenteraman umum, pembinaan masyarakat taat 

hukum, dan pencarian kebenaran atas perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik 

sosial tertentu ; 
i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program  

kerja,  kegiatan intelijen, opera si intelijen, dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 

pencegahan konflik sosial, ketertiban dan 
keten teraman umum, pembinaan masyarakat taat 

hukum, dan pencarian kebenaran atas perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik 
sosial tertentu;  

j.  penyiapan bahan penyusunan perkiraan keadaan 
intelijen yang berkaitan dengan sektor  pencegahan 

konflik sosial, ketertiban dan ketenteraman  umum, 
pembinaan masyarakat taat hukum, dan pencarian 

kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi 
manu sia yang berat dan konflik sosial tertentu; dan  

k.  penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
yang berkaitan dengan sektor pence gahan konflik 

sosial, ketertiban dan ketenteraman  umum, 
pembinaan masyarakat taat hukum, dan pencarian 

kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dan konflik sosial tertentu kepada 
Kejaksaan  di daerah dan pelaksana an  fungsi 

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  Indonesia 
di luar negeri.  

 
95.  Ketentuan  Pasal 20 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  200  

(1) Subdirektorat II.D terdiri atas:  

a. Seksi Pencegahan Konflik Sosial  dan Pembinaan  
Masyarakat Taat Hukum ; dan  

b.  Seksi Ketertiban dan Ketent eraman Umum . 
(2) Seksi Pencegahan Konflik Sosial dan Pembinaan 

Masyarakat Taat Hukum  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a disebut dengan Seksi II.D.1 . 

(3) Seksi Ketertiban dan Ketenteraman  Umum  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 
dengan Seksi II.D. 2.  
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96.  Ketentuan Pasal 201 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 201  
(1) Seksi II .D.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
penilaian kegiatan intelijen, oper asi intelijen, dan 

administrasi intelijen, penyiapan bahan perencanaan 
dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, 

gangguan, hambatan dan tantangan, penyiapan 
bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen 

kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 
penyia pan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan, penyiapan bahan penyusunan 

perkiraan keadaan intelijen, serta penyiapan bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan di 
daerah dan pelaksana fu ngsi Kejaksaan pada 

Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri, 
yang berkaitan dengan sektor pencegahan konflik 
sosial, pembinaan masyarakat taat hukum, dan 

pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dan konflik sosi al tertentu.  

(2) Seksi II .D.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
dan penyusunan rencana dan program kerja, 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian k egiatan intelijen, operasi intelijen, dan 
administrasi intelijen, penyiapan bahan perencanaan 

dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, 
gangguan, hambatan dan tantangan , penyiapan 

bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen 
kepada bidang lain di lingk ungan Kejaksaan, 
penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan, penyiapan bahan penyusunan 
perkiraan keadaan intelijen, serta penyiapan bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan di 

daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada 
Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri, 
yang berkaitan dengan sektor ketertiban dan 

ketenteraman umum.  
 

97.  Ketentuan  Pasal 20 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 20 2 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan  
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan  Direktorat 

II . 
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98.  Ketentuan Bagian Keenam Bab IV diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Bagian Keenam  

Direktorat III  
 

99.  Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 203  

(1) Direktorat III  mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen , 

dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuangan.  

(2) Ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan 
meliputi sektor lembaga keuangan, moneter, 
keuangan dan keka yaan negara, investasi atau 

penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, 
perdagangan, perindustr ian, ketenagakerjaan, 

perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, 
perikanan, agraria atau tata ruang, pencegahan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan  
kerja sama intelijen penegakan  hukum dengan 
lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen 

negara lainnya di dalam maupun di luar negeri.  
 

100.  Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 204  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim aksud  
dalam Pasal 203, Direktorat III  menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan 
pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi  intelijen 

yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuangan;  

c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen, 

operasi intelijen, da n administrasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;  

d.  pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan 
intelijen  dan  operasi intelijen yang berkaitan dengan 

bidang ekonomi dan keuangan;  
e. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 

anca man, gangguan, hambatan , dan tantangan yang 

berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;  
f. perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang 

ekonomi dan keuangan be rdasarkan prinsip 
koordinasi;  

g. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau 

lembaga , pemerintah daerah, instansi, serta organisasi 
lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan 

keuangan;  
h.  koordinasi dan kerja sama intelijen penegakan hukum 

dengan lembag a intelijen dan/atau penyelenggara 
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intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar 
negeri bidang ekonomi dan keuangan;  

i.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
rencana dan program kerja kegiatan intelijen, operasi 

intelijen, dan administrasi intelij en yang berkaitan 
dengan bidang ekonomi dan keuangan;  

j.  penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang 

berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;  
k.  pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
bidang ekono mi dan keuangan kepada Kejaksaan di 

daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada 
Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri;  

l.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
Direktorat  III ; dan  

m.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung 

Muda Intelijen.   
 

101.  Ketentuan Pasal 205  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  205 
(1) Direktorat III  terdiri atas:  

a. Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara;  

b.  Subdirektorat Investasi dan Penerimaan Negara ; 
c. Subdirektorat Perdagangan, Perindustrian , dan 

Ketenagakerjaan ; 
d.  Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Agraria 

atau Tata Ruang ; dan  
e. Subbagian Tata Usaha . 

(2) Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut 
dengan  Subdirektorat III.A.  

(3) Subdirektora t Investasi dan Penerimaan Negara  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 

dengan  Subdirektorat III.B.  
(4) Subdirektorat Perdagangan, Perindustrian , dan 

Ketenagakerjaan  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c disebut dengan  Subdirektorat III.C.  
(5) Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Agraria atau 

Tata Ruang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d disebut dengan  Subdirektorat III.D.  

 
102.  Ketentuan Pasal 206  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 206  
Subdirektorat III.A  mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian 
kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi 
intelijen, pe rencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 

ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, pemberian 
dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 

lingkungan Kejaksaan, koordinasi dan kerja sama, 
evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 

int elijen, serta pembinaan dan pemberian bimbingan 



- 51 - 
 

 

teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor lembaga keuangan, keuangan negara, dan 

moneter . 
 

103.  Ketentuan Pasal 207  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 207  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 206 , Subdirektorat III.A  menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen  dan  
operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor lembaga 

keuangan, keuangan negara, dan moneter ; 
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor lembaga keuangan, keuangan negara, dan 
moneter;  

c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor lembaga 
keuangan, keuangan negara, dan moneter;  

d.  penyiapan bahan pengendalian dan penilaian 

pelaksanaan kegiatan intelije n dan operasi intelijen, 
yang berkaitan dengan sektor lembaga keuangan, 

keuangan negara, dan moneter;  
e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi  ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan yang berkaitan dengan sektor lembaga 
keuangan, keua ngan negara, dan moneter ; 

f. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 

bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan 
dengan sektor lembaga keuangan, keuangan negara, 

dan moneter berdasarkan prinsip koordinasi;  
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dengan kementerian atau lembaga, pemerintah 

daerah, instansi, serta organisasi lain yang berkaitan 
dengan sektor lembaga keuangan, keuangan negara, 

dan moneter;  
h.  penyiapan pelaksanaan koord inasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 

sektor  lembaga keuangan, keuangan negara, dan 
moneter;  

i.  penyiapan dan pelaksanaan pe mantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 

kerja, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
lembaga keuangan, keuangan negara, dan moneter;  

j.  penyiapan bahan penyusunan perkiraan kea daan 
intelijen yang berkaitan dengan sektor lembaga 

keuangan, keuangan negara, dan moneter ; dan  
k.  penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
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yang berkaitan dengan sektor lembaga keuangan, 
keuangan negara, dan moneter kepada Kejaksaan di 

daerah dan pelaksana  fungsi Kejaksaan pada 
Perwakilan Negara Republik  Indone sia di luar negeri.  

 
104.  Ketentuan  Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal  208 
(1) Subdirektorat III .A terdiri atas:  

a. Seksi Lembaga Keuangan dan Moneter; dan  
b.  Seksi Keuangan Negara . 

(2) Seksi Lembaga Keuangan dan Moneter  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut dengan Seksi 

III.A.1 . 
(3) Seksi Keuangan Negara  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b disebut dengan Seksi III.A. 2.  

 
105.  Ketentuan Pasal 20 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 20 9 

(1) Seksi III .A.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
dan penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen, oper asi intelijen, dan 
administrasi intelijen, penyiapan bahan perencanaan 

dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, 
gangguan, hambatan dan tantangan, penyiapan 
bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen 

kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 
penyia pan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan, penyiapan bahan penyusunan 
perkiraan keadaan intelijen, serta penyiapan bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan di 
daerah dan pelaksana fu ngsi Kejaksaan pada 

Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri 
yang berkaitan dengan sektor lembaga keuangan dan 

moneter . 
(2) Seksi III .A.2  mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijak an teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
penilaian kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan 

administrasi intelijen, penyiapan bahan perencanaan 
dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, 

gangguan, hambatan dan tantangan , penyiapan 
bahan pemberian dukungan teknis secara intelijen 
kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 

penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan, penyiapan bahan penyusunan 

perkiraan keadaan intelijen, s erta penyiapan bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan di 
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daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada 
Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri 

yang berkaitan dengan sektor keuangan Negara . 
 

106.  Ketentuan Pasal 2 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 210  

Subdirektorat III .B mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, 

perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 
intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen, perencanaan dan pe laksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara 
intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 

koordinasi dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pe mbinaan dan 

pemberian bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor  investasi atau 

penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, dan cukai.  
 

107.  Ketentuan Pasal 2 11  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 211  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 210 , Subdirektorat III .B menyelenggarakan 

fungsi : 
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 

operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor  
investasi atau penanama n modal, perpajakan, 

kepabeanan , dan cukai ; 
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis int elijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor investasi atau penanama n modal, perpajakan, 
kepabeanan , dan cukai ; 

c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor investasi atau 
penanaman mo dal, perpajakan, kepabeanan , dan 

cukai ; 
d.  penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 

kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  investasi atau penanama n modal, 
perpajakan, kepabeanan , dan cukai ; 

e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan 
potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 

yang berkaitan dengan sek tor investa si atau 
penanama n modal, perpajakan, kepabeanan , dan 
cukai ; 

f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 
dukungan teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor 
investasi atau penanama n modal, perpajakan, 

kepabeanan , dan cukai  berdasarkan prinsip 
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koordinasi;  
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi da n kerja sama 

dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah 
daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 

sektor investasi atau penanama n modal, perpajakan, 
kepabeanan , dan cukai ; 

h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau  penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
sektor  investasi atau penanaman modal, perpajakan, 

kepabeanan , dan cukai;  
i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja dan program kerja,  
kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 

investasi atau penanama n modal, perpajakan, 
kepabeanan , dan cukai ; 

j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 
yang be rkaitan dengan sektor investasi atau 

penanaman modal, perpajakan, kepa beanan , dan 
cukai; dan  

k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis intelijen serta administrasi intelijen yang 
berkaitan denga n sektor investasi atau penanaman 

modal, perpajakan, kepabeanan , dan cukai  kepada 
Kejaksaan di daerah dan Kejaksaan  pada Perwakilan 

Negara Republik Indonesia di luar negeri.  
 

108.  Ketentuan Pasal 2 12  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  212 

(1) Subdirektorat III.B terdiri atas:  
a. Seksi Investasi; dan  

b.  Seksi Penerimaan Negara.  
(2) Seksi Investasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a disebut dengan Seksi III.B.1 . 

(3) Seksi Penerimaan Negara  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b disebut dengan Seksi III.B. 2.  

 
109.  Ketentuan Pasal 2 13  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 21 3 

(1) Seksi III .B.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen ser ta administrasi 
intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan ker ja sama, evaluasi dan pelaporan, 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 
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pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 
serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor  investasi atau penanaman modal.  
(2) Seksi III .B.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen ser ta administrasi 

intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan ker ja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  perpajakan, kepabeanan , dan cukai.  
 

110.  Ketentuan Pasal 2 14  diubah sehi ngga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 214 

Subdirektorat III. C mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, 

perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 
intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 
administrasi intelijen, perencanaan dan pe laksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara 
intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 

koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pe mbinaan dan 

pemberian bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor  perdagangan, 
perindustrian, dan ketenagakerjaan.  

 
111.  Ketentuan Pasal 2 15  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 21 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 21 4, Subdirektorat III. C menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 

operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor  
perdagangan , perindustrian, dan ketenagakerjaan ; 

b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor perdagangan, perindustrian, dan 

ketenagakerjaan ; 
c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

intelijen dan  operasi intelijen serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor perdagangan, 

perindustrian, dan ketenagakerjaan ; 
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d.  penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  perdagangan , perindustrian, dan 
ketenagakerjaan ; 

e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan 
potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 
yang berkaitan dengan sektor perdagangan, 

perindustrian, dan ketenagakerjaan ; 
f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 
lingkungan Kejaksaan  yang berkaitan dengan sektor 

perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan 
berdasarkan prinsip koordinasi;  

g. penyiapan pelaksanaan k oordinasi da n kerja sama 
dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah 
daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 

sektor perdagangan, perindustrian, dan 
ketenagakerjaan ; 

h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum de ngan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
sektor  perdagangan, perindustrian, dan 

ketenagakerjaan;  
i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja dan p rogram kerja, 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan ; 

j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 

yang berkaitan dengan sektor perdagangan, 
per industrian, dan ketenagakerjaan; dan  

k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen serta administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan sektor perdagangan , perindustrian, 
dan ketenagakerjaan  kepada Kejaksaan di daerah dan 
Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia 

di luar negeri.  
 

112.  Ketentuan Pasal 2 16  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  216 
(1) Subdirektorat III. C terdiri atas:  

a. Seksi Perdagangan; dan  

b.  Seksi  Perindustrian dan Ketenagakerjaan.  
(2) Seksi Perdagangan  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a disebut dengan  Seksi III.C.1 . 
(3) Seksi Perindustrian dan Ketenagakerjaan  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 
dengan Seksi III.C. 2.  

 

113.  Ketentuan Pasal 2 17  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 21 7 
(1) Seksi III. C.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 



- 57 - 
 

 

bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen, bahan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 

intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi anc aman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  perdagangan.  
(2) Seksi III. C.2  mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 

bahan perumusan kebijakan teknis intelije n dan 
administrasi intelijen, bahan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 

intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, s erta bahan pemberian dukungan 

teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
in telijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  perindustrian dan ketenagakerjaan.  

 
114.  Ketentuan Pasal 2 18  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 21 8 

Subdirektorat III.D  mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, bahan 
perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi 

intelijen, bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta 

administrasi intelijen, bahan perencanaan dan 
pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, 

hambatan dan tantangan, serta bahan pemberian 
dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan 
perkiraan keadaan intelijen, bahan pembinaan dan 

pemberian bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor  perkebunan, 

kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, dan agraria  
atau tata ruang.  
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115.  Ketentuan Pasal 2 19  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 21 9 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 21 8, Subdirektorat III .D menyelenggarakan 
fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor  

perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan 
hidup, dan agraria atau tata ruang ; 

b.  penyiapan bahan perumusan kebija kan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan 
hidup, dan agraria atau tata ruang ; 

c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor perkebunan, 

kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, dan agraria 
atau tata ruang ; 

d.  penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan 
dengan sektor  perkebunan, kehut anan, perikanan, 

lingkungan hidup, dan agraria atau tata ruang ; 
e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan 

potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 
yang berkaitan dengan sektor perkebunan, kehutanan, 

perikanan, lingkungan hidup, dan agraria at au tata 
ruang ; 

f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan  yang berkaitan dengan sektor 

perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan 
hidup, dan agraria atau tata ruang berdasarkan 

prinsip koordinasi;  
g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah 

daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan 
sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan 

hidup, dan agraria  atau tata ruang ; 
h.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di  luar negeri yang berkaitan dengan 

sektor  perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan 
hidup, dan agraria  atau tata ruang ; 

i.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, 

kegiatan intelijen dan operasi intelijen se rta 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
perkebunan, kehutanan, perikanan, lingkungan 

hidup, dan agraria atau tata ruang ; 
j.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 

yang berkaitan dengan sektor perkebunan, kehutanan, 
perikanan, lingkun gan hidup, dan agraria atau tata 

ruang; dan  
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k.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen serta administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan sektor perkebunan, kehutanan, 
perikanan, lingkungan hidup,  dan agraria atau tata 

ruang  kepada Kejaks aan di daerah dan Kejaksaan 
pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar 
negeri.  

 
116.  Ketentuan Pasal 2 20  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  220  

(1) Subdirektorat III.D terdiri atas:  
a. Seksi Sumber Daya Alam; dan  

b.  Seksi Lingkungan Hidup dan Agraria atau Tata 
Ruang.  

(2) Seksi Sumber Daya Alam  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a disebut dengan  Seksi III.D.1 . 
(3) Seksi Lingkungan Hidup dan Agraria atau Tata Ruang  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 
dengan  Seksi III.D. 2.  

 
117.  Ketentuan Pasal 2 21  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 2 21  
(1) Seksi III .D.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 
intelijen dan operasi intelijen ser ta administrasi 

intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan ker ja sama, evaluasi dan pelaporan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan sektor  perkebunan, kehutanan, dan 
perikanan.  

(2) Seksi III .D.2 mempunyai tugas  melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana dan program kerja, 
bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen, bahan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen serta administrasi 
intelijen, bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, serta bahan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang lain di 

l ingkungan Kejaksaan, bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, evaluas i dan pelaporan, 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen, bahan 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 

intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 
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dengan sektor  lingkungan hidup dan agraria atau tata 
ruang.  

 
118.  Ketentuan Pasal 2 22  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 22 2 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan  

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan  Direktorat 
III . 

 
119.  Ketentuan Bagian Ketujuh Bab IV  diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Ketujuh  
Direktorat IV  

 

120.  Ketentuan  Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 223  
(1) Direktorat IV mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen , 
dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis . 

(2) Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan  
yang bersifat strategis  meliputi  sektor infrastruktur 

jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, 
telekomunikasi, kepelabuhanan, smelter, pengolahan 

air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, 
ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas 
bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, peruma han, 

pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan 
ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana 

penunjang , serta sektor lainnya guna mendukung 
keberhasil an jalannya pemerintahan , menciptakan 

kondisi yang mendukung dan mengamankan 
pelaksanaan p embangunan yang bersifat strategis, 
serta mel akukan kerja sama intelijen penegakan 

hukum dengan lembaga intelijen dan/atau 
penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam 

maupun di luar negeri.  
 

121.  Ketentuan  Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 224  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 223, Direktorat IV menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan 
pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan 

pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang pengamanan pembangunan yang 
bersifat strategis;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 

pengamanan pembangunan  yang bersifat strate gis;  
c. penyiapan, pengumpulan, dan pengkajian peraturan 

perundang -undangan yang terkait dengan 
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pemerintahan dan pembangunan di  bidang 
pengamanan pembangunan  yang be rsifat strategis;  

d.  penyusunan rencana, pemetaan, dan analisis  masalah 
yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan 

di  bidang  pengamanan pembangunan y ang bersifat 
strategis;  

e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan  pengawalan 

dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan  di  
bidang pengamanan pembangunan ya ng bersifat 

strategis;  
f. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi , 

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan  pengawalan dan 
pengamanan pemerintahan dan pembangunan yang 

berkaitan dengan bidang pe ngama nan pembangunan 
yang bersifat strategis;  

g. pengendalian da n penilaian pelaksanaan kegiatan 

pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan 
pembangunan yang berkaitan dengan bidang  

pengamanan pem bangunan yang bersifat strategis;  
h.  koordinasi dan kerja sama den gan kementerian atau 

lembaga , pemerintah daerah, badan usaha milik 
negara / daerah, instansi, dan organisasi lain yang 
berkaitan dengan  bidang pengamanan pembangunan 

yang bersifat strategis;  
i.  koordinasi dan kerja sama intelijen penegakan hukum 

dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara 
intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar 

negeri yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan  yang bersifat strategis ; 

j.  pelaksanaan, pengkajian, dan pelaporan koordinasi 

dengan Aparat Pengawas Intern Pe merintah dalam hal 
penilaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana 

kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan bidang 
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;  

k.  perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi tugas, 
wewenang, dan fungsi yang berkaitan dengan  bidang 
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis 

kepada kementerian atau lembaga, pemerintah 
daerah, badan usaha milik negara / daerah , instansi , 

dan organisasi lain;  
l.  penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang 

berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan 
yang bersifat strategis;  

m.  pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
bidang pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana 
fungsi Kejaks aan pada Perwakilan Negara Republik  

Indonesia di  luar negeri;  
n.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Direktorat  IV; dan  

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung 
Muda Intelijen.  
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122.  Ketentuan  Pasal 22 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 225  
(1) Direktorat IV terdiri atas:  

a. Subdirektorat Pengamanan Pembangunan 
Infrastruktur Tra nsportasi dan Telekomunikasi;  

b.  Subdirektorat Pengamanan Pembangunan 

Infrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan;  
c. Subdirektorat Pengamanan Pembangunan 

Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam, dan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  

d.  Subdirektorat Pengamanan Pembangunan 
Infrastruktur Kawasan dan Sektor Lainnya; dan  

e. Subbagian Tata Usaha.  
(2) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan  

Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut 
dengan  Subdirektorat IV.A.  

(3) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan 
Infrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 
dengan Subdirektorat IV.B.  

(4) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan 

Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam, dan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c disebut dengan Subdirektorat 
IV.C.  

(5) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan 
Infrastruktur Kawasan dan Sektor Lainnya  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebut 

dengan  Subdirektorat IV.D. 
 

123.  Ketentuan Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 226  
Subdirektorat IV.A mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 

kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengendalian, 

dan penilaian kegiatan pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat strategis 

serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan, koordinasi dan kerja sama, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keada an 
intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 

intelijen , serta  administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan bidang pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis pada sektor infrastruktur transportasi meliputi 
jalan, perkeretaapian, kebandarudaraa n, dan 
kepelabuhanan , serta  infrastruktur telekomunikasi . 
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124.  Ketentuan Pasal 227 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 227  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 226, Subdirektorat IV.A menyelenggarakan 
fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 

yang ber kaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan  yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi;  
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
bidang  pengamanan pembangun an yang bersifat 
strategis pada sektor infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi;  
c. penyiapan, pengumpulan , dan pengkajian peraturan 

perundang -undangan yang terkait dengan 
pemerintahan dan pembangunan di bidang 

pengamanan pembangunan yang bersifat strate gis 
pada sektor infrastruktur transportasi dan 
telekomunikasi;  

d.  penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan dan 
analisis  masalah yang terkait dengan pemerintahan 

dan pembangunan di bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi;  
e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan 

dan pembangunan di bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi;  
f. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 
kerja kegiatan pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan di bidang 

pengamanan pembangunan yang bersifat strategis 
pada sektor infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi;  
g. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian 

pelaksanaan kegiatan pengawalan d an pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan 
dengan bidang pengamanan pembangunan yang 

bersifat strategis pada sektor infrastruktur 
transportasi dan telekomunikasi;  

h.  penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan 
kementerian atau lembaga, pem erintah daerah, badan 

usaha milik negara / daerah , instansi dan organisasi 
lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi;  
i.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
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bidang pengamanan pembangunan yang bersifat 
strategis pada  sektor  infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi ; 
j.  penyiapan, pelaksanaan, pengkajian dan pelaporan 

koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh 
pelaksana kegiatan pembangunan yang berkaitan 

dengan bidang pengamanan pembangunan yang 
bersifat strategis pada sektor infrastruktur 

transportasi dan telekomunikasi;  
k.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi 

tugas, wewenang dan fungsi bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur tran sportasi dan telekomunikasi kepada 
kementerian atau lembaga, badan usaha milik 
negara /daerah , pemerintah daerah, instansi , dan 

organisasi lain;  
l.  penyiapan bahan penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi; dan  
m.  penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 

yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada  sektor 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi kepada 
Kejaksaan di daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan 

pada Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar 
negeri . 

 

125.  Ketentuan Pasal 22 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  228 
(1) Subdirektorat IV.A  terdiri atas:  

a. Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 
Transportasi; dan  

b.  Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 

Telekomunikasi.  
(2) Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 

Transportasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dise but dengan  IV.A .1 . 

(3) Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 
Telekomunikasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disebut dengan  IV.A .2.  

 
126.  Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 229  

(1) Seksi IV.A .1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
dan  penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 

pengendalian, dan penilaian kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan  

yang  bersifat strategis serta  administrasi intelijen,  
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penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 
bahan penyu sunan perkiraan keadaan intelijen, serta 
penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana fungsi 

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri yang b erkaitan dengan  

bidang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 
strategis pada sektor infrastruktur  transportasi . 

(2) Seksi IV.A .2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
dan  penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 

pengendalian, dan penilaian kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 

yang  bersifat strategis serta  administrasi intelijen,  
penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 
bahan penyu sunan perkiraan keadaan intelijen, serta 

penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 
bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana fungsi 

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri yang b erkaitan dengan  

bidang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 
strategis pada sektor infrastruktur  telekomunikasi . 

 
127.  Ketentuan Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 230  
Subdirektorat IV.B  mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 

perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengendalian, 
dan penilaian kegiatan pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pemba ngunan yang bersifat strategis  

serta administrasi intelijen , perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan, koordinasi dan kerja sama, pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen, sert a pembinaan dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen dan  administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan  bi dang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 

strategis pada sektor infrastruktur pengairan  dan  
pertanian  meliputi pengelolaan air, tanggul, dan 

bendungan, serta infrastruktur  kelautan.  
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128.  Ketentuan Pasal 231 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 231  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 230, Subdirektorat IV.B menyelenggarakan 
fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 

yang berkaitan dengan bidang  pengamanan 
pembangunan  yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  pengairan, pe rtanian, dan kelautan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang  
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis 
pada sektor  infrastruktur  pengairan, pertanian, dan 

kelautan ; 
c. penyiapan, peng umpula n dan pengkajian peraturan 

perundang -undangan yang  terkait dengan 
pemerintahan dan pembangunan di bidang 

pengamanan pembangunan yang bersifat  strategis 
pada sektor  infrastruktur  pengairan, pertanian, dan 
kelautan;  

d.  penyiapan penyusunan rencana, pemetaan dan 
analisis  masalah yang terkait dengan pemerintahan 

dan pembangunan di  bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  pengairan, pertanian, dan kelautan;  
e. penyiapan perencanaan dan pe laksanaan kegiatan  

pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan 

pembangunan  di  bidang pengamanan pembangunan 
yang bersifat strategis pada sektor  infrastruktur  

pengairan, pertanian, dan kelautan ; 
f. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan p elaksanaan rencana dan program 
kerja kegiatan pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan di  bidang 

pengamanan pembangunan yang bersifat strategis 
pada sektor  infrastruktur  pengairan, pertanian, dan 

kelautan ; 
g. penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 

kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan 
dan pembangunan  yang berkaitan dengan bidang 
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis 

pada sektor  infrastruktur  pengairan, pertanian, dan 
kelautan ; 

h.  penyi apan koordinasi dan kerja sama dengan 
kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, badan 

usaha milik  negara/ daerah , instansi dan organisasi 
lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  pengairan , pertanian, dan kelautan ; 
i.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
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bidang pengamanan pembangunan  yang bersifat 
strategis pada  sektor  infrastruktur pengairan, 

pertanian, dan kelautan ; 
j.  penyiapan, pelaksanaan, pengkajian , dan pelaporan 

koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
dalam hal penilaian kebijakan yang dilakukan oleh 
pelaksana kegiatan pembangunan yang berkaitan 

dengan bidang pengamanan pembangunan yang 
bersifat strategis pada sektor  infrastruktur  pengai ran, 

pertanian, dan kelautan;  
k.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi 

tugas, wewenang , dan fungsi bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  pengairan, pertanian, dan kelautan  
kepada kementerian atau lembaga, pemerintah 
daerah, badan usaha milik negara/ daerah , instansi , 

dan organisasi lain ; 
l.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen 

yang berkaitan dengan  bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur  pengairan, pertanian, dan kelautan ; dan  
m.  penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan 

teknis intelijen dan administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan bidang pengamanan pembangu nan 
yang bersifat strategis pada sektor  infrastruktur  

pengairan, pertanian, dan kelautan  kepada Kejaksaan 
di daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada 

Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri . 
 

129.  Ketentuan Pasal 23 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  232 

(1) Subdirektorat IV.B terdiri atas : 
a. Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 

Pengairan dan Pertanian; dan  
b.  Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 

Kelautan.  

(2) Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 
Pengairan dan Pertanian  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a disebut dengan  Seksi IV.B.1 . 
(3) Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 

Kelautan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b disebut dengan  Seksi IV.B.2.  

 

130.  Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 233  
(1) Seksi IV.B.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan  penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 

perencanaan,  pengkajian, pelaksanaan, 
pengendalian, dan penilaian kegiatan pengawalan 

dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 
yang  bersifat strategis serta administrasi intelijen,  

penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
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pemetaan potensi ancaman, gangguan, hamb atan 
dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan dan pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 

bahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen, serta 
penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 
bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 

kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana fungsi 
Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  

Indonesia di luar negeri yang berkaitan dengan  
bidang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 

strategis pada sektor  infrastruktur  pengairan dan 
pertanian.  

(2) Seksi IV.B.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
dan  penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen dan administrasi intelijen, penyiapa n bahan 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 

pengendalian, dan penilaian kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 

yang  bersifat strategis , serta administrasi intelijen,  
penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi an caman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 
bahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen, serta 

penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 
bimbing an teknis intelijen dan administrasi intelijen 
kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana fungsi 

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri yang berkaitan dengan  

bidang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 
strategis pada sektor  infrastruktur  kelautan.  

 
131.  Ketentuan Pasal 234 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 234  
Subdirektorat IV.C mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 

perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengendalian, 
dan penilaian kegiatan pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan yang  bersi fat strategis  

serta administrasi intelijen , perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan, koordinasi dan kerja sama, pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen, pembinaan dan pemberi an bimbingan teknis 
intelijen , serta administrasi intelijen yang berkaitan 
dengan  bi dang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 

strategis pada sektor infrastruktur energi  dan  sumber 
daya alam meliputi ketenagalistrikan, energi alternatif, 

minyak dan gas bumi , dan smelter, serta infrastruktur 
ilmu pengetahuan dan teknologi . 
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132.  Ketentuan Pasal 235 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 235  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 234, Subdirektorat IV.C menyelenggarakan 
fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 

yang ber kaitan dengan bidang  pengamanan 
pembangunan  yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  energi, sumber daya alam, serta ilmu 
pengetahuan dan teknologi ; 

b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 
dan administrasi intelijen yang berkaitan den gan 
bidang  pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis pada sektor  infrastruktur  energi, sumber 
daya alam, serta  ilmu pengetahuan dan teknologi;  

c. penyiapan, pengumpulan dan pengkajian peraturan 
perundang -undangan yang terkait  dengan  

pemerintahan dan pembangunan di bidang 
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis 
pada sektor  infrastruktur  energi, sumber daya alam, 

serta  ilmu pengetahuan dan tekn ologi ; 
d.  penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan dan 

analisis  masalah yang terkait dengan pemerintahan 
dan pembangunan di  bidang pengamanan 

pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  
infrastruktur  energi, sumber daya alam, serta  ilmu 
pengetahuan dan teknologi ; 

e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan  pengawalan dan pengamanan pemerintahan 

dan pembangunan  di  bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  energi, sumber daya alam, serta  ilmu 
pengetahuan dan teknologi;  

f. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 
kerja kegiatan pengawalan dan pengamanan 

pemerintahan dan pembangunan  di  bidang 
pengamanan pembangu nan yang bersifat strategis 

pada sektor  infrastruktur  energi, sumber daya alam, 
serta  ilmu pengetahuan dan teknologi;  

g. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian 

pelaksanaan kegiatan  pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan  yang berkaitan 

dengan bidang pengamanan pembangunan yang 
bersifat strategis pada sektor  infrastruktur  energi, 

sumber daya alam, serta  ilmu pengetahuan dan 
teknologi;  

h.  penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan 

kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, badan 
usaha milik negara/ daerah , instansi dan organisasi 

lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  
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infrastruktur  energi, sumber  daya alam, serta  ilmu 
pengetahuan dan teknologi;  

i.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
bidang  pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis pada  sektor  infrastruktur energi, sumber 
daya alam, serta  ilmu pengetahuan dan teknologi ; 

j.  penyiapan, pelaksanaan, pengkajian dan pelaporan 
koordinasi dengan Aparat Pengawas an  Intern 

Pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang 
dilakukan oleh pelaksana kegiatan  pembangunan  yang 

berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan 
yang bersifat strategis pada sektor infrastruktur  
energi, sumber daya alam, serta  ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  
k.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi 

tugas, wewenang dan fungsi bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur  energi, sumber daya alam, serta  ilmu 
pengetahuan dan teknologi  kepada kementerian atau 
lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik 

negara/ daerah , instansi dan organisasi lain ; 
l.  penyiapan bahan penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen yang berkaitan dengan  bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sekt or  

infrastruktur energi, sumber daya alam, serta  ilmu 
pengetahuan dan teknologi;  dan  

m.  penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
yang berkaitan dengan bidang pengamanan 

pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 
infrastruktur  energi, sumber daya alam, serta  ilmu 

pengetahuan dan teknologi  kepada Kejaksaan di 
daerah dan pelaksana fungsi Kejaksaan pada 
Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri . 

 
133.  Ketentuan Pasal 23 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  236 

(1) Subdirektorat IV.C terdiri atas:  
a. Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 

Energi dan Sumber Daya Alam; dan  

b.  Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

(2) Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 
Energi dan Sumber Daya Alam  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut dengan  
IV.C.1 . 

(3) Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b disebut dengan  IV.C.2.  
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134.  Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 237  
(1) Seksi IV.C.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan  penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 

perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 
pengendalian, dan penilaian ke giatan pengawalan 

dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 
yang  bersifat strategis serta administrasi intelijen,  

penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja  sama, penyiapan dan pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 

bahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen, 
penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 
intelijen kepada Kejaksaan di daerah dan pe laksana 

fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri yang berkaitan dengan  
bidang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 

strategis sektor infrastruktur  energi dan sumber daya 
alam.  

(2) Seksi IV.C.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan 
dan  penyusunan rencana dan program kerja, 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 

pengendalian, dan penilaian kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 

yang bersifat strategis serta  administrasi intelijen, 
penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 
dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 
bahan penyu sunan perkiraan keadaan intelijen, 

penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 
bimbingan teknis intelijen , serta  administrasi 

intelijen kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana 
fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri yang berk aitan dengan  

bidang  pengamanan pembangunan yang bersifat 
strategis sektor infrastruktur  ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  
 

135.  Ketentuan Pasal 23 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 238  

Subdirektorat IV.D mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 

kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengendalian, 

dan penilaian kegiatan pengawalan dan pengamanan 
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pemerintahan dan pembangunan yang  bersi fat strategis  
serta administrasi intelijen , perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan, koordinasi dan kerja sama, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 
intelijen, serta pembinaan dan p emberian bimbingan 
teknis intelijen dan  administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan  bi dang  pengamanan pembangunan  yang bersifat 
strategis pada sektor  infrastruktur ka wasan dan sektor 

lainnya meliputi infrastruktur perumahan, pariwisata, 
kawasan industri p rioritas atau kawasan ekonomi khusus, 

pos lintas batas negara, dan sarana penunjang, serta 
sektor pembangunan yang bersifat strategis lainnya . 

 
136.  Ketentuan Pasal 2 39  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 239  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 8, Subdirektorat IV.D menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan 
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 

yang berkaitan dengan bidang  pengamanan 
pembangunan  yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  kawasan dan sektor lainnya ; 
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen 

dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
bidang  pengamanan pembangunan yang bersifat 
strategis pada sektor  infrastruktur  kawasan dan sektor 

lainnya ; 
c. penyiapan, pengumpulan dan pengkajian peraturan 

perundang -undangan yang terkait  dengan  
pemerintahan dan pembangunan di bidang 

pengamanan pembangunan yang bersifat strategis 
pada sektor  infrast ruktur  kawasan dan sektor lainnya ; 

d.  penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan dan 

analisis  masalah yang terkait dengan pemerintahan 
dan pembangunan di  bidang pengamanan 

pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  
infrastruktur  kawasan dan sektor lainnya ; 

e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan  pengawalan dan pengamanan pemerintahan 
dan pembangunan  di  bidang pengamanan 

pembangunan yang b ersifat strategis pada sektor  
infrastruktur  kawasan dan sektor lainnya ; 

f. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 

kerja kegiatan pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan  di  bidang 
pengamanan  pembangunan yang bersifat strategis 

pada sektor  infrastruktur  kawasan dan sektor lainnya ; 
g. penyiapan bahan pengendalian dan penilaian 

pelaksanaan kegiatan  pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan  yang berkaitan 

dengan bidang pengamanan pembangunan yang 
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bersifat strategis pada sektor  infrastruktur  kawasan 
dan sektor lainny a; 

h.  penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan 
kementerian atau lemb aga, pemerintah daerah, badan 

usaha milik negara / daerah , instansi dan organisasi 
lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor  

infrastruktur  kawasan dan sektor lainnya ;  
i.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
bidang pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis pa da sektor  infrastruktur kawasan dan sektor 
lainnya ; 

j.  penyiapan, pelaksanaan, pengkajian , dan pelaporan 

koordinasi dengan Aparat Pengawas an  Intern 
Pemerintah dalam hal penilaian kebijakan yang 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan  pembangunan  yang 
berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan 

yang bersifat strategis pada sektor infrastruktur  
kawasan dan sektor lainnya ; 

k.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi 

tugas, wewenang , dan fungsi bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur  kawasan dan sektor lainnya  kepada 
kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, badan 

usaha milik negara / daerah , instansi , dan organisasi 
lain ; 

l.  penyiapan bahan penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen yang berkaitan dengan  bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sek tor  

infrastruktur kawasan dan sektor lainnya ; dan  
m.  penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen dan administrasi intelijen 
yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis pada sektor 

infrastruktur  kawasan dan sektor lainnya  kepada 
Kejaksaan di daerah dan pelaksana fu ngsi Kejaksaan 

pada Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar 
negeri . 

 
137.  Ketentuan Pasal 24 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal  240  
(1) Subdirektorat IV.D terdiri atas:  

a. Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 
Kawasan; dan  

b.  Seksi Pengamanan  Pembangunan Infrastruktur 
Sektor Strategis Lainnya.  

(2) Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur 

Kawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a disebut dengan   Seksi IV.D.1 . 

(3) Seksi Pengamanan  Pembangunan Infrastruktur 
Sektor Strategis Lainnya  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disebut dengan  Seksi IV.D.2.  
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138.  Ketentuan Pasal 24 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 241  
(1) Seksi IV.D.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan  penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 

perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 
pengendalian, dan penilaian kegiatan pengawalan 

dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 
yang  bersifat strategis serta administrasi intelijen, 

penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, pe nyiapan dan pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 

bahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen, 
penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 
intelijen kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana 

fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri yang berkaitan dengan  
bidang  pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis sektor infrastruktur  kawasan . 
(2) Seksi IV.D.2  mempunyai tugas melakukan penyiapan 

dan  penyusunan rencana dan program kerja, 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen dan administrasi intelijen, penyiapan bahan 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 
pengendalian, dan penilaian kegiatan penga walan 

dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 
yang  bersifat strategis serta administrasi intelijen, 

penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyi apan dan pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan 

bahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen, 
penyiapan bahan pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis intelijen , serta administrasi 
intelijen kepada Kejaksaan di daerah dan pelaksana 

fung si Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik  
Indonesia di luar negeri yang berkaitan dengan  
bidang  pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis sektor infrastruktur  strategis lainnya . 
 

139.  Ketentuan Pasal 24 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 24 2 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan  
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan  Direktorat 

IV. 
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140.  Ketentuan  Bagian Kedelapan Bab IV  diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  

 
Bagian Kedelapan  

Direktorat V  
 

141.  Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 243  

(1) Direktorat V mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen , 

dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
teknologi informasi dan produksi intelijen.  

(2) Ruang lingkup bidang teknologi informasi dan 
produksi intelijen meliputi  sektor produksi intelijen, 
pemantauan,  pengamanan informasi dan sumber 

daya teknologi informasi yang terdiri atas  produksi 
intelijen, melakukan penyadapan berdasarkan 

Undang -Undang khusus yang mengatur mengenai 
penyadapan, intelijen sinyal, intelijen siber , 

klandestin, digital forensik, transmisi berita sandi, 
kontra penginderaan, audit dan pengujian sistem 
keamanan informasi,  dan  pengamanan sinyal,  

pengembangan sumber daya manusia sandiman,  
pengembangan sumber daya manusia intelijen 

lainnya, pengembangan t eknologi,  pengembangan 
prosedur dan aplikasi,  menyelenggarakan pusat 

pemantauan di bidang tindak pidana, serta  
melakukan pelaksanaan kerja sama intelijen 
penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maup un di luar negeri . 

 
142.  Ketentuan Pasal 2 44  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 244 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal  243, Direktorat V menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan 

pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen 
yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan 

produksi intelijen;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 

teknologi informasi dan pro duksi intelijen;  
c. pengolahan, penyajian, pendistribusian dan 

pengarsipan produk intelijen yang berasal dari satuan 
kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang 

Intelijen, Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan di 
daerah, dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara 
Repub lik Indonesia di luar negeri;  

d.  pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian 
penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang 

dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Jaksa 
Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat Penerangan 

Hukum, Kejaksaan di daerah maup un pelaksana 
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fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik 
Indonesia di luar negeri;  

e. penyiapan bahan evaluasi, penghimpunan dan 
penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan 

program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, 
baik yang berasal d ari satuan kerja di lingkungan 
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat Penerangan 

Hukum, Kejaksaan di daerah maupun pelaksana 
fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik 

Indonesia di luar negeri;  
f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen, 

operas i intelijen, dan administrasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan 

produksi intelijen;  
g. pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan 

bidang teknologi informasi dan produksi i ntelijen;  
h.  perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi 

ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di 
bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, 

sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan 
keuangan , serta pengamanan pembangunan yang 
bersifat strate gis; 

i.  perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan 
teknis secara intelijen kepada bidang lain di 

lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang 
teknologi informasi dan produksi intelijen berdasarkan 

prinsip koordinasi;  
j.  koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau 

lembaga, pemerintah daerah, instansi, serta organisasi 

lain yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi 
dan produksi intelijen;  

k.  koordinasi dan kerja sama intelijen penegakan hukum 
dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara 

inteli jen negara lainnya di dalam maupun di luar 
negeri dalam bidang teknologi informasi dan produksi 
intelijen ; 

l.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen 

dan operasi intelijen serta administrasi intelijen  yang 
berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan 

produksi intelijen;  
m.  penyusunan perkiraan keadaan intelijen di bidang 

ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, 

budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan 
serta pengamanan pembangunan yang bersifat 

strategis ; 
n.  perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan 

sumber daya manusia intelijen, bank data intelijen, 
teknologi intelijen lainnya serta prosedur dan aplikasi;  

o. perencanaan, dan pelaksanaan pemeliharaan 

peralatan intelijen;  
p.  perencanaan dan pelaks anaan kegiatan 

penyelenggaraan pusat pemantauan di bidang tindak 
pidana;  
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q. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
pemanfaatan peralatan intelijen dan administrasi 

intelijen serta pengawasan penggunaan peralatan 
intelijen kepada Kejaksaan di daerah dan pela ksana 

fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik 
Indonesia di luar negeri;  

r.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Direktorat  V; dan  
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung 

Muda Intelijen.  
 

143.  Ketentuan Pasal 2 45  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 24 5 
(1) Direktorat V terdiri atas : 

a. Subdirektorat Produksi Intelijen;  

b.  Subdirektorat Pemantauan;  
c. Subdirektorat Pengamanan Informasi;  

d.  Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya 
Teknologi Informasi; dan  

e. Subbagian Tata Usaha.  
(2) Subdirektorat Produksi Intelijen  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut dengan  

Subdirektorat V.A. 
(3) Subdirektorat Pemantauan  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disebut dengan Subdirektorat 
V.B.  

(4) Subdirektorat Pengamanan Informasi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c disebut dengan  
Subdirektorat V.C. 

(5) Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya 
Teknologi Informasi  sebagaim ana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d disebut dengan  Subdirektorat V.D.  
 

144.  Ketentuan Pasal 2 46  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 2 46  

Subdirektorat V.A mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 

kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, 
perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengendalian, 

dan penilaian kegiatan pengawalan dan pengamanan 
pemerintahan dan pembangunan yang  bersi fat strategis  
serta administrasi intelijen , perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan, koordinasi dan kerja sama, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan 
intelijen, pembinaan dan pemberi an bimbingan teknis 

intelijen dan  administrasi intelijen yang berkaitan dengan  
bi dang  ideologi, politik , pertahanan dan keamanan, sosial, 
budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan , 

serta pengamanan pembangunan  yang bersifat strategis,  
penyusunan perkiraan keadaan intelijen dan laporan 

berkala, pemberian dukungan teknis secara intelijen 
kepada bidang lain di l ingkungan Kejaksaan, koordinasi 

dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan 
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dan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan  peralatan 
intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor produksi intelijen . 
 

145.  Ketentuan Pasal 2 47  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 247 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal  246, Subdirektorat V.A menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan 
sektor produksi intelijen;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen, 
administrasi intelijen dan pemanfaa tan perangkat 
intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi 

intelijen;  
c. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, 

pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen yang 
berasal dari satuan kerja di lingkungan Jaksa Agung 

Muda Bidang Intelijen, Pusa t Penerangan Hukum, 
Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan 
Negara Republik Indonesia di luar negeri baik dalam 

bentuk laporan insident il maupun  laporan berkala;  
d.  pengelolaan bank data intelijen;  

e. penyiapan  pengendalian penyelenggaraan administrasi 
intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di 

l ingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat 
Penerangan Hukum, Kejaksaan di daerah maupun 
Kejak saan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia 

di luar ne geri;  
f. penyiapan pelaksanaan evaluasi, penghimpunan dan 

penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan 
program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, 

baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan 
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat P enerangan 
Hukum, Kejaksaa n di daerah maupun Kejaksaan pada 

Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri;  
g. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 
l ingkungan Kejaksaan yang berkaitan de ngan sektor 

produksi intelijen;  
h.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

intelijen dan operasi intelijen dalam rangka pemetaan 

potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 
di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, 

sosial  budaya dan  kemasyarakatan, ekonomi , 
keuangan , dan pengamanan pembangunan yang 

bersifat strategis  serta penyusunan perkiraan keadaan 
intelijen;  

i.  penyiapan pengumpulan, pengolahan , dan 

penyusunan peta potensi ancaman, gangguan, 
hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan 
serta perkiraan keadaan intelijen berdasarkan data 

dan informasi baik yang berasal dari satuan kerja di 
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l in gkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat 
Penerangan Hukum, Kejak saan di daerah dan 

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia 
di luar negeri;  

j.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi 
dan/atau kerja  sama dengan kementerian, lemba ga 
pemerintah non -kementerian, lembaga negara, 

pemerintah daerah, instansi , dan organisasi lain yang 
berkaitan dengan sektor produksi intelijen;  

k.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 

sektor produksi intelijen ; dan  
l. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis 

peman faatan peralatan intelijen dan adm inistrasi 

intelijen ke Kejaksaan di daerah dan Kejaksaa n pada 
Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.  

 
146.  Ketentuan Pasal 2 48  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  248 

(1) Subdirektorat V.A terdiri atas:  

a. Seksi Produksi Intelijen Ideologi, Politik, 
Pertahanan dan Keamanan, Sosial, Budaya, dan 

Kemasyarakatan; dan  
b.  Seksi Produksi Intelijen Ekonomi, Keuangan , dan 

Pengamanan Pembangunan.  
(2) Seksi Produksi Intelijen Ideologi, Politik, Pertahanan 

dan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut 
dengan  Seksi V.A.1. 

(3) Seksi Produksi Intelijen Ekonomi, Keuangan , dan 
Pengamanan Pembangunan  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disebut den gan Seksi V.A.2.  
 

147.  Ketentuan Pasal 2 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 249 

(1) Seksi V.A.1 mempunyai tugas penyiapan bahan 
penyusunan rencana, program kerja, perumusan 

kebijakan teknis intelijen, dan administrasi intelijen, 
pengolahan, penyajian, pendistribusian , dan 
pengarsipan produk intelijen , penyiapan bahan 

evaluasi, penghimpunan , dan penyusunan laporan 
pelaksanaan rencan a kerja , dan progra m kerja, 

kegiatan intelije n, dan operasi intelijen,  pengelolaan 
bank data intelijen , dan pengendalian 

penyelenggaraan administrasi  intelijen , pemetaan 
potensi ancaman, gangguan, hambatan , dan 
tantangan di bidang ideologi, politik, pertahanan dan 

keamanan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, 
penyusunan perkiraan keadaan intelijen  dan laporan 

berkala, pemberian dukungan teknis secara intelijen 
kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 

koor dinasi dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, 
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pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
pemanfaatan peralatan intelijen dan administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi 
intelijen ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, 

sosial, budaya, d an kemasyarakatan.  
(2) Seksi V.A.2 mempunyai tugas penyiapan bahan 

penyusunan rencana, program kerja, perumusan 

kebijakan teknis intelijen, dan administrasi intelijen, 
pengolahan, penyajian, pendistribusian , dan 

pengarsipan produk intelijen , penyiapan bahan 
evaluasi, penghimpunan , dan penyusunan laporan 

pelaksanaan rencana kerja , dan progra m kerja, 
kegiatan intelije n, dan operasi intelijen,  pengelolaan 

bank data intelijen , dan pengendalian 
penyelenggaraan administrasi  intelijen , pemetaan 
potensi ancaman , gangguan, hambatan dan 

tantangan di bidang ekonomi, keuangan, dan 
pengamanan pembangunan  yang bersifat strategis , 

penyusunan perkiraan keadaan intelijen  dan laporan 
berkala, pemberian dukungan teknis secara intelijen 

kepada bidang  lain di l ingkungan Keja ksaan, 
koordinasi dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 

pemanfaatan peralatan intelijen dan administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi 

intelijen ekonomi, keuangan, dan pengamanan 
pembangunan  bers ifat strategis . 

 
148.  Ketentuan Pasal 2 50  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 250  
Subdirektorat V.B mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan rencana, program kerja, 
perumusan kebijakan teknis intelijen, dan administrasi 

intelijen, penyiapan, penyediaan, pengelolaan, dan 
pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, 
pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan hasil 

pelaksanaan ke giatan intelijen dan operasi intelijen, 
pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 

bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, pengelolaan 
administrasi intelijen, penyiapan, penyusunan laporan 

pelaksanaan rencana kerja, program kerja, kegiatan 
intelijen, o perasi intelijen, dan laporan berkala, penyiapan 
analisis  kebutuhan dan peng embangan perangkat 

intelijen, melakukan penyadapan berdasarkan Undang -
Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan,  

menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak 
pidana, penyiapan analisis  kebutuhan dan pengembangan 

sumber daya manusia intelijen, koordinasi dan kerja 
sama,  evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pemberian 
bimbingan teknis pemanfaatan peralatan intel ijen , serta 

administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
pemantauan.  
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149.  Ketentuan Pasal 2 51  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 2 51  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 2 50 , Subdirektorat V.B  menyelenggarakan 
fungsi:  
a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan 
sektor pemantauan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 

pemantauan;  
c. penyiapan , penyediaan, pemanfaatan , dan 

pemeliharaan perangkat intelijen yang berkaitan 
dengan sektor pemantauan;  

d.  penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan , 

dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen serta pemberian dukungan teknis 

secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan 
Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor pemantauan;  

e. penyiapan pengelolaan administrasi intelijen yang 
berkaitan dengan sektor pemantauan;  

f. penyiapan, perencanaan, dan penyelenggaraan pusat 

pemantauan di bidang tindak pidana;  
g. penyiapan, pengolahan , dan penyusunan laporan 

berkala yang berkaitan dengan sektor pemantauan;  
h.  penyiapan, penghimpunan,  evaluasi, dan penyusunan 

laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja 
serta kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang 
berkaitan dengan sektor pemantauan;  

i.  penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pemberian 
bimbingan teknis pemanfaatan peralatan intel ijen dan 

administrasi intelijen serta pengawasan penggunaan 
peralatan Intelijen kepada Kejaksaan di daerah dan 

pelaksana fungsi Kejaksaan pada Perwakilan Negara 
Republik Indonesia di luar negeri terkait dengan sektor 
pemantauan;  

j.  penyiapan analisis  kebutuha n dan pengembangan 
perangkat intelijen terkait dengan sektor pemantauan;  

k.  penyiapan analisis  kebutuhan dan pengembangan 
sumber daya manusia intelijen terkait dengan sektor 

pemantauan;  
l.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dengan kementerian atau lembaga, pemerintah 

daerah, instansi, serta organisasi lain terkait dengan 
sektor pemantauan;  dan  

m.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 

dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 
dalam ma upun di luar negeri yang berkaitan dengan 
sektor pemantauan.  

 
150.  Ketentuan Pasal 2 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  252 

(1) Subdirektorat V.B  terdiri atas:  
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a. Seksi Lawful Interception , Intelijen Sinyal , dan 
Klandestin; dan  

b.  Seksi  Intelijen Siber dan Digital Forensik . 
(2) Seksi Lawful Interception , Intelijen Sinyal , dan 

Klandestin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a disebut dengan  V.B .1. 

(3) Seksi  Intelijen Siber dan Digital Forensik  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut  
dengan  V.B .2.  

 
151.  Ketentuan Pasal 2 53  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 253 

(1) Seksi V.B .1 mempunyai tugas penyiapan bahan 
penyusunan rencana, program kerja, perumusan 
kebijakan teknis intelijen, dan administrasi intelijen, 

penyiapan, penyediaan, pengelolaan, dan 
pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, 

pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen, 

pengelolaan administrasi intelijen, penyiapan, 
penyusunan laporan pelak sanaan rencana kerja, 
program kerja, kegiatan intelijen, operasi intelijen, 

dan laporan berkala, penyiapan analisis  kebutuhan 
dan pengembangan perangkat Intelijen, penyiapan 

analisis  kebutuhan dan pengembangan sumber daya 
manusia intelijen, pemberian dukun gan teknis secara 

intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan, 
koordinasi dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 

pemanfaatan peralatan intelijen dan administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor lawf ul 

interception , intelijen sinya l, dan klandestin, serta 
penyiapan, perencanaan, dan penyelenggaraan pusat 

pemantauan  di bidang tindak  pidana.  
(2) Seksi V.B .2 mempunyai tug as penyiapan bahan 

penyusunan rencana, program kerja, perumusan 
kebijakan teknis intelijen, dan administrasi intelijen, 
penyiapan, penyediaan, pengelolaan, dan 

pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, 
pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan int elijen dan operasi intelijen, 
pengelolaan administrasi intelijen, penyiapan, 

penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja, 
program kerja, kegiatan intelijen, operasi intelijen, 
dan laporan berkala, penyiapan analisis  kebutuhan 

dan pengembangan perangkat in telijen, penyiapan 
analisis  kebutuhan dan pengembangan sumber daya 

manusia intelijen, pemberian dukungan teknis secara 
intelijen kepada bidang lain di l ingkungan Kejaksaan, 

koordinasi dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, 
pembinaan dan pemberian bimbinga n teknis 
pemanfaatan peralatan intelijen , serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor intelijen siber 
dan digital forensik.  
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152.  Ketentuan Pasal 2 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 254 
Subdirektorat V.C mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan rencana, program kerja, 
perumusan kebijakan teknis intelijen, dan administrasi 
intelijen, penyiapan, penyediaan, pengelolaan, dan 

pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, 
pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen, 
pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 

bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, pengelolaan 
administrasi intelijen, penyiapan, penyusunan laporan 

pelaksanaan rencana kerja, program kerja, kegiatan 
intelijen, operasi intelijen, dan laporan berkala, penyiapan 
analisis  kebutuhan dan pengembangan perangkat 

intelijen, penyiapan analisis  kebutuhan dan 
pengembangan sumber daya manusia intelijen, koordinasi 

dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan 
pemberian bimbingan teknis pemanfaatan peralatan 

intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor  pengamanan informasi.  

 

153.  Ketentuan Pasal 2 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 25 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 25 4, Subdirektorat V.C menyelenggarakan 
fungsi:  
a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja 

serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan 
sektor pengamanan informasi;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 

pengamanan informasi;  
c. penyiapan, penyediaan, pemanfaatan , dan 

pemeliharaan perangka t intelijen yang berkaitan 

dengan sektor pengamanan informasi;  
d.  penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan , 

dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen serta pemberian dukungan teknis 

secara intelijen kepada bidang lain di l ingkungan 
Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor pengamanan 
informasi;  

e. penyiapan pengelolaan administrasi intelijen yang 
berkaitan dengan sektor pengamanan informasi;  

f. penyiapan, pengolahan , dan penyusunan laporan 
berkala yang berkaitan dengan sektor pengamanan 

informasi;  
g. penyiapan, penghimpunan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja 

serta kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang 
berkaitan dengan se ktor pengamanan informasi;  

h.  penyiapan, pelaksanaan pemberian bimbingan dan 
pembinaan teknis pemanfaatan perangkat intelijen 

dan administrasi intelijen , serta pengawasan 
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penggunaan perangkat intelijen Kejaksaan di daerah 
terkait dengan sektor pengamanan info rmasi;  

i.  penyiapan analisis  kebutuhan dan pengembangan 
perangkat intelijen terkait dengan sektor pengamanan 

informasi;  
j.  penyiapan analisis  kebutuhan dan pengembangan 

sumber daya manusia intelijen terkait dengan sektor 

pengamanan informasi;  
k.  penyiapan perencan aan dan pelaksanaan koordinasi 

dan/atau kerja sama dengan kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, lembaga negara, 

pemerintah daerah, instansi , dan organisasi terkait 
dengan sektor pengamanan informasi; dan  

l.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
sektor pengamanan informasi.  

 
154.  Ketentuan Pasal 2 56 diubah sehingga berbunyi seb agai 

berikut:  
Pasal  256 

(1) Subdirektorat V.C terdiri atas:  

a. Seksi Transmisi Berita Sandi; dan  
b.  Seksi  Kontra Penginderaan, Kontra Intelijen, 

Audit, dan Pengujian Sistem Keamanan 
Informasi . 

(2) Seksi Transmisi Berita Sandi  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a disebut dengan  Seksi V.C.1. 

(3) Seksi Kontra Penginderaan, Kontra Intelijen, Audit, 

dan Pengujian Sistem Keamanan Informasi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut 

dengan  Seksi V.C.2.  
 

155.  Ketentuan Pasal 2 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 257 

(1) Seksi V.C.1 mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan rencana, program 

kerja, perumusan kebijakan teknis intelijen, dan 
administrasi intelijen, penyiapan, penyediaan, 

pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat intelijen, 
perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan 
pelaporan hasil pelaksan aan kegiatan intelijen dan 

operasi intelijen, pemberian dukungan teknis secara 
intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 

pengelolaan administrasi intelijen, penyiapan, 
penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja, 

program kerja, kegiatan inteli jen, operasi intelijen, 
dan laporan berkala, penyiapan analisis  kebutuhan 
dan pengembangan perangkat intelijen, penyiapan 

analisis  kebutuhan dan pengembangan sumber daya 
manusia intelijen, pemberian dukungan teknis secara 

intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 
koordinasi dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, 

pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
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pemanfaatan peralatan intelijen , serta  administrasi 
intelijen yang berkaitan dengan sektor transmisi 

berita sandi.  
(2) Seksi V.C.2 mempunyai tuga s m elaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan rencana, program 
kerja, perumusan kebijakan teknis intelijen, dan 
administrasi intelijen, penyiapan, penyediaan, 

pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat intelijen, 
perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan 

pelaporan ha sil pelaksanaan kegiatan intelijen dan 
operasi intelijen, pemberian dukungan teknis secara 

intelijen kepada bidang  lain di lingkungan Kejaksaan, 
pengelolaan administrasi intelijen, penyiapan, 

penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja, 
program kerja, keg iatan intelijen, operasi intelijen, 
dan laporan berkala, penyiapan analisis  kebutuhan 

dan pengembangan perangkat intelijen, penyiapan 
analisis  kebutuhan dan pengembangan sumber daya 

manusia intelijen, pemberian dukungan teknis secara 
intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 

koordinasi dan kerja sama,  evaluasi dan pelaporan, 
pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
pemanfaatan peralatan intelijen , serta administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor kontra 
penginderaan, kontra intelije n, audit, dan pengujian 

sistem keamanan informasi.  
 

156.  Ketentuan Pasal 2 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 258 

Subdirektorat V.D mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan penyusunan rencana, program kerja, 

perumusan kebijakan teknis intelijen, dan administrasi 
intelijen, penyiapan, penyediaan, pengelolaan, 

perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan 
hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan, pemberian 
dukunga n teknis secara intelijen kepada bidang  lain di 

l ingkungan Kejaksaan, pengelolaan administrasi intelijen, 
penyiapan, penyusunan laporan pelaksanaan rencana 

kerja, program kerja, kegiatan intelijen, operasi intelijen, 
dan laporan berkala, penyiapan analisis  kebutuhan dan 

pengembangan perangkat intelijen, penyiapan analisis  
kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia 
intelijen, koordinasi dan kerja sama,  evaluasi dan 

pelaporan, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis 
pemanfaatan peralatan intelijen , serta  administrasi 

intelijen yang berkaitan dengan sektor pengembangan 
sumber daya teknologi informasi.  

 
157.  Ketentuan Pasal 2 59  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 25 9 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 25 8, Subdirektorat V.D  menyelenggarakan 
fungsi:  
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a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja 
serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan dengan 

sektor pengembangan sumber daya teknologi 
informasi;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi intelij en yang berkaitan dengan sektor 
pengembangan sumber daya teknologi informasi;  

c. perencanaan, pengolahan , dan penyajian bahan 
perumusan kebijakan pengembangan sumber daya 

manus ia sandi, sumber daya manusia lainnya, 
teknologi, prosedur dan aplikasi yang berkaitan 

dengan sektor pengembangan sumber daya teknologi 
informasi;  

d.  penyiapan analisis  kebutuhan dan pengembangan 
sumber daya manus ia sandi, sumber daya manusia 
lainnya, teknologi, prosedur dan aplikasi yang 

berkaitan dengan sektor pengembangan sumber da ya 
teknologi informasi;  

e. perencanaan, pengadaan, pelaksanaan , dan pelaporan 
mengenai  pendidikan  serta pelatihan pengembangan 

kompetensi teknis yang berkaitan dengan sektor 
pengembangan sumber daya teknologi informasi;  

f. penyiapan pengendalian, penilaian dan p elaporan 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 
sektor pengembangan sumber daya teknologi 

informasi;  
g. penyiapan evaluasi dan uji kompetensi sumber daya 

manusia sandi serta penilaian angka kredit jabatan 
fungsional sandiman;  

h.  perencanaan, pelaksa naan dan pelaporan pemberian 

dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di 
lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor 

pengembangan sumber daya teknologi informasi;  
i.  pengelolaan administrasi intelijen terkait dengan 

sektor pengembangan sumber  daya teknologi 
informasi;  

j.  penyiapan, pengolahan dan penyusunan laporan 

berkala serta laporan pelaksanaan rencana kerja dan 
program kerja terkait dengan sektor pengembangan 

sumber daya teknologi informasi;  
k.  penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian 

bimbinga n dan pembinaan teknis terkait dengan 
sektor pengembangan sumber daya teknologi 
informasi ke Kejaksaan di daerah; dan  

l.  penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
koordinasi dan/atau kerja sama dengan kementerian, 

lembaga pemerintah non -kementerian, lembaga  
negara, pemerintah daerah, instansi dan organisasi 

terkait dengan sektor pengembangan sumber daya 
teknologi informasi dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan; 

dan  
m.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

intelijen pe negakan hukum dengan lembaga intelijen 
dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di 

dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan 
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sektor pengembangan sumber daya teknologi 
informasi.  

 
158.  Ketentuan Pasal 2 60  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  260  

(1) Subdirektorat  V.D terdiri atas:  

a. Seksi Pengembangan S umber Daya Manusia  
Sandi  dan  Sumber Daya Manusia  Lainnya ; dan  

b.  Seksi  Teknologi, Prosedur , dan Aplikasi . 
(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi 

dan Sumber Daya Manusia Lainnya  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut dengan  Seksi 

V.D.1. 
(3) Seksi Teknologi, Prosedur, dan Aplikasi  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut dengan  Seksi 

V.D.2.  
 

159.  Ketentuan Pasal 2 61  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 261  
(1) Seksi V.D.1 mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan rencana, program kerja, 

perumusan kebijakan teknis intelijen, dan 
administrasi intelijen, penyiapan, penyediaan, 

pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan 
dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan 

pengembangan, pemberian dukunga n teknis secara 
intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 
pengelolaan administrasi intelijen, penyiapan, 

penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja, 
program kerja, kegiatan intelijen, operasi intelijen, 

dan laporan berkala, penyiapan analisis  kebutuhan 
dan pengembangan perangkat intelijen, penyiapan 

analisis  kebutuhan dan pengembangan sumber daya 
manusia intelijen, koordinasi dan kerja sama,  
evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pemberian 

bimbingan teknis pemanfaatan peralatan intelijen , 
serta  administrasi intelijen yang berkaitan dengan 

sektor pengembangan sumber daya manusia sandi 
dan sumber daya manusia lainnya.  

(2) Seksi V.D.2 mempunyai tugas mela ksanakan  
penyiapan penyusunan rencana, program kerja, 
perumusan kebijakan teknis intelijen, dan 

adm inistrasi intelijen, penyiapan, penyediaan, 
pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan 

dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan 
pengembangan, pemberian dukungan teknis secara 

intelijen kepada bidang  lain di l ingkungan Kejaksaan, 
pengelolaan administ rasi intelijen, penyiapan, 
penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja, 

program kerja, kegiatan intelijen, operasi intelijen, 
dan laporan berkala, penyiapan analisis  kebutuhan 

dan pengembangan perangkat intelijen, penyiapan 
analisis  kebutuhan dan pengemba ngan sumber daya 

manusia Intelijen, koordinasi dan kerja sama,  
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evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pemberian 
bimbingan teknis pemanfaatan peralatan intelijen , 

serta  administrasi intelijen yang berkaitan dengan 
sektor teknologi, prosedur, dan aplikasi.  

 
160.  Ketentuan Pasal 2 62  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 26 2 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direkto rat 
V. 

 
161.  Ketentuan ayat (1), ayat (2),  ayat (3), ayat (6),  dan ayat (7) 

Pasal 263 diubah dan Pasal 263 ayat (4) dihapus sehingga 
Pasal 263 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 263  
(1) Koordinator  pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 

merupakan Jaksa sebagai unsur penunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas yang bertanggung 

jawab kepada Jaksa Agung Muda Intelijen . 
(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 

mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan 

dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda 
Bidang Intelijen dalam rangka penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Kejaksaan di bidang intelijen  penegakan 
hukum  meliputi ideologi, politik, pertahanan dan 

keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, 
ekono mi dan keuangan, pengamanan pembangunan 
yang bersifat strategis , dan teknologi informasi dan 

produksi intelijen  serta  tugas lain sesuai dengan 
kebijakan Jaksa Agung Muda Intelijen . 

(3) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi manajerial dan 
mengoordinasikan  kegiatan , operasi intelijen , serta 
pelaksanaan  tugas yang ditangani oleh satuan tugas 

intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen . 
(4) Dihapus . 

(5) Jumlah Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang 
Intelijen terdiri atas 5 (lima) Koordinator . 

(6) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 
dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3)  dibantu oleh Jaksa, pejabat fungsional 

lain, dan pela ksana sesuai dengan kebutuhan dan 
beban kerja . 

(7) Tata cara pelaksanaan tugas Koordinator ditetapkan 
oleh Jaksa Agung.  

 
162.  Ketentuan  ayat (1) Pasal 26 7 diubah sehingga  Pasal 267  

berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 267  

(1) Jaksa Agung  Muda Bidang Tindak Pidana Umum 
merupakan unsur pembantu pimpinan dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam 
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bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab 
kepada Jaksa Agung.  

(2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum 
dipimpin oleh Jaksa  Agung Mu da Tindak Pidana 

Umum.  

 
163.  Ketentuan ayat (2) Pasal 268 diubah sehingga  Pasal 268 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 268  
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum 

mempunyai  tugas dan wewenang melaksanakan tugas 
dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana 

umum.  
(2) Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan untuk 

melengkapi berkas perkara, prapenuntutan, 
penuntutan, pemeriksaan  tam bahan, diversi, 

pertemuan pendahuluan, penghentian penuntutan, 
pelaksanaan penetapan hakim  dan putusan 

pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, upaya hukum, eksaminasi, serta pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana 

pengawasan,  pidana dengan syarat, dan pidana kerja 
sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 

pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana 
yang melibatkan saksi dan korban  serta proses 

rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya, melakukan 
mediasi penal, mel akukan sita eksekusi untuk 
pembayaran pidana denda, pidana  pengganti, pidana 

tambahan, serta restitusi, penyelesaian perkara 
dengan pendekatan keadilan restoratif, dan tindakan 

hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -perundangan.  

 
164.  Ketentuan  huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 270 

diubah  dan di antara huruf  e dan huruf disisipkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf e1 sehingga  Pasal 270  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 270  
Jaksa  Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum terdiri 

atas:  
a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana  
Umum; 

b.  Direktorat A; 
c. Direktorat  B; 

d.  Direktorat C; 
e. Direktorat  D; 

e1. Direktorat E; 
f. Koordinator; dan  
g. Kelompok jabatan fungsional.  

 
165.  Ketentuan Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 271  

Pengaturan wilayah kerja di lingkungan Jaksa Agung 
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Muda Bidang Tindak Pidana Umum daerah hukumnya 
meliputi:  

a. wilayah I, terdiri atas:  
1.  Kejaksaan Agung;  

2.  Kejaksaan Tinggi Banten;  
3.  Kejaksaan Tinggi  Daerah Khusus  Jakarta;  
4.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;  

5.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;  
6.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; dan  

7.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 
b.  wilayah II, terdiri atas:  

1.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;  
2.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;  

3.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  
4.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu;  
5.  Kejaksaan Tinggi Jambi;  

6.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;  
7.  Kejaksaan Tinggi Lampung;  

8.  Kejaksaan Tinggi Aceh;  
9.  Kejaksaan Tinggi Riau;  

10.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;  
11.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;  
12.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;  

13.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;  
14.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan  

15.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ; dan  
c. wilayah III, terdiri atas:  

1.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;  
2.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;  
3.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;  

4.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;  
5.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;  

6.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo;  
7.  Kejaksaan Tinggi Bali;  

8.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;  
9.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;  
10.  Kejaksaan  Tinggi Maluku;  

11.  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;  
12.  Kejaksaan Tinggi Papua; dan  

13.  Kejaksaan Tinggi Papua Barat . 
 

166.  Ketentuan ayat  (2) dan ayat  (3) Pasal 2 82  diubah sehingga 
Pasal 282 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 282  
(1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai 

tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian 
surat yang ditujukan kepada dan/atau berasal dari 

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.  
(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan 

pelaksanaan  pengelolaan urusan administrasi 

kepegawaian,  urusan  kerumahtanggaan, 
penyelenggaraan acara, penyiapan  dokumen 

pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan 
pengadaan, dan pengelolaan barang milik negara.  

(3) Subbagian Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 



- 91 - 
 

 

mempunyai tugas  melaksanakan koordinasi, 
harmonisasi kebij akan, kerja sama, pemberian 

bimbingan dan petunjuk teknis kepada lembaga 
penegak hukum dan lembaga lain terkait dengan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana . 
 

167.  Ketentuan Bagian Keempat  Bab V  diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Keempat  
Direktorat A  

 
168.  Ketentuan Pasal 2 87  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 287  

Direktorat  A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, 

harta benda , dan pencucian uang . 
 

169.  Ketentuan Pasal 2 88  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  288 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 287, Di rektorat A menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program  kerja  penanganan 
perkara di bidang tindak pidana keamanan negara, 

ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 
uang ; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara  di bidang  tindak pidana keamanan negara, 
ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 

uang  meliputi prapenuntutan, penuntutan, eksekusi , 
dan eksaminasi; 

c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara 
di bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban 
umum, orang, harta benda, dan pencucian uang ; 

d.  pelaksanaan pengendalian dan penanganan perkara  di 
bidang  tindak pidana keamanan negara, ketertiban 

umum, orang, harta benda, dan pencucian uang ; 
e. pelaksanaan koordinasi  dan kerja sama dengan 

kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, 
serta organisasi lain dalam penanganan perkara  di 
bidang  tindak pidana keamanan negara,  ketertiban 

umum, orang, harta benda, dan pencucian uang ; 
f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan 

penanganan perkara  di bidang  tindak pidana 
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 

benda, dan pencucian uang ; 
g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keamanan negara, 

keter tiban umum, orang, harta  benda, dan pencucian 
uang ; 

h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
laporan penanganan perkara  di bidang  tindak pidana 

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
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benda, dan pencucian uang ; 
i.  pelaksanaan  urusan  ketatausaha an  dan 

kerumahtanggaan Direktorat  A; dan  
j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Umum.  
 

170.  Ketentuan Pasal 2 89  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 2 89  

Direktorat A terdiri atas:  

a. Subdirektorat Prapenuntutan;  

b. Subdirektorat Penuntutan;  

c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi; dan  

d. Subbagian Tata Usaha.  
 

171.  Ketentuan Pasal 2 90  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal  290  

Subdirektorat  Prapenuntutan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program  kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data 
laporan, pemberian bimb ingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara  di 

bidang  tindak pidana keamanan negara, ketertiban 
umum, orang, harta benda, dan pencucian uang pada 

tahap prapenuntutan.  
 

172.  Ketentuan Pasal 2 91  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 291  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 290, Subdirektorat Prapenuntutan 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan;  
b.  penyiapan perumusan  kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 
ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 

uang pada tahap prapenuntutan; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
bend a, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan; 
d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian dan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan meliputi pemberitah uan dimulainya 
penyidikan, penelitian berkas perkara, pemberian 
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petunjuk kelengkapan berkas perkara, penyusunan 
rencana surat dakwaan, administrasi berkas perkara, 

pemeriksaan tambahan, penahanan, dan tindakan 
hukum lain yang diperlukan;  

e. penyiapan pelaksan aan koordinasi dan kerja sama 
dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 

benda, dan pencucian uang  pada tahap 
prapenuntutan;  

f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
penanganan perkara di bidang tind ak pidana  

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang  pada tahap 

prapenuntutan;  
g. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 

ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 
uang  pada tahap prapenuntutan;  dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 
dan penyusunan laporan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana  keamanan negara, ketertiban 
umum, ora ng, harta benda, dan pencucian uang  pada 
tahap prapenuntutan . 

 
173.  Ketentuan Pasal 292 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 292  

Subdirektorat  Prapenuntutan terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  

c. Seksi Wilayah III . 
 

174.  Ketentuan Pasal 29 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 293  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan  penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, p emantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana  keamanan  negara, 

ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 
uang  pada tahap prapenuntutan wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan p enyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pem antauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 

ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 
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uang  pada tahap prapenuntutan wilayah II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 
ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 

uang  pada tahap prapenuntutan wilayah III.  
 

175.  Ketentuan Pasal 29 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 294  

Subdirektorat  Penuntutan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 

program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 

penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 
pelaksanaan koordinasi dan k erja sama, pengelolaan, 
penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan 

teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  keamanan 

negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan 
pencucian uang pada tahap penuntutan . 

 
176.  Ketentuan Pasal 29 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 295  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 294, Subdirektorat Penuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 

benda, dan pencucian uang  pada tahap penuntutan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 
ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 

uang  pada tahap penuntutan; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pi dana  

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap penuntutan; 

d.  penyiapan dan pelaksanaan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana  keamanan negara, ketertiban 

umum, orang, harta benda, dan pencucian uang  pada 
tahap pe nuntutan meliputi penerimaan dan penelitian 
tersangka di wilayah Kejaksaan Negeri yang 

berwenang, penelitian barang bukti di wilayah 
Kejaksaan Negeri yang berwenang dan/atau dimana 

barang bukti tersebut berada dan penyusunan surat 
dakwaan;  

e. penyiapan dukung an pelaksanaan pengendalian dan 
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penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 

benda, dan pencucian uang pada pelaksanaan diversi, 
mediasi penal, penyelesaian perkara dengan 

pendekatan keadilan restoratif, pertemu an 
pendahuluan, penghentian penuntutan, penanganan 
perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, 

pelimpahan tersangka dan barang bukti ke 
pengadilan, pelaksanaan penetapan hakim, serta 

upaya hukum biasa dan kebijakan lain yang 
diperlukan dalam pelaksana an penuntutan; 

f. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana  

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap penuntutan;  

g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi  

penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, dan harta 

benda pada tahap penuntutan;  
h.  penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang  pada  tahap penuntutan; 

dan  
i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana  keamanan negara, ketertiban umum, 

orang, h arta benda, dan pencucian uang pada tahap 
penuntutan.  

 

177.  Ketentuan Pasal 29 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 296  
Subdirektorat Penuntutan terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
178.  Ketentuan Pasal 29 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 297  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pela ksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 
ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 

uang  pada tahap penuntutan wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
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penanganan perkara, pela ksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 
ketertiban umum, orang, harta benda, dan p encucian 
uang  pada tahap penuntutan wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksa naan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 

ketertiban umum, orang, harta benda, dan penc ucian 
uang  pada tahap penuntutan wilayah III.  

 
179.  Ketentuan Pasal 29 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 298  

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, 

pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian 
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 

tindak pidana  keamanan negara, ketertiban umum, orang, 
harta benda, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi 

dan pelak sanaan eksaminasi.  
 

180.  Ketentuan  Pasal 29 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 299  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 298, Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja  penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 

pelaksanaan eksaminasi;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana  keamanan negara, 
ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian 

uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bid ang tindak pidana  

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi; 
d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian dan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  
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keamanan negara, ketertiban umum, oran g, harta 
benda, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi meliputi pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

pelaksanaan penetapan hakim, pengawasan terhadap 
pelaksanaan pidana bersyarat, pelaksanaan pidana 
penga wasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja 

sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
pembebasan bersyarat, memberikan pendapat atas 

hasil pengawasan dan usulan pembebasan bersyarat, 
proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, sita 

eksekusi u ntuk pembayaran pidana denda, pidana  
pengganti, pidana tambahan, serta eksaminasi, 

pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, 
abolisi , dan rehabilitasi , serta kebijakan lain yang 
diperlukan ; 

e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana  

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi;  
f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  

keamanan negara,  ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi;  
g. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang pada  tahap eksekusi dan 

eksaminasi; dan  
h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan penyusunan laporan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana  keamanan negara, ketertiban 

umum, orang, harta benda, dan pencucian uang pada 
tahap eksekusi dan eksaminasi.  

 

181.  Ketentuan Pasal 30 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 300  
Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
182.  Ketentuan Pasal 301 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 301  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 

data dan informasi, pemberi an bimbingan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  
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keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai t ugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 

pemant auan, evaluasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi wilayah II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan penyu sunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 

benda, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 
eksaminasi wilayah III.  

 
183.  Ketentuan Pasal 30 2 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 302  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat 
A. 

 

184.  Ketentuan Bagian Kelima  Bab V  diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  
Bagian Kelima  

Direktorat B  
 

185.  Ketentuan Pasal 30 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 303  

Direktorat B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang 

tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya,  
kesehatan , dan pencucian uang.  

 
186.  Ketentuan Pasal 30 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal  304  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal 303, Direktorat B menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja penanganan 

perkara di bidang tindak pidana  narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 
pencucian uang;  
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b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 
perkara di bidang tindak pidana  narkotika, 

psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 
pencucian uang meliputi prapenuntuta n, penuntutan, 

eksekusi, dan eksaminasi; 
c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara 

di bidang tindak pidana  narkotika, psikotropika, zat 

adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang; 
d.  pelaksanaan pengendalian dan penanganan perkara di 

bidang tindak p idana  narkotika, psikotropika, zat 
adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang;  

e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 
kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, 

serta organisasi lain dalam penanganan perkara di 
bidang tindak pidana  narkotika , psikotropika, zat 
adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang;  

f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang;  

g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan 
perkara di bidang tindak pidana  narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 

pencucian uang;  
h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana  
narkotika, psikotropika, zat a diktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang;  
i.  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan  dan 

kerumahtanggaan Direktorat  B; dan  

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Umum.  

 
187.  Ketentuan Pasal 30 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 3 05  

Direktorat B terdiri atas:  

a. Subdirektorat Prapenuntutan;  
b.  Subdirektorat Penuntutan;  

c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi; dan  
d.  Subbagian Tata Usaha.  

 
188.  Ketentuan Pasal 30 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 3 06  
Subdirektorat  Prapenuntutan  mempunyai tugas  

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data 

laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana narkotika, psikotropika , zat adiktif 
lainnya, kesehatan, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan.  
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189.  Ketentuan Pasal 307 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 3 07  
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 06 , Subdirektorat Prapenuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan , 

dan pencucian uang pada tahap prapenuntutan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 

pencucian uang  pada tahap prapenuntutan; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang  pada tahap prapenuntutan; 

d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian dan 
penanganan perkara di bidang t indak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang  pada tahap prapenuntutan 
meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, 

penelitian berkas perkara, pemberian petunjuk 
kelengkapan berkas perkara, penyusunan rencana 

sur at dakwaan, administrasi berkas perkara, 
pemeriksaan tambahan, penahanan, dan tindakan 

hukum lain yang diperlukan;  
e. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya , kesehatan, 
dan pencucian uang  pada tahap prapenuntutan;  

f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang  pada tahap prapenuntutan;  

g. penyiapa n pelaksanaan bimbingan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 

pencucian uang  pada tahap prapenuntutan; dan  
h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan penyusunan laporan penan ganan perkara di 
bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat 
adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang  pada 

tahap prapenuntutan.  
 

190.  Ketentuan Pasal 308 diubah  sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 308  
Subdirektorat Prapenuntutan terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  
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191.  Ketentuan Pasal 309 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 309  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penan ganan 

perkara di bidang tindak pidana narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 

pencucian uang pada tahap prapenuntutan wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan  kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan pena nganan 
perkara di bidang tindak pidana narkotika, 

psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 
pencucian uang pada tahap prapenuntutan wilayah 

II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumu san kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan p enanganan 

perkara di bidang tindak pidana narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 
pencucian uang pada tahap prapenuntutan wilayah 

III.  
 

192.  Ketentuan Pasal 31 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 310  
Subdirektorat  Penuntutan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 

program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 

penyiapan pela ksanaan penanganan perkara, penyiapan 
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, 

penyajian data dan informasi, pemberian  bimbingan  
teknis,  pemantauan,  evaluasi,  dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana narkotika, 

psikotropika, zat adiktif lainnya , kesehatan , dan 
pencucian uang  pada tahap penuntutan.  
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193.  Ketentuan Pas al 311 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 311  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 310, Subdirektorat Penuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan  dan penyusunan rencana dan program 

kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang pada tahap penuntutan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 

pencucian uang pada tahap penuntutan; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 

na rkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang pada tahap penuntutan; 

d.  penyiapan dan pelaksanaan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat 

adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang pada 
tahap pen untutan meliputi penerimaan dan penelitian 
tersangka di wilayah Kejaksaan Negeri yang 

berwenang, penelitian barang bukti di wilayah 
Kejaksaan Neg eri yang berwenang dan/atau dimana 

barang bukti tersebut berada dan penyusunan surat 
dakwaan;  

e. penyiapan dukunga n pelaksanaan pengendalian dan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang pada pelaksanaan diversi, mediasi 
penal, penyelesaian perkara dengan pendekatan 

keadilan restoratif, perte muan pendahuluan, 
penghentian penuntutan, penanganan perkara pidana 

yang melibatkan saksi dan korban, pelimpahan 
tersangka dan barang bukti ke pengadilan, 
pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa 

dan kebijakan lain yang diperlukan dalam 
pelaksanaan p enuntutan; 

f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang pada tahap penuntutan;  

g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

pena nganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang pada tahap penuntutan;  
h.  penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adi ktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang pada tahap penuntutan; dan  

i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi , 
dan penyusunan laporan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat 
adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang pada 

tahap penuntutan.  
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194.  Ketentuan Pasal 312 diubah  sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 312  
Subdirektorat Penuntutan terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
195.  Ketentuan Pasal 31 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 313  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pela ksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana narkotika, 

psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, da n 
pencucian uang pada tahap penuntutan wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 

pencucian uang pada tahap penuntutan wilayah II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana narkotika, 
psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 
pencucian uang pada tahap penuntutan wilayah III.  

 
196.  Ketentuan Pasal 31 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 314  

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, 

pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian 
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 
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tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya , 
kesehatan , dan pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi.  
 

197.  Ketentuan Pasal 315 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 315  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 314, Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 
eksaminasi;  

b.  penyiapan  perumusan kebijakan teknis penanganan 
perkara di bidang tindak pidana narkotika, 

psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan 
pencucian uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi; 

c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum  
penanganan perkara  di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 
eksaminasi; 

d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian dan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang pada t ahap eksekusi dan 

eksaminasi melipu ti pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pelaksanaan penetapan hakim, pengawasan terhadap 

pelaksanaan pidana bersyarat, pelaksanaan pidana 
pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana k erja 

sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
pembebasan bersyarat, memberikan pendapat atas 

hasil pengawasan dan usulan pembebasan bersyarat, 
proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana 

pengganti, pidana tambahan, serta eksaminasi, 
pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, 

abolisi, dan rehabilitasi , serta kebijakan lain yang 
diperlukan ; 

e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 
eksaminasi;  

f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
penanganan p erkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang  pada  tahap eksekusi dan 
eksaminasi;  

g. penyiapan  dan pelaksanaan bimbingan teknis 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, za t adiktif lainnya, kesehatan, 
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dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 
eksaminasi; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi , 
dan penyusunan laporan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat 
adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang pada 
tahap eksekusi dan eksaminasi.  

 
198.  Ketentuan Pasal 316 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 316  

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 

199.  Ketentuan Pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 317  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberi an bimbingan teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, 
kesehatan, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi 
dan eksaminasi wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunya i tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, 

kesehatan, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi 
dan eksaminasi wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
peny iapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 

data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan  penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, 
kesehatan, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi 

dan eksamin asi wilayah III.  
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200.  Ketentuan Pasal 318 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 318  
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat 
B.  

 

201.  Ketentuan Bagian Ke enam Bab V  diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  

 
Bagian Ke enam  

Direktorat C  
 

202.  Ketentuan Pasal 319 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 319  

Direktorat C mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang 

tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas 
negara, kekerasan dalam rumah tangga , pelindungan 

terhadap perempuan dan anak , dan pencucian uang . 
 

203.  Ketentuan Pasal 320 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 320  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 319, Direktorat C menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja penanganan 
perkara di bidang pidana terorisme, perdagangan 
orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, 

pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan 
pencucian uang;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan  
perkara di bidang pidana terorisme, perdagangan 

orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, 
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan 
pencucian uang meliputi prapenuntutan, penuntutan, 

eksekusi dan eksaminasi; 
c. pemberian pertimbangan hukum perka ra di bidang 

tindak  pidana terorisme, perdagangan orang, lintas 
negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 

terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang; 
d.  pelaksanaan dan pengendalian perkara di bidang 

tindak pidana terorisme, perdagangan orang, li ntas 

negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 
terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang;  

e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama  dengan 
kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, 

serta organisasi lain dalam perkara di bidang tindak 
pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang;  
f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan perkara di 

bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, 
lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, 

pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan 
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pencucian uang;  
g. pemberian bimbingan teknis dalam perkara di bidang 

t indak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas 
negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 

terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang;  
h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan  perkara di bidang tindak  pidana terorisme, 

perdaga ngan orang, lintas negara, kekerasan dalam 
rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 

anak, dan pencucian uang;  
i.  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan  dan 

kerumahtanggaan Direktorat  C; dan  
j.  pelaksanaan fungsi lain ya ng diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Tindak  Pidana Umum.  
 

204.  Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 321  

Direktorat C terdiri atas:  
a. Subdirektorat Prapenuntutan;  

b.  Subdirektorat Penuntutan;  
c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi; dan  
d.  Subbagian Tata Usaha.  

 
205.  Ketentuan Pasal 32 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 322  

Subdirektorat  Prapenuntutan  mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, p engelolaan data 
laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan perkara di bidang 
tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas 
negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 

terhadap perempuan dan anak, dan pencuc ian uang pada 
tahap prapenuntutan.  

 
206.  Ketentuan Pasal 32 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 323  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 322, Subdirektorat Prapenuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja perkara di bidang tindak pidana terorisme, 

perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 
rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 
anak, dan pencucian uang pada tahap prapenuntutan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis perkara di 
bidang tindak  pidana terorisme, perdagangan orang, 

lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, 
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan 

pencucian uang pada tahap prapenuntutan; 
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c. analisis da n pertimbangan hukum perkara di bidang 
tindak  pidana terorisme, perdagangan orang, lintas 

negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 
terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang 

pada tahap prapenuntutan; 
d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalia n dan 

penanganan di bidang perkara tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan meliputi pemberitahuan dimulainya 

penyidikan, p enelitian berkas perkara, pemberian 
petunjuk kelengkapan berkas perkara, penyusunan 

rencana surat dakwaan, administrasi berkas perkara, 
pemeriksaan tambahan, penahanan, dan tindakan 
hukum lain yang diperlukan;  

e. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sam a 
dalam penanganan perkara  di bidang  tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan;  

f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi  

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan;  
g. penyiapan  dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penangan an perkara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan peny usunan laporan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, 

lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, 
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan 

pencucian uang pada tahap prapenuntutan.  
 

207.  Ketentuan Pasal 32 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 324  

Subdirektorat  Prapenuntutan terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III . 

 
208.  Ketentuan Pasal 32 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 325  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
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penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan pe nyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana terorisme, 
perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 
rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 

anak, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkar a, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana terorisme, 

perdagangan orang, lintas negara, kekeras an dalam 
rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 

anak, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis d an 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tind ak pidana terorisme, 
perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 

rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 
anak, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan wilayah III.  
 

209.  Ketentuan Pasal 32 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 326  

Subdirektorat Penuntutan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 

program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 

pelaksanaan koo rdinasi dan kerja sama, pengelolaan, 
penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan 

teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana terorisme, 

perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 
rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 
anak, dan pencucian uang pada tahap penuntutan.  

 
210.  Ketentuan Pasal 327 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 327  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 326, Subdirektorat Penuntutan 
meny elenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 

penuntutan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana terorisme, 
perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 

rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 
anak, dan pencucian uang pada tahap penuntu tan; 

c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 

penuntutan;  
d.  penyiapa n dan pelaksanaan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, 
lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, 
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan 

pencucian uang pada tahap penuntutan meliputi 
penerimaan dan penelitian ter sangka di wilayah 

Kejaksaan Negeri yang berwenang , serta penelitian 
barang bukti di wilayah Kejaksaan Negeri yang 

berwenang dan/atau dimana barang bukti tersebut 
berada dan penyusunan surat dakwaan;  

e. penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian dan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perempuan dan anak, dan pencucian uang pada 

pelaksanaan diversi, medi asi penal, penyelesaian 
perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, 
pertemuan pendahuluan, penghentian penuntutan, 

penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi 
dan korban, pelimpahan tersangka dan barang bukti 

ke pengadilan, serta upaya hukum biasa d an 
kebijakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan 

penuntutan; 
f. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terh adap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
penuntutan;  

g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perem puan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 

penuntutan;  
h.  penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
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terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan ana k, dan pencucian uang pada tahap 
penuntutan; dan  

i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas 

negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 
terhada p perempuan dan anak, dan pencucian uang 

pada tahap penuntutan.  
 

211.  Ketentuan Pasal 328 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 328  
Subdirektorat Penuntutan terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
212.  Ketentuan Pasal  329 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 329  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana terorisme, 
perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 

rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 
anak, dan pencucian uang pada tahap penuntutan 

wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pembe rian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidan a terorisme, 

perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 
rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 

anak, dan pencucian uang pada tahap penuntutan 
wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan pr ogram 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan p enyusunan laporan penanganan 
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perkara di bidang tindak pidana terorisme, 
perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 

rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 
anak, dan pencucian uang pada tahap penuntutan 

wilayah III.  
 

213.  Ketentuan Pasal  330 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 330  

Subdirektorat  Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 

program kerja,  penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  
teknis,  analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 

penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, 
pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian 
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana teror isme, perdagangan orang, lintas 

negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 
terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang pada 

tahap eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi.  
 

214.  Ketentuan Pasal 331 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 331  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 330, Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi;  

b.  penyiapan  perumusan kebijakan teknis penanganan 
perkara di bidang tindak pidana terorisme, 
perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam 

rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan 
anak, dan pencucian uang pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
eksekusi dan eksaminasi; 

d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian  dan 
penanganan perkara di bidang t indak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perempuan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 

eksekusi dan eksaminasi meliputi pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

huk um tetap, pelaksanaan penetapan hakim, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 

pelaksanaan pidana pengawasan, pidana dengan 
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syarat, dan pidana kerja sosial, pengawasan terhadap 
pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat, 

memberikan pendapat atas hasil pengawasan dan 
usulan pembebasan bersyarat, proses rehabilitasi, 

restitusi,  dan  kompensasi, sita eksekusi untuk 
pembayaran pidana denda, pidana  pengganti, pidana 
tambahan, serta eksaminasi, pengajuan grasi, upaya 

hukum luar biasa, amnesti, abolisi , dan rehabilitasi 
serta kebijakan lain yang diperlukan;  

e. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan  dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
eksekusi dan eksaminasi;  

f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
peremp uan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 

eksekusi dan eksaminasi;  
g. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perem puan dan anak, dan pencucian uang pada tahap 
eksekusi dan eksaminasi; dan  

h.  penyiapan  dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi , 
dan penyusunan laporan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, 

lintas negara, kekerasan dalam rumah t angga, 
pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan 

pencucian uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi.  
 

215.  Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 332  

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
216.  Ketentuan Pasal 333 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 333  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberian bimbingan teknis , 

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

teroris me, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 

terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang 



- 114 - 
 

 

pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perk ara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 

terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang 
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 

data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 
pemantauan, evaluasi, d an penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 

terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang 
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II I.  

 
217.  Ketentuan Pasal 334 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 334  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat 
C. 

 
218.  Ketentuan Bagian Ke tujuh Bab V  diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Ke tujuh  

Direktorat D  
 

219.  Ketentuan Pasal 335 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 335  
Direktorat D mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang 

tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan 
pencucian uang.  

 
220.  Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 336  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 335, Direktorat D menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencucian uang;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 
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perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencucian uang meliputi 

prapenuntutan, penuntutan, eksekusi, dan 
eksaminasi; 

c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara 
di bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya 
alam, dan pencucian uang; 

d.  pelaksanaan pengendalian penanganan perkara di 
bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber  daya 

alam, dan pencucian uang;  
e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 

kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, 
serta organisasi lain dalam penanganan perkara di 

bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya 
alam, dan pencucian uang;  

f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang;  
g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencuci an uang;  

h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporanpenanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang;  
i.  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan  dan 

kerumahtanggaan Direktorat  D; dan  
j.  pelaksanaan fungsi lai n yang diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Umum.  

 
221.  Ketentuan Pasal 337 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 337  

Direktorat  D terdiri atas:  
a. Subdirektorat Prapenuntutan;  
b.  Subdirektorat Penuntutan;  

c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi; dan  
d.  Subbagian Tata Usaha.  

 
222.  Ketentuan Pasal 338 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 338  

Subdirektorat  Prapenuntutan  mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data 
laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penan ganan perkara di 

bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, 
dan pencucian uang pada tahap prapenuntutan.  
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223.  Ketentuan Pasal 339 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 339  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 338, Subdirektorat Prapenuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang pada tahap prapenuntutan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan; 
c. analisis dan pertimbangan hukum penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 

sumber daya alam, dan pe ncucian uang  pada tahap 
prapenuntutan; 

d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian  dan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 
uang  pada tahap prapenuntutan meliputi 
pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian 

berkas perkara, pemberian petunjuk kelengkapan 
berkas perkara, penyusunan rencana surat dakwaan, 

administrasi berkas perkara, pemeriksaan tambahan, 
penahanan, dan tindakan hukum lain yang 

diperlukan ; 
e. penyiapan dan pelaksanaan koordin asi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 
uang  pada tahap prapenuntutan;  

f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sum ber daya alam, dan pencucian 
uang pada tahap prapenuntutan;  

g. penyiapan  dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang  pada tahap prapenuntutan; dan  
h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan penyusunan laporan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya 
alam, dan pencucian uang pada tahap prapenuntutan.  

 
224.  Ketentuan Pasal 340 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 340  

Subdirektorat Prapenuntutan terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  

c. Seksi Wilayah III . 
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225.  Ketentuan Pasal 341 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 341  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 

prapenuntutan wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan  penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 

sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, peru musan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan  penanganan 
perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 

sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan wilayah III.  

 

226.  Ketentuan Pasal 342 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 342  
Subdirektorat Penuntutan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 

penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, 

peny ajian data dan informasi, pemberian bimbingan 
teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana keuangan, 
siber, sumber daya alam, dan pencucian uang  pada tahap 
penuntutan.  

 
227.  Ketentuan Pasal 343 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 343  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 342, Subdirektorat Penuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 
uang pada tahap penuntutan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 

penuntutan; 
c. analisis dan pe mberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang  pada tahap penuntutan;  
d.  penyiapan dan pelaksanaan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya 

alam, dan p encucian uang pada tahap penuntutan 
meliputi penerimaan dan penelitian tersangka di 

wilayah Kejaksaan Negeri yang berwenang, penelitian 
barang bukti di wilayah Kejaksaan Negeri yang 

berwenang dan/atau dimana barang bukti tersebut 
berada dan penyusunan sura t dakwaan;  

e. penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian  dan 

penanganan perkara tindak di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang  pada pelaksanaan diversi, melakukan mediasi 
penal, penyelesaian perkara dengan pendekatan 

keadilan restoratif, pertemuan pendahuluan, 
penghentian penuntutan, penanganan perkara pidana 
yang melibatkan saksi dan korban, pelimpahan 

tersangka dan barang bukti ke pengadilan, 
pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa 

dan kebijakan lain yang diperlu kan dalam 
pelaksanaan penuntutan; 

f. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang pada tahap penuntutan;  
g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang pada tahap penuntutan;  
h.  penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, dan p encucian 
uang  pada tahap penuntutan; dan  

i.  penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi , dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 
penuntutan.  

 
228.  Ketentuan Pasal 3 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 344  

Subdirektorat Penuntutan terdiri atas:  
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a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  

c. Seksi Wilayah III.  
 

229.  Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 345  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan pe nyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 

sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 
penuntutan wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunya i tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informa si, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 

sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 
penuntutan wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

peny iapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbinga n teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya alam, dan pencucian uang pada tahap 

penuntutan wilayah III.  
 

230.  Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 346  

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 

program kerja,  penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  
teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 

penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja s ama, 
pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian 
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan 

pencucian uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi.  
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231.  Ketentuan Pasal 347 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 347  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 346, Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang tahap eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana keuangan, siber, 
sumber daya a lam, dan pencucian uang pada tahap 

eksekusi dan eksaminasi; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 
uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi; 

d.  penyiapan dukungan pe laksanaan pengendalian  dan  
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 
uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi meliputi 
pelaksanaan putusan pengadilan  yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan 
penetapan hakim, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat, pelaksanaan pidana pengawasan, 
pidana dengan syarat, dan pidana kerja sosial, 

pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
pembebasan bersyarat, memberikan pendapat atas 
hasil pengawasan dan usu lan pembebasan bersyarat, 

proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana  

pengganti, pidana tambahan, serta eksaminasi, 
pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, 

abolisi , dan rehabilitasi serta ke bijakan lain yang 
diperlukan;  

e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi;  
f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 
uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi;  

g. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber day a alam, dan pencucian 
uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan 

pencucian uang pada tahap eksekusi da n eksaminasi.  
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232.  Ketentuan Pasal 3 48  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 348  
Subdirektorat  Eksekusi dan Eksaminasi terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
233.  Ketentuan Pasal 3 49  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 349  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sam a, pengelolaan, penyajian 

data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilay ah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 
keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 

uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melak ukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 
data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, eval uasi, dan penyusunan laporan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian 
uang pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah III.  

 
234.  Ketentuan Pasal 350 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 350  
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat 
D. 

 
235.  Di antara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan  Bab V  

disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian  Ketujuh A 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Ketujuh A  
Direktorat E  
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236.  Di antara Pasal 350 dan Pasal 351 disisipkan 16 (enam 
belas) pasal, yakni Pasal 350A, Pasal 350B, Pasal 350C, 

Pasal 350D, Pasal 350E, Pasal 350F, Pasal 350G, Pasal 
350H, Pasal 350I, Pasal 350J, Pasal 350K, Pasal 350L, 

Pasal 350M, Pa sal 350N, Pasal 350O, dan Pasal 350P 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 350A  
Direktorat E mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak 

pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam 
masyarakat , tindak pidana umum lainnya , dan pencucia n 

uang . 
 
Pasal 350B  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 350A, Direktorat E menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah , tindak pidana berd asarkan hukum 
yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
lainnya, dan pencucian uang ; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum 
yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 

lainnya, dan pencucian uang  meliputi prapenuntutan, 
penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi; 

c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara 

di bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 
Daerah , tindak pidana berdasa rkan hukum yang 

hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
lainnya, dan pencucian uang ; 

d.  pelaksanaan pengendalian penanganan perkara di 
bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 
Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum yang 

hidup dalam masyarakat, tin dak pidana umum 
lainnya, dan pencucian uang ; 

e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 
kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, 

serta organisasi lain dalam penanganan perkara di 
bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 
Daerah , tindak pida na berdasarkan hukum yang 

hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
lainnya, dan pencucian uang ; 

f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang h idup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang ; 

g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum 
yang hidup dalam masyarakat, tindak pidan a umum 

lainnya, dan pencucian uang ; 
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h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana 

yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lain nya, dan pencucian uang ; 
i.  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan  dan 

kerumahtanggaan Direktorat  E; dan  
j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Umum.  

 
Pasal 350C  

Direktorat E terdiri atas:  
a. Subdirektorat Prapenuntutan;  

b.  Subdirektorat Penuntutan;  
c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi; dan  
d.  Subbagian Tata Usaha.  

 
Pasal 350D  

Subdirektorat  Prapenuntutan  mempunyai  tugas  
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 

program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data 
laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 

Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup 
dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan 
pencucian uang  pada tahap prapenuntutan.  

 
Pasal 350E  

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 350D, Subdirektorat Prapenuntutan 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 

yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  
pada tahap prapenuntutan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 
Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum 

yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 

prapenuntutan; 
c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  
pada tahap prapenuntutan; 

d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian  dan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  umum 

lainnya  dan pencucian uang  pada tahap 
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pra penuntutan meliputi pemberitahuan dimulainya 
penyidikan, penelitian berkas perkara, pemberian 

petunjuk kelengkapan berkas perkara, penyusunan 
rencana surat dakwaan, administrasi berkas perkara, 

pemeriksaan tambahan, penahanan, dan tindakan 
hukum lain yang diperlukan;  

e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 
yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

tahap prapenuntutan;  
f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap prapenuntutan;  

g. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap prapenuntutan;  dan  
h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan penyusunan laporan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 

Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum yang 
hidup dalam masyarakat, tindak pidana umu m 
lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 

prapenuntutan.  
 

Pasal 350F  
Subdirektorat Prapenuntutan terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
Pasal 350G  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas  melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemb erian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan 
hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana 
umum lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 

prapenuntutan wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
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penanganan perkara, pelaksanaan koordina si dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 
Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan 
hukum yang hi dup dalam masyarakat, tindak pidana 

umum lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 
prapenuntutan wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan 
hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana  

umum lainnya, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan wilayah III.  

 

Pasal 350H  
Subdirektorat Penuntutan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan 
pelaksanaan koo rdinasi dan kerja sama, pengelolaan, 

penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan 
teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang diatur 
dalam Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan 

hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana 
umum lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 
penuntutan.  

 
Pasal 350I  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 350H, Subdirektorat Penuntutan 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan  program 

kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 

yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap penuntutan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan t eknis penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 
Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum 

yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
lainnya, dan pencucian uang  pada tahap penuntutan; 

c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
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berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap penuntutan; 
d.  peny iapan dan pelaksanaan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana  umum lainnya  dan pencucian 
uang  pada tahap penuntutan meliputi penerimaan dan 
penelitian tersangka di wilayah Kejaksaan Negeri yang 

berwenang, penelitian barang bukti di wilayah 
Kejaksaan Neg eri yang berwenang dan/atau dimana 

barang bukti tersebut berada dan penyusunan surat 
dakwaan;  

e. penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian  dan 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  umum 

lainnya dan pencucian uang pada pelaksanaan diversi, 
mediasi penal , penyelesaian perkara dengan 
pendekatan keadilan restoratif, pertemuan 

pendahuluan, penghentian penuntutan, penanganan 
perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, 

pelimpahan tersangka dan barang bukti ke 
pengadilan, pelaksanaan penetapan hakim, serta  

upaya hukum biasa dan kebijakan lain yang 
diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan; 

f. penyiapan dan dukungan pelaksanaan pengendalian 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 

berdasarkan hukum yang hidup da lam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada pelaksanaan diversi, mediasi penal, penyelesaian 
perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, 
pertemuan pendahuluan, penghentian penuntutan, 

penanganan perkara pidana yang melibatkan sak si 
dan korban, upaya hukum biasa, dan kebijakan lain 

yang diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan;  
g. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 
yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdas arkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  
pada tahap penuntutan;  

h.  pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasa rkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap penuntutan;  
i.  penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 

berdasarka n hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang 
pada tahap penuntutan; dan  

j.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi , 
dan penyusunan laporan penanganan perkara di 

bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 
Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum yang 

hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
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lainnya, dan pencucian uang  pada tahap penuntutan.  
 

Pasal 350J  
Subdirektorat Penuntutan terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
Pasal 350K  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan  penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 

Perat uran Daerah , tindak pidana berdasarkan 
hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana 

umum lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 
penuntutan wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perum usan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 

kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 

perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 
Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan 

hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana 
umum lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 

penuntutan wilayah II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas m elakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 

penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan 
kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi, pembe rian bimbingan teknis, pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan 
perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan 
hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana 

umum lainnya, dan pencucian uang  pada tahap 
penuntutan wilay ah III.  

 
Pasal 350L  

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, 
penyiapa n pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, 

pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian 
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bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 

tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak 
pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam 

masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian 
uang  pada tahap eksekusi dan eksaminasi . 

 

Pasal 350M  
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 350L, Subdirektorat Eksekusi dan 
Eksaminasi menyele nggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja penanganan perkara di bidang tindak pidana 

yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada  tahap eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan 

perkara di bidang tindak pidana yang diatur dalam 
Peraturan Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum 

yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
lainnya, dan  pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 
eksaminasi; 

c. analisis dan pemberian pertimbangan hukum 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lai nnya, dan pencucian uang  
pada tahap eksekusi dan eksaminasi; 

d.  penyiapan dukungan pelaksanaan pengendalian dan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana  umum 
lainnya  dan pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi meliputi pelaksanaan putusan pengadilan  
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

pelaksanaan penetapan hakim, pengawasan terhadap 
pelaksanaan pidana bersyarat, pelaksanaan pidana 
pengawasan, pidana dengan syarat, dan p idana kerja 

sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
pembebasan bersyarat, memberikan pendapat atas 

hasil pengawasan dan usulan pembebasan bersyarat, 
proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya, sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda, p idana  
pengganti, pidana tambahan, serta eksaminasi, 
pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, 

abolisi dan rehabilitasi serta kebijakan lain yang 
diperlukan;  

e. penyiapan dan dukungan pelaksanaan pengendalian 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap eksekusi dan eksaminasi meliputi 
pelaksanaan putusan pengadilan  yang telah 

mempunyai kekuatan hukum t etap, pelaksanaan 
penetapan hakim, proses rehabilitasi, restitusi, dan 

kompensasi, eksaminasi  serta kebijakan lain yang 
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diperlukan;  
f. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana 
yang diatur dalam Perat uran Daerah , tindak pidana 

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  
pada tahap eksekusi dan eksaminasi;  

g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 

diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  
pada tahap eksekusi dan eksaminasi;  

h.  penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 
penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap eks ekusi dan eksaminasi;  dan  
i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi , 

dan penyusunan laporan penanganan perkara di 
bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 
Daerah , tindak pidana berdasarkan hukum yang 

hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum 
lainnya, dan pencucian uang  pada tahap eksekusi dan 

eksaminasi.  
 

Pasal 350N  
Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
Pasal 350O  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas  melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 

data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 
pemantauan,  evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang 
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian 

data dan informasi, pember ian bimbingan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
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tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan 
pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, pen gelolaan, penyajian 

data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

penanganan perkara di bidang tindak pidana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
tin dak pidana umum lainnya, dan pencucian uang  

pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah III.  
 

Pasal 350P  

Subbagian  Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat 

E. 
 

237.  Ketentuan Pasal 351 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 351  

(1) Koordinator pada  Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 
Pidana Umum merupakan unsur pembantu 

pimpinan memiliki tugas sebagai koordinator di 
setiap direktorat yang bertanggung jawab kepada 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mela lui 
direktorat masing -masing.  

(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 

Pidana Umum mempunyai tugas melakukan kajian 
teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Umum dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan bida ng 

tindak pidana umum yang meliputi:  
a. tindak pidana keamanan negara, ketertiban 

umum, orang, harta benda , dan pencucian uang ; 

b.  tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif 
lainnya, kesehatan , dan pencucian uang ; 

c. tindak pidana terorisme, perdagangan orang, 
lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga , 

pelindungan terhadap perempuan dan anak , dan 
pencucian uang ; 

d.  tindak pidana keuangan, siber, sumber daya 

alam , dan pencucian uang ; dan   
e. perkara pidana yang diatur dalam Peraturan 

Daerah , serta tindak pidana berdasarkan hukum 
yang hidup dalam masyarakat,  tindak pidana 

umum lainnya , dan pencucian uang , 
dan tugas lain sesuai dengan kebijakan Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Umum . 

(3) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 
Pidana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) menyelenggarakan fungsi manajerial dan 
mengoordinasikan penanganan perkara di bidang 

tindak pidana  umum serta penanganan perkara di 
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bidang tindak pi dana  umum yang di tangani oleh 
satuan khusus pada Jaksa Agung Muda Bidang 

Tindak Pidana Umum.  
(4) Jumlah Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang 

Tindak Pidana Umum terdiri atas 5 (lima) 
Koordinator.  

(5) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 

Pidana Umum dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh 
Jaksa, pejabat fungsional lain, dan pelaksana sesuai 

kebutuhan dan beban kerja.  
(6) Tata cara pelaksanaan tugas Koordinator ditetapkan  

oleh Jaksa Agung.  
 

238.  Ketentuan  ayat ( 2) dan ayat (3) Pasal 35 2 diubah  dan Pasal 
352 ayat (4) dihapus  sehingga Pasal 352 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 352  
(1) Kelompok jabatan fungsional pada Jaksa Agung 

Muda Bidang Tindak Pidana Umum  terdiri atas:  
a. Jaksa; dan  

b.  fungsional lainnya.  
(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja.  
(3) Jenis, jenjang, dan tugas jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 

(4) Dihapus.  
 

239.  Ketentuan Pasal 35 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 353  

Jaksa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352  ayat (1) 
huruf a dapat ditugaskan pada  satuan khusus  

penanganan perkara di bidang tindak pidana  umum yang 
pembentukannya berdasarkan kebijakan Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Umum . 

 
240.  Ketentuan ayat (2) Pasal 356 diubah sehingga Pasal 356 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 356  
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan 

tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak 
pidana khusus.  

(2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, 

penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, 
pelaksanaan penetapan haki m dan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, upaya hukum, eksaminasi, serta pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana 
pengawasan, dan pidana kerja sosial, dan keputusan 

pembebasan bersyarat, melakukan sita eksekusi 
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unt uk pembayaran pidana denda dan uang pengganti 
dalam perkara tindak pidana khusus, penanganan 

tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan dapat menggunakan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang -undangan, serta 
tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang -perundangan.  
 

241.  Di  antara huruf e d an  huruf f  Pasal 358  disisipkan  1 (satu) 
huruf, yakni  huruf e1 sehingga Pasal 358 berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 358  

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri 
atas:  
a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana 

Khusus;  
b.  Direktorat Penyidikan;  

c. Direktorat Penuntutan;  
d.  Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan 

Eksaminasi;  
e. Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;  
e1. Direktorat Pengendalian Operasi;  

f. Koordinator; dan  
g. Kelompok jabatan fungsional . 

 
242.  Ketentuan Pasal 374 diubah sehingga berbunyi sebagai  

berikut : 
Pasal 374  

Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan 
pengendalian penyelidikan dan penyidikan perkara tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak 
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara 

dan tindak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam  tindak pidana ekonomi  
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan . 

 
243.  Ketentuan  Pasal 375 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 375  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 374, Direktorat Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan  rencana dan program kerja penyelidikan 
dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan 

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 
penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi  berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang -undangan ; 
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara 
tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 

uan g, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
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perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 
uang, serta pelaksanaan penggunaan denda damai 

dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang -undangan ;  

c. pelaksanaan dan pengendalian penyelid ikan dan 
penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasark an ketentuan  peraturan 

perundang -undangan ; 
d.  pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada 

penyelidik dan penyidik dalam penyelidikan dan 
penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang -undangan ; 
e. penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran 

dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana pe ncucian uang, 
tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 
uang, serta pelaksanaan penggunaan denda damai 

dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang -undangan ; 

f. koordinasi dan kerja sama p enyelidikan dan 

penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi be rdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ; 

g. pengelolaan data dan laporan penyelidikan dan 
penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak 

pidana pencucian uang, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencuci an uang, serta pelaksanaan 
penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang -undangan ; 
h.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelidikan dan 

penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang,  tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 
penggunaan denda damai dalam tindak pidana 

ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ; 

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
ker umahtanggaan Direktorat Penyidikan; dan  
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j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  

 
244.  Ketentuan Pasal 376 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 376  
(1) Direktorat Penyidikan terdiri atas:  

a. Subdirektorat Penyelidikan Tindak Pidana 
Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya , dan 

Tindak Pidana Pencucian Uan g; 
b.  Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

dan Tindak Pidana Pencucian Uang;  

c. Subdirektorat Penyi dikan Tindak Pidana Khusus 
Lainnya dan Tin dak Pidana Pencucian Uang; dan  

d.  Subbagian Tata Usaha.  
(2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c  memiliki wilayah kerja.  
(3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas:  

a. wilayah I, meliputi daerah hukum : 
1.  Kejaksaan Tinggi Banten ; 

2.  Kejaksaan Tinggi  Daerah Khusus  Jakarta ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 

4.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ; dan  
6.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa 

Yogyakarta ; 
b.  wilayah II, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Jambi ; 

6.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ; 
7.  Kejaksaan Tinggi Lampung ; 

8.  Kejaksaan Tinggi Aceh ; 
9.  Kejaksaan T inggi Riau ; 

10.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ; 
11.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ; 
12.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ; 

13.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ; 
14.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ; dan  

15.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ; dan  
c. wilayah III, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ; 

4.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ; 

6.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo ; 
7.  Kejaksaan Tinggi Bali ; 

8.  Kejaksaan T inggi Nusa Tenggara Barat ; 
9.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ; 
10.  Kejaksaan Tinggi Maluku ; 

11.  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; 
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12.  Kejaksaan Tinggi Papua ; dan  
13.  Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 
245.  Ketentuan Pasal 377 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 377  

Subdirektorat Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, 

Tindak Pidana Khusus Lainnya , dan Tindak Pidana 
Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 

pengendalian, p emberian bimbingan teknis, penyampaian 
pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja 

sama, pengelolaan data dan informasi, serta  pelaporan 
pelaksanaan kegiatan  penyelidikan tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang  dan tindak pidana y ang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan tindak 
pidana pencucian uang.  

 
246.  Ketentuan Pasal 378 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 378  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 377, Subdirektorat Penyelidikan Tindak 
Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya , dan 

Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan rencana dan program kerja penyelidikan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 
uang, serta tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 

uang;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi penyelidikan tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana 

yang menyebabkan kerugian perekonomian negara 
dan tindak pid ana pencucian uang;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian 

penyelidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang, serta tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang;  

d.  penyiapan dan pemberian bim bingan teknis kepada 
penyelidik dalam penyelidikan tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak 

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang;  

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 
dan saran dalam penyelidikan tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak 
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang;  

f. penyiapan koordinasi dan kerja sama penyelidikan 
tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 

uang, serta tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 

uang;  
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g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi penyelidikan tindak pidana korupsi dan 

tindak pidana pencucian uang, serta  tindak pidana 
yang menyebabkan kerugian perekonomian negara 

dan tindak pidana pencucian uang; dan  
h.  penyiapan dan penyusunan pel aporan penyelidikan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 

uang, serta tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian dan tindak pidana pencucian uang.  

 
247.  Ketentuan Pasal 379 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 379  

Subdirektorat Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, 
Tindak Pidana Khusus Lainnya , dan Tindak Pidana 
Pencucian Uang terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  

c. Seksi Wilayah III.  

 

248.  Ketentuan Pasal 380 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 380  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, pen yiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan penyajian informasi, serta penyusunan 
pelaporan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana 
korupsi dan tindak pidan a pencucian uang  dan tindak 

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang pada 

wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian per timbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan penyajian informasi, serta penyusunan 
pelaporan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan tinda k 

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang pada 

wilayah  II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administ rasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
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teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan penyajian info rmasi, serta  penyusunan 

pelaporan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang  dan  tindak 
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 

negara dan tindak pidana pencucian uang pada 
wilayah  III.  

 
249.  Ketentuan Pasal 381 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 381  

Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, 

perumusan kebijakan teknis dan administrasi, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan 

teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan 

informasi, serta penyusunan pelaporan penyidikan tindak 
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.  
 

250.  Ketentuan Pasal 382 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 382  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 381, Subdirektorat  Penyidikan Tindak Pidana 
Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak 

pidana pencucian uang;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi penyidikan tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana pencucian uang;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 
uang;  

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 
penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan 

tindak pidana pencucian uang.  
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendap at , 

dan saran dalam penyidikan tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang.  
f. penyiapan koordinasi dan kerja sama penyidikan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 
uang.  

g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi  penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang; dan  

h.  penyiapan dan penyusunan pelaporan penyidikan 
tindak pidana kor upsi dan tindak pidana pencucian 

uang.  
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251.  Ketentuan Pasal 383 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 383  
Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan 

Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  

c. Seksi Wilayah III.  
 

252.  Ketentuan Pasal 384 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 384  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan  penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan penyajian informasi, serta penyusunan 
pelaporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada 

wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan  
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan penyajian informasi, serta penyusunan 
pelaporan pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

korupsi dan ti ndak pidana pencucian uang pada 
wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan  dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan penyajian informasi, serta penyusunan 
pelaporan pelaksanaan penyidikan tind ak pidana 

korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada 
wilayah III.  

 
253.  Ketentuan Pasal 385 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 385  
Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya 

dan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, 

perumusan kebijakan teknis dan administrasi, 
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pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan 
teknis,  penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan 
informasi, penyusunan pelaporan pelaksanaan penyidikan 

tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi  

berdasarkan ketentuan  peraturan perundang -undangan . 
 

254.  Ketentuan Pasal 386 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 386  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 385, Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana 
Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang, 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja penyidikan tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi  berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi penyidikan tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 
penggunaan denda damai dalam tindak pidana 

ekonomi berdasarkan ketentuan  peratu ran 
perundang -undangan ; 

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan 

tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 

uang, serta  pelaksanaan penggunaan denda damai 
dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentu an 

peraturan perundang -undangan ; 
d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak p idana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang -undangan ; 
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran penyidikan tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

pengguna an denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang -undangan ; 
f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja 

sama penyidikan tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang, se rta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 
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g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi penyidikan tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ; dan  

h.  penyiapan dan penyusunan pelaporan penyidikan 
tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara da n tindak pidana pencucian 
uang, serta pelaksanaan penggunaan denda damai 

dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang -undangan . 

 

255.  Ketentuan Pasal 387 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 387  

Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Lainnya 

dan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 
256.  Ketentuan Pasal 388 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 388  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan  penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan penyajian informasi, penyusunan pelaporan 
pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian neg ara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta dapat 

menggunakan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan  pada wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program  

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sa ma, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan penyajian informasi, penyusunan pelaporan 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam tindak  pidana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang -undangan pada wilayah II.  
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(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan  pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan penyajian informasi, penyusunan pel aporan 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam tindak pidana 

ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan  pada wilayah III.  

 

257.  Ketentuan Pasal 390 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 390  
Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan 
pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 

persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, 
dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana kepabeanan dan t indak pidana pencucian uang, 
tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 

negara dan tindak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi  

berdasarkan ket entuan  peraturan perundang -undangan . 
 

258.  Ketentuan Pasal 391 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 391  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 390, Direktorat Penuntutan 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 
penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan 

upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 

perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak 
pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 
kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 

pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 
damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 

ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 
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tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak 

pidana pencucian uang, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara d an 

tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 
penggunaan denda damai dalam tindak pidana 

ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ; 

c. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 
penuntutan, pen untutan dan persidangan, 

perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan 
upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana kepabeanan dan tindak pidana pe ncucian 
uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan ;  

d.  pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada 
penuntut umum dalam pelaksanaan kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 

penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan 

upaya h ukum biasa perkara tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 

perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak 
pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pi dana yang menyebabkan 
kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 

pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 
damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 

ketentuan  peraturan perundang -undangan ;  
e. penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran 

dala m pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 
penuntutan, penuntutan dan persidangan, 

perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan 
upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, tindak 
pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencuc ian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 
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damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 

f. koordinasi dan kerja sama kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, 

penuntutan dan persidangan, p erlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum 
biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana kepabeanan 

dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidan a 
cukai dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang, serta 

pelaksanaan penggunaan denda damai dalam tindak 
pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ;  

g. pengelolaan data dan laporan kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum 

biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana kepabeanan 

dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
cukai dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencuc ian uang, serta 

pelaksanaan penggunaan denda damai dalam tindak 
pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ; 

h.  pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 

penuntutan, penuntutan dan persida ngan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan 

upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
perpajakan dan tindak pidana pencucian uang,  tindak 

pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian 
uang, tinda k pidana cukai dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 
kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 

pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 
damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -un dangan ; 

i.  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan  dan  
kerumahtanggaan Direktorat Penuntutan; dan  

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  

 

259.  Ketentuan Pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 392  

(1) Direktorat Penuntutan terdiri atas:  
a. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang ;  
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b.  Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang;  

c. Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, 
Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang; dan  
d.  Subbagian Tata Usaha.  

(2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf a, huruf b, dan huruf c  memiliki wilayah kerja . 
(3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas:  
a. wilayah I, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Banten ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ; dan  

6.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa 
Yogyakarta ; 

b.  wilayah II, meliputi daerah hukum : 
1.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ; 

2.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu ; 

5.  Kejaksaan Tinggi Jambi ; 
6.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ; 

7.  Kejaksaan Tinggi Lampung ; 
8.  Kejaksaan Tinggi Aceh ; 

9.  Kejaksaan Tinggi Riau ; 
10.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ; 
11.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ; 

12.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ; 
13.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ; 

14.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan  
15.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ; dan  

c. wilayah III, meliputi daerah hukum : 
1.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ; 

5.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ; 
6.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo ; 

7.  Kejaksaan Tinggi Bali ; 
8.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ; 
9.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ; 

10.  Kejaksaan Tinggi Maluku ; 
11.  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; 

12.  Kejaksaan Ting gi Papua ; dan  
13.  Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 
260.  Ketentuan Pasal 393 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 393  
Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 

kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 
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pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian 
perti mbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja 

sama, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan 
pelaporan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, 
up aya hukum biasa d alam penanganan perkara tindak 

pidana korupsi  dan tindak pidana pencucian uang.  
 

261.  Ketentuan Pasal 394 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 394  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 393, Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi 
dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, serta upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 
pencucian uang;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, serta upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 
pencucian uang;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 

penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, serta  

upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 
pidana korupsi  dan tindak pidana pencucian uang;  

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

penuntut umum terkait kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, 

penuntutan dan p ersidangan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, serta upaya hukum 

biasa dalam penanganan perkara tindak pidana 
korupsi  dan tindak pidana pencucian uang;  

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian 
kegi atan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, serta upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 
pencucian uang;  

f. penyiapan koord inasi dan kerja sama kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 

penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, serta 
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upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 
pidana korupsi  dan tindak pidana pencuci an uang;  

g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, serta upaya hukum biasa dalam penanganan 

perkara tind ak pidana korupsi  dan tindak pidana 
pencucian uang; dan  

h.  penyiapan dan penyusunan pelaporan kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 

penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, serta 

upaya hukum biasa d alam penanganan perkara tindak 
pidana korupsi  dan tindak pidana pencucian uang.  

 

262.  Ketentuan Pasal 396 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 396  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan  penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan informasi, penyusunan pelaporan kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penghentian penuntutan, penuntutan dan 
pers idangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, serta upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 
pencucian uang pada wilayah I . 

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan progra m 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja s ama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan informasi, penyusunan pelaporan kegiatan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
penghentian penuntutan, penuntutan dan 

persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, serta upaya hukum biasa dalam penan ganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 

pencucian uang pada wilayah II . 
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan d an penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
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kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan informasi, penyusunan pelaporan kegiatan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
penghentian penuntutan, penuntutan dan 

persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, serta upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 

pencucian uang pada wilayah III.  
 

263.  Ketentuan Pasal 397 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 397  
Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian 
pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja 

sama, pengelolaan data dan informasi, penyusunan 
pelaporan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, 
upaya  hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 

pidana perpajakan  dan tindak pidana pencucian uang, 
serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak 

pidana ekonomi  berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan . 

 
264.  Ketentuan Pasal 398 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 398  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 397, Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan 
dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja prapenuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana per pajakan  dan tindak pidana 

pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 
damai dalam tindak pidana ekonomi  berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana perpaj akan  dan tindak pidana 
pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian  

penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
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perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 

pidana perpajakan  dan tindak pidana pencucian uang, 
serta pelaksanaan penggunaan denda damai dalam 

tindak pidana ekonomi ber dasarkan ketentuan  
peraturan perundang -undangan ; 

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

penuntut umum terkait kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim , upaya hukum biasa 

dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan  
dan tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ; 

e. penyiapan dan penyampaian perti mbangan, pendapat 
dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian 

kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
penghentian penuntutan, penuntutan dan 

persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pida na perpajakan  dan tindak pidana 

pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 
damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 

ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 
f. penyiapan koordinasi dan kerja sama kegiatan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pengh entian 
penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 

hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 
pidana perpajakan  dan tindak pidana pencucian uang, 

serta pelaksanaan penggunaan denda damai dalam 
tindak pidana ekono mi berdasarkan ketentuan  

peraturan perundang -undangan ;  
g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan laporan 

kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana perpaja kan  dan tindak pidana 

pencucian uang, serta  pelaksanaan penggunaan denda 
damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
ketentuan  peraturan perundang -undangan ; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan kegiatan prapenuntutan, pemerik saan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana perpajakan  dan tindak pidana 
pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam  tindak pidana ekonomi berdasarkan  
ketentuan  peraturan perundang -undangan . 
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265.  Ketentuan Pasal 400 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 400  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, peny iapan pengelolaan dan penyajian 

data dan informasi, penyiapan peny usunan 
pelaporan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan 
dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan 
penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam 

penanganan  perkara tindak pidana perpajakan  dan 
tindak pidana pencucian uang, serta dapat 

menggunakan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi  berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang -undangan  pada wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan sa ran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan informasi, penyiapan peny usunan 

pelaporan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan 

dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan  
penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam 

penanganan perkara tindak pidana perpajakan  dan 
tindak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam tindak pidana 

ekonomi  berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan  pada wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan p enyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan informasi, penyiapan peny usunan 

pelaporan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan 
dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan 

penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam 
penanganan perkara tindak pidana perpajakan  dan 

tindak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam tindak pidana 
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ekonomi  berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan  pada wilayah III.  

 
266.  Ketentuan Pasal 401 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 401  

Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak 

Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian 
Uang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, 

pembe rian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, 

pengelolaan data dan informasi, penyusunan pelaporan 
kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
penghentian penuntutan, penuntutan dan persidangan, 

perlawana n, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana 

kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, tindak 
pidana cukai dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara 
dan tind ak pidana pencucian uang, serta dapat 
menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi  

berdasarkan ketentuan  peraturan perundang -undangan . 
 

267.  Ketentuan Pasal 402 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 402  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 401, Subdirektorat Tindak Pidana 

Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 

perkara tindak pidana kepabeanan  dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak 

pidana pencucian uan g, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 
penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi  berdasarkan ketentuan  peraturan 

perundang -undangan ; 
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 

persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana kepabe anan  dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
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ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -undangan ;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 

penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 

pidana kepabeanan  dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 
kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 

pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan de nda 
damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan  

ketentuan  peraturan perundang -undangan ;  
d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

penuntut umum dalam melaksanakan tindakan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 
penuntutan, penuntutan dan  persidangan, 

perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 

pidana kepabeanan  dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perek onomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan  
ketentuan  peraturan perundang -undangan ; 

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 
dan saran dalam pelaksanaan dan penge ndalian 
tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 
perkara tindak pidana kepabeanan  dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 
penggunaan denda damai dalam tindak pidana 

ekonomi berdasarkan ketentuan  peraturan 
perundang -unda ngan ;  

f. penyiapan koordinasi dan kerja sama tindakan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 
penuntutan, penuntutan dan persidangan, 

perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 

pidana kepabeanan  dan ti ndak pidana pencucian 
uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 
kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan  
ketentuan  peraturan perundang -undangan ;  

g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi  kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, penghentian penuntutan, penuntutan dan 
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persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan 

perkara tindak pidana kepabeanan  dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana c ukai dan tindak 

pidana pencucian uang, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian uang, serta pelaksanaan 

penggunaan denda damai dalam tindak pidana 
ekonomi berdasarkan  ketentuan  peraturan 

perundang -undangan ; da n 
h.  penyiapan dan penyusunan pelaporan kegiatan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian 
penuntutan, penuntutan dan persidangan, 

perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa dalam penanganan perkara tindak 
pidana kepabeanan  dan tindak p idana pencucian 

uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang, serta pelaksanaan penggunaan denda 

damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan 
keten tuan  peraturan perundang -undangan .  

 

268.  Ketentuan Pasal 40 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 40 3 
Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai , Tindak 

Pidana Khusus Lainnya, dan Tindak Pidana Pencucian 
Uang terdiri atas:  
a. Seksi  Wilayah I;  

b.  Seksi  Wilayah II ; dan  
c. Seksi Wilayah III . 

 
269.  Ketentuan Pasal 404 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 404  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan  penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan pelaksanaan 
koordinasi dan kerja sama, penyiapan pengelolaan 

data dan penyajian informasi, penyiapan dan 
penyusunan pelaporan kegiatan prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, penghentian penuntuta n, 
penuntutan dan persidangan, perlawanan, 

pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa 
dalam penanganan perkara tindak pidana 
kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana yang menyebabk an kerugian 

perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 
uang, serta dapat menggunakan denda damai dalam 
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tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang -undangan  pada wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan da n penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, penyiapan pengelolaan 
data dan penyajian informasi, penyiapan dan 

penyusunan pelaporan kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penghentian penuntut an, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa 
dalam penanganan perkara tindak pidana 

kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana yang menyebab kan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 

uang, serta dapat menggunakan denda damai dalam 
tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang -undangan  pada wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan  penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapa n bahan pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama, penyiapan pengelolaan 
data dan penyajian informasi, penyiapan dan 

penyusunan pelaporan kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa 
dalam penanganan perkara tindak pidana 

kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencu cian 

uang, serta dapat menggunakan denda damai dalam 
tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang -undangan  pada wilayah III.  

 
270.  Ketentuan Pasal 406 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 406  

Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi , dan 
Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian 

dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap 

pelaksanaan pidana bersyarat, putusa n pidana 
pengawasan, pidana kerja sosial, dan keputusan 

pembebasan bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk 
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pembayaran pidana denda dan uang pengganti, upaya 
hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 

abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tind ak 
pidana korupsi  dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 

uang, serta tindak pidana yang menyeba bkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang.  

 
271.  Ketentuan Pasal 407 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 407  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 406, Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, 
Eksekusi , dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja terkait dengan 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyar at, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana per pajakan dan 

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 

uang;  
b.  penyiap an perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 
sosial, dan keputusan pembebas an bersyarat, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
korupsi  dan tindak pidana pencucian uang, tindak  

pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 
tindak pidana pencucian ua ng; 

c. pelaksanaan dan pengendalian terkait dengan 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 

keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 
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eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 

grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 

pidana pencucian uang, tindak pidana perpaj akan dan 
tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 
uang ; 

d.  pelaksanaa n pemberian bimbingan teknis kepada 
Jaksa terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 

keputusan pembebasan be rsyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidan a perpajakan dan 
tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 

kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 

uang ; 
e. penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran 

terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan b ersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pid ana perpajakan dan 

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 

uang ; 
f. koordinasi dan kerja sama terkait dengan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana 
kerja sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakuk an sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 

eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
korupsi  dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, 
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tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak 

pidana pencucian uang, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang ; 
g. pengelolaan data dan laporan terkait dengan 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

ekseku si untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 

grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan 

tindak pidan a pencucian uang, tindak pidana 
kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 
uang ; 

h.  pelaksanaan penyusunan pelapora n pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana 
kerja sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidan a 
denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 

eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
korupsi  dan tindak pidana pencucian uang, tindak 

pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana cukai dan tindak 
pidana pencucian uang, tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang;  
i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Direktorat Upaya Hukum Luar 
Biasa, Eksekusi , dan Eksa minasi; dan  

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 
Agung Muda  Tindak Pidana Khusus.  

 

272.  Ketentuan Pasal 408 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 408  
(1) Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan 

Eksaminasi terdiri atas:  
a. Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang;  

b.  Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang;  

c. Subdirektorat  Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, 
Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang; dan  
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d.  Subbagian Tata Usaha.  
(2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c memiliki wilayah kerja . 
(3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas:  
a. wilayah I, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Banten ; 

2.  Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 

4.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ; dan  

6.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa 
Yogyakarta ; 

b.  wilayah II, meliputi daerah hukum : 
1.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu ; 

5.  Kejaksaan Tinggi Jambi ; 
6.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ; 

7.  Kejaksaan Tinggi Lampung ; 
8.  Kejaksaan Tinggi Aceh ; 
9.  Kejaksaan Tinggi Riau ; 

10.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ; 
11.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ; 

12.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ; 
13.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ; 

14.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ; dan  
15.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ; dan  

c. wilayah III, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ; 

5.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ; 
6.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo ; 
7.  Kejaksaan Tinggi Bali ; 

8.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ; 
9.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ; 

10.  Kejaksaan Tinggi Maluku ; 
11.  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; 

12.  Kejaksaan Ting gi Papua ; dan  
13.  Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 

273.  Ketentuan Pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 409  
Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian 
perti mbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja 

sama, pengelolaan data dan informasi, penyusunan 
pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
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pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 

keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 

pencucian uang.  
 

274.  Ketentuan Pasal 410 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 410  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 409, Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi 
dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan 
fungsi : 

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pemb ebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 
pidana pencucian uang;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 

sosial, dan keputusan pem bebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi  dan tindak pidana pencucian uang;  
c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian terkait 

dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan, pidana kerja sos ial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 

grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 

pi dana pencucian uang;  
d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

Jaksa terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, pidana kerja so sial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
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pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 
pidana pencucian uang;  

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 
dan saran terkait dengan pelaksanaan dan 
pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan  

pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 

grasi, amnesti , dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi  dan tindak 
pidana pencucian uang;  

f. penyiapan koordinasi dan kerja sama terkait dengan 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan , pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana kor upsi  dan tindak 
pidana pencucian uang;  

g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawas an, pidana kerja 

sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi  dan tindak pidana pencucian uang; dan  
h.  penyiapan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana 
kerja sosial, dan  keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 

eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
korupsi  dan tindak pidana pen cucian uang.  

 
275.  Ketentuan Pasal 411 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 411  
Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
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c. Seksi Wilayah III.  
 

276.  Ketentuan Pasal 412 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 412  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan  penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, penyiapan penyusunan 
pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 

sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi  dan tindak pidana pencucian uang pada 
wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan  
penyajian informasi, penyiapan penyusunan 

pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 
sosial, dan keputusan pe mbebasan bersyarat, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
korupsi  dan tindak pidana pencucian uang p ada 

wilayah II.  
(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
tek nis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, penyiapan penyusunan 
pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah mempunya i kekuatan hukum 
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tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 

sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi  dan tindak pidana pencucian uang pada 
wilayah III.  

 
277.  Ketentuan Pasal 413 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 413  

Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak 
Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas penyusunan 
rencana dan program kerja, penyusunan perumusan 

kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian 

pert imbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja 
sama, pengelolaan data dan informasi, penyusunan 

pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 

putusan  pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda, upaya hukum 
luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 

eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
perp ajakan  dan tindak pidana pencucian uang.  

 

278.  Ketentuan Pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 414  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 413, Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan 
dan Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pemb ebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda, upaya 

hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 
abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara 

tindak pidana perpajakan  dan tindak pidana 
pencucian uang ;  

b.  penyiapan  perumus an kebijakan teknis dan 
administrasi terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 

sosial, dan keputusan pembebasan bersyar at, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, 



- 162 - 
 

 

amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana perpajakan  dan 

tindak pidana pencucian uang;   
c. penyiapan pelaksanaan dan penge ndalian terkait 

dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi u ntuk pembayaran pidana denda, upaya 
hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 

abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara 
tindak pidana perpajakan  dan tindak pidana 

pencucian uang ;  
d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

jaksa terkai t dengan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayara n pidana denda, upaya 
hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 
abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara 

tindak pidana perpajakan  dan tindak pidana 
pencucian uang;  

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 
dan saran terkait dengan pelaksanaan dan 

pengendalian pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda, upaya 
hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 

abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara 
tindak pidana perpajakan  dan tindak pidana 
pencucian uang;  

f. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama terkait 
dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pida na denda, upaya 

hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 
abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara 

tindak pidana perpajakan  dan tindak pidana 
pencucian uang;  

g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan laporan 
terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 

keputusan pe mbebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda, upaya 

hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 
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abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara 
tindak pidana perpajakan  dan tindak pidana 

pencucian uang; dan  
h.  penyiapan d an penyusunan pelaporan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana 

kerja sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, 
amn esti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana perpajakan  dan 
tindak pidana pencucian uang . 

 
279.  Ketentuan Pasal 415 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 415  
Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang terdiri atas:  
a. Seksi Wilayah I;  

b.  Seksi Wilayah II; dan  
c. Seksi Wilayah III.  

 

280.  Ketentuan Pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 416  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penya mpaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, penyiapan penyusunan 
pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 

sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, ser ta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana perpajakan  dan 

tindak pidana pencucian uang pada wilay ah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan a dministrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, penyiapan penyusunan 
pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
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tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 

sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana perpajakan  dan 

tindak pidana pencucian uang pada wilay ah II.  
(3) Seksi Wilayah III memp unyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan penyampaian pertimb angan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, penyiapan penyusunan 
pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, pengawasan ter hadap pelaksanaan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 
sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 

denda, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana perpajakan  dan 
tindak pidana pencucian uang pada wilay ah III.  

 
281.  Ketentuan Pasal 417 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 417  
Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak 

Pidana Khusu s Lainnya , dan Tindak Pidana Pencucian 
Uang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program kerja,  perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, koordi nasi dan kerja sama, 
pengelolaan data dan informasi, penyusunan pelaporan 

terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, pidana kerja sos ial dan keputusan 
pembebasan bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk 

pembayaran pidana denda dan uang pengganti, upaya 
hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 

abolisi, serta eksaminasi dalam penanganan perkara 
tindak pidana kepabeanan  dan tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, serta tindak pidana yang menyebabkan kerugian 
perekonomian negara dan tindak pidana pencucian uang.  
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282.  Ketentuan Pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 418  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 417, Subdirektorat Tindak Pidana  
Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana kepabeanan  dan 
tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai 

dan tindak pidana pencucian uang, sert a tindak 
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 

negara dan tindak pidana pencucian uang ; 
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi terkait dengan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, pengawasan terhad ap pelaksanaan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 
sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti dan abolisi, se rta 

eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 
uang;  

c. penyiapan  pelaksanaan dan pengendalian terkait 

dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 

keputusan pembebasan bersyarat, mel akukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 

grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana kepabeanan  dan 

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai 
dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak  

pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang ;  

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

Jaksa terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 

keputusan p embebasan bersyarat, melakukan sita 
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eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 

grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 
penanganan perkara tindak pidana kepabeanan  dan 

tindak pidana pencucian ua ng, tindak pidana cukai 
dan tindak pidana pencucian uang,  tindak pidana yang 
menyebabkan kerugian perekonomian negara dan 

tindak pidana pencucian uang ;.  
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran terkait dengan pelaksanaan dan 
pengendalian  pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana  denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana kepabeanan  dan 
tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai 

dan tindak pidana pencucian uang, serta tinda k 
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uan g;  

f. penyiapan koordinasi dan kerja sama terkait dengan 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana be rsyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana kepabeanan  dan 
tindak pidana pencucian uang, tindak pidana cukai 

dan tindak pidana pencucian uang, serta  tindak 
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang ; 

g. penyiapan pengelolaan data dan penyajian informasi 
terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan 
keputusan pemb ebasan bersyarat, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, serta eksaminasi dalam 

penanganan perkara tindak pidana kepabeanan  dan 
tindak pidana pencucian uang,  tindak pidana cukai 

dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak 
pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian 
negara dan tindak pidana pencucian uang; dan  

h.  penyiapan penyusunan pelaporan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum  tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana 

kerja sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
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melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi , amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 

kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang,  tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara dan tindak pidana  pencucian 
uang.  

 
283.  Ketentuan Pasal 419 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 419  

Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, Tindak 
Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Pencucian 
Uang terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  
b.  Seksi Wilayah II; dan  

c. Seksi Wilayah III.  
 

284.  Ketentuan Pasal 420 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 420  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyi apan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 
penyajian informasi, penyiapan penyusunan 

pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyar at, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 
sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 
eksaminasi dalam penanga nan perkara tindak pidana 

kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, serta  tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang  pada wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan da n penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 
penyajian informasi, penyiapan penyusunan 

pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 
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pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 
sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi,  amnesti, dan abolisi, serta 

eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, serta  tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak p idana 
pencucian uang  pada wilayah II.  

(3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan p emberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 
penyajian informasi, penyiapan penyusunan 
pelaporan terkait dengan pelaksanaan putusan 

pengadil an yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, pidana kerja 
sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, up aya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, serta 

eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana 
kepabeanan  dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, serta  tindak pidana yang menyebabkan 

kerugian perekonomian negara dan tindak pidana 
pencucian uang  pada wilayah III.  

 

285.  Ketentuan Pasal 422 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 422  
Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, 
perlaw anan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan 

upaya hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersy arat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan 

pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta upaya 
rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional 

maupun internasional dalam penangana n perkara 
pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat.  
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286.  Ketentuan Pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 423  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 422, Direktorat Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia Berat menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan 

prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan 

dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan 

upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, 
dan abolisi, pelaks anaan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 

bersyarat, eksaminasi,  serta  upaya rekonsiliasi dan 
kerja sama baik dalam lingkup nasio nal maupun 

internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia  yang  berat;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi kegiatan prapenyidikan, penyidikan, 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, 

penuntutan dan persidan gan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya 

hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti dan abolisi, pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 
pi dana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 

keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 
upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat;  

c. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
prapenyidikan, penyidikan, prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan 

dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan 

upaya hukum luar biasa, permohon an grasi, amnesti, 
dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 

bersyarat, eksaminasi, serta upaya rekonsiliasi d an 
kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia  yang  berat;  

d.  pelaksanaan pemberian  bimbingan teknis kepada 
Penyidik, Penuntut Umum dan Jaksa terkait dengan 
kegiatan prapenyidikan, penyidi kan, prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan 
dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan 
upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, 

dan abolisi, pelaksanaan putusan pengadil an yang 
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telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 
bersyarat, eksaminasi,  serta  upaya rekonsiliasi dan 

kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 
internasion al dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat;  

e. penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran 
terkait dengan kegiatan prapenyidikan, penyidikan, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, 
penuntutan dan persidangan, perlawanan,  

pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya 
hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat,  putusan pidana pengawasan dan 
keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 

upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional dalam penanganan 

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat;  
f. koordinasi dan kerja sama  kegiatan prapenyidikan, 

penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

praperadilan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, 

pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya 
hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 

aboli si, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 
bersyarat, eksaminasi,  serta  upaya rekonsiliasi dan 

kerja sama baik dalam lin gkup nasional maupun 
internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat;  
g. pengelolaan data dan laporan kegiatan prapenyidikan, 

penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

praperadilan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan , pelaksanaan penetapan hakim, 

pengajuan upaya hukum biasa, pengajuan upaya 
hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti, dan 

abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat , putusan 

pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 
bersyarat, eksaminasi, serta upaya rekonsiliasi dan 

kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat;  
h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, serta penyusunan 

pelaporan kegiatan prapenyidikan, penyidikan, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, 
penuntutan dan persidangan, perlawanan, 

pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya 
hukum biasa, pengajuan upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 
keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 

upaya rekons iliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat;  

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Direktorat Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Berat; dan  
j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  
 

287.  Ketentuan  ayat (2) dan ayat (3)  Pasal 424 diubah sehingga 
Pasal 424 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 424  
(1) Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 

terdiri atas:  
a. Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Berat;  
b.  Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Berat;  

c. Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, 
Eksekusi , dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia Berat, dan  
d.  Subbagian Tata Usaha.  

(2) Subd irektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c  memiliki wilayah kerja.  

(3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas:  
a. wilayah I, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Banten ; 
2.  Kejaksaan Tinggi  Daerah Khusus  Jakarta ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ; 

6.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa 
Yogyakarta ; 

7.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ; 
8.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ; 

9.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ; 
10.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu ; 
11.  Kejaksaan Tinggi Jambi ; 

12.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ; 
13.  Kejaksaan Tinggi Lampung ; 

14.  Kejaksaan Tinggi Aceh ; 
15.  Kejaksaan Tinggi Riau ; dan  

16.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ; dan  
b.  wilayah  II, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ; 

2.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ; 

4.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ; 

6.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ; 
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7.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ; 
8.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ; 

9.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ; 
10.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ; 

11.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo ; 
12.  Kejaksaan Tinggi Bali ; 
13.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ; 

14.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ; 
15.  Kejaksaan Tinggi Maluku ; 

16.  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; 
17.  Kejaksaan Tinggi Papua ; dan  

18.  Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  
 

288.  Ketentuan  Pasal 425 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 425  

Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
Berat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan,  
pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, 
pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan dan 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan 
pelaporan kegiatan prapenyidikan, penyidikan, serta 

upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasion al maupun internasional dalam penanganan 

perkara pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat.  
 

289.  Ketentuan Pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 426  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 425, Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja kegiatan prapenyidikan, penyidikan, serta upaya 

rekonsi liasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional dalam penanganan 

perkara pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi kegiatan prapenyidikan, penyidikan, 
serta upaya rekonsiliasi dan  kerja sama baik dalam 
lingkup nasional maupun internasional dalam 

penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
prapenyidikan, penyidikan, serta upaya rekonsiliasi 

dan kerja sama baik dalam l ingkup nasional maupun 
internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang bera t ; 

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 
penyidik terkait dengan kegiatan prapenyidikan, 

penyidikan, serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama 
baik dalam lingkup nasional maupun internasional 
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dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi 
manusia  yang  berat;  

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 
dan saran terkait dengan kegiatan prapenyidikan, 

penyidikan, serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama 
baik dalam lingkup nasional maupun internasional 
dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat;  
f. penyiapan koordinasi dan kerja sama kegiatan 

prapenyidikan, penyidikan, serta upaya rekonsiliasi 
dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat;  

g. penyiapan pengelolaan data dan penyajian informasi 
kegiatan prapenyidikan, penyidikan, serta upaya 
rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 

dan  
h.  penyiapan dan pelak sanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan kegiatan prapenyidikan, penyidikan, 
serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam 
lingkup nasional maupun internasional dalam 

penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.  

 
290.  Ketentuan Pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 428  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan  penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 
penyajian informasi, serta penyiapan dan 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
pelaporan kegiatan prapenyidikan, penyidikan,  serta 

upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional dalam penanganan 

perkara pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat 
yang terjadi pada wilayah I;  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan da n penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, serta penyiapan dan 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

pelaporan kegiatan prapenyidikan, penyidikan , serta 
upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
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nasional maupun internasional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat 

yang terjadi pada wilayah II.  
 

291.  Ketentuan Pasal 429 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 429  

Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia Berat mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan program kerja, perumusan 
kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian 
per timbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja 

sama, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, 
evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan 
penetapan hakim, upaya hukum biasa, serta upaya 

rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup nasional 
maupun interna sional dalam penanganan perkara 

pelanggaran hak asas i manusia  yang  berat.   
 

292.  Ketentuan Pasal 430 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 430  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 429, Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia Berat menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, praperadilan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim,  upaya hukum biasa, serta upaya rekonsiliasi 
dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, praperadilan, penuntutan dan 

persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, upaya hukum biasa, serta upaya rekonsiliasi 

dan kerja sama ba ik dalam lingkup nasional maupun 
internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, 

serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam 
lingkup nasional maupun internasional dalam 
penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia  

yang  berat;  
d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

Penuntu t Umum dalam pelaksanaan kegiatan 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, 
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pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, 
serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam 

lingkup nasional maupun internas ional dalam 
penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat;  
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian 

kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
praperadilan, penuntutan dan persidangan, 

perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa, serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama 

baik dalam lingkup nasional maupun internasional 
dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi 

manusia  yang  berat;  
f. penyiapan koordinasi dan kerja sama kegia tan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, 

penuntutan dan persidangan, perlawanan, 
pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa, 

serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam 
lingkup nasional maupun internasional dalam 

penanganan perkara  pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat;  

g. penyiapan pengelolaan data dan penyajian informasi 

kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
praperadilan, penuntutan dan persidangan, 

perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum biasa, serta upaya re konsiliasi dan kerja sama 

baik dalam lingkup nasional maupun internasional 
dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan penyusunan pelaporan kegiatan prapenuntutan, 

pemeriksaan t ambahan, praperadilan, penuntutan 
dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, upaya hukum biasa, serta upaya rekonsiliasi 
dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat.  
 

293.  Ketentuan Pasal 432 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 432  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan  dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan penyajian informasi, serta penyiapan dan 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
pelaporan kegiatan prapenun tutan, pemeriksaan 

tambahan, praperadilan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 

hakim, upaya hukum biasa, serta upaya rekonsiliasi 
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dan kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional dalam penanganan perkara 

pelanggaran  hak asasi manusia  yang  berat yang 
terjadi pada wilayah I;  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 

kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan penyajian informasi, serta penyiapan dan 

pelaksanaan pema ntauan, evaluasi, dan penyusunan 
pelaporan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, praperadilan, penuntutan dan 

persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan 
hakim, upaya hukum biasa, serta upaya rekonsiliasi 

dan kerja sama baik dalam lingkup nasion al maupun 
internasional dalam penanganan perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
terjadi pada wilayah II.  

 

294.  Ketentuan Pasal 433 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 433  
Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan 

Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
dan program kerja, perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian 
bimbin gan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data 
dan informasi, serta pemantauan, evaluasi dan 

penyusunan pelaporan pengajuan upaya hukum luar 
biasa, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 
pelaksanaan p utusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap 
pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan dan keputusan pembebasan bersyarat, 
eksaminasi, serta upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik 

dalam lingkup nasional mau pun internasional dalam 
penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat.  

 
295.  Ketentuan Pasal 434 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 434  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 433, Subdirektorat Upaya Hukum Luar Bias a, 
Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Berat menyelenggarakan fungsi:  
a.  penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja kegiatan pengajuan upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
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hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 
pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan dan 

keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 
upaya rekonsiliasi dan kerjasama baik dalam lingkup 

nasional maupun interna sional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi kegiatan pengajuan upaya hukum luar 
biasa, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 

bersyarat, eksaminasi, serta upaya rekonsiliasi dan 
kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional dalam penang anan perkara pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat;  
c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan 
grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, pe ngawasan terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 

keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 
upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asas i manusia yang berat;  

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 
jaksa dalam kegiatan pengajuan upaya hukum luar 
biasa, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 

ter hadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 

bersyarat, eksaminasi, serta upaya rekonsiliasi dan 
kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat;  
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian 
kegiatan pengajuan upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum  tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 
keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 

upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional dalam penanganan 

perkara pelanggara n hak asasi manusia  yang  berat;  
f. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama kegiatan 

pengajuan upaya hukum luar biasa, permohonan 

grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengawasan terhadap p elaksanaan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 

keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 
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upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional dalam penanganan 

perkara pelanggaran hak asasi manusia  yang  bera t;  
g. penyiapan pengelolaan data dan penyajian informasi 

kegiatan pengajuan upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 
pidana be rsyarat, putusan pidana pengawasan dan 

keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 
upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat; 

dan  
h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan penyusunan pelaporan kegiatan pengajuan upaya 

hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti , dan 
abolisi, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pida na bersyarat, putusan 

pidana pengawasan dan keputusan pembebasan 
bersyarat, eksaminasi, serta upaya rekonsiliasi dan 
kerja sama baik dalam lingkup nasional maupun 

internasional dalam penanganan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat.  

 
296.  Ketentuan Pasal 436 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 436  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan  penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 

data dan informasi, serta penyiapan dan pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan 

kegiatan pengajuan upaya hukum luar biasa, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 

keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 
upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional dalam penanganan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

yang terjadi pada wilayah I . 
(2) Seksi wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana da n program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan  
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kerja sama, penyiapan pengelolaan dan penyajian 
data dan informasi, serta penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan 
kegiatan pengajuan upaya hukum luar biasa, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, pelaksanaan 
putusan penga dilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan 
keputusan pembebasan bersyarat, eksaminasi, serta 

upaya rekonsiliasi dan kerja sama baik dalam lingkup 
nasional maupun internas ional dalam penanganan 

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang terjadi pada wilayah II.  

 
297.  Di  antara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan Bab VI 

disisipkan 1 (satu) bagian , yakni Bagian Ketujuh A 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Ketujuh A  
Direktorat Pengendalian Operasi  

 
298.  Di antara Pasal 437 dan Pasal 438 disisipkan 1 6 (enam 

belas) pasal, yakni Pasal 437A , Pasal 437 B,  Pasal 437 C, 

Pasal 437 D,  Pasal 437 E, Pasal 437 F, Pasal 437 G, Pasal 
437 H,  Pasal 437 I,  Pasal 437 J,  Pasal 437 K,  Pasal 437 L, 

Pasal 437 M,  Pasal 437 N, Pasal 437 O, dan  Pasal 437 P 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 437A  

 

Direktorat Pengendalian Operasi mempunyai tugas 

melaksanakan  penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum 

lain, pengelolaan layanan laporan dan pengaduan 
masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam 
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus . 

 
Pasal 437B  

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 437A, Direktorat Pengendalian Operasi, 

menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja operasi 

bantuan teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan 

layanan laporan dan pengaduan masyarakat, serta 
monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian 

penanganan perkara tindak pidana khusus ; 
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi operasi bantuan teknis dan tindakan 
hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan 
pengaduan masyarakat,  serta moni toring dan evaluasi 

dalam penyelesaian penanganan perkara tindak 
pidana khusus ; 

c. pelaksanaan operasi bantuan teknis dan tindakan 
hukum lain, pengelolaan layanan laporan dan 

pengaduan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi 
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dalam penyelesaian penanganan pe rkara tindak 
pidana khusus ; 

d.  pelaksanaan pemberian bimbingan teknis terkait 
dengan penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan 

tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan 
dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan 
evaluasi dalam penyelesaian penanga nan perkara 

tindak pidana khusus ;  
e. penyampaian pertimbangan, pendapat , dan saran 

terkait dengan penyelenggaraan operasi bantuan 
teknis dan tindakan hukum lain, pengelolaan layanan 

laporan dan pengaduan masyarakat, serta monitoring 
dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara 

tindak pidana khusus ; 
f. koordinasi dan kerja sama operasi bantuan teknis dan 

tindakan hukum lain, pengelolaan layanan laporan 

dan pengaduan masyarakat, serta monitoring dan 
evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara 

tindak pidana khusus ; 
g. pengelolaan data dan informasi terkait  dengan 

penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan 
hukum lain, layanan laporan dan pengaduan 
masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam 

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 
khusus ;  

h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan pelaporan 
penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan 

hukum lain, layanan laporan dan pengaduan 
masyarakat, serta monitoring dan evaluasi dalam 
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 

khusus ; 
i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan pada Direk torat Pengendalian 
Operasi; dan  

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  

 

Pasal 437C  
(1) Direktorat Pengendalian Operasi, terdiri atas:  

a. Subdirektorat Bantuan Teknis dan Tindakan 
Hukum Lain;  

b.  Subdirektorat Layanan Laporan dan Pengaduan 
Masyarakat;  

c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi; dan  

d.  Subbagian Tata Usaha.  
(2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c memiliki wilayah kerja . 
(3) Wilayah kerja sebagaimana dimak sud pada ayat (2) 

terdiri atas:  
a. wilayah I, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Banten ; 

2.  Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ; 
3.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 

4.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ; 

6.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 



- 181 - 
 

 

7.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ; 
8.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ; 

9.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ; 
10.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu ; 

11.  Kejaksaan Tinggi Jambi ; 
12.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ; 
13.  Kejaksaan Tinggi Lampung ; 

14.  Kejaksaan Tin ggi Aceh ; 
15.  Kejaksaan Tinggi Riau ; dan  

16.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ; dan  
b.  wilayah II, meliputi daerah hukum : 

1.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ; 
2.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ; 

3.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ; 
4.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ; 
5.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara ; 

6.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah ; 
7.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ; 

8.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ; 
9.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ; 

10.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ; 
11.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo ; 
12.  Kejaksaan Tinggi Bali ; 

13.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, ; 
14.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ; 

15.  Kejaksaan Tinggi Maluku ; 
16.  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ; 

17.  Kejaksaan Tinggi Papua ; dan  
18.  Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 

Pasal 437D  
Subdirektorat Bantuan  Teknis dan Tindakan Hukum Lain 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
dan program kerja, perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian 
bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, 
dan saran, koordin asi dan kerja sama, pengelolaan data 

dan informasi, serta pemantauan, evaluasi , dan pelaporan 
penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan 

hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara 
tindak pidana khusus . 

 
Pasal 437E  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 437D, Subdirektorat Bantuan Teknis dan 
Tindakan Hukum Lain menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan 

tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan 
perkara tindak pidana khusus ; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi penyelenggaraan operasi bant uan teknis 
dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian 

penanganan perkara tindak pidana khusus ; 
c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian 

penyelenggaraan operasi bantuan teknis dan tindakan 
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hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara 
tindak pidana khusus ; 

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 
Jaksa terkait dengan penyelenggaraan operasi 

bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam 
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 
khusus ; 

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 
dan saran terk ait dengan penyelenggaraan operasi 

bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam 
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 

khusus ; 
f. penyiapan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan 

operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain 
dalam penyelesaian pena nganan perkara tindak 
pidana khusus ; 

g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi di bidang operasi bantuan teknis dan 

tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan 
perkara tindak pidana khusus ; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi, 
dan penyusunan laporan penyelenggaraan operasi 
bantuan teknis dan  tindakan hukum lain dalam 

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 
khusus . 

 

Pasal 437F  

Subdirektorat Bantuan Teknis dan Tindakan Hukum Lain 
terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I; dan  
b.  Seksi Wilayah II.  

 
Pasal 437G  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, serta penyiapan dan 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

pelaporan penyelenggaraan operasi bantuan teknis 
dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana khusus pada wil ayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan k ebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 
penyajian informasi, serta penyiapan dan 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
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pelaporan penyelenggaraan operasi bantuan teknis 
dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana khusus pada wil ayah II.  
 

Pasal 437H  
Subdirektorat Layanan Laporan dan Pengaduan 
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, 
penda pat dan saran, koordinasi dan kerja sama, 

pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, 
evaluasi , dan penyusunan pelaporan pengelolaan laporan 

dan pengaduan masyarakat mengenai perkara tindak 
pidana  khusus . 

  

 Pasal 437I  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 437H , Subdirektorat Layanan Laporan dan 
Pengaduan Masyarakat me nyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat 
mengenai perkara tindak pidana  khusus ; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan 

masyarakat mengenai perkara tinda k pidana  khusus ;  
c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan 

laporan dan pengaduan masyarakat mengenai perkara 
tindak pidana  khusus ; 

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

penyelidik terkait dengan pengelolaan laporan dan 
pengaduan masyara kat mengenai perkara tindak 

pidana  khusus ; 
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran terkait dengan pengelolaan laporan dan 
pengaduan masyarakat mengenai perkara tindak 
pidana  khusus ; 

f. penyiapan koordinasi dan kerja sama pengelolaan 
laporan  dan pengaduan masyarakat mengenai perkara 

tindak pidana  khusus ; 
g. penyiapan pengelolaan data dan penyajian informasi 

atas kegiatan pengelolaan laporan dan pengaduan 
masyarakat mengenai perkara tindak pidana  khusus ; 
dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan penyusunan pelaporan terkait pengelolaan 

laporan dan pengaduan masyarakat  mengenai perkara 
tindak pidana  khusus . 

 
Pasal 437J  

Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat, terdiri 

atas:  
a. Seksi Wilayah I;  dan  

b.  Seksi Wilayah II.  
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Pasal 437K  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyampaian dan pertimbangan,  pendapat 

dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan kerja 
sama, penyiapan pengelolaan data dan penyajian 

informasi, serta penyiapan dan pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan 

pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan 
masyarakat meng enai perkara tindak pidana  khusus  

pada wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, peny iapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyampaian dan pertimbangan, pendapat 

dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan kerja 
sama, penyiapan pengelolaan data dan penyajian 
informasi, serta penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pela poran 
pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan 

masyarakat mengenai perkara tindak pidana  khusus  
pada wilayah II.  

 

Pasal 437L  

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, 

perumusan kebijakan teknis dan administrasi, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan 
teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran, 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan 
informasi , serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan 
perkara tindak pidana khusus .  

  
Pasal 437M  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 37L, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian 

penanganan perkara tindak pidana khusus ; 
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi  monitoring dan evaluasi dalam 

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 
khusus ; 

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian monitoring 
dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara 

tindak pidana khusus ; 
d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis dalam 

kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian 

penanganan perkara tindak pidana khusus ; 
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e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat , 
dan saran kegiatan monitoring dan evaluasi  dalam 

penyelesaian pena nganan perkara tindak pidana 
khusus ; 

f. penyiapan koordinasi dan kerja sama monitoring dan 
evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara 
ti ndak pidana khusus ; 

g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan laporan 
atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana 
khusus ; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan penyusunan pelaporan kegiatan monitoring dan 

evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara 
tindak pidana khusus .  

 

Pasal 437N  
Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:  

a. Seksi Wilayah I;  dan  
b.  Seksi Wilayah II.  

 
Pasal 437O  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 

teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 
pendapat dan saran, penyiapan  bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 

penyajian informasi, serta penyiapan dan 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

pelaporan atas pelaksanaan kegiatan  monitoring dan 
evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara 

tin dak pidana khusus  pada  wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan dan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pembe rian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan data dan 
penyajian informasi, serta penyiapan dan 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
pelaporan  atas pelaksanaan kegiatan  monitoring dan 

evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara 
tindak pidana khusus  pada  wilayah II.  

 
Pasal 437P  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat 
Pengendalian Operasi.  
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299.  Ketentuan Pasal 438 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 438  
(1) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 

Pidana Khusus merupakan Jaksa sebagai unsur 
penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang 
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Khusus.  
(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 

Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kajian 
teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung 

Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam rangka 
penyelenggaraan tuga s dan fungsi Kejaksaan di 

bidang tindak pidana khusus meliputi penanganan 
perkara tindak pidana korupsi  dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan 

tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang, 

tindak pidana cukai dan tindak pidana pencucian 
uang, tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

perekonomian negara dan tindak pidana pencucian 
uang, dan pelaksanaan penggunaan denda damai 
dalam tindak pidana ekonomi  berdasarkan ketentuan  

peraturan perundang -undangan , serta pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat  dan tugas lain sesuai 

dengan kebijakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus.  

(3) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 
Pidana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) menyelengg arakan fungsi manajerial dan 

mengoordin asikan  penanganan perkara tindak 
pidana khusus  serta penanganan perkara tindak 

pidana khusus  yang di tangani oleh satuan khusus 
pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana 

Khusus.  
(4) Jumlah Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang 

Tindak Pidana Khusus terdiri atas 5 (lima) 

Koordinator.  
(5) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 

Pidana Khusus dalam pelaksanaan tugas dibantu 
oleh Jaksa , pejabat fungsional lain, dan pelaksana 

sesuai dengan kebutuhan dan beban ker ja.  
(6) Tata cara pelaksanaan tugas Koordinator  ditetapkan 

oleh Jaksa Agung.  

 
300.  Pasal 439 dihapus.  

 
301.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 440 diubah  dan Pasal 

440  ayat (4) dihapus  sehingga Pasal 440 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 440  

(1) Kelompok jabatan fungsional pada Jaksa Agung 
Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas:  

a. Jaksa; dan  
b.  fungsional lainnya.  
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(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja.  
(3) Jenis, jenjang, dan t ugas jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 

(4) Dihapus.  

 
302.  Ketentuan Pasal 441  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 441  

Jaksa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) 
huruf a dapat ditugaskan pada  satuan khusus  

penanganan perkara tindak pidana khusus  serta 
melakukan supervisi dan bimbingan teknis penanganan 
perkara tindak pidana khusus . 

 
303.  Ketentuan  ayat (2)  Pasal 444 diubah sehingga Pasal 444 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 444  
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara mempunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di 
bidang perdata dan tata usaha negara.  

(2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan 
hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau 
pemerintah meliputi Presiden, lembaga/badan 

negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan 
daerah, badan usaha milik negara/daerah  di bidang 

perdata dan tata usaha negara untuk 
menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, 

menjadi kuasa dalam menangani perkara di 
Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa 
pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha 

negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan 
peradilan baik d i dalam maupun di luar pengadilan 

untuk dan atas nama negara atau pemerintahan 
maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi 

dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau 
bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam 
Undang -Undang,  menegakkan kewibawaan 

pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan 
hukum kepada masyarakat.  

 
304.  Ketentuan  huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f  

Pasal 445 diubah sehingga Pasal 445 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 445  

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 444, Jaksa Agung Muda Bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata 

usaha negara serta ketatanegaraan;  
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b.  pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan 
tata usaha negara serta ketatanegaraan;  

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang perdata dan tata usaha negara serta 

ketatanegaraan;  
d.  pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau 

lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;  

e. pema ntauan, evaluasi, analisis,  dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata 

usaha negara serta ketatanegaraan; dan  
f. pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung.  
 

305.  Ketentuan Pasal 482 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 482  

Direktorat Tata Usaha Negara mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata 

usaha negara dan ketatanegaraan.  
 

306.  Ketentuan Pasal 483 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 483  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 482, Direktorat Tata Usaha Negara 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang tata 

usaha negara dan ketatanegaraan;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian 

bimbingan  teknis , serta pembina an teknis pemberian 

jasa hukum di bidang tata usaha negara dan 
ketatanegaraan;  

c. penyelenggaraan jasa hukum di bidang tata usaha 
negara dan ketatanegaraan;  

d.  koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi 
pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik 
negar a/daerah  dan badan hukum lainnya  yang di 

dalamnya negara atau pemerintah  di bidang tata 
usaha negara;  

e. koordinasi dan  kerja sama dengan lembaga/badan 
negara dan lembaga/instansi pemerintah pusat  di 

bidang ketatanegaraan;  
f. penyampaian pertimbangan, pendapat, saran, dan 

analisis dalam memberikan jasa hukum di bidang tata 

usaha negara dan ketatanegaraan;  
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan pelaporan 

pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang tata 
usaha negara dan ketatanegaraan; da n 

h.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Direktorat  Tata Usaha Negara 
Negara . 

 
307.  Ketentuan Pasal 485 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 485  

Subdirektorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara 
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mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 
dan program kerja, penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan 
teknis dan administrasi, pelaksanaan bantuan hukum, 

koordinas i dan kerja sama, penyampaian pertimbangan, 
pendapat, saran, dan analisis, serta pemantauan, 
evaluasi, dan penyusunan pelaporan bantuan hukum di 

bidang tata usaha negara dan ketatanegaraan.  
 

308.  Ketentuan Pasal 486 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 486  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 485, Subdirektorat Bantuan Hukum Tata 
Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

bantuan hukum di bidang tata usaha negara dan 
ketatanegaraan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 
bantuan hukum di bidang tata usaha negara dan 

ketatanegaraan;  
c. penyiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum di bidang tata usaha negara dan 

ketatanegaraan;  
d.  penyiapan dan pemberian bimbing an teknis terkait 

dengan pelaksanaan  bantuan hukum di bidang tata 
usaha negara dan ketatanegaraan;  

e. penyiapan pembinaan teknis dan administrasi 
pelaksanaan  bantuan hukum di bidang tata usaha 
negara dan ketatanegaraan;  

f. penyiapan pelaksanaan  koordinasi dan ke rja sama 
bantuan hukum di bidang tata usaha negara dan 

ketatanegaraan;  
g. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, 

saran, dan analisis pelaksanaan bantuan hukum di 
bidang tata usaha negara dan ketatanegaraan; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan,  evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 
kerja pelaksanaan bantuan hukum di bidang tata 

usaha negara dan ketatanegaraan.  
 

309.  Ketentuan Pasal 488 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 488  

(1) Seksi Analisis mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan 

program kerja, penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, penyiapan bahan dan pelaksanaan 

bantuan hukum, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, serta penyiapan  bahan  dan penyampaian 
pertimbangan, pendapat, saran, dan analisis dalam 

memberikan bantuan hukum di bidang tata usaha 
negara dan ketatanegaraan.  

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan dan pemberian 

bimbingan teknis, penyiapan bahan  pembinaan 
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teknis dan administrasi, serta penyiapan bahan dan 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

bantuan hukum di bidang tata usaha negara dan 
ketatanegaraan.  

 
310.  Ketentuan Pasal 489 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 489  
Subdirektorat  Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pemberian bimbingan, pembinaan teknis, pelaksanaan 
pertimbangan hukum dengan ruang lingkup 

permasalaha n yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan kerja  sama penyiapan  
analisis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

pertimbangan hukum dengan ruang lingkup 
permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan dan ketata negaraan.  
 

311.  Ketentuan Pasal 490 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 490  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 489, Subdirektorat Penyelenggaraan 

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana  dan program kerja 

dengan ruang lingkup permasalahan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 
ketatanegaraan;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 
pertimbangan hukum dengan ruang lingkup 

permasalahan  yang berkaitan dengan 
penyele nggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan;  

c. penyiapan pelaksanaan kerja  sama pertimbangan 
hukum dengan ruang lingkup permasalahan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 

ketatanegaraan;  
d.  penyiapan analisis pelaksanaan pertimbangan hukum 

dengan  ruang lingkup permasalahan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 

ketatanegaraan;  
e. penyiapan pemberian bimbingan dan pembinaan 

teknis pelaksanaan pertimbangan hukum dengan 

ruang lingkup permasalahan yang penyelenggaraan 
pemerintahan dan ket atanegaraan; dan  

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
laporan pelaksanaan pertimbangan hukum dengan 

ruang lingkup permasalahan yang penyelenggaraan 
pemerintahan dan ketatanegaraan.  

 

312.  Ketentuan Pasal 49 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 492  
(1) Seksi Analisis mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
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kerja, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan 
pertimbangan hukum dengan ruang lingkup 

permasalahan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

kerjasama, dan analisis dalam memberikan 
pertimbangan hukum dengan ruang lingkup 
permasalahan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan.  
(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tug as 

penyiapan bahan pemberian bimbingan, pembinaan 
teknis, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan 

penyusunan laporan pertimbangan hukum dengan 
ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan.  
 

313.  Ketentuan Pasal 49 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 493  

Subdirektorat Uji Materiil mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian 
bimbingan teknis, pembinaan teknis dan administrasi, 
pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pengujian 

formil dan/atau pengujian materiil Undang -Undang atau 
peraturan perundang -undangan di bawah Undang -

Undang , pelaksanaan koordinasi dan kerja  sama dengan 
instansi pemerintah, penyampa ian dan pelaksanaan 

pertimbangan, pendapat, saran, dan analisis, 
pemantauan, evaluasi, serta  penyusunan pelaporan 
bantuan hukum dalam perkara pengujian formil dan/atau 

pengujian materiil Undang -Undang atau peraturan 
perundang -undangan di bawah Undang -Undan g. 

 
314.  Ketentuan Pasal 49 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 494  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 93 , Subdirektorat Uji Materiil  
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
bantuan hukum pengujian formil dan/atau pengujian 

materiil Undang -Undang atau peraturan perundang -
undangan di bawah Undang -Undang ; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 

bantuan hukum pengujian formi l dan/atau pengujian 
materiil Undang -Undang  atau peraturan perundang -

undangan di bawah Undang -Undang ; 
c. penyiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum pengujian formil dan/atau pengujian materiil 
Undang -Undang atau peraturan perundang -undangan 
di bawah Un dang -Undang ; 

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis terkait 
dengan pelaksanaan  bantuan hukum pengujian formil 

dan/atau pengujian materiil Undang -Undang atau 
peraturan perundang -undangan di bawah Undang -

Undang ; 
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e. penyiapan  pembinaan teknis dan administrasi 
pelaksanaan  bantuan hukum pengujian formil 

dan/atau pengujian materiil Undang -Undang atau 
peraturan perundang -undangan di bawah Undang -

Undang ; 
f. penyiapan pelaksanaan  koordinasi dan kerja sama 

bantuan hukum pengujian formil dan/atau pengujian 

materiil Undang -Undang atau peraturan perundang -
undangan di bawah Undang -Undang dengan instansi 

pemerintah ; 
g. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, 

saran, dan analisis pelaksanaan bantuan hukum 
pengujian formil dan/atau penguji an materiil Undang -

Undang atau peraturan perundang -undangan di 
bawah Undang -Undang ; dan  

h.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program 
kerja pelaksanaan bantuan hukum pengujian formil 

dan/atau pengujian materi il Undang -Undang atau 
peraturan perundang -undangan di bawah Undang -

Undang . 
 

315.  Ketentuan Pasal 496 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 496  

(1) Seksi Analisis mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan 

program kerja, penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, penyiapan bahan dan pelaksanaan 
bantuan hukum  dalam perkara pengujian formil 

dan/atau pengujian materiil Undang -Undang atau 
peraturan perundang -undangan di bawah Undang -

Undang , penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama  
dengan instansi pemerintah , serta penyiapan  bahan  

dan penyampaian pertimbangan, pendapat, saran, 
dan analisis pemberian  bantuan hukum dalam 
perkara pe ngujian formil dan/atau pengujian materiil 

Undang -Undang  atau peraturan perundang -
undangan di bawah Undang -Undang . 

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan dan pemberian 

bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan 
teknis dan a dministrasi, serta penyiapan bahan dan 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pemberian bantuan hukum dalam perkara pengujian 
formil dan/atau pengujian materiil Undang -Undang 

atau peraturan perundang -undangan di bawah 
Undang -Undang . 

 
316.  Ketentuan Pasal 518 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 518  
(1) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata 

dan Tata Usaha Negara merupakan Jaksa sebagai 
unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang 
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bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda 
Perdata dan Tata Usaha Negara.  

(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan 

kajian teknis dan duku ngan pemikiran kepada Jaksa 
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dalam 
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan 

di bidang perdata dan tata usaha negara serta 
ketatanegaraan meliputi penegakan hukum, bantuan 

hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain 
dan pelayanan hukum, serta tugas lain sesuai dengan 

kebijakan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara.  

(3) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan  fungsi 

manajerial dan mengoordinasikan penanganan 
perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan 

sesuai dengan permasalahan pada masing -masing 
direktorat.  

(4) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan tugas 
dibantu oleh Jaksa , pejabat fungsional lain, dan 

pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.  
(5) Jumlah Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas 5 (lima ) 
Koordinator.  

(6) Tata cara pelaksanaan tugas Koordinator ditetapkan 
oleh Jaksa Agung.  

 

317.  Di  antara huruf d dan  huruf  e Pasal 519C disisipkan 1 
(satu) huruf , yakni  huruf d1 sehingga Pasal 519C berbunyi 

sebagai berikut : 
Pasal 519C  

Jaks a Agung Muda Bidang Pidana Militer terdiri atas:  
a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;  
b.  Direktorat Penindakan;  

c. Direktorat Penuntutan;  
d.  Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan 

Eksaminasi;  
d1. Koordinator; dan  

e. Kelompok jabatan fungsional . 
 

318.  Ketentuan Pasal 519T diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519T  

Direktorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dan 

pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan serta 
penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, 
tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan 
dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 
lainnya.  
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319.  Ketentuan Pasal 519U diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519U  
Dalam melaks anakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 519T, Direktorat Penindakan 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

laporan  dan pengaduan  serta penyidikan perkara 
koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana 

pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang -undangan dan 

koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 
lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan  penyidik 

lainnya;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan , 

serta penyidikan perkara koneksitas tindak pidana 
korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak 

pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan dan koordinasi penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 
Nasional Indonesia dan  penyidik lainnya;  

c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan 

dan pengaduan serta penyidikan perkara koneksitas 
tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, 

dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan dan koordi nasi 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 
lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 
lainnya;  

d.  pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada 
penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan , 

serta penyidikan perkara koneksitas tindak pidana 
ko rupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak 

pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan dan koordinasi penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 

Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;  
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, 

dan saran terkait dengan pengelolaan laporan dan 
pengaduan , serta penyidikan perkara koneksitas 

tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, 
dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang -undangan dan koord inasi 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 
lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 

lainnya;  
f. koordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan 

pengaduan , serta penyidikan perkara koneksitas 
tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian ua ng, 
dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang -undangan dan penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 

Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;  
g. pengelolaan data dan laporan atas pengelolaan laporan 

dan pengaduan, serta penyidikan perkara koneksitas 
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tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, 
dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang -undangan dan koordinasi 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 

lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 
lainnya;  

h.  pelaksanaa n pemantauan,  evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan  rencana dan program kerja  pengelolaan 
laporan dan pengaduan serta penyidikan perkara 

koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana 
pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan 

ketentuan peraturan pe rundang -undangan dan 
koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 

lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 
lainnya;  

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Direktorat Penindakan; dan  
j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Pidana Militer.  
 

320.  Ketentuan Pasal 519W diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519W  

Subdirektorat Penindakan Perkara Koneksitas mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan  rencana dan program 

kerja,  pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan laporan 
dan pengaduan, perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian 
bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, 
dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data 

dan laporan , serta pemantauan dan  evaluasi  penyidikan 
perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana 

pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 
321.  Ketentuan  huruf c, huruf d, dan huruf g Pasal 519X 

diubah dan Pasal 519X huruf j dihapus sehingga Pasal 

519X berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 519X  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 519W, Subdirektorat Penindakan Perkara 
Koneksitas menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan pengelolaan dan pengendalian laporan dan 

pengaduan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, 
dan tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana 

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  

b.  penyiapan dan peny usunan rencana dan program 
kerja penyidikan perkara koneksitas tindak pidana 
korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak 

pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan;  

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi pengelolaan  laporan dan pengaduan , 

serta penyidikan perkara koneksitas tindak pidana 



- 196 - 
 

 

korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak 
pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang -undangan;  
d.  penyiapan pelaksanaan dan pengendalian penyidikan 

perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak 
pidana pencucian uang, dan tindak pidana l ain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -

undangan;  
e. penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 

penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan 
serta penyidikan perkara koneksitas tindak pidana 

korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak 
pid ana lain berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang -undangan;  
f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, 

dan saran dalam pelaksanaan penyidikan perkara 

koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana 
pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan  

ketentuan peraturan perundang -undangan;  
g. penyiapan koordinasi dan kerja sama pengelolaan 

laporan dan pengaduan serta penyidikan perkara 
koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana 
pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang -undangan;  
h.  penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan laporan 

pengelolaan laporan dan pengaduan serta  penyidikan 
perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak 

pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan;  

i.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan pelaksanaan  rencana dan program 

kerja terkait dengan kegiatan pengelolaan laporan dan 
pengaduan serta  penyidikan perkara koneksitas tindak 

pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan 
tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan ; dan  

j.  dihapus . 
 

322.  Ketentuan Pasal 519Z diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519Z  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 

pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan  dan penyajian  
data dan laporan , serta penyiapan dan pelaksanaan 

pemantauan , evaluasi , dan  pelaporan terkait dengan 
pelaksanaan  pengelolaan laporan dan pengaduan 

serta  penyidikan perkara koneksitas tindak pidana 
korupsi, tin dak pidana pencucian uang, dan tindak 

pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan 
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perundang -undangan pada wilayah I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian,  penyiapan dan  pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, penyiapan bahan koordinasi dan 
kerja sama, penyiapan pengelolaan  dan penyajian  

data dan  laporan , penyiapan dan pelaksanaan 
pemantauan , evaluasi , dan  pelaporan  terkait dengan  

pelaksanaan  pengelolaan laporan dan pengaduan 
serta  penyidikan perkara koneksitas tindak pidana 

korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak 
pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang -undangan pada wilayah II.  

 
323.  Ketentuan Pasal 519AA diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AA  

Subdirektorat Koordinasi Penindakan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, 
perumusan kebijakan teknis dan administrasi, 

pelaksanaan dan pengendalian , pemberian bimbingan 
teknis, penyampaian pertimbangan, pen dapat, dan saran, 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan  laporan , 
serta pemantauan , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

koordinasi pengelolaan laporan dan pengaduan serta 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan 
Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya.  

 
324.  Ketentuan  huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f Pasal 

519AB diubah dan  Pasal 519AB huruf j di hapus  sehingga 
Pasal 519AB berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 519AB  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 519AA, Subdirektorat Koordinasi Penindakan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program 
kerja koordinasi pengelolaan laporan dan pengaduan 

serta penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 
lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 
lainnya;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi koordinasi pengelolaan laporan dan 

pengaduan serta penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan 

penyidik lainnya;  
c. penyiap an pelaksanaan dan pengendalian koordinasi 

pengelolaan laporan dan pengaduan serta penyidikan 

yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 
Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;  

d.  penyiapan dan pemberian bimbingan teknis kepada 
penyidik dalam pelaks anaan koordinasi  pengelolaan 

laporan dan pengaduan serta  penyidikan yang 
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dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 
Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;   

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, saran, 
dan pendapat dalam pelaksanaan koordinasi 

pengel olaan laporan dan pengaduan serta penyidikan 
yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 
Nasional Indonesia dan penyidik lainnya;  

f. penyiapan koordinasi dan kerja sama pelaksa naan 
koordinasi pengelolaan laporan dan pengaduan serta 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 
lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 

lainnya ; 
g. penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan laporan 

koordinasi  pengelolaan laporan dan pengaduan serta  
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di 
lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik 

lainnya;  
h.  penyiapan  dan pelaksanaan  pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan  rencana dan program kerja terkait 
dengan  pelaksanaan koordinasi  pengelolaan laporan 

dan p engaduan serta  penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan 
penyidik lainnya ; 

i.  penyiapan kerja sama dalam koordinasi penyidikan 
yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 

Nasional Indonesia dan penyidik lainny a; dan  
j.  dihapus.  

 
325.  Ketentuan Pasal 519AD diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 519AD  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengendalian, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, 
pengelolaan  dan penyajian  data dan  laporan , serta 

penyiapan dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , 
dan  pelaporan terkait dengan pelaksanaan koordinasi 

pengelolaan laporan dan pengaduan serta penyidikan 
yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 
Nasional Indones ia dan penyidik lainnya pada wilayah 

I.  
(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan  program 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan  bahan  pelaksanaan dan 
pengendali an, penyiapan dan pemberian bimbingan 
teknis, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, 
pengelolaan dan penyajian data dan  laporan , serta 

penyiapan dan pelaksanaan pemantauan , evaluasi , 
dan  pelaporan terkait dengan pelaksanaan koordinasi  

pengelolaan laporan dan pengaduan serta  penyidikan 
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yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara 
Nasional Indonesia dan penyidik lainnya pada wilayah 

II.  
 

326.  Ketentuan Pasal 519AF diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AF  

Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pelaksanaan , dan pengendalian tindakan penelitian hasil 
penyidikan, kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira 
penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan 

perkara, penghentian penuntutan, penuntutan  dan 
persidangan , perlawanan, upaya hukum biasa, dan 
pelaksanaan penetapan hakim  dalam penanganan perkara 

koneksitas dan perkara tindak  pidana yang 
penuntutan nya dilakukan oleh oditurat.  

 
327.  Ketentuan Pasal 519AG diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AG  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 519AF, Direktorat Penuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja dalam 
koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan 

penelitian hasil penyidikan, kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 
kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 

perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan  dan persidangan , 

perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan 
penetapan hakim  dalam penanganan perkara 

koneksitas dan perkara tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  

b.  penyiapan perumu san kebijakan teknis dan 

administrasi dalam koordinasi, pelaksanaan, dan 
pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, 

kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah 

perkara, penyerahan perkara, penutupa n perkara, 
penghentian penuntutan, penuntutan dan 
persidangan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan 

pelaksanaan penetapan hakim dalam penanganan 
perkara koneksitas dan perkara tindak pidana yang 

penuntutannya dilakukan oleh oditurat ; 
c. pelaksanaan koordinasi p enelitian hasil penyidikan, 

pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 
kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perk ara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 
oleh oditurat;  
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d.  pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian 
hasil penyidikan, kegiatan prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 
kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 

perkara, pen utupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim perkara 

koneksitas  dan perkara tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat ; 

e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada 
penunt ut umum  dan oditur dalam koordinasi, 

pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian 
hasil penyidikan, terkait dengan kegiatan 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 
pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 
penyerahan perkara, penutupan pe rkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan 

penetapan hakim dalam penanganan perkara 
koneksitas dan perkara tindak pidana yang 

penuntutannya dilakukan oleh oditurat ; 
f. penyiapan dan penyampaian pe rtimbangan, pendapat, 

dan saran dalam koordinasi, pelaksanaan, dan 

pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, 
terkait dengan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, pemberian pendapat hukum kepada 
perwira penyerah perkara, penyerahan perkara,  

penutupan perkara, penghentian penuntutan, 
penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya 
hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim 

dalam penanganan perkara koneksitas dan perkara 
tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh 

oditurat ; 
g. koordinasi dan kerja sama dalam koordinasi, 

pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian 
hasil penyidikan, kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 

kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 

penu ntutan, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan 

penetapan hakim dalam penanganan perkara 
koneksitas dan perkara tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat ; 

h.  pengelolaan data dan laporan koordinasi, 
pelaksanaa n, dan pengendalian tindakan penelitian 

hasil penyidikan, kegiatan prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 

kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan dan persidangan, 

perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan 
penetapan hakim dalam penanganan perkara 

koneksitas dan perkara tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat ; 



- 201 - 
 

 

i.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan 
rencana dan program kerja pelaksanaan koordinasi, 

pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penelitian 
hasil penyidikan, kegiatan prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 
kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntuta n, penuntutan dan persidangan, 
perlawanan, upaya hukum biasa, dan pelaksanaan 

penetapan hakim dalam penanganan perkara 
koneksitas dan perkara tindak pidana yang 

penuntutannya dilakukan oleh oditurat ; 
j.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Dir ektorat Penuntutan; dan  
k.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Pidana Militer.  

 
328.  Ketentuan Pasal 519AI diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AI  

Subdirektorat Penuntutan Perkara Koneksitas mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan 
kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian 
pertimbangan, pendapat, dan saran, koordinasi dan kerja 

sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan da n 
evaluasi serta penyusunan laporan penelitian hasil 

penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah 
perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, 

penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya 
huk um biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara koneksitas.  
 

329.  Ketentuan Pasal 519AJ diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AJ  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 519AI, Subdirektorat Penuntutan Perkara 

Koneksitas menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan 
penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 

kepada perwira penyerah perkara, penye rahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara koneksitas;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi tindakan penelitian hasil penyidikan, 

prape nuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 
pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 

penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
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biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 
perkara koneksitas;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 
penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 
kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan,  upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara koneksitas;  
d.  penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada 

penuntut umum dan oditur dalam pelaksanaan dan 
pengendalian tindakan penelitian hasil penyidikan, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,  pemberian 
pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 
penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara koneksitas;  
e. penyiapan dan penyampaian pertimb angan, pendapat, 

dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian 
tindakan penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 

kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan , penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara koneksitas;  
f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, 
pemeriksaan tamba han, pemberian pendapat hukum 

kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 
perkara koneksitas;  

g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi dalam 
pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelitian 

hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, pemberian pendapat hukum kepada 

perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, 
penutupan perkara, peng hentian penuntutan, 
penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan 

pelaksanaan penetapan hakim dalam perkara 
koneksitas; dan  

h.  penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 
kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 

perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 

biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 
perka ra koneksitas.  
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330.  Ketentuan Pasal 519AL diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AL  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, 
penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 

koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan 
penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta 

penyusunan laporan pelaksanaa n tindakan penelitian 
hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, pemberian pendapat hukum kepada 
perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, 
penutupan perkara, penghentian penuntutan, 

penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan 
pelaksanaan  penetapan hakim pada wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 
pengendalian, pemberian bimbingan tekni s, 

penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan 

penyajian informasi, pemantauan dan evaluasi serta 
penyusunan laporan pelaksanaan tindakan penelitian 

hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan 
tambahan, pe mberian pendapat hukum kepada 
perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, 

penutupan perkara, penghentian penuntutan, 
penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan 

pelaksanaan penetapan hakim pada wilayah II.  
 

331.  Ketentuan Pasal 519AM diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AM  

Subdirektorat Koordinasi Penuntutan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, 

penda pat dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan 
informasi, pemantauan , evaluasi , dan  penyusunan 
laporan tindakan koordinasi penelitian hasil penyidikan, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 
pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 

penyerah an perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 

biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam perkara 
tindak pidana yang penuntutannya dilakukan oleh 
oditurat.  

 
332.  Ketentuan Pasal 519AN diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AN  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 519AM, Subdirektorat Koordinasi Penuntutan 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

koordinasi penelitian hasil penyidikan, 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 
pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 

penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 

biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 
perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 

oleh oditurat;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi pelaksanaan dan penge ndalian tindakan 
koordinasi penelitian hasil penyidikan, 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 

pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 
penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa , dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 
oleh oditurat;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

koordinasi penelitian hasil penyidikan, 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 

pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 
penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 
perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 

oleh oditurat;  
d.  penyiapan pe mberian bimbingan teknis kepada 

penuntut umum dan oditur  dalam pelaksanaan dan 
pengendalian tindakan koordinasi penelitian hasil 

penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah 
perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, 

penghentian penuntutan, penuntutan, p erlawanan, 
upaya hukum biasa, dan pelaksanaan penetapan 

hakim dalam perkara tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  

e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, 
dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian 
tindakan koordinasi penelit ian hasil penyidikan, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 
pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 

penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 

biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim d alam 
perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 
oleh oditurat;  

f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

koordinasi penelitian hasil penyidikan, 
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 

penda pat hukum kepada perwira penyerah perkara, 
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penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 

biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 
perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 

oleh oditurat;  
g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi 

penelitian hasil penyidikan, prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum 

kepada perwira penyerah perkara, penyerahan 
perkara, penutupan perkara, p enghentian 

penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 
oleh oditurat; dan  

h.  penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan pelaksanaan dan pengendalia n tindakan 
koordinasi penelitian hasil penyidikan, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian 
pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, 

penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian 
penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum 
biasa, dan pelaksanaan penetapan hakim dalam 

perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 
oleh oditurat.  

 
333.  Ketentuan Pasal 519AP diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AP  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 
pengendalian, pemberian bimbingan teknis, 

penyampaian pertimbangan, penda pat dan saran, 
kerja sama, pengelolaan data dan penyajian 
informasi, pemantauan , evaluasi , dan  penyusunan 

laporan pelaksanaan tindakan koordinasi penelitian 
hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan 

tambahan, pemberian pendapat hukum kepada 
perwira peny erah perkara, penyerahan perkara, 

penutupan perkara, penghentian penuntutan, 
penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan 
pelaksanaan penetapan hakim dalam perkara tindak 

pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat 
pada wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 
pengendalian, pemberian bimbingan teknis, 

penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 
kerja sama, pengelolaan data dan penyajian 

informasi, pemantauan , evaluasi , dan penyusunan 
laporan pelaksanaan tindakan koordinasi penelitian 

hasil penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan 
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tambahan, pemberian pendapat hukum kepada 
perwira penyerah perkara, pe nyerahan perkara, 

penutupan perkara, penghentian penuntutan, 
penuntutan, perlawanan, upaya hukum biasa, dan 

pelaksanaan penetapan hakim dalam perkara tindak 
pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat 
pada wilayah II.  

 
334.  Ketentuan Pasal 519AR diubah se hingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AR  

Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan 
Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan 
pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda 
dan uang pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, 

dan keputusan pembebasan bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, serta upaya hukum luar biasa dan 
eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak pidana 

yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.  
 

335.  Ketentuan Pasal 519AS diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AS  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 519AR, Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum 

Luar Biasa, dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja dalam 

koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyara t, putusan pidana 

pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 

luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas dan 
perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 
oleh oditurat;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi dalam koordinasi, pelaksanaan, dan 

pengendalian tindakan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 
pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 
pengembalian kerugian keuangan negara, pengawasan 

terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan 

pembebasan bersyarat, permohonan grasi, amnesti, 
dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi 
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perkara koneksitas  dan perkara tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  

c. pelaksanaan koordinasi tindakan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, melakukan sita eksekusi untuk 
pembayaran pidana denda dan uang pengganti, 
opt imalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan pembebasan bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 

eksaminasi perka ra tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat;   

d.  pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, melakukan sita eksekusi untuk 

pembayaran pidana denda dan uang pengganti, 
optima lisasi pengembalian kerugian keuangan negara, 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 
eksaminasi perkara konek sitas;  

e. pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum 
dan oditur dalam koordinasi, pelaksanaan, dan 

pengendalian tindakan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 
pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 
pengembalian kerugian keuangan negara, pengawasan 

terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 
upaya hukum luar biasa, serta ek saminasi perkara 

koneksitas dan perkara tindak pidana yang 
penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  

f. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, 

dan saran dalam koordinasi, pelaksanaan, dan 
pengendalian tindakan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang tela h memperoleh kekuatan hukum 
tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 

pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 
pengembalian kerugian keuangan negara, pengawasan 
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputu san lepas 
bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 

upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara 
koneksitas dan perkara tindak pidana yang 

penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  
g. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan 

pengendalian tin dakan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 

pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 
pengembalian kerugian keuangan negara, pengawasan 

terhadap pelaksanaan putusan pidana be rsyarat, 
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putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 

upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara 
koneksitas dan perkara tindak pidana yang 

penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  
h.  pengelolaan data d an laporan koordinasi, 

pelaksanaan, dan pengendalian tindakan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, melakukan sita eksekusi untuk 

pembayaran pidana denda dan uang pengganti, 
optimalisasi pengembalian kerugian keuangan n egara, 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 
eksaminasi perkara koneksitas dan perkara tindak 

pidana yang pe nuntutannya dilakukan oleh oditurat;  
i.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian 
tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan sita 
eksekusi untuk pembay aran pidana denda dan uang 
pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya huku m 

luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas dan 
perkara tindak pidana yang penuntutannya dilakukan 
oleh oditurat;  

j.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum 

Luar Biasa, dan Eksaminasi; dan  
k.  pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung Muda Pidana Militer.  
 

336.  Ketentuan Pasal 519AU diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AU  

Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan 
Eksaminasi Perkara Koneksitas mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan 
kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian 

pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja 
sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan , 

evaluasi , dan  penyusunan laporan pelaksanaan dan 
pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda 
dan uang pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keu angan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, 

dan keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 

eksaminasi perkara koneksitas.  
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337.  Ketentuan Pasal 519AV diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 519AV  

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
sebagaimana dalam Pasal 519AU, Subdirektorat Eksekusi, 
Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Perkara 

Koneksitas menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

pelaksanaan dan pengendalian t indakan pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, melakukan sita eksekusi untuk 
pembayaran pidana denda dan uang pengganti, 

optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, 
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 

eksaminasi perkara koneksitas;  
b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

administrasi tindakan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 

pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 
pengembalian kerugian keuangan negara, pengawasan 

terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana penga wasan, dan keputusan lepas 

bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 
upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara 
koneksitas;  

c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum t etap, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 
keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 
permohon an grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 

luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;  
d.  penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada 

penuntut umum dan oditur dalam pelaksanaan dan 
pengendalian tindakan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperol eh kekuatan hukum 

tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 
pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 

pengembalian kerugian keuangan negara, pengawasan 
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 
upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara 

koneksitas;  
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat 

dan saran, dalam pelaksanaan dan pengendalian 
tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang tela h 

memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan sita 



- 210 - 
 

 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan, dan keputu san lepas bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 
luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;  

f. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 
dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputus an lepas bersyarat, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 
luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas;  

g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 
pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan 
hukum tetap, melakukan sita eksekusi untuk 
pembayaran pidana denda dan uang pengganti, 

optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, 
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas be rsyarat, permohonan grasi, 

amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 
eksaminasi perkara koneksitas; dan  

h.  penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempero leh kekuatan hukum tetap, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 
keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan, dan keputusan lepas  bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 

luar biasa, serta eksaminasi perkara koneksitas.  
 

338.  Ketentuan Pasal 519AX diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AX  

(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, 
penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data  dan 

penyajian informasi, pemantauan , evaluasi , dan   
penyusunan laporan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 

pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 
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pengembalian kerugian keuangan negara, 
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, 

amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 
eksaminasi perkara koneksitas p ada wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 
pengendalian, pemberian bimbingan teknis, 

penyampaian per timbangan, pendapat dan saran, 
koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan 

penyajian informasi, pemantauan , evaluasi , dan  
penyusunan laporan pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, melakukan sita eksekusi untuk pembay aran 
pidana denda dan uang pengganti, optimalisasi 

pengembalian kerugian keuangan negara, 
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, upaya huku m luar biasa, serta 

eksaminasi perkara koneksitas pada wilayah II.  
 

339.  Ketentuan Pasal 519AY diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AY  
Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar 
Biasa, dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian 

bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat, 
dan saran, kerja sama, pengelolaan data dan informasi, 

pemantauan , evaluasi , dan  penyusunan laporan 
pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, melakukan sita eksekusi untuk 
pembayaran pidana denda dan uang pengganti, 

optimalisasi pengembalian kerugian keuang an negara, 
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan 
lepas bersyarat, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, 
upaya hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak 

pidana yang penuntutannya dilakuk an oleh oditurat.  
 

340.  Ketentuan Pasal 519AZ diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519AZ  
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 519AY, Subdirektorat Koordinasi Eksekusi, 

Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 
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telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 
sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan 

uang pengganti, optim alisasi pengembalian kerugian 
keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 

putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 

luar biasa, serta eksaminasi perkara tind ak pidana 
yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
administrasi pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 

sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan 
uang pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 
keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 

putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi , upaya hukum 
luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana 

yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  
c. penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 
sit a eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan 

uang pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 
keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 

putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 

luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana 
yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  

d.  penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada 
penuntut umum dan oditur dalam pelaksanaan dan 

pengendalian tindakan koordinasi pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, melakukan sita eksekusi untuk 

pembayaran pidana denda dan uang pengganti, 
optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan p idana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat, permohonan grasi, 
amnesti, dan abolisi, upaya hukum luar biasa, serta 
eksaminasi perkara tindak pidana yang 

penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  
e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, 

dan saran  dalam pelaksanaan dan pengendalian 
tindakan koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana 
denda dan uang pengganti, optimalisasi pengembalian 

kerugian keuangan negara,  pengawasan terhadap 
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 
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luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana 
yang penuntutannya dilakukan oleh od iturat;  

f. penyiapan pelaksanaan kerja sama dalam 
pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan sita 
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 

pengganti, optimalisa si pengembalian kerugian 
keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 

putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 
luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pi dana 

yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat;  
g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi 

pelaksanaan dan pengendalian tindakan koordinasi 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan sita 

eksekusi untuk pembayar an pidana denda dan uang 
pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 
luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana 

yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat; dan  
h.  penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 
koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 

sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan 
uang pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan, dan keputusan lepas ber syarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya hukum 
luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak pidana 

yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat.  
 

341.  Ketentuan Pasal 519BB diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519BB  
(1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 

kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 

pengendalian, pemberian bimbingan teknis, 
penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 

kerja sama, pengelo laan data dan penyajian 
informasi, pemantauan , evaluasi , dan  penyusunan 
laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 

sita eksekusi untuk pemb ayaran pidana denda dan 
uang pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 

keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 
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putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 

permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya 
hu kum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak 

pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat 
pada wilayah I.  

(2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan program dan rencana 
kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan administrasi, penyiapan pelaksanaan dan 
pengendalian, pemberian bimbingan teknis, 

penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, 
kerja sama, pengelolaan data dan penyajian 

informasi, pemantauan , evaluasi , dan  penyusunan 
laporan pelaksanaan dan pengendalia n tindakan 
koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 
sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan 

uang pengganti, optimalisasi pengembalian kerugian 
keuangan negara, pengawasan terhadap pelaksanaan 

putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, 
permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, upaya 

hukum luar biasa, serta eksaminasi perkara tindak 
pidana yang penuntutannya dilakukan oleh oditurat 

pada wilayah II.  
 

342.  Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh Bab VIIA 
ditambahkan 1 (satu) bagian , yakni Bagian Keenam A  
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Bagian Ke enam A  

Koordinator  
 

343.  Di  antara Pasal 519 BC dan Pasal 519BD disisipkan 1 
(satu) pasal, yakni Pasal  519BC1  sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 519 BC1  
(1) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 

Militer merupakan Jaksa sebagai unsur penunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas yang bertanggung 

jawab kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer . 
(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 

Militer mempunyai tugas melakukan kajian teknis 

dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda 
Bidang Pidana Militer dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang koordinasi 
teknis penuntu tan yang dilakukan oleh oditurat dan 

penanganan perkara koneksitas.  
(3) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 

Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi manajerial dan 
koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan o leh 

oditurat dan penanganan perkara koneksitas sesuai 
dengan permasalahan pada masing -masing 

direktorat ; 
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
Koordinator mengoordinasikan Jaksa dalam kegiatan 

koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh 
oditurat dan  penanganan perkara koneksitas.  

(5) Jumlah Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang 
Pidana Militer terdiri atas 3 (tiga) Koordinator . 

(6) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 

Militer dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Jaksa, 
pejabat fungsional lain, d an pelaksana sesuai dengan 

kebutuhan dan beban kerja.  
(7) Tata cara pelaksanaan tugas Koordinator ditetapkan 

oleh Jaksa Agung.  
 

344.  Ketentuan Pasal 519BE diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 519BE  

(1) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 519BD ayat (4), Jaksa melakukan 

koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh 
oditurat dan penanganan perkara koneksitas , 

melakukan supervisi dan bimbingan teknis 
penanganan perkara , dan  tugas lain berdasarkan 
kebijakan Jaksa Agung Muda Pidana Mil iter.  

(2) Jaksa dapat ditugaskan pada satuan khusus 
penanganan perkara  yang ditangani oleh Jaksa 

Agung Muda Bidang Pidana Militer . 
(3) Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

dikoordinasikan oleh Koordinator yang 
penempatannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda  
Pidana Militer.  

 
345.  Ketentuan huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 5 23  diubah 

sehingga Pasal 523 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 523  
Jaksa  Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri atas:  
a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  

b.  Inspektorat  I;  
c. Inspektorat  II;  

d.  Inspektorat  III;  
e. Inspektorat Keuangan I;  

f. Inspektorat Keuangan II;  
g. Inspektorat Keuangan III; dan  
h.  Kelompok jabatan fungsional . 
 

346.  Ketentuan  huruf d, huruf e , dan huruf h  Pasal 5 25  diubah  
serta  di antara huruf g dan huruf h disisipkan 6 (enam ) 
huruf , yakni huruf g1, huruf g2, huruf g3, huruf g4, huruf 

g5, dan huruf g6  sehingga Pasal 525  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 525  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 524, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang 
Pengawasan menyelenggarakan fungsi:  
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a. pemberian bimbingan, pembinaan , dan dukungan 
teknis kegiatan serta perumusan kebijakan koordinasi 

di lingkungan bidang Pengawasan;  
b.  perumusan kebijakan dalam pengumpulan, 

pencatatan, pengolahan, analisis , dan penyajian data 
kegiatan;  

c. perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana 

anggaran dan program kerja, rencana strategis dan 
kebijakan teknis lainnya di bidang kesekretariatan;  

d.  perumusan kebijakan pemantauan, penilaian , dan 
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja  di 

lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ; 
e. perumusan kebijakan ketat ausahaan yang meliputi 

urusan pembinaan sumber daya manusia,  sistem 
informasi,  penyelenggaraan acara, persuratan, 
kearsipan, dokumentasi , kerumahtanggaan dan 

perlengkapan;  
f. pemberian dukungan administrasi keuangan;  

g. pelaksanaan penilaian program kerja;  
g1. perumusan kebijakan reviu dan penilaian pelaksanaan 

atas akuntabilitas kinerja ; 
g2.  pelaksanaan administrasi Majelis K ode Perilaku  Jaksa 

dan Majelis Kehormatan Jaksa;  

g3. pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan di  
persidangan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan  

pengawasan;  
g4. koordinasi  dan  penyusunan peraturan perundang -

undangan  dan peraturan kebijakan yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas Jaksa Agung Muda Bidang 
Pengawasan ; 

g5. koordinasi  dan  pelaksanaan analisis hukum yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas Jaksa Agung Muda 

Bidang Pengawasan ; 
g6. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta 

evaluasi kepatuhan internal dan manajemen r isiko ; 
h.  penerbitan surat keterangan kepegawaian untuk 

pejabat struktural eselon III ke bawah dan golongan 

IV/ b ke bawah di lingkungan Kejaksaan Agung;  dan  
i.  penguatan pelaksanaan program reformasi birokrasi . 

 
347.  Ketentuan huruf a, huruf  b , dan huruf c Pasal 526 diubah 

serta s etelah huruf c Pasal 526 ditambahkan 1 (satu) 
huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 526 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 526  
Sekretariat  Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri 

atas:  
a. Bagian Penyusunan Program, Laporan , dan Penilaian;  

b.  Bagian Tata Usaha;  
c. Bagian Keuangan ; dan  
d.  Bagian Pengendalian Birokrasi dan Aparatur 

Kejaksaan . 
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348.  Ketentuan Pasal 5 28  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 528  
Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal 527, Bagian Penyusunan  Program , Laporan , 
dan Penilaian  menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan  dan pelaksanaan koordinasi dalam 

pengumpulan, pencatatan, pengelolaan , dan penyajian 
data kegiatan;  

b.  penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan analis is 
data kegiatan;  

c. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran dan 
program kerja, rencana strategis , dan program kerja 

pengawasan tahunan ; 
d.  penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

program kerja;  

e. penyiapan data penilaian program kerja dan surat 
keterangan kepegawaian ; 

f. penyiapan  penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 
dan laporan tahunan  di lingkungan Jaksa Agung Muda 

Bidang Pengawasan ; 
g. koordinasi  dan penyiapan penyusunan peraturan 

perundang -undangan dan peraturan kebijakan  yang 

terkait dengan pe laksanaan tugas Jaksa Agung Muda 
Bidang Pengawasan;  

h.  koordinasi  dan  penyiapan analisis hukum yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas Jaksa Agung Muda Bidang 

Pengawasan;  dan  
i.  penyiapan pelaksanaan program reformasi birokrasi . 

 

349.  Ketentuan Pasal 53 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 53 0 
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan 

mempunyai tugas melakukan pengolahan data, 
analisis data, penyiapan bahan rencana strategis, 
rencana kerja, anggaran pro gram , penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja  dan laporan tahunan , 
serta pengolahan dan anali sis  data kegiatan.  

(2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai 
tugas penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan program kerja, koordinasi dan 
pelaksanaan, p emantauan, penilaian program kerja , 
penyusunan peraturan perundang -undangan dan 

peraturan kebijakan , analisis hukum yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas,  serta evaluasi kepatuhan 

internal dan manajemen r isiko  di lingkungan Jaksa 
Agung Muda Bidang Pengawasan,  dan pelaksanaan 

program reformasi birokrasi . 
 

350.  Di antara huruf d dan huruf e Pasal 532 disisipkan 1 (satu ) 

huruf, yakni huruf d1 sehingga Pasal 532 berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 53 2 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 531, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan 
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fungsi:  
a. pengelolaan urusan tata usaha, yang meliputi 

pembinaan sumber daya manusia, ketertiban dan 
pengamanan dalam yang meliputi pembinaan sikap, 

dan disiplin pegawai;  
b.  pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi 

kepegawaian dan penyelenggaraan acara;  

c. pengelolaan persuratan, pendistribusian, kearsipan, 
dan dokumentasi;  

d.  pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, 
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

pemeliharaan perlengkapan serta pengelolaan atas 
barang milik negara;  

 d1. pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan di 
persidangan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan 
pengawasan ; dan  

e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan . 
 

351.  Ketentuan Pasal 53 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 53 4 
(1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha , 

persuratan, pendistribusian, kearsipan, dan 
dokumentasi . 

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas  melaksanakan  
pengelo laan urusan administrasi kepegawaian dan 

penyelenggaraan acara , penyusunan rencana 
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, 
pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan 

serta pengelolaan atas barang milik negara , 
koordinasi pemberian keterangan di persidangan 

sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan, 
dan urusan kerumahtanggaan . 

 
352.  Di  antara Pasal 5 38  dan Pasal 539 disisipkan 4 (empat ) 

pasal, yakni Pasal 5 38A, Pasal 5 38B,  Pasal 5 38C,  dan 

Pasal 5 38D sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 5 38A 
Bagian Pengendalian Birokrasi dan Aparatur Kejaksaan 

mempunyai tugas melakukan  pemantauan dan penilaian 
laporan akuntabilitas kinerja,  pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi kepatuhan internal dan manajemen r isiko , 

serta administrasi penyelenggaraan Majelis Kode Perilaku 
Jaksa dan Majelis Kehormatan Jaksa.  

 
Pasal 5 38B 

Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 538A, Bagian Pengendalian Birokrasi dan 
Aparatur Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan data penilaian program kerja dan surat 
keterangan kepegawaian;  

b.  penyiapan pembuatan kebijakan reviu  dan penilaian 
pelaksanaan atas akuntabilitas kinerja;  
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c. penyiapan hasil pemantauan dan  evaluasi kepatuhan 
internal;  

d.  penyiapan hasil pemantauan dan evaluasi manajemen 
r isiko ; 

e. pelaksanaan administrasi Majelis K ode Perilaku Jaksa;  
dan  

f. pelaksanaan administrasi Majelis Kehormatan Jaksa.  

 
Pasal 5 38C  

Bagian  Pengendalian Birokrasi dan Aparatur Kejaksaan 
terdiri atas:  

a. Subbagian Pengendalian Birokrasi; dan  
b.  Subbagian Pengendalian Aparatur Kejaksaan.  

 
Pasal 5 38D 

(1) Subbagian Pengendalian Birokrasi mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan bahan hasil pemantauan dan 
evaluasi kepatuhan internal dan  penyiapan bahan 

hasil pemantauan dan  evaluasi manajemen r isiko.  
(2) Subbagian Pengendalian Aparatur Kejaksaan 

mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan 
pembuatan kebijakan reviu  dan penilaian  
pelaksanaan atas  akuntabilitas kinerja , penyiapan 

bahan data penilaian program kerja dan surat 
keterangan kepegawaian,  pelaksanaan administrasi 

Majelis K ode Perilaku Jaksa, dan pelaksanaan 
administrasi Majelis Kehormatan Jaksa . 

 
353.  Ketentuan Pasal 539 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 539  
(1) Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, 
intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, 

perdata dan tata usaha negara, pidana militer, 
pemulihan aset,  serta pelaksanaan tugas pengawasan 
di daerah pada wilayah kerja Inspektorat I.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat  I meliputi:  
a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ; 

b.  Badan Pendidikan dan Pelatihan ;  
c. Badan Pemulihan Aset ; 

d.  Pusat Kesehatan Yustisial ; 
e. Kejaksaan Tinggi Aceh;  
f. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  

g. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;  
h.  Kejaksaan Tinggi Riau;  

i.  Kejaksaan Tinggi Jambi;  
j.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;  

k.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;   
l.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;  
m.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu;  

n.  Kejaksaan Tinggi Lampung;  
o. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;  

p.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;  
q. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;  

r.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan  
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s. Kejaksaan Tinggi K alimantan Utara.  
 

354.  Ketentuan Pasal 54 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 540  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 539, Inspektorat  I menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan  
di wilayah I;  

b.  penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan 
intern al  di wilayah I;  

c. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan rencana kerja,  

kinerja , serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah 
I;  

d.  pembinaan dan p elaksanaan tata kelola, kepatuhan  

intern al , dan  manajemen risiko di wilayah I;  
e. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan,  

laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
Jaksa dan pelanggaran dis iplin di wilayah I;  

f. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan 
berdasarkan adanya laporan pengaduan dan adanya 
indikasi pelanggaran kode etik Jaksa dan pelanggaran 

disiplin dalam penanganan perkara di wilayah I;  
g. pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur 

sipil negara non -Jaksa , apabila berdas arkan hasil 
pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak 

pidana korupsi di wilayah I setelah mendapatkan 
persetujuan Jaksa Agung;  

h.  pelaksanaan pengawasan pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi di wilayah I;  
i.  pelaksanaan pen gawasan pengelolaan data di wilayah 

I;  
j.  pendampingan dalam pemeriksaan dan pengawasan 

oleh auditor ekstern al  dan penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan 
ekstern al  di wilayah I yang menjadi tanggung jawab 

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  
k.  pelaksanaan bimbingan teknis  mengenai pengawasan  

dan konsultasi melalui asistensi, fasilitas i, pelatihan, 
dan pemaparan hasil pengawasan di wilayah I;  

l.  pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan intern al  dan ekstern al  di wilayah I;  

m.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan  di  wilayah I;  
n.  pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya; dan  
o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Inspektorat I.  
 

355.  Ketentuan  huruf a dan huruf c  Pasal 541 diubah sehingga 

Pasal 541 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 541  
Inspektorat  I terdiri atas:  
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a. Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset,  dan 
Tugas Umum;  

b.  Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata , dan 
Tata Usaha Negara;  

c. Inspektorat Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, 
dan Pidana Militer; dan  

d.  Subbagian Tata Usaha.  

 
356.  Ketentuan Pasal 542 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 542  

Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 
Tugas Umum mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan bidang kepegawaian, pemulihan aset, tugas 
umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi 
dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 

 
357.  Ketentuan Pasal 543 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 543  

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 542, Inspektorat Muda Kepegawaian, 
Pemulihan Aset, dan Tugas Umum menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan kepegawaian, pemulihan aset, tugas 
umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data ; 
b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan rencana kerja, 

kiner ja, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang 
kepegawaian, pemulihan aset, tugas umum dan 

perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi dan 
komunikasi , dan  pengelolaan data ; 

c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan  intern al , dan 
manajemen risiko  di bidang kepegawaian, pemulihan 
aset, tugas umum dan perlengkapan , pengelolaan 

teknologi informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan 
data ; 

d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 

Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang kepegawaian, 
pemulihan aset, tugas umum dan perlengkapan , 
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi , dan  

pengelolaan data ; 
e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 

Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , apabila 
berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti 

melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah I setelah 
mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 

konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 
pemaparan hasil pengawasan bidang kepegawaian, 

pemulihan aset, tugas umum dan perlengkapan , 
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi , dan  

pengelolaan data ; 
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g. pemantauan dan p emutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan intern al  dan ekstern al  di bidang 

kepegawaian, pemulihan aset, tugas umum, dan 
perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi dan 

komunikasi , dan  pengelolaan data ; 
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan di bidang kepegawaian, pemulihan aset, 

tugas umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi 
informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data ; dan  

i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di bida ng kepegawaian, pemulihan aset, tugas 
umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 
 

358.  Ketentuan Pasal 544 diubah  sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 544  

Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 
Tugas Umum terdiri atas:  

a. Pemeriksa Kepegawaian; dan  
b.  Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum , dan 

Perlengkapan.  

 
359.  Ketentuan Pasal 545 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 545  

(1) Pemeriksa Kepegawaian mempunyai tugas 
melakukan  penyiapan bahan penyusunan rencana 
dan program kerja pengawasan, pelaksanaan 

pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan 
internal,  dan manajemen risiko, pelaksanaan 

pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan 
pengaduan dugaan  pelanggaran kode etik Jaksa dan  

pelanggara n disiplin, penyiapan dan pelaksanaan 
penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara 
non -Jaksa , pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 

pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 
pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 

pemantauan dan pemut akhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 

pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 
pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 

pengawasan di bidang kepegawaian.  
(2) Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan 

Perlengkapan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja pengawasan, pelaksanaan  pengawasan,  
pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal, dan  
manajemen risiko, pelaksanaan pemeriksaan atas 

adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan  
pelanggaran kode etik Jaksa dan pelanggaran 

disiplin, penyiapan dan pelaksanaan penyidikan 
terhadap Ja ksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , 

pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 
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pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 
pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al, penyiapan 

pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 
pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 

pengawasan  di bidang pemulihan aset, tugas umum 
dan perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi 

dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 
 

360.  Ketentuan Pasal 5 47 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 54 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 6, Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, 

Perdata , dan Tata Usaha Negara  menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan di bidang tindak pidana umum, perdata, 

dan tata usaha negara ; 
b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan  rencana kerja,  

kinerja , serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang 
tindak pidana umum, perdata , dan tata usaha negara ; 

c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal , dan 
manajemen risiko di bidang tindak pidana umum, 

perdata , dan tata usaha negara ; 
d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 

laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 

Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang tindak pidana 
umum, perdata , dan tata usaha negara ; 

e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhad ap 
Jaksa dan aparatur sipil negara Non -Jaksa , apabila 

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti 
melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah I setelah 
mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 
konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 

pemaparan hasil pengawasan di bidang tindak pidana 
umum, perdata , dan tata usaha negara ; 

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al  di bidang tindak 
pidana umum, perdata , dan tata usaha negara ; 

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan di bidang tindak pidana umum, perdata, 

dan tata usaha negara ; dan  
i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  
lainnya di bidang tindak pidana umum, perdata , dan 
tata usaha negara . 
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361.  Ketentuan Pasal 5 49  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 54 9 
(1) Pemeriksa Tindak Pidana Umum  mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan  bahan  penyusunan rencana 
dan program kerja pengawasan, pelaksanaan 
pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan 

internal , dan manajemen risiko, pelaksanaan 
pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan 

pengaduan dugaan  pelanggaran kode etik Jaksa dan  
pelanggaran disiplin, penyiapan dan pelaksanaan 

penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara 
non -Jaksa , pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 

pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 
pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 
pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 
pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 

pengawasan  di bidan g tindak pidana umum . 
(2) Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara  

mempunyai tugas melakukan  penyiap an bahan 

penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, 
pelaksanaan pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, 

kepatuhan internal , dan manajemen risiko, 
pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 

laporan, dan pengaduan dugaan  pelanggaran kode 
etik Jaksa dan  pelanggaran disiplin, penyiapan dan 
pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan 

aparatur sipil negara non -Jaksa , pelaksanaan 
bimbingan teknis mengenai pengawasan, konsultasi 

melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan pemaparan 
hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran 

tindak lanjut hasil pengawasan  intern al  dan 
ekstern al , penyiapan pelaksanaan kerja sama 
pengawasan  dengan  aparat pengawasan internal 

pemerintah  lainnya, dan pelaksanaan evaluasi serta 
penyusunan laporan hasil pengawasan  di bidang 

perdata dan tata usaha negara . 
 

362.  Ketentuan Pasal 550 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 550  

Inspektorat Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan 
Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan bidang intelijen, tindak pidana khusus, dan 
pidana militer . 

 
363.  Ketentuan Pasal 551 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 551  
Dalam melaksa nakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  550, Inspektorat Muda Intelijen, Tindak 
Pidana Khusus, dan Pidana Militer menyelenggarakan 

fungsi:  
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a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan di bidang intelijen, tindak pidana khusus, 

dan pidana militer ; 
b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan  rencana kerja,  
kinerja , serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang 
intelijen, tindak pidana khusus, dan pidana militer ; 

c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan i nternal , 
manajemen risiko  di bidang  intelijen, tindak pidana 

khusus , dan pidana militer ; 
d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 

laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang  intelijen, 

tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 
e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 

Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , apabila 

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti 
melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah I setelah 

mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 
f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 

konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 
pemaparan hasil pengawasan bidang  intelijen, tindak 
pidana khusus , dan pidana militer ; 

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al  di bidang  intelijen, 

tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan di bidang intelijen, tindak pidana khusus, 
dan pidana militer ; dan  

i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  
lainnya di bidang intelijen, tindak pidana khusus , dan 

pidana militer . 
 

364.  Ketentuan Pasal 552 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 552  

Inspektorat  Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan 
Pidana Militer terdiri atas:  

a. Pemeriksa Intelijen; dan  
b.  Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer.  

 
365.  Ketentuan Pasal 553 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 553  
(1) Pemeriksa Intelijen memp unyai tugas melakukan  

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan,  

pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal,  
manajemen risiko, pelaksanaan pemeriksaan atas 
adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan  

pelanggaran kode etik Jaksa dan  pelanggaran disiplin, 
penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 

Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , 
pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 

konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 
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pemapa ran hasil pengawasan, pemantauan dan 
pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan  intern al 

dan ekstern al , penyiapan pelaksanaan kerja sama 
pengawasan  dengan aparat pengawasan internal 

pemerintah  lainnya, dan pelaksanaan evaluasi serta 
penyusunan laporan has il pengawasan  di bidang 
intelijen . 

(2) Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer 
mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan 

penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, 
pelaksanaan pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, 

kepatuhan internal,  dan manajemen risiko, 
pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 

laporan, dan pengaduan dugaan  pelanggaran kode etik 
Jaksa dan  pelanggaran disiplin, penyiapan dan 
pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur 

sipil negara non -Jaksa , pelaksanaan bimbingan  teknis 
mengenai pengawasan, konsultasi melalui asistensi, 

fasilitasi, pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 
pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 

pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 
pengawasan  di bidang tindak pidana khusus dan 

pidana militer.  
 

366.  Ketentuan Pasal 555 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 555  

(1) Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, 

intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, 
perdata dan tata usaha negara, pidana militer, 

pemulihan aset, dan pelaksanaan tugas pengawasan 
di daerah pada wilayah kerja Ins pektorat II.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat II meliputi:  

a. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;  
b.  Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;  

c. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;  
d.  Pusat Penerangan Hukum;  

e. Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum;  
f. Kejaksaan Tinggi Banten ; 
g. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ; 

h.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 
i.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;  

j.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; 
dan  

k.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.  
 

367.  Ketentuan Pasal 55 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 5 56  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 55, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan  
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di wilayah I I; 
b.  penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan 

intern al  di wilayah I I; 
c. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan rencana kerja,  
kinerja , serta kegiatan pengawasan lainnya  di  wilayah 
II;  

d.  pembinaan dan p elaksanaan tata kelola, kepatuhan  
intern al , dan  manajemen risiko  di wilayah I I; 

e. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan,  
laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 

Jaksa dan pelanggaran dis iplin di wilayah II;  
f. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan adanya laporan pengaduan dan adanya 
indikasi pelanggaran kode etik Jaksa dan pelanggaran 
disiplin dalam penanganan perkara di wilayah I I; 

g. pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan Aparatur 
Sipil Negara Non Jaksa , apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak 
pidana korupsi di wilayah I I setelah mendapatkan 

persetujuan Jaksa Agung;  
h.  pelaksanaan pengawasan pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi di wilayah II;  

i.  pelaksanaan pen gawasan pengelolaan data di wilayah 
II;  

j.  pendampingan dalam pemeriksaan dan pengawasan 
oleh auditor ekstern al  dan penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi hasi l pemeriksaan dan pengawasan 
ekstern al  di wilayah I I yang menjadi tanggung jawab 
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  

k.  pelaksanaan bimbingan teknis  mengenai pengawasan  
dan konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, 

dan pemaparan hasil pengawasan d i wilayah I I; 
l.  pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan intern al  dan ekstern al  di wilayah I I; 
m.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan wilayah I I; 

n.  pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya; dan  

o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Inspektorat II . 

 
368.  Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 557 diubah sehingga 

Pasal 557 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 557  

Inspektorat II terdiri atas:  
a. Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 

Tugas Umum;  
b.  Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata , dan 

Tata Usaha Negara;  

c. Inspektorat Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, 
dan Pidana Militer; dan  

d.  Subbagian Tata Usaha.  
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369.  Ketentuan Pasal 558 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 558  
Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 

Tugas Umum mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan bidang kepegawaian, pemulihan aset, tugas 
umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi 

dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 
 

370.  Ketentuan Pasal 559 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 559  
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 558, Inspektorat Muda Kepegawaian, 
Pemulihan Aset, dan Tugas Umum menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan  penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan kepegawaian, pemulihan aset, tugas 

umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi 
informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data;  

b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan rencana kerja, 
kiner ja, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang 

kepegawaian, pemulihan aset, tugas umum dan 
perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi dan 

komunikasi , dan  pengelolaan data;  
c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan  intern al , dan 

manajemen risiko di bidang kepe gawaian, pemulihan 
aset, tugas umum dan perlengkapan , pengelolaan 
teknologi informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan 

data;  
d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 

laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bi dang kepegawaian, 

pemulihan aset, tugas umum dan perlengkapan , 
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi , dan  
pengelolaan data;  

e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 
Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , apabila 

berdasarkan hasil pemeriks aan terdapat cukup bukti 
melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah II setelah 

mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 
f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 

konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 

pemaparan hasil pengawasan bidang  kepegawaian, 
pemulihan aset, tugas umum dan perlengkapan , 

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi , dan  
pengelolaan data;  

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan intern al  dan ekstern al  di bidang 
kepegawaian, pemulihan aset, tugas umum, dan 

perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi dan 
komunikasi , dan  pengelolaan data;  

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan di bidang kepegawaian, pemulihan aset, 

tugas umum dan p erlengkapan , pengelolaan teknologi 
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informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data; dan  
i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  
lainnya di bidang kepegawaian, pemulihan aset, tugas 

umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi 
informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data.  
 

371.  Ketentuan Pasal 560 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 560  
Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 

Tugas Umum terdiri atas:  
a. Pemeriksa Kepegawaian; dan  

b.  Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan 
Perlengkapan.  
 

372.  Ketentuan Pasal 561 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 561  
(1) Pemeriksa Kepegawaian mempunyai tugas melakukan  

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan,  
pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal,  dan 

manajemen risiko, pelaksanaan pemeriksaan atas 
adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan  

pelanggaran kode etik Jaksa dan  pelanggaran disiplin, 
penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 

Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , 
pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 
konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 

pemaparan hasil pengawasan, pemantauan dan 
pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan  intern al 

dan ekstern al , penyiapan pelaksanaan kerja sama 
pengawasan  dengan aparat pengawasan internal 

pemerintah  lainnya, dan pelaksanaan evaluasi serta 
penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang 
kepegawaian . 

(2) Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan 
Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan, pelaksanaan pengawasan,  pelaksanaan  

tata kelola, kepatuhan internal, dan  manajemen risiko, 
pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengadu an dugaan  pelanggaran kode etik 

Jaksa dan pelanggaran disiplin, penyiapan dan 
pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur 

sipil negara non -Jaksa , pelaksanaan bimbingan teknis 
mengenai pengawasan, konsultasi melalui asistensi, 

fasilitasi, pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 

pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 

pelaksanaan evaluasi serta penyusunan l aporan hasil 
pengawasan  di bidang pemulihan aset, tugas umum 
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dan perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi 
dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 

 
373.  Ketentuan Pasal 56 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 5 63  

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 62 , Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, 
Perdata , dan Tata Usaha Negara  menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan di bidang tindak pidana umum, perdata, 
dan tata usaha negara ; 

b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan  rencana kerja,  
kinerja , serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang 

tindak pidana umum, perdata , dan tata usaha negara ; 
c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal , dan 

manajemen risiko di bidang tindak pidana umum, 
perdata , dan tata usaha negara ; 

d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang tin dak pidana 

umum, perdata , dan tata usaha negara ; 
e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 

Jaksa dan aparatur sipil negara Non -Jaksa , apabila 
berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti 

melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah I I setelah 
menda patkan persetujuan Jaksa Agung ; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 

konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 
pemaparan hasil pengawasan di bidang tindak pidana 

umum, perdata , dan tata usaha negara ; 
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al  di bidang tindak 
pidana umum, perdata , dan tata usaha negara ; 

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan di bidang tindak pidana umum, perdata, 
dan tata usaha negara ; dan  

i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di bidang tindak pidana umum, perdata , dan 
tata usaha negara . 

 

374.  Ketentuan Pasal 56 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 5 65  
(1) Pemeriksa Tindak Pidana Umum  mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan  bahan  penyusunan rencana 
dan program kerja pengawasan, pelaksanaan 
pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan 

internal , dan manajemen risiko, pelaksanaan 
pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan 

penga duan dugaan  pelanggaran kode etik Jaksa dan  
pelanggaran disiplin, penyiapan dan pelaksanaan 

penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara 
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non -Jaksa , pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 
pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 

pelatihan , dan pemaparan hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 
pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 

pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 
pengawasan  di bidang tindak pidana umum . 

(2) Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara  
mempunyai tugas melakukan  penyiap an bahan 

penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, 
pelaksanaan pengaw asan,  pelaksanaan  tata kelola, 

kepatuhan internal , dan manajemen risiko, 
pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan  pelanggaran kode 

etik Jaksa dan  pelanggaran disiplin, penyiapan dan 
pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan  

aparatur sipil negara non -Jaksa , pelaksanaan 
bimbingan teknis mengenai pengawasan, konsultasi 

melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan pemaparan 
hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran 
tindak lanjut hasil pengawasan  intern al  dan 

ekstern al , penyiapan pelaksanaan kerja sama 
pengawasan  dengan aparat pengawasan internal 

pemerintah  lainnya, dan pelaksanaan evaluasi serta 
penyusunan laporan hasil pengawasan  di bidang 

perdata dan tata usaha negara . 
 

375.  Ketentuan Pasal 566 diubah sehing ga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 566  

Inspektorat Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan 
Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan bidang intelijen, tindak pidana khusus, dan 
pidana militer.  

 

376.  Ketentuan Pasal 567 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 567  
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 566, Inspektorat Muda Intelijen, Tindak 
Pidana Khusus, dan Pidana Militer menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan di bidang intelijen, tindak pidana khusus, 

dan pidana militer ; 
b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan  rencana kerja,  
kinerja , serta kegiatan pengawasan la innya di bidang 
intelijen, tindak pidana khusus, dan pidana militer ; 

c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal , 
manajemen risiko  di bidang  intelijen, tindak pidana 

khusus , dan pidana militer ; 
d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 

laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
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Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang  intelijen, 
tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 

e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 
Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , apabila 

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti 
melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah I I setelah 
mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 
konsultasi melalui asistensi, fa silitasi, pelatihan, dan 

pemaparan hasil pengawasan di bidang  intelijen, 
tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al  di bidang  intelijen, 

tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan di bidang intelijen, tindak pidana khusus, 

dan pidana militer ; dan  
i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  
lainnya di bidang intelijen, tindak pidana khusus , dan 

pidana militer . 
 

377.  Ketentuan Pasal 568 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 568  

Inspektorat  Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan 
Pidana Militer terdiri atas:  

a. Pemeriksa Intelijen; dan  
b.  Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer.  

 

378.  Ketentuan Pasal 569 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 569  
(1) Pemeriksa Intelijen mempunyai tugas melakukan  

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan,  
pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal,  

manajemen risiko, pelaksanaan pemeriksaan atas 
adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan  

pelanggaran kode etik Jaksa dan  pelanggaran 
disiplin, penyiapan dan pelaksanaan penyidikan 

terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , 
pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 
pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 

pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 
pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 
pelaksanaan evaluasi serta penyusunan lapor an hasil 
pengawasan  di bidang intelijen.  

(2) Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer 
mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan 

penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, 
pelaksanaan pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, 

kepatuhan internal,  dan manajemen risiko, 
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pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan  pelanggaran kode 

etik Jaksa dan  pelanggaran disiplin, penyiapan dan 
pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan 

aparatur sipil negara non -Jaksa , pelaksa naan 
bimbingan teknis mengenai pengawasan, konsultasi 
melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan pemaparan 

hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran 
tindak lanjut hasil pengawasan  intern al  dan 

ekstern al , penyiapan pelaksanaan kerja sama 
pengawasan  dengan aparat pengawasan internal 

pemerintah  lainnya, dan pelaksanaan evaluasi serta 
penyusunan laporan hasil pengawasan  di bidang 

tindak pidana khusus dan pidana militer . 
 

379.  Ketentuan Pasal 571 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 571  

(1) Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, 

intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, 
perdata dan tata usaha negara, pidana militer, 
pemulihan aset, serta pelaksanaan tugas pengawasan 

di daerah pada  wilayah kerja Inspektorat III.  
(2) Wilayah kerja Inspektorat III meliputi:  

a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;  
b.  Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara;  
c. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  
d.  Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi 

Informasi;  
e. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;  

f. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;  
g. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;  

h.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;  
i.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;  
j.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo;  

k.  Kejaksaan Tinggi Bali;  
l.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;  

m.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;  
n.  Kejaksaan Tinggi Maluku;  

o. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;  
p.  Kejaksaan Tinggi Papua; dan  
q. Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 
380.  Ketentuan Pasal 57 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 5 72  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 71 , Inspektorat II I menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan  

di wilayah I II; 
b.  penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan 

internal di wilayah I II; 
c. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan rencana kerja,  
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kinerja , serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah 
II I;  

d.  pembinaan dan p elaksanaan tata kelola, kepatuhan  
intern al, dan  manajemen risiko di wilayah I II; 

e. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan,  
laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
Jaksa dan pelanggaran dis iplin di wilayah III; 

f. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan 
berdasarkan adanya laporan pengaduan dan adanya 

indikasi pelanggaran  kode etik Jaksa dan pelanggaran 
disiplin dalam penanganan perkara di wilayah III; 

g. pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur 
sipil negara non -Jaksa , apabila berdasarkan hasil 

pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak 
pidana korupsi di wilayah I II setelah mendapatkan 
persetujuan Jaksa Agung;  

h.  pelaksanaan pengawasan pengelolaan teknologi 
informasi dan komunikasi di wilayah III;  

i.  pelaksanaan pen gawasan pengelolaan data di wilayah 
III;  

j.  pendampingan dalam pemeriksaan dan pengawasan 
oleh auditor ekstern al  dan penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan 

ekstern al  di wilayah I II yang menjadi tanggung jawab 
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  

k.  pelaksanaan bimbingan teknis  mengenai pengawasan  
dan konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, 

dan pemaparan hasil pengawasan di wilayah III; 
l.  pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan intern al  dan ekstern al  di wilayah I II; 

m.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan wilayah III; 

n.  pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya; dan  

o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Inspektorat III . 

 

381.  Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 573 diubah sehingga 
Pasal 573 berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 573  

Inspektorat III terdiri atas:  
a. Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 

Tugas Umum;  

b.  Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata , dan 
Tata Usaha Negara;  

c. Inspektorat Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, 
dan Pidana Militer; dan  

d.  Subbagian Tata Usaha.  
 

382.  Ketentuan Pasal 574 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 574  

Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 
Tugas Umum mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan bidang kepegawaian, pemulihan aset, tugas 
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umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi 
dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 

 
383.  Ketentuan Pasal 575  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 575  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 574, Inspektorat Muda Kepegawaian, 
Pemulihan Aset, dan Tugas Umum menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan  penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan kepegawaian, pemulihan aset, tugas 
umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data;  
b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan rencana kerja, 

kinerja , serta kegi atan pengawasan lainnya di bidang 
kepegawaian, pemulihan aset, tugas umum dan 

perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi dan 
komunikasi , dan  pengelolaan data;  

c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan  intern al , dan 
manajemen risiko di bidang kepegawaian, pemul ihan 
aset, tugas umum dan perlengkapan , pengelolaan 

teknologi informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan 
data;  

d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 

Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang kepegawai an, 
pemulihan aset, tugas umum dan perlengkapan , 
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi , dan  

pengelolaan data;  
e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 

Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , apabila 
berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat c ukup bukti 

melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah II I setelah 
mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 

konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 
pemaparan hasil pengawasan bidang kepegawaian,  

pemulihan aset, tugas umum dan perlengkapan , 
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi , dan  

pengelolaan data;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan intern al  dan ekstern al  di bidang 

kepegawaian, pemulihan aset, tugas umum, dan 
perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi dan 

komunikasi , dan  pengelolaan data;  
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan di bidang kepegawaian, pemulihan aset, 
tugas umum dan p erlengkapan , pengelolaan teknologi 
informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data; dan  

i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di bidang kepegawaian, pemulihan aset, tugas 
umum dan perlengkapan , pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 
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384.  Ketentuan Pasal 576 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 576  
Inspektorat Muda Kepegawaian, Pemulihan Aset, dan 

Tugas Umum terdiri atas:  
a. Pemeriksa Kepegawaian; dan  
b.  Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan 

Perlengkapan.  
 

385.  Ketentuan Pasal 577 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 577  
(1) Pemeriksa Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan  penyiapan bahan penyusunan rencana 
dan program kerja pengawasan, pelaksanaan 
pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan 

internal,  dan manajemen risiko, pelaksanaan 
pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan 

pengaduan dugaan  pelanggaran kode etik Jaksa dan  
pelanggaran disiplin, penyiapan dan pelaksanaan 

penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara 
non -Jaksa , pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 
pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 

pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 
pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 
pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 
pengawasan di bidang kepegawaian.  

(2) Pemeriksa Pemulihan Aset, Tugas Umum dan 
Perlengkapa n mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan,  

pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal, dan  
manajemen risiko, pelaksanaan pemeriksaan atas 
adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaa n 

pelanggaran kode etik Jaksa dan pelanggaran 
disiplin, penyiapan dan pelaksanaan penyidikan 

terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , 
pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 

pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 
pelatihan, dan pema paran hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 
pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 
pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan h asil 

pengawasan  di bidang pemulihan aset, tugas umum 
dan perlengkapan , pengelolaan teknologi informasi 
dan komunikasi , dan  pengelolaan data . 

 
 

 
 

 



- 237 - 
 

 

386.  Ketentuan Pasal 5 79  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 5 79  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 78 , Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, 
Perdata , dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan di bidang tindak pidana umum, perdata, 

dan tata usaha negara ; 
b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan  rencana kerja,  
kinerja , serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang 

tindak pidana umum, perdata , dan tata usaha negara ; 
c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal , dan 

mana jemen risiko di bidang tindak pidana umum, 

perdata , dan tata usaha negara ; 
d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 

laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang tindak pidana 

umum, perdata , dan tata usaha negara ; 
e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 

Jaksa dan aparatur sipil negara non-Jaksa , apabila 

berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti 
melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah III setelah 

mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 
f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 

konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 
pemaparan hasil pengawasan di bidang tindak pidana 
umum, perdata , dan tata usaha negara ; 

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al  di bidang tindak 

pidana umum, perdata , dan tata usaha negara ; 
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan di bidang tindak pidana umum, perdata, 
dan tata usa ha negara ; dan  

i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  
lainnya di bidang tindak pidana umum, perdata , dan 

tata usaha negara . 
 

387.  Ketentuan Pasal 58 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 5 81  

(1) Pemeriksa Tindak Pidana Umum  mempunyai tugas 
melakukan  penyiapan  bahan  penyusunan rencana 

dan program kerja pengawasan, pelaksanaan 
pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan 

internal , dan manajemen risiko, pelaksanaan 
pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan 
pengaduan dugaan  pelanggaran kode etik Jaksa dan  

pelanggar an disiplin, penyiapan dan pelaksanaan 
penyidikan terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara 

non -Jaksa , pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 
pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 

pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 
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pemantauan dan pemu takhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 

pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 

pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 
pengawasan  di bidang tindak pidana umum . 

(2) Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara  

mempunyai tugas melakukan  penyiap an bahan 
penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, 

pelaksanaan pengaw asan,  pelaksanaan  tata kelola, 
kepatuhan internal , dan manajemen risiko, 

pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan  pelanggaran kode 

etik Jaksa dan  pelanggaran disiplin, penyiapan dan 
pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan  
aparatur sipil negara non -Jaksa , pelaksanaan 

bimbingan teknis mengenai pengawasan, konsultasi 
melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan pemaparan 

hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran 
tindak lanjut hasil pengawasan  intern al  dan 

ekstern al , penyiapan pelaksanaan kerja sama 
pengawasan  dengan aparat pengawasan internal 
pemerintah  lainnya, dan pelaksanaan evaluasi serta 

penyusunan laporan hasil pengawasan  di bidang 
perdata dan tata usaha negara . 

 
388.  Ketentuan Pasal 582 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 582  

Inspektorat Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan 

Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan bidang intelijen, tindak pidana khusus, dan 

pidana militer.  
 

389.  Ketentuan Pasal 583 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 583  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 582, Inspektorat Muda Intelijen, Tindak 

Pidana Khusus, dan Pidana Militer menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan di bidang intelijen, tindak pidana khusus, 
dan pidana militer ; 

b.  pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan  rencana kerja,  

kinerja , serta kegiatan pengawasan la innya di bidang 
intelijen, tindak pidana khusus, dan pidana militer ; 

c. pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal , 
manajemen risiko  di bidang  intelijen, tindak pidana 
khusus , dan pidana militer ; 

d.  pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 

Jaksa dan  pelanggaran disiplin di bidang  intelijen, 
tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 

e. penyiapan dan pelaksanaan penyidikan terhadap 
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Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , apabila 
berdasarkan hasil pemeriks aan terdapat cukup bukti 

melakukan tindak pidana korupsi  di wilayah I I setelah 
mendapatkan persetujuan Jaksa Agung ; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis mengenai pengawasan, 
konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan 
pemaparan hasil pengawasan di bidang  intelijen, 

tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan  intern al  dan ekstern al  di bidang  intelijen, 
tindak pidana khusus , dan pidana militer ; 

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan di bidang intelijen, tindak pidana khusus, 

dan pidana militer ; dan  
i.  penyiapan pelaksanaan kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan  internal pemerintah  

lainnya di bidang intelijen, tindak pidana khusus , dan 
pidana militer . 

 
390.  Ketentuan Pasal 580 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 580  

Inspektorat  Muda Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan 

Pidana Militer terdiri atas:  
a. Pemeriksa Intelijen; dan  

b.  Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer.  
 

391.  Ketentuan Pasal 581 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 581  

(1) Pemeriksa Intelijen mempunyai tugas melakukan  
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan,  
pelaksanaan  tata kelola, kepatuhan internal,  

manajemen risiko, pelaksanaan pemeriksaan atas 
adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan  
pelanggaran kode etik Jaksa dan  pelanggaran 

disiplin, penyiapan dan pelaksanaan penyidikan 
terhadap Jaksa dan aparatur sipil negara non -Jaksa , 

pelaksanaan bimbingan teknis mengenai 
pengawasan, konsultasi melalui asistensi, fasilitasi, 

pelatihan, dan pemaparan hasil pengawasan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan  intern al  dan ekstern al , penyiapan 

pelaksanaan kerja sama pengawasan  dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya, dan 

pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan hasil 
pengawasan  di bidang intelijen.  

(2) Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer 
mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan 
penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, 

pelaksanaan pengawasan,  pelaksanaan  tata kelola, 
kepatuhan internal,  dan manajemen risiko, 

pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, 
laporan, dan pengaduan dugaan  pelanggaran kode 

etik Jaksa dan  pelanggaran disiplin, penyiapan dan 
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pelaksanaan penyidikan terhadap Jaksa dan 
aparatur sipil negara non -Jaksa , pelaksanaan 

bimbingan  teknis mengenai pengawasan, konsultasi 
melalui asistensi, fasilitasi, pelatihan, dan pemaparan 

hasil pengawasan, pemantauan dan pemutakhiran 
tindak lanjut hasil pengawasan  intern al  dan 
ekstern al , penyiapan pelaksanaan kerja sama 

pengawasan  dengan aparat p engawasan internal 
pemerintah  lainnya, dan pelaksanaan evaluasi serta 

penyusunan laporan hasil pengawasan  di bidang 
tindak pidana khusus dan pidana militer.  

 
392.  Ketentuan Bagian Ketujuh Bab VIII diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Ketujuh  

Inspektorat Keuangan I  
 

393.  Ketentuan Pasal 587 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 587  
(1) Inspektorat Keuangan I melaksanakan tugas 

pengawasan di bidang pengelolaan keuangan, 

penerimaan negara, dan proyek pembangunan, 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya . 
(2) Wilayah kerja Inspektorat Keuangan I meliputi:  

a. Jaksa Agung  Muda  Bidang Pembinaan ; 
b.  Badan Pendidikan dan Pelatihan ; 
c. Badan Pemulihan Aset ; 

d.  Pusat Kesehatan Yustisial ; 
e. Kejaksaan Tinggi Aceh;  

f. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  
g. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;  

h.  Kejaksaan Tinggi Riau;  
i.  Kejaksaan Tinggi Jambi;  
j.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;  

k.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;   
l.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;  

m.  Kejaksaan Tinggi Bengkulu;  
n.  Kejaksaan Tinggi Lampung;  

o. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;  
p.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;  
q. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;  

r.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan  
s. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara . 

 
394.  Ketentuan Pasal 58 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 5 88  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 587, Inspektorat Keuangan I 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan 
pada Inspektorat Keuangan I;  

b.  penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan 



- 241 - 
 

 

keuangan di wilayah I;  
c. pelaksanaan reviu atas rencana anggaran dan revisi 

anggaran di wilayah I ; 
d.  pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 

pada satuan kerja Kejaksaan di wilayah I ; 
e. pelaksanaan reviu laporan keuangan Kejaksaan di 

wilayah I;  

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada satuan kerja Kejaksaan di 

wilayah I;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan di wilayah I;  
h.  pelaksa naan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan di Inspektorat Keuangan I;  
i.  pelaksanaan pengendali an  pengawasan keuangan 

pada  satuan kerja Kejaksaan di wilayah I;  

j.  pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil 
pengawasan intern dan ekstern yang terkait  dengan 

bidang tugas Inspektorat Keuangan I;  
k.  pelaksanaan peran konsultasi pengawasan keuangan 

di wilayah I;  
l.  pelaksana an peran pembantuan penghitungan 

kerugian negara dan perekonomian negara dalam 

proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara 
di wilay ah I ; 

m.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan keuangan di wilayah I;  

n.  pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  di wilayah I; dan  

o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Inspektorat Keuangan I . 
 

395.  Ketentuan Pasal 589 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 589  
Inspektorat Keuangan I terdiri atas:  
a. Inspektorat Muda Keuangan I;  

b.  Inspektorat Muda Keuangan  II;  
c. Inspektorat Muda Keuangan  III; dan  

d.  Subbagian Tata Usaha . 
 

396.  Ketentuan Pasal 590 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 590  

(1) Inspektorat Muda Keuangan I mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 

belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 
penghitungan kerugian negara dan perekonomian 

negara , dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas 
pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 
Muda Keuangan  I.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  I meliputi:  
a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ; 

b.  Kejaksaan Tinggi Aceh;  
c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;  

d.  Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;  
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e. Kejaksaan Tinggi Bengkulu; dan  
f. Kejaksaan Tinggi Lampung.  

 

397.  Ketentuan Pasal 591 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 591  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 590, Inspektorat Muda Keuangan I 

menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I;  

b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis Kejaksaan;  

c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 
terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 
bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I;  
d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terkait 

pengelo laan belanja negara, penerimaan negara bukan 
pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 

Muda Keuangan I;  
e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 

dan perekonomian negara  dalam proses penyidikan, 

penuntutan, dan eksekusi perkara di wilayah 
Inspektorat Muda Keuangan I; 

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan terkait pengelolaan  belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 

Keuangan I;  
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I; dan  
i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  
lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I.  
 

398.  Ketentuan Pasal 592 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 592  
Inspektur Muda Keuangan I terdiri atas:  

a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak; dan  

b.  Pemeriksa Keuangan Teknis . 

 
399.  Ketentuan Pasal 593 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 593  

(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan 

keuangan, pelaksanaan internal audit atas 
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pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Badan Pe meriksa 

Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 
koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 

pengelolaan belanja negara dan penerimaan negara 
bukan pajak di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 

Muda Keuangan I.  
(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan, pelaksanaan internal audit 

atas pengelolaan keu angan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 

lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 

koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 

pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 
pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 
tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 

militer, serta perdata dan tata usaha negara di daerah 
pada wil ayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I . 

 
400.  Ketentuan Pasal 59 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 59 4 

(1) Inspektorat Muda Keuangan II mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 
belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 

penghitungan kerugian negara dan perekonomian 
negara , dan keuangan teknis , serta pelaksanaan 

tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja 
Inspektorat Muda Keuangan  II.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  II 

meliputi:  

a. Badan Pendidikan dan Pelatihan ; 

b.  Pusat Kesehatan Yustisial ; 

c. Kejaksaan Tinggi Riau;  
d.  Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;  

e. Kejaksaan Tinggi Jambi;  
f. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan; dan  
g. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.  

 
401.  Ketentuan Pasal 59 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 5 95 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 4, Inspektorat Muda Keuangan I I 
menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I I;  

b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 
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pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 

keuangan teknis Kejaksaan;  
c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 

terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 
bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 
Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II;  

d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terkait 
pengel olaan belanja negara, penerimaan negara bukan 

pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 
Muda Keuangan II;  

e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 
dan perekonomian negara dalam proses penyidikan, 

penuntutan, dan eksekusi perkara di wilaya h 
Inspektorat Muda Keuangan II ; 

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 
Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II;  

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan terkait pengelo laan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 
Keuangan I I;  

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan II; dan  

i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II.  
 

402.  Ketentuan Pasal 59 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 59 6 

Inspekt orat  Muda Keuangan II terdiri atas:  
a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; dan  
b.  Pemeriksa Keuangan Teknis . 
 

403.  Ketentuan Pasal 59 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 5 97  

(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan pengawasan keuangan, 

pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 
keuangan, reviu laporan keuangan, tindak lanjut 

hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan , 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan, evaluasi , dan penyusunan 

laporan hasil pengawasan, dan koordinasi kerja sama 
pengawasan dengan aparat pengawasan int ernal 

pemerintah  lainnya terkait pengelolaan belanja 
negara dan penerimaan negara bukan pajak pada 

wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I I.  
(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

pengawasan keuangan, pel aksanaan internal audit 
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atas pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi , dan 

penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 
koor dinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 

pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 
pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 

tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 
militer, serta perdata dan tata usaha negara pada 

wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I I.  
 

404.  Ketentuan Pasal 598 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 598  

(1) Inspektorat Muda Keuangan III mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 

belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 
penghitungan kerugian negara dan perekonomian 

negara , dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas 
pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 
Muda Keuangan  III.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  III 
meliputi:  

a. Badan Pemulihan Aset ; 

b.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;  
c. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;  

d.  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;  
e. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; dan  
f. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara . 

 
405.  Ketentuan Pasal 599 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 599  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 8, Inspektorat Muda Keuangan III 
menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan III;  

b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis Kejaksaan;  

c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 

terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 
bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 

Kejaksaan  di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III;  
d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terkait 

pengelolaan belanja negara, penerimaan negara bukan 
pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 
Muda Keuangan III;  

e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 
dan perekonomian negara dalam proses penyidikan, 

penuntutan, dan eksekusi perkara di wilayah 
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Inspektorat Muda Keuangan III ; 
f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 
Kejaksaan di  wilayah Inspektorat Muda Keuangan III;  

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 

keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 
Keuangan III;  

h.  pelaksanaan evaluas i dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan III; dan  

i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III.  
 

406.  Ketentuan Pasal 600 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 600  

Inspekt orat  Muda Keuangan III terdiri atas:  
a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; dan  
b.  Pemeriksa Keuangan Teknis.  

 

407.  Ketentuan Pasal 601 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 601  
(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan  penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan pengawasan keuangan,  
pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 

keuangan, reviu laporan keuangan,  tindak lanjut 
hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan , 

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan, evaluasi , dan penyusunan 

laporan hasil pengawasan,  dan koordinasi kerja sama 
pengawasan dengan aparat pengawasan internal 
pemerintah  lainnya terkait pengelolaan belanja 

negara dan penerimaan negara bukan pajak pada 
wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan II I.  

(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

pengawasan keuangan, pelaksanaan internal audit 
atas pengelolaan keu angan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi , dan 

penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 
koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 
pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 
pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 

tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 
militer, serta perdata dan tata usaha negara pada 

wilayah kerja  Inspektorat Muda Keuangan III . 
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408.  Ketentuan Pasal 60 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 60 2 
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat 
Keuangan I.  

 

409.  Ketentuan  Bagian Kedelapan  Bab VIII diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  

 
Bagian Kedelapan  

Inspektorat Keuangan II  
 

410.  Ketentuan Pasal 603 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 603  

(1) Inspektorat Keuangan II melaksanakan tugas 
pengawasan di bidang pengelolaan keuangan, 

penerimaan negara, dan proyek pembangunan, 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya.  
(2) Wilayah kerja Inspektorat Keuangan II meliputi:  

a. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;  

b.  Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusu s;  
c. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;  

d.  Pusat Penerangan Hukum;  
e. Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum;  

f. Kejaksaan Tinggi Banten ; 
g. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ; 
h.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 

i.  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;  
j.  Kejaksaan Tinggi Daera h Istimewa Yogyakarta; 

dan  
k.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur . 

 
411.  Ketentuan Pasal 60 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 604  
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 3, Inspektorat Keuangan II 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan 
pada Inspektorat Keuangan II;  

b.  penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan 

keuangan di wilayah II;  
c. pelaksanaan reviu atas rencana anggaran dan revisi 

anggaran di wilayah II ; 
d.  pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 

pada satuan kerja Kejaksaan di wilayah II;  
e. pelaksanaan reviu laporan keuangan Kejaksaan di 

wilayah II;  

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada satuan kerja Kejaksaan di 

wilay ah II;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan di wilayah II;  
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h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan di Inspektorat Keuangan II;  

i.  pelaksanaan pengendali an  pengawasan keuangan 
pada  satuan kerja Kejaksaan di w ilayah II;  

j.  pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil 
pengawasan intern dan ekstern yang terkait dengan 
bidang tugas Inspektorat Keuangan II;  

k.  pelaksanaan peran konsultansi pengawasan keuangan 
di wilayah II;  

l.  pelaksana an peran pembantuan penghitungan 
keru gian negara dan perekonomian negara dalam 

proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara 
di wilayah II ; 

m.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan keuangan di wilayah II;  

n.  pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat 

pengawasan int ernal pemerintah  di wilayah II; dan  
o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Inspektorat Keuangan II . 
 

412.  Ketentuan Pasal 605 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 605  

Inspektorat Keuangan II terdiri atas:  
a. Inspektorat Muda Keuangan I;  

b.  Inspektorat Muda Keuangan  II;  
c. Inspektorat Muda Keuangan  III; dan  

d.  Subbagian Tata Usaha . 
 

413.  Ketentuan Pasal 606 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 606  

(1) Inspektorat Muda Keuangan I mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 

belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 
penghitungan kerugian negara dan perekonomian 
negara , dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas 

pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 
Muda Keuangan  I. 

(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  I meliputi:  
a. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;  

b.  Pusat Penerangan Hukum;  
c. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta; dan  
d.  Kejaksaan Tinggi Banten . 

 
414.  Ketentuan Pasal 607 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 607  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 06 , Inspektorat Muda Keuangan I 
menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I;  

b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
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keuangan teknis Kejaksaan;  
c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 

terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 
bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I;  
d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terk ait 

pengelolaan belanja negara, penerimaan negara bukan 

pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 
Muda Keuangan I;  

e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 
dan perekonomian negara  dalam proses penyidikan, 

penuntutan, dan eksekusi perkara di wilayah 
Inspektorat Muda Keuangan I; 

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 
Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I;  

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 

Keuangan I;  
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I; dan  

i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama peng awasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I. 
 

415.  Ketentuan Pasal 608 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 608  

Inspekt orat  Muda Keuangan I terdiri atas:  
a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; dan  
b.  Pemeriksa Keuangan Teknis.  

 
416.  Ketentuan Pasal 609 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 609  
(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan 

keuangan, pelaksanaan internal audit atas 
pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Badan Pe meriksa 

Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 
koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 
pengelolaan belanja negara dan penerimaan negara 
bukan pajak di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 

Muda Keuangan I.  
(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan, pelaksanaan internal audit 

atas pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 
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tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 

lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 

koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 
pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 

pemuli han aset, serta penanganan perkara di bidang 
tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 

militer, serta perdata dan tata usaha negara di daerah 
pada wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I . 

 
417.  Ketentuan Pasal 61 0 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berik ut:  
Pasal 61 0 

(1) Inspektorat Muda Keuangan II mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 
belanja negara, penerimaan negara bukan pajak, 

penghitungan kerugian negara dan perekonomian 
negara, dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas 

pengawasan di daerah p ada wilayah kerja Inspektorat 
Muda Keuangan  II.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan II 

meliputi:  
a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana 

Khusus;  
b.  Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; dan  

c. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.  
 

418.  Ketentuan Pasal 61 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 611  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 0, Inspektorat Muda Keuangan II 

menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan II;  
b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 

pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak, dan 
keuangan teknis Kejaksaan;  

c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 
terkait peng elolaan belanja negara, penerimaan negara 

bukan pajak, dan keuangan teknis di satuan kerja 
Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II;  

d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terkait 
pengelolaan belanja negara, penerimaan negara bukan 
pajak, dan keuangan  teknis di wilayah Inspektorat 

Muda Keuangan II;  
e. pelaksanaan penyiapan penghitungan kerugian negara 

dan perekonomian negara dalam proses penyidikan, 
penuntutan, dan eksekusi perkara di wilayah 

Inspektorat Muda Keuangan II;  
f. pelaksanaan tindak lanjut hasil t emuan Badan 

Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II;  
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g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak, dan 
keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 

Keuangan II;  
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan II; dan  

i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di wilayah  Inspektorat Muda Keuangan II . 
 

419.  Ketentuan Pasal 61 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 61 2 
Inspektur  Muda Keuangan II terdiri atas:  
a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; dan  
b.  Pemeriksa Keuangan Teknis.  

 
420.  Ketentuan Pasal 61 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 613  

(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan pengawasan keuangan, 

pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 
keuanga n, reviu laporan keuangan, tindak lanjut 

hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan , 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan, evaluasi , dan penyusunan 

laporan hasil pengawasan, dan koordinasi kerja sama 
pengawasan dengan aparat penga wasan internal 

pemerintah  lainnya terkait pengelolaan belanja 
negara dan penerimaan negara bukan pajak pada 

wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I I.  
(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

pengawasan keuangan, pelaksanaan internal audit 
atas pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 

tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 

lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi , dan 
penyusunan laporan ha sil pengawasan, dan 
koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 
pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 

pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 
tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pi dana 

militer, serta perdata dan tata usaha negara pada 
wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I I. 

 

421.  Ketentuan Pasal 614 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 61 4 
(1) Inspektorat Muda Keuangan III mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 
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belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 
penghitungan kerugian negara dan perekonomian 

negara , dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas 
pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 

Muda Keuangan  III.  
(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  III 

meliputi:  

a. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;  
b.  Pusat Strategi Kebij akan Penegakan Hukum;  

c. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; dan  
d.  Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 
422.  Ketentuan Pasal 615 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 615  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 4, Inspektorat Muda Keuangan III 
menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan III;  

b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 

keuangan teknis Kejaksaan;  
c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 

terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 
bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III;  
d.  pelaksanaan reviu lapo ran keuangan terkait 

pengelolaan belanja negara, penerimaan negara bukan 

pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 
Muda Keuangan III;  

e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 
dan perekonomian negara dalam proses penyidikan, 

penuntutan, da n eksekusi perkara di wilayah 
Inspektorat Muda Keuangan III ; 

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 
Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III;  

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
penga wasan keuangan terkait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 
Keuangan III;  

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan III; dan  

i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III.  
 

423.  Ketentuan ayat (2) Pasal 616 diubah sehingga Pasal 616 

berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 61 6 

Inspekt orat  Muda Keuangan III terdiri atas:  
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a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak; dan  

b.  Pemeriksa Keuangan Teknis.  
 

424.  Ketentuan Pasal 617 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 617  

(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan  penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan pengawasan keuangan,  
pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 

keuangan, reviu l aporan keuangan,  tindak lanjut 
hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan , 

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan, evaluasi , dan penyusunan 
laporan hasil pengawasan,  dan koordinasi kerja sama 

pengawasan dengan aparat pengawasan inte rnal 
pemerintah  lainnya terkait pengelolaan belanja 

negara dan penerimaan negara bukan pajak pada 
wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan II I.  

(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan, pel aksanaan internal audit 

atas pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi , dan 

penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 
koor dinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 

pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 
pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 

tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 
militer, serta perdata dan tata usaha negara pada 

wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan III.  
 

425.  Ketentuan Pasal 6 18  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 6 18  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat 

Keuangan I I. 
 

426.  Ketentuan  Bagian Kesembilan  Bab  VII diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Bagian Kesembilan  
Inspektorat Keuangan III  

 
427.  Ketentuan Pasal 619 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 6 19  
(1) Inspektorat Keuangan III melaksanakan tugas 

pengawasan di bidang pengelolaan keuangan, 
penerimaan negara, dan proyek pembangunan, 
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melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat Keuangan III meliputi:  
a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;  

b.  Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara ; 

c. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;  

d.  Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi 
Informasi;  

e. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ; 
f. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;  

g. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;  
h.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;  

i.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;  
j.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo;  
k.  Kejaksaan Tinggi Bali;  

l.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;  
m.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;  

n.  Kejaksaan Tinggi Maluku;  
o. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;  

p.  Kejaksaan Tinggi Papua; dan  
q. Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 

428.  Ketentuan Pasal 62 0 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 62 0 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 19 , Inspektorat Keuangan III 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan 

pada Inspektorat Keuangan III;  
b.  penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan 

keuangan di wilayah III;  
c. pelaksanaan reviu atas rencana anggaran dan revisi 

anggaran di wilayah III;  
d.  pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 

keuangan pada satuan kerja Kejaksaan di wilayah III;  

e. pelaksanaan reviu laporan keuangan Kejaksaan di  
wilayah III;  

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada satuan kerja Kejaksaan di 

wilayah III;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan di wilayah III;  

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan di Inspektorat Keuangan III;  

i.  pelaksanaan pengendalian pengawasan keuangan 
pada satuan kerja Kejaksaan di wilayah III;  

j.  pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil 
pengawasan intern dan ekstern yang terkait dengan 
bidang tugas Inspektorat Keuang an III;  

k.  pelaksanaan peran konsultansi pengawasan 
keuangan di wilayah III;  

l.  pelaksana an peran pembantuan penghitungan 
kerugian negara dan perekonomian negara dalam 
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proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi 
perkara di wilayah III;  

m.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan keuangan di wilayah III;  

n.  pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  di wilayah III; dan  

o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Inspektorat Keuangan III . 
 

429.  Ketentuan Pasal 62 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 62 1 
Inspektorat Keuangan III terdiri atas:  

a. Inspektorat Muda Keuangan I;  
b.  Inspektorat Muda Keuangan  II;  

c. Inspektorat Muda Keuangan  III; dan  
d.  Subbagian Tata Usaha.  

 

430.  Ketentuan Pasal 622 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 62 2 
(1) Inspektorat Muda Keuangan I mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 
belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 
penghitungan kerugian negara dan perekonomian 

negara , dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas 
pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 

Muda Keuangan  I.  
(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  I meliputi:  

a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pida na Umum ; 
b.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;  

c. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;  
d.  Kejaksaan Tinggi Gorontalo;  
e. Kejaksaan Tinggi Maluku; dan  

f. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara . 

 

431.  Ketentuan Pasal 62 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 62 3 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 624 , Inspektorat Muda Keuangan I 

menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I;  
b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 

pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis Kejaksaan;  

c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 
terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 

bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 
Kejaksaan, baik di wilayah Inspektorat Muda 

Keuangan I;  
d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terkait 

pengelolaan belanja negara, penerimaan negara bukan 

pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 
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Muda Keuangan I;  
e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 

dan perekonomian negara  dalam proses penyidikan, 
penuntutan, dan eksekusi perkara di wi layah 

Inspektorat Muda Keuangan I; 
f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan terkait penge lolaan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 

keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 
Keuangan I;  

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 
pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I; dan  

i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasa n 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  
lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan I.  

 
432.  Ketentuan Pasal 62 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 62 4 

Inspektur Muda Keuangan I terdiri atas:  

a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak; dan  

b.  Pemeriksa Keuangan Teknis . 
 

433.  Ketentuan Pasal 625 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 625  

(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan kebijakan pengawasan keuangan, 
pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 

keuangan, reviu laporan keuangan, tindak lanjut 
hasil temuan Badan Pe meriksa Keuangan, 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan, evaluasi, dan penyusunan 
laporan hasil pengawasan, dan koordinasi kerja sama 

pengawasan dengan aparat pengawasan internal 
pemerintah  lainnya terkait pengelolaan belanja 

negara dan penerimaan negara bukan pajak di daerah 
pada wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I.  

(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan, pelaksanaan internal audit 

atas pengelolaan keu angan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi, dan 
penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 

koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 

pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 
pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 

tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 
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militer, serta perdata dan tata usaha negara di daerah 
pada wil ayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I . 

 
434.  Ketentuan Pasal 62 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 62 6 

(1) Inspektorat Muda Keuangan II mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 
belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 

penghitungan kerugian negara dan perekonomian 
negara , dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas 

pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 
Muda Keuangan  II.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  II 
meliputi:  
a. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata d an Tata 

Usaha Negara;  
b.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;  

c. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;  
d.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat; dan  

e. Kejaksaan Tinggi Bali.  
 

435.  Ketentuan Pasal 62 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 62 7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 6, Inspektorat Muda Keuangan I I 

menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan I I;  
b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 

pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis Kejaksaan;  

c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 
terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 

bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 
Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II;  

d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terkait 
pengel olaan belanja negara, penerimaan negara bukan 
pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 

Muda Keuangan II;  
e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 

dan perekonomian negara dalam proses penyidikan, 
penuntutan, dan eksekusi perkara di wilaya h 

Inspektorat Muda Keuangan II ; 
f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan terkait pengelo laan belanja 
negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 

keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 
Keuangan I I;  

h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan II; dan  
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i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan II.  
 

436.  Ketentuan Pasal 628  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 6 28  

Inspekt orat  Muda Keuangan II terdiri atas:  
a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; dan  
b.  Pemeriksa Keuangan Teknis.  
 

437.  Ketentuan Pasal 629 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 629  

(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan pengawasan keuangan, 

pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 
keuangan, reviu laporan keuangan, tindak lanjut 

hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan , 
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan, evaluasi , dan penyusunan 
laporan hasil pengawasan, dan koordinasi kerja sama 
pengawasan dengan aparat pengawasan internal 

pemerintah  lainnya terkait pengelolaan belanja 
negara dan penerimaan negara bukan pajak pada 

wilayah  kerja Inspektorat Muda Keuangan I I.  
(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan, pelaksanaan internal audit 

atas pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 
tindak lanjut hasil temuan Bada n Pemeriksa 
Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 

lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi , dan 
penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 

koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 

pengelolaan keua ngan biaya kegiatan intelijen, 
pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 
tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 

militer, serta perdata dan tata usaha negara pada 
wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan I I. 

 
438.  Ketentuan Pasal 630 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 63 0 

(1) Inspektorat Muda Keuangan III mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan 
belanja negara, penerimaan negara bukan pajak , 

penghitungan kerugian negara dan perekonomian 
negara , dan keuangan  teknis serta pelaksanaan tugas 

pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat 
Muda Keuangan  III.  

(2) Wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan  III 

meliputi:  
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a. Jaksa Agung Muda  Bidang  Pengawasan;  
b.  Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi 

Informasi;  
c. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;  

d.  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;  
e. Kejaksaan Tinggi Papua; dan  
f. Kejaksaan Tinggi Papua Barat.  

 
439.  Ketentuan Pasal 63 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 63 1 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63 0, Inspektorat Muda Keuangan III 

menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan III;  

b.  pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan 
pengawasan keuangan terk ait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis Kejaksaan;  

c. pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan 
terkait pengelolaan belanja negara, penerimaan negara 
bukan pajak , dan keuangan teknis di satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III;  
d.  pelaksanaan reviu laporan keuangan terkait 

pengelolaan belanja negara, penerimaan negara bukan 
pajak , dan keuangan teknis di wilayah Inspektorat 

Muda Keuangan III;  
e. pelaksanaan pen yiapan  penghitungan kerugian negara 

dan perekonomian negara dalam proses penyidikan, 

penuntutan, dan eksekusi perkara di wilayah 
Inspektorat Muda Keuangan III ; 

f. pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja 

Kejaksaan di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III;  
g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan keuangan terkait pengelolaan belanja 

negara, penerimaan negara bukan pajak , dan 
keuangan teknis di wilayah Inspektorat Muda 

Keuangan III;  
h.  pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil 

pengawasan pada Inspektorat Muda Keuangan III; dan  
i.  pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan 

dengan aparat pengawasan internal pemerintah  

lainnya di wilayah Inspektorat Muda Keuangan III.  
 

440.  Ketentuan Pasal 63 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 63 2 
Inspektur Muda Keuangan III terdiri atas:  
a. Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; dan  
b.  Pemeriksa Keuangan Teknis.  
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441.  Ketentuan Pasal 633 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 633  
(1) Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan  penyiapan 
bahan penyusunan kebijakan pengawasan keuangan,  
pelaksanaan internal audit atas pengelolaan 

keuangan, reviu laporan keuangan,  tindak lanjut 
hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan , 

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan keuangan, evaluasi , dan penyusunan 

laporan hasil pengawasan,  dan koordinasi kerja sama 
pengawasan dengan aparat pengawasan internal 

pemerintah  lainnya terkait pengelolaan belanja 
negara dan penerimaan negara bukan pajak pada 
wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan II I.  

(2) Pemeriksa Keuangan Teknis mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

pengawasan keuangan, pelaksanaan internal audit 
atas pengelolaan keuangan, reviu laporan keuangan, 

tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan, pemantauan dan pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan keuangan, evaluasi , dan 

penyusunan laporan hasil pengawasan, dan 
koordinasi kerja sama pengawasan dengan aparat 

pengawasan internal pemerintah  lainnya terkait 
pengelolaan keuangan biaya kegiatan intelijen, 

pemulihan aset, serta penanganan perkara di bidang 
tindak pidana  umum, tindak pidana khusus, pidana 
militer, serta p erdata dan tata usaha negara pada 

wilayah kerja Inspektorat Muda Keuangan III . 
 

442.  Pasal 63 4 dihapus . 
 

443.  Pasal 63 5 dihapus . 
 

444.  Pasal 63 6 dihapus . 

 
445.  Pasal 63 7 dihapus . 

 
446.  Ketentuan Pasal 63 8 diubah sehingga  berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 638  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat 
Keuangan III.  

  
447.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 639  diubah  dan Pasal 

639  ayat (4) dihapus  sehingga Pasal 639  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 639  

(1) Kelompok jabatan fungsional pada Jaksa Agung 
Muda Bidang Pengawasan  terdiri atas:  

a. Jaksa; dan  
b.  fungsional lainnya.  
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(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja.  
(3) Jenis, jenjang, dan tugas jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan . 

(4) Dihapus.  

 
448.  Ketentuan Pasal 640  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 640  

Jaksa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639  ayat (1) 
huruf a dapat ditugaskan pada  satuan khusus  

penanganan  laporan pengaduan , kepatuhan internal, 
manajemen risiko, dan lingkup bidang pengawasan 
lainnya berdasarkan kebijakan Jaksa Agung Muda 

Pengawasan . 
 

449.  Ketentuan  ayat (1)  Pasal 657 diubah sehingga Pasal 657 
berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 657  

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan 

urusan kerumahtangg aan, ketertiban dan 
kebersihan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, 

penyelenggaraan hubungan masyarakat dan urusan 
keprotokolan, dan melakukan penyusunan rencana 

kebutuhan, pemeliharaan, pengaturan atas 
penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya.  

(2) Subbagian Pers uratan melaksanakan penerimaan, 

pengagendaan, penggandaan, pendistribusian dan 
pengarsipan serta pendokumentasian surat dan 

dokumen lainnya.  
(3) Subbagian Perlengkapan, Perpustakaan dan 

Dokumentasi mempunyai tugas melakukan 
penyusunan rencana kebutuhan perleng kapan, 
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pemeliharaan, pengelolaan barang milik negara, 
pengelolaan museum, perpustakaan dan 

dokumentasi.  
 

450.  Di  antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab , yakni 
BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

BAB IXA  
BADAN PEMULIHAN ASET  

 
451.  Di  antara Pasal 691  dan Pasal 692 disisipkan 37 (tiga 

puluh  tujuh ) pasal, yakni Pasal 691A , Pasal 691 B,  Pasal 
691 C, Pasal 691 D,  Pasal 691 E,  Pasal 691 F, Pasal 691 G, 
Pasal 691 H,  Pasal 691 I,  Pasal 691 J,  Pasal 691 K, Pasal 

691 L, Pasal 691 M, Pasal 691 N, Pasal 691 O, Pasal 691 P, 
Pasal 691 Q, Pasal 691 R, Pasal 691 S, Pasal 691 T, Pasal 

691 U, Pasal 691 V, Pasal 691 W, Pasal 691 X, Pasal 691 Y, 
Pasal 691 Z, Pasal 691A A, Pasal 691A B,  Pasal 691A C, Pasal 

691A D,  Pasal 691 AE, Pasal 691A F, Pasal 691A G, Pasal 
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691A H,  Pasal 691A I,  Pasal 691A J, dan  Pasal 691A K 
sehin gga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 691A  

(1) Badan Pemulihan Aset merupakan unsur penunjang 
tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan 
aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Jaksa Agung.  
(2) Badan Pemulihan Aset dipimpin oleh Kepala Badan 

Pemulihan Aset.  
Pasal 691B  

Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang 
menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan 

pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset 
lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 
Pasal 691C  

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 691B, Badan Pemulihan Aset 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 

di bidang penelusuran, perampasan , dan 

pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset 
lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;  

b.  pelaksanaan penelusuran, perampasan , dan 
pengembalian aset peroleha n tindak pidana dan aset 

lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;  
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian 

aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada 
negara, korban, atau yang b erhak;  

d.  pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/  
lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di 

bidang penelusuran, perampasan , dan pengembalian 
aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada 
negara, korban, atau yang berhak;  

e. pemantauan, ana lisis, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan di bidang penelusuran, 

perampasan , dan pengembalian aset perolehan tindak 
pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau 

yang berhak;  
f. pelaksanaan tugas administrasi Badan Pemulihan 

Aset; dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 
Agung.  

      
Pasal 691D  

Badan Pemulihan Aset terdiri atas:  
a. Sekretariat Badan Pemulihan Aset;  
b.  Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan 

Aset;  
c. Pusat Penyelesaian Aset; dan  

d.  Kelompok jabatan fungsional.  
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Pasal 691E  
Sekretariat Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan kesekretariatan, keuangan, 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

penelusuran, perampasan dan pengembalian aset 
perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, 
korban, atau yang berhak, serta pemberian dukungan 

manajemen, pelaksanaan teknis lainny a, melaksanakan 
pengelolaan , dan pengendalian internal di lingkungan 

Badan Pemulihan Aset.  
 

Pasal 691F  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks ud 

dalam Pasal 691E, Sekretariat Badan Pemulihan Aset 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana strategis, program kerja, dan 

anggaran di lingkungan Badan Pemulihan Aset;  
b.  pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, 

kearsipan, kepegawaian, organisasi da n tata laksana, 
serta kerumahtanggaan Badan Pemulihan Aset ; 

c. pelaksanaan urusan keprotokolan di bidang 
pemulihan aset;  

d.  pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan 

internal dan manajemen r isiko di lingkungan Badan 
Pemulihan Aset;  

e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di 
bidang pemulihan aset di dalam negeri dan di luar 

negeri;  
f. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang -

undangan dan peraturan kebijakan di bidang 

pemulihan aset;  
g. pelaksanaan analisis hukum di bidang pemulihan 

aset;  
h.  pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data dan 

informasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset;  
i.  pemberian dukungan  manajemen dan pelaksanaan  

teknis di lingkungan Badan Pemulihan Aset;  

j.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
tugas, rencana , dan program  di lingkungan Badan 

Pemulihan Aset;  
k.  pelaksanaan program reformasi birokrasi  di 

lingkungan  Badan Pemulihan Aset ;  
l.  koordinasi dalam pelaksanaan tugas d an fungsi 

Sekretaris Badan Pemulihan Aset; dan  

m.  pemberian dukungan administrasi Sekretariat Badan 
Pemulihan Aset .  

 
Pasal 691G  

Sekretariat Badan Pemulihan Aset terdiri atas:  
a. Bagian Penyusunan Program, Pelaporan, dan 

Penilaian;  

b.  Bagian Kerja Sama Pemulihan Aset  dan Dukungan 
Teknis; dan  

c. Bagian Umum  dan Keuangan . 
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Pasal 691H  
Bagian Penyusunan Program, Pelaporan , dan Penilaian 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 
penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan, 

menyelenggarakan pengelolaan  dan penilaian kepatuhan 
internal , dan manajemen  risiko di lingkungan Badan 
Pemulihan Aset.  

 
Pasal  691I  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 691H, Bagian Penyusunan Program, 

Pelaporan, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan  bahan dan penyusunan rencana strategis, 

program kerja , dan anggaran  di bidang pemulihan 
aset ; 

b.  penyusunan strategi dan penyelesaian permasalahan 

hukum di bidang pemulihan ase t;  
c. penyusunan rencana aksi nasional di bidang 

pemulihan aset ;  
d.  pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, 

dan penyajian data kegiatan di bidang pemulihan aset;  
e. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi dan tata  

laksana  di bidang pemulihan aset ; 

f. koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan penilaian 
serta pemantauan  dan  evaluasi kepatuhan internal 

dan manajemen r isiko di lingkungan Badan Pemulihan 
Aset;  

g. fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi  di 
bidang pemulihan aset;  dan  

h.  pemantauan, evaluasi , dan pelaporan target program, 

capaian kinerja, indeksasi kepemimpinan dan 
penilaian akuntabilitas kinerja, serta pelaksanaan 

tugas, rencana dan program di lingkunga n Badan 
Pemulihan Aset.  

 
Pasal 691J  

Bagian Penyusunan Program, Pelaporan, dan Penilaian 

terdiri atas:  
a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan  

b.  Subbagian Pemantauan  dan Penilaian . 
 

Pasal 691K  
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691J huruf a 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan rencana  strategis , program kerja , dan 

anggaran, penyusunan bahan strategi dan 
penyelesaian permasalahan hukum, penyiapan 

bahan rencana aksi nasional di bidang pemulihan 
aset, penyiapan pengumpulan, pencatatan, 
pengolahan, dan penyajian data kegiatan, penyiapan 

bahan dan pelaksa naan koord inasi penataan 
organisasi dan tata laksana di bidang pemulihan aset, 

penyiapan bahan kepatuhan internal dan analisis 
manajemen risiko serta penyampaian bukti 
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kepatuhan internal dan manajemen risiko di 
lingkungan Badan Pemulihan Aset.  

(2) Subbagian Pemantauan d an Penilaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 691J huruf b mempunyai 

tugas  penyiapan bahan pemantauan dan penilaian 
terhadap program kerja, kepatuhan internal, kinerja 
pegawai, organisasi dan tata laksana, pemberian 

rekomendasi atas adanya temuan, laporan,  dan 
pengaduan dugaan pelanggaran kepatuhan terhadap 

pegawai, fasilitasi pelaksanaan program reformasi 
birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pemulihan aset di lingkungan Badan Pemulihan Aset.  
 

Pasal 691L  
Bagian Kerja Sama Pemulihan Aset dan Dukungan Teknis 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi  dan fasilitasi  

kerja sama  di dalam negeri dan di luar negeri , pengelolaan 
data dan informasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan 

hukum , peraturan perundang -undangan , dan peraturan 
kebijakan , serta koordinasi dan dukungan teknis di 

lingkungan Badan Pemulihan Aset . 
 

Pasal 691M  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 691L, Bagian Kerja Sama Pemulihan Aset dan 

Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di 

dalam negeri dan di luar negeri  di bidang pemulihan 
aset ; 

b.  penyiapan dan koordinasi pengelolaan data dan 

informasi di bidang pemulihan aset;  
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan 

hukum , penyusunan pera turan perundang -undangan , 
dan peraturan kebijakan  di bidang pemulihan aset; 

dan  
d.  penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan teknis 

di lingkungan Badan Pemulihan Aset.  

 
Pasal 691N  

Bagian Kerja Sama Pemulihan Aset  dan Dukungan Teknis 
terdiri atas : 

a. Subbagian Kerja Sama  Pemulihan Aset ; dan  
b.  Subbagian Dukungan Teknis.  

 

Pasal 691O  
(1) Subbagian Kerja Sama Pemulihan Aset mempunyai 

tugas melakukan  penyiapan bahan koordinasi dan 
fasilitasi kerja sama di dalam negeri dan di luar negeri 

di bidang pemulihan aset.  
(2) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan dan koordinasi 

pengelolaan data dan informasi, koordinasi dan 
pelaksanaan urusan hukum, penyusunan peraturan 

perundang -undangan, dan peraturan kebijakan, 
serta penyiapan koordinasi dan pem berian dukungan 

teknis di lingkungan Badan Pemulihan Aset.  
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Pasal 691P  
Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan ketatausahaan, persuratan, 
kearsipan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, 

kerumahtanggaan, serta prasarana, sarana , bar ang milik 
negara, dan keuangan di lingkungan Badan Pemulihan 
Aset.  

 
Pasal 691Q  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 691P, Bagian Umum dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan , persuratan, dan 

kearsipan  di lingkungan Badan Pemulihan Aset;  
b.  pelaksanaan urusan kepegawaian serta penataan 

organisasi dan tata laksana  di lingkungan Badan 

Pemulihan Aset;  
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan  dan 

dokumentasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset;  
d.  pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, 

akuntansi , dan pelaporan; dan  
e. pengelolaan pr asarana, sarana, dan barang milik 

negara di lingkungan Badan Pemulihan Aset . 

 
Pasal 691R  

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:  
a. Subbagian Umum; dan  

b.  Subbagian Keuangan.  

 
Pasal 691S  

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan 
pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, dan 

kearsipan, urusan kepegawaian, penataan organisasi 
dan tata laksana, urusan kerumahtanggaan , dan 

dokumentasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.  
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan  

urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan 

pelaporan, serta pengelolaan prasarana, sarana, dan 
barang milik negara di lingkungan Badan Pemulihan 

Aset.  
 

Pasal 691T  
Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset 
memp unyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan 

teknis dan administrasi, koordinasi, pelaksanaan  dan 
pengendalian, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, 

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi , 
dan pelaporan kegiatan manajemen  pengelolaan , 

penelusuran, dan perampasan aset . 
 

Pasal 691U  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 691T, Pusat Manajemen, Penelusuran, dan 

Perampasan Aset menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang 

penelusuran dan perampasan aset, serta manajemen 
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pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang 
rampasan, dan benda sita eksekusi;  

b.  penyusunan kebijakan teknis  manajemen pengelolaan 
aset, benda sitaan, b arang bukti, barang rampasan, 

dan benda sita eksekusi di dalam negeri dan di luar 
negeri ; 

c. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelusuran 

dan perampasan aset , benda sitaan, barang bukti, 
bar ang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam 

negeri dan di lua r negeri ; 
d.  koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang manajemen pengelolaan aset, benda 
sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 

eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri;  
e. koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang penelusuran dan perampasan aset, 

benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan 
benda sita eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; 

f. koordinasi dan pelaksanaan penelusuran dan 
peramp asan dalam rangka penyediaan data dukung 

sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana 
pengganti, pidana tambahan, restitusi dan uang 
pengganti terkait tindak pidana di dalam negeri dan di 

luar negeri ; 
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait  

kegiatan manajemen pengelolaan, penelusuran, dan 
perampasan aset;  

h.  pelaksanaan pemantauan, evaluasi , pelaporan, dan  
eksaminasi terkait kegiatan manajemen pengelolaan, 
penelusuran, dan perampasan aset;  

i.  koordinasi pengelolaan dan penyajian data dan 
laporan d i bidang manajemen pengelolaan, 

penelusuran, dan perampasan aset;  
j.  pelaksanaan  urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Pusat Manajemen, Penelusuran, 
dan Perampasan Aset ; dan  

k.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan Pemulihan Aset.  
 

Pasal 691V  
Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset 

terdiri atas:  
a. Bidang Manajemen Pengelolaan Aset;  
b.  Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset; dan  

c. Subbagian Tata Usaha.  
 

Pasal 691W  
Bidang Manajemen Pengelolaan Aset mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, 
pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis,  

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi 
pengelolaan dan penyajian data dan laporan, serta  

penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan eksaminasi di bidang manajemen 

pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang 
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rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam negeri dan di 
luar negeri.  

 
Pasal 691X  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 691W, Bidang Manajemen Pengelolaan Aset 
menyeleng garakan fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja di bidang manajemen pengelolaan aset, benda 

sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 
eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; 

b.  penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di 
bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, 

barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 
eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; 

c. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian 

di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, 
barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 

eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri;  
d.  penyiapan bahan, pemberian bimbingan teknis , dan 

supervisi di bidang manajemen pengelolaan aset, 
benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan 
benda sita eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; 

e. peny iapan koordinasi pengelolaan dan penyajian data 
dan laporan serta pemberian pertimbangan di bidang 

manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang 
bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di 

dalam negeri dan di luar negeri ;  
f. penyiapan bahan  koordinasi dan kerja sama di bidang 

manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang 

bukti, barang rampasa n, dan benda sita eksekusi di 
dalam negeri dan di luar negeri ; dan  

g. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan eksaminasi terkait kegiatan 

manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang 
bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi d i 
dalam negeri dan di luar negeri . 

 
Pasal 691Y  

Bidang Penelusuran dan Perampasan Aset mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana 

dan program kerja, penyusunan kebijakan teknis, 
koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan 
teknis,  pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

koordinasi pengelolaan dan penyajian data dan laporan, 
serta penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

pelaporan, dan eksaminasi di bidang penelusuran dan 
perampasan aset di dalam negeri dan di luar negeri, serta 

koordinasi dan pelaksanaan penelusuran dan perampasan 
aset dalam rangka  penyediaan data dukung sita eksekusi 
untuk pembayaran pidana denda, pidana pengganti, 

pidana tambahan, restitusi , dan uang pengganti terkait 
tindak pidana di dalam negeri dan di luar negeri.  
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Pasal 691Z  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 619Y, Bidang Penelusuran dan Perampasan 
Aset menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan  penyusunan rencana dan program 
kerja di bidang  penelusuran dan perampasan aset, 
benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan 

benda sita eksekusi  di dalam negeri dan di luar negeri ; 
b.  penyiapan bahan penyusunan  kebijakan teknis di 

bidang penelusuran dan p erampasan aset, benda 
sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 

eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; 
c. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian 

di bidang penelusuran dan perampasan aset, benda 
sitaan, barang bukti, barang rampa san, dan benda sita 
eksekusi  di dalam negeri dan di luar negeri ; 

d.  penyiapan bahan, pemberian bimbingan teknis , dan 
supervisi di bidang penelusuran dan perampasan aset, 

benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan 
benda sita eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; 

e. penyiapan koordinasi pengelolaan dan penyajian data 
dan laporan  serta pemberian pertimbangan  di bidang 
penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, 

barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 
eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; 

f. penyiapan bahan  koordinasi dan kerja sama di bidang 
penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, 

barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 
eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri ; dan  

g. penyiapan  dan pelaksanaan  pemantauan, evaluasi,  

dan pelaporan , serta eksaminasi  di bidang 
penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, 

barang bukti, barang rampasan, dan benda sita 
eksekusi di dalam negeri dan di luar negeri . 

 
Pasal 691AA  

Subbagian Tata Usaha pada Pusat Manajemen, 

Penelusuran, dan Perampasan Aset mempunyai tugas 
melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan  

Pusat Manajemen, Penelusuran, dan Perampasan Aset.  
 

Pasal 691AB  
Pusat Penyelesaian Aset mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan kebijakan teknis dan administrasi, 

koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian, penyiapan 
dan penyampaian pertimbangan, pemberian bimbingan 

teknis, serta pemantauan, evaluasi , dan pelaporan  
kegiatan penyelesaian aset tindak pidana dan 

penyelesaian aset lainny a di dalam negeri dan di luar 
negeri . 

 

Pasal 691AC  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 691AB, Pusat Penyelesaian Aset 
menyelenggarakan fungsi:  
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a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang 
penyelesaian aset tindak pidana  dan penyelesaian aset 

lainnya ; 
b.  penyusunan kebijakan teknis dibidang penyelesaian 

aset tindak pidana  dan penyelesaian aset lainnya ; 
c. koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan 

teknis kegiatan  penyelesaian aset tindak pidana  dan 

penyelesaian aset lainnya ; 
d.  pemberian pertimbangan terhadap kegiatan 

penyelesaian aset tindak pidana dan penyelesaian aset 
lainnya di dalam negeri dan di luar negeri ; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait 
kegiatan penyelesaian aset tindak pidana  dan 

penyelesaian aset lainnya ; 
f. pemberian bantuan teknis kegiatan pen yelesaian aset 

lainnya kepada kementerian / lembaga , pemerintah 

daerah , dan badan usaha milik negara/daerah ; 
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan , dan 

eksaminasi terkait kegiatan penyelesaian aset tindak 
pidana dan penyelesaian aset lainnya ; 

h.  koordinas i pengelolaan dan penyajian data dan 
laporan di bidang penyelesaian aset tindak pidana  dan 
penyelesaian aset lainnya ; 

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Pusat Penyelesaian Aset ; dan  

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan Pemulihan Aset.  

 
Pasal 691A D 

Pusat Penyelesaian Aset terdiri atas:  

a. Bidang Penyelesaian Aset Tindak Pidana;  
b.  Bidang Penyelesaian Aset Lainnya; dan  

c. Subbagian Tata Usaha.  
 

Pasal 691A E 
Bidang Penyelesaian Aset Tindak Pidana mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana dan 

program kerja, penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, 
pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis,  

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, koord inasi 
pengelolaan dan penyajian data dan laporan, serta 

penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan eksaminasi  di bidang penyelesaian aset 
tindak pidana . 

 
Pasal 691A F 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 691A E, Bidan g Penyelesaian Aset Tindak 

Pidana menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan  penyusunan rencana dan program 

kerja di bidang penyelesaian aset tindak pidana di 

dalam negeri dan di luar negeri;  
b.  penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan 
luar negeri;  
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c. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian 
di bidang penyelesaian aset tindak pidana di dalam 

negeri dan di luar negeri;  
d.  penyiapan bahan, pemberian bimbingan teknis , dan 

supervisi di bidang  penyelesaian aset tindak pidana di 
dalam negeri dan di luar negeri ; 

e. penyiapan koordinasi pengelolaan dan penyajian data 

dan laporan serta pemberian pertimbangan di bidang 
penyelesaian aset tindak pidana di dalam negeri dan di 

luar negeri ;  
f. penyiapan bahan  koordinasi dan kerja sama di bidang 

penyelesaian aset tindak pidana di dalam negeri dan di 
luar negeri ; dan  

g. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan eksaminasi terkait kegiatan 
penyelesaian aset tindak pidana di dalam negeri dan di 

luar negeri . 
 

Pasal 691A G 
Bidang Penyelesaian Aset Lainnya mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana dan 
program kerja, penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, 
pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis,  

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi 
pengelolaan dan penyajian data dan laporan, serta 

penyiapan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pelaporan, dan eksaminasi  di bidang penyelesaian aset 

lainnya .  
 

Pasal 691A H 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 691A G, Bidang Penyelesaian Aset Lainnya 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan  penyusunan rencana dan program 

kerja di bidang penyelesaian aset lainnya  di dalam 
negeri dan di luar negeri ; 

b.  penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang penyelesaian aset lainnya  di dalam negeri dan 
di luar negeri ; 

c. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian 
di bidang penyelesaian aset lainnya  di dalam negeri 

dan di luar negeri ; 
d.  penyiapan bahan, pemberian bimbingan teknis , dan 

supervisi di b idang penyelesaian aset lainnya  di dalam 

negeri dan di luar negeri ; 
e. penyiapan koordinasi pengelolaan dan penyajian data 

dan laporan serta pemberian pertimbangan di bidang 
penyelesaian aset lainnya  di dalam negeri dan di luar 

negeri ; 
f. penyiapan bahan koordin asi dan kerja sama di bidang 

penyelesaian aset lainnya  di dalam negeri dan di luar 

negeri ; 
g. penyiapan pemberian bantuan teknis penyelesaian 

aset kepada kementerian / lembaga,  pemerintah 
daerah, badan usaha milik negara/daerah ; dan  
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h.  penyiapan dan pelaksanaan pe mantauan, evaluasi, 
dan pelaporan, serta eksaminasi di bidang 

penyelesaian aset lainnya  di dalam negeri dan di luar 
negeri . 

 
Pasal 691A I 

Subbagian Tata Usaha pada Pusat Penyelesaian Aset 

mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan 
kerumahtanggaan Pusat Penyelesaian Aset.  

 
Pasal 691A J 

(1) Kelompok jabatan fungsional pada Badan Pemulihan 
Aset terdiri atas:  

a. Jaksa; dan  
b.  fungsional lainnya.  

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja.  

(3) Jenis , jenjang , dan tugas  jabatan fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 

Pasal 691A K 

Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691A J ayat (1) 
huruf a dapat ditugaskan sebagai satuan pelaksana yang 

menangani permasalahan ya ng berkaitan dengan tugas 
Badan Pemulihan Aset dan tugas lain berdasarkan 

kebijakan Kepala Badan Pemulihan Aset.  
 

452.  Judul BAB XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
BAB XIV  

PUSAT KESEHATAN YUSTISIAL  
 

453.  Ketentuan Pasal  751 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 751  

(1) Pusat Kesehatan Yustisial merupakan unsur 
penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan yang secara 

teknis bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan 
secara administratif kepada Jaksa Agung Muda 

Pembinaan.  
(2) Pusat Kesehatan Yustisial dipimpin oleh Kepala Pusat 

Kesehatan Yustisial.  

 
454.  Ketentuan Pasal  752 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 752  

Pusat Kesehatan Yustisial mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan operasional layanan kesehatan 
yustisial dan manajemen sumber daya kesehatan yustisial 

di lingkungan Kejaksaan.  
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455.  Ketentuan Pasal  753 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 753  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 752, Pusat Kesehatan Yustisial 
menyelenggarakan fungsi:  
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di 

bidang operasional layanan kesehatan yustisial dan 
manajemen sumber daya kesehatan  yustisial ; 

b.  penyusunan kebijakan di bidang operasional layanan 
kesehatan yustisial dan manajemen sumber daya 

kesehatan yustisial;  
c. pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional 

layanan kesehatan yustisial dan manajemen sumber 
daya kesehatan yustisial;  

d.  pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang 

operasional layanan kesehatan yustisial dan 
manajemen sumber daya kesehatan  yustisial  baik di 

dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan;  
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

operasional layanan kes ehatan yustisial dan 
manajemen sumber daya kesehatan yustisial  pada 
selur uh fasilitas kesehatan di lingkungan Kejaksaan;  

f. pelaksanaan pengelolaan basis data dan sistem 
informasi di bidang operasional layanan kesehatan 

yustisial dan manajemen sumber daya kesehatan 
yustisial ; 

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksa naan rencana dan program kerja di bidang 
operasional layanan kesehatan yustisial dan 

manajemen sumber daya kesehatan yustisial ;  
h.  pelaksanaan urusan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Pusat Kesehatan Yustisial ; dan  
i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa 

Agung.  
 

456.  Ketentuan Pasal 754 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 754  

Pusat Kesehatan  Yustisial terdiri atas:  
a. Bagian Tata Usaha;  

b.  Bidang Operasional Layanan Kesehatan Yustisial;  
c. Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial; 

dan  

d.  Kelompok jabatan fungsional . 
 

457.  Ketentuan Pasal  755 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 755  
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian,  

prasarana, sarana, kerumahtanggaan, keuangan, 
akuntansi dan pelaporan, kerja sama dan hubungan 

masyarakat, penyusunan laporan dan distribusi hasil 
analisis kebijakan, rencana, dan program, serta fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Kesehatan 
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Yustisial.  
 

458.  Ketent uan Pasal  756 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 756  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 755, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan 

fungsi:  
a. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, 

administrasi kepegawaian, prasarana, sarana , dan 
kerumahtanggaan;  

b.  pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi , dan 
pelaporan;  

c. pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan 
masyarakat;  

d.  pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, du kungan teknis, 

dan penyelenggaraan acara kegiatan kesehatan 
yustisial; dan  

e. penyusunan laporan , pendistribusian hasil analisis , 
dan pemberian rekomendasi kebijakan, rencana, dan 

program kegiatan kesehatan yustisial.  
 

459.  Ketentuan Pasal  757 diubah sehingga berb unyi sebagai 

berikut:  
Pasal 757  

Bagian Tata  Usaha terdiri atas:  
a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan  

b.  Subbagian Umum dan Keuangan.  
 

460.  Ketentuan Pasal  758 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 758  

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana, program , dan anggaran serta 
pemantauan, evaluasi , dan pelaporan.  

(2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas 

melakukan urusan ketatausahaan , kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, 

fasilitasi penyelenggaraan kegiatan, prasarana, 
sarana , dan kerumahtanggaan.  

 
461.  Ketentuan Pasal  759 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 759  
Bidang  Operasional Layanan Kesehatan Yustisial 

mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan 
pengembangan kegiatan operasional layanan kesehatan 

yustisial.  
 

462.  Ketentuan Pasal 760 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 760  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 759, Bidang  Operasional Layanan Kesehatan 

Yustisial menyelenggarakan fungsi:  
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a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di 
bidang operasional layanan kesehatan yustisial;  

b.  penyiapan pe rumusan  kebijakan dalam operasional 
layanan kesehatan yustisial;  

c. pengendalian dan pengelolaan fasilitas kesehatan di 
lingkungan Kejaksaan;  

d.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam 

operasional layanan kesehatan yustisial;  
e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama  dalam 

operasional layanan kesehatan yustisial;  
f. fasilitasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan 

kesehatan yustisial;  
g. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan inovasi 

layanan kesehatan yustisial;  
h.  pelaksanaan pengelolaan basis data  dan sistem 

informasi k esehatan yustisial; dan  

i.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
operasional layanan kesehatan yustisial.  

 
463.  Pasal 761 dihapus . 

 
464.  Pasal 762 dihapus . 

 

465.  Ketentuan Pasal 763 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 763  
Bid ang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial 

mempunyai  tugas melaksanakan pengelolaan dan 
pengembangan sumber daya kesehatan yustisial di 
ling kungan Kejaksaan.  

 
466.  Ketentuan Pasal 764 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 764  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  763, Bidang Manajemen Sumber Daya 
Kesehatan Yustisial menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di 
bidang manajemen sumber daya kesehatan yustisial;  

b.  penyiapan perumusan kebi jakan di bidang manajemen 
sumber daya kesehatan yustisial;  

c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan di bidang 
manajemen sumber daya kesehatan yustisial;  

d.  penyiapan pengelolaan dan pembinaan di bidang 

sumber daya kesehatan yustisial;  
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

manajemen sumber daya kesehatan yustisial;  
f. koordinasi dan kerja sama di bidang manajemen 

sumber daya kesehatan yustisial baik di dalam 
maupun di luar lingkungan Kejaksaan ;  

g. pelaksanaan pengelolaan basis data dan sistem 

informasi di bidang manajemen sumber daya 
kesehatan yustisial;  dan  

h.  pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
manajemen sumber daya kesehatan yustisial.  
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467.  Pasal 76 5 dihapus.  
 

468.  Pasal 766 dihapus.  
 

469.  Pasal 767 dihapus.  
 

470.  Pasal 768 dihapus.  

  
471.  Pasal 769 dihapus . 

 
472.  Pasal 770 dihapus . 

 
473.  Pasal 771 dihapus . 

 
474.  Pasal 772 dihapus . 

 

475.  Pasal 773 dihapus . 
 

476.  Pasal 774 dihapus . 
 

477.  Ketentuan Pasal 775 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 775  

(1) Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Kesehatan 
Yustisial terdiri atas:  

a. fungsional  di bidang kesehatan;  
b.  fungsional Jaksa; dan  

c. fungsional lainnya.  
(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis 

kebutuhan dan beban kerja.  
(3) Jenis , jenjang , dan  tugas jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 
478.  Ketentuan  Pasal 78 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 788  
Kejaksaan di daerah terdiri atas:  

a. Kejaksaan Tinggi;  
b.  Kejaksaan Negeri ; dan  

c. Cabang Kejaksaan Negeri . 
 

479.  Di antara  Pasal 789 dan Pasal 790 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 789A sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 789A  
Kejaksaan Tinggi melaksanakan tugas dan wewenang 

Kejaksaan di daerah sesuai dengan daerah hukum 
Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.  

 

480.  Ketentuan  Pasal 790 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 790  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 789 A, Kejaksaan Tinggi menyelenggarakan 
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fungsi:  
a. perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan 

teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan , serta 
pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa 
Agung;  

b.  penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan 
prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, 

administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta 
pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi 

tanggung jawabnya;  
c. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif 

maupun represif yang berintikan keadil an di bidang 
pidana;  

d.  penyelenggaraan intelijen penegakan hukum, 

penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban dan 
ketenteraman  umum, penyelenggaraan pemulihan 

aset, penyelenggaraan kesehatan yustisial, 
penyelenggaraan data dan statistik kriminal , serta 

penerapan dan pengembangan teknologi informasi , 
pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, 
pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan 

hukum lain di bidang perdata, tata usaha negara, serta 
ketatanegaraan, untuk menjamin kepastian hukum, 

menegakk an kewibawaan pemerintah dan 
penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang -undangan dan 
peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa 
Agung;  

e. penyelenggaraan koordinasi teknis penuntutan yang 
dilaksanakan  oleh oditurat dan penanga nan perkara 

koneksitas;  
f. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di 

rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat 
lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena 
tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang 

dapat membahayakan orang lain, lingkungan , atau 
dirinya sendiri;  

g. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga 
negara, instansi pemerintah, dan badan usaha milik 

negara/daerah  dalam penyusunan peraturan 
perundang -undangan serta meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat;  dan  

h.  koordinasi, pemberian bimbingan , dan petunjuk teknis 
serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan 

instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -

undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Jaksa A gung . 

 

481.  Di antara huruf g1 dan huruf h ayat (1) Pasal 791 
disisipkan  1 (satu) huruf, yakni huruf g2  sehingga Pasal 

791 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 791  
(1) Kejaksaan Tinggi terdiri atas:  

a. Kepala Kejaksaan Tinggi;  
b.  Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;  

c. Asisten Bidang Pembinaan;  
d.  Asisten Bidang Intelijen;  
e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;  

f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;  
g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;  

g1. Asisten Bidang Pidana Militer;  
g2. Asisten Bidang Pemulihan Aset;  

h.  Asisten Bidang Pengawasan;  
i.  Bagian Tata Usaha; dan  

j.  Koordinator.  
(2) Pembentukan Asisten Bidang Pidana Militer 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g1 

didasarkan pada adanya Oditurat Militer Tinggi 
dan/atau Oditurat Militer di daerah hukum 

Kejaksaan Tinggi yang bersangkut an.  
(3) Asisten Bidang Pidana Militer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g1 berada di Kejaksaan Tinggi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Kejaksaan ini.  
(4) Wilayah kerja Asisten Bidang Pidana Militer tidak 

terbatas pada daerah hukum Kejaksaan Tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

 
482.  Ketentuan Pasal 792 diubah  sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 792  
Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas:  

a. melaksana kan pengendalian Kejaksaan Tinggi dalam 
melaksanakan kebijakan tugas dan fungsi Kejaksaan, 

dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di 
daerah hukum Kejaksaan Tinggi;  

b.  melaksana kan kebijakan dan penegakan hukum baik 
preventif maupun represif sert a tindakan hukum lain 

yang berintikan keadilan di  bidang pidana;  
c. melaksana kan  penyelidikan, penyidikan, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, 
eksekusi , dan tindakan hukum lain;  

d.  melaksana kan koordinasi penanganan perkara pidana 

tertentu dengan in stansi terkait meliputi penyelidikan 
dan penyidikan serta melaksanakan tugas lain;  

e. melaksana kan  intelijen penegakan hukum serta turut 
menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan 

ketenteraman umum;  
f. melaksana kan pemberian bantuan hukum, 

pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan 

hukum , dan tindakan hukum lain di bidang perdata 
dan tata usaha negara, serta ketatanegaraan ;  

g. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga 
negara, instansi pemerintah, badan usaha milik 

negara/daerah, dan organisasi lain di daerah 
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hukumnya;  
h.  melakukan koordinasi teknis penuntutan yang 

dilaksanakan  oleh oditurat dan penanganan perkara 
koneksitas;  

i.  melakukan pemantauan,  evaluasi , dan eksaminasi 
pelaksanaan kegiatan manajemen pengelolaan, 
penelusuran, perampasan, dan penyelesaian aset;  

j.  melaksanakan kegiatan kesehatan yustisial;  
k.  memberi kan izin sesuai dengan bidang tugasnya dan 

melaksanakan tugas lain;  
l.  melakukan pengendalian pengelolaan data dan 

statistik kriminal serta penerapan dan pengemb angan 
teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan  Tinggi; 

dan  
m.  melakukan  pengendalian perencanaan dan 

pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta 

tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan 
Tinggi, Kejaksaan Negeri , dan Cabang Kejaksaan 

Negeri.  
 

483.  Ketentuan Pasal 794 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 794  

Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas 
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang 

pembinaan di daerah  hukum Kejaksaan Tinggi.  
 

484.  Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 795 diubah  serta di 
antara  huruf h dan huruf i Pasal 795 disisipkan 1 (satu) 

huruf, yakni huruf h1 sehingga Pasal 795 berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 795  
Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana di maksud 
dalam Pasal 794, Asisten Bidang Pembinaan 

menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pembinaan  berupa bimbingan, pembinaan , dan 
pengamanan teknis;  

b.  koordinasi, integrasi , dan sinkronisasi serta 
pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang 
administrasi;  

c. penyiapan rencana dan koordinasi perumusan 
kebijakan dalam penyusunan rencana dan program 

pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, 
penilaian , serta pengendalian pelaksanaannya;  

d.  pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, 
analisis jabatan, Jaksa, urusan ketatausahaan, 
perpustakaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan , dan barang milik negara yang menjadi 
tanggung jawabnya;  

e. pembinaan dan peningkatan kompetensi, disiplin dan 
integritas pegawai;  

f. pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, 
perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, 
pendapatan dan piutang negara;  

g. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara;  
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h.  pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap 
pengelolaan data dan statistik kriminal serta 

penerapan dan pengembangan teknologi informasi di 
lingkungan Kejaksaan  Tinggi;  

h1.  pelaksanaan kegiatan kesehatan yustisi al;  dan  
i.  pelaksanaan evaluasi dan penguatan program 

reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan  Tinggi.  

 
485.  Ketentuan Pasal 805 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 805  

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
kerumahtanggaan, prasarana dan sarana, kearsipan, 

kesehatan yustisial, perlengkapan , dan pengelolaan 
barang milik negara Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.  

 

486.  Ketentuan huruf b Pasal 806 diubah  serta di antara huruf 
c dan huruf d Pasal 806  disisipkan  1 (satu) huruf, yakni 

huruf c1  sehingga Pasal 806 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 806  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 805, Subbagian Umum menyelenggarakan 
fungsi:  
a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;  

b.  pelaksanaan urusan prasarana dan sarana;  
c. pengelolaan kearsipan;  

c1.  pelaksanaan urusan kesehatan yustisial;  
d.  pelaksanaan urusan perlengkapan ; dan  

e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.  
 

487.  Ketentuan Pasal 819 diubah sehingga  berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 819  

(1) Asisten Bidang Intelijen mempunyai tugas 
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di 

bidang intelijen penegakan hukum di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi . 

(2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen 
dan operasi intelijen serta pengawalan dan 

pengamanan pemerintahan dan pembangunan 
proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun 

daerah untuk mendukung penegakan hukum di 
bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, 

sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan 
keuangan, pengamanan pembangunan yang bersifat 
strategis, teknologi informasi , dan produksi intelijen 

serta penerangan hukum.  
(3) Lingkup bidang  intelijen Kejaksaan di bidang ideologi, 

politik dan pertahanan keamanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor pengamanan 

Pancasila , persatuan dan kesatuan bangsa, gerakan 
separatis, penyelenggaraan pemerintahan, partai 
politik, pemilihan umum , pemilihan kepala daerah, 

gerakan teroris dan radikal, pengamanan wilayah 



- 281 - 
 

 

teritorial, kejahatan siber, cegah tangkal terhadap 
orang tertentu, turut melakukan pengawasan 

terhadap orang asing, memberikan keterangan 
sebagai bahan informasi dan verifikasi ten tang ada 

atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang 
sedang atau telah diproses dalam perkara pidana 
untuk menduduki jabatan publik atas permintaan 

instansi yang berwenang, pengamanan sumber daya 
organisasi Kejaksaan, dan pengamanan penanganan 

perkara . 
(4) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang sosial, 

budaya , dan kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor pengawasan 

peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan 
peredaran impor barang cetakan, turut melakukan 
pengawa san sistem perbukuan, pengawasan media 

komunikasi  dan multimedia , pengawasan aliran 
kepercayaan dan aliran keagamaan dalam 

masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau 
penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan 

masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat 
dan lembaga swadaya masyarakat, pencegahan 
konflik sosial, pencarian kebenaran atas perkara 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 
konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan, 

ketertiban dan ketenteraman  umum, pembinaan 
masyarakat ta at hukum.  

(5) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang 
ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi sektor lembaga keuangan, moneter, 

keuangan dan kekayaan negara, investasi atau 
penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, 

perdagang an, perindustrian, ketenagakerjaan, 
perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, 

perikanan, dan agraria atau tata ruang, serta 
pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

(6) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang 

pengamanan pembangunan bersifat strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor 

pengamanan pembangunan infrastruktur jalan, 
perkeretaapian, kebandarudaraan dan 

telekomunikasi, kepelabuhanan, pengola han air, 
tanggul dan bendungan, pertanian, kelautan, 
ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas 

bumi, smelter, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas 

atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas 
negara dan sarana penunjang, serta sektor lainnya.  

(7) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang 
teknologi informasi dan produksi intelijen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor 

produksi intelijen, melakukan penyadapan 
berdasarkan Undang -Undang khusus  yang mengatur 

mengenai penyadapan, intelijen sinyal, intelijen siber, 
klandestin, digital forensik, transmisi berita sandi, 

kontra penginderaan, audit dan pengujian sistem 
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keamanan informasi, pengembangan sumber daya 
manusia sandi man , pengembangan sumber daya 

manusia intelijen lainnya, pengembangan teknologi, 
pengembangan prosedur dan aplikasi , 

menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang 
tindak pidana,  serta pemetaan, data dan pelaporan . 

(8) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang 

penerangan hukum meliput i sektor penerangan dan 
penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat, hubungan media massa, hubungan 
kerja sama antar lembaga negara, lembaga 

pemerintah dan nonpemerintah di tingkat pro vinsi, 
pengelolaan pos pelayanan hukum dan penerimaan 

penga duan masyarakat, pengelolaan informasi dan 
dokumentasi serta data dan pelaporan.  

 

488.  Ketentuan Pas al  821 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 821  
Asisten Bidang Intelijen terdiri atas : 

a. Seksi I; 
b.  Seksi II ; 
c. Seksi III ; 

d.  Seksi IV; 
e. Seksi V; 

f. Seksi Penerangan Hukum;  dan  
g. Kelompok jabatan fungsional . 

 

489.  Ketentuan  Pasal 822 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 822  

(1) Seksi I mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 
teknis, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang ideologi, politik, 

pertahanan, dan keamanan di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi . 

(2) Ruang lingkup bidang ideologi, politik, pertahanan, 
dan keamanan meliputi sektor pengamanan 

Pancasila , persatuan dan kesatuan bangsa, gerakan 
separatis, penyelenggaraan pemerintahan, partai 
politik, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, 

gerakan teroris dan radikal, pengamanan wilayah 
teritorial, kejahatan siber, cegah tangkal terhadap 

orang tertentu, turut melakukan pengawasan 
terhadap orang asing, memb erikan keterangan 

sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada 
atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang 
sedang atau telah diproses dalam perkara pidana 

untuk menduduki jabatan publik atas permintaan 
instansi yang berwenang, pengamanan sumber daya 

organisasi Kejaksaan, dan pengamanan penanganan 
perkara.  
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490.  Ketentuan Pasal 823 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 8 23  
Dalam melaksanakan  tugas sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 822 , Seksi  I menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program 

kerja Asisten Bidang Intelijen serta laporan 

pelaksanaannya  yang berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, pertahanan dan keamanan di daerah 

hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
b.  penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, 

pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, 
penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

teknis, kegiatan intelijen , operasi intelijen , dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, pertahanan dan keamanan di daerah 

hukumnya guna menghasilkan data dan informasi 
sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk 

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;  
c.  penyiapan bahan  pengendalian dan penilaian terhadap 

pelaksanaan  kebijakan teknis,  kegiatan intelije n, 
operasi intelijen , dan administrasi intelijen yang 
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang 

Kejaksaan Negeri  yang berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, pertahanan dan keamanan di daerah 

hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
d.  penyiapan ba han perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan 
keamanan berdasarkan data dan informasi yan g 

berasal dari satuan kerja di l ingkungan Asisten Bidang 
Intelijen, Kejaksaan N egeri , dan Cabang Kejaksaan 

Negeri di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
e.  penyiapan  bahan  perencanaan, pelaksanaan, 

pengadministrasian, pengendalian , dan pelaporan 
pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 
bidang  lain di daerah hukum  Kejaksaan Tingg i 

berdasarkan prinsip koordinasi;  
f.  penyiapan bahan penyusunan , penyajian , dan 

pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan 
laporan insidentil  yang berkaitan dengan bidang 

ideologi, politik, pertahanan , dan keamanan ; 
g.  penyiapan bahan penyusunan, penyajian dan 

pendistribusian perkiraan keadaan intelijen yang 

berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan , 
dan keamanan ; 

h.  pengadm inistr asian, pendistribusian , dan pengarsipan 
produk intelijen baik yan g berasal dari satuan kerja di 

l ingkungan Asisten Bidang Intelijen , Kejaksaan Negeri , 
dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi  yang berkaitan dengan bidang 

ideologi, polit ik, pertahanan , dan keamanan;  
i.  penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta 

pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan 
program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen 

serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan 
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oleh satuan kerja  di  l ingkungan Asisten Bidang 
Intelijen , Kejaksaan Negeri , dan Cabang Kejaksaan 

Negeri di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi  yang 
berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan , 

dan keamanan ; 
j.  penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

koordinasi dan/atau kerja  sama dengan pemerintah 

daerah, b adan usaha milik daerah , instansi , dan 
organisasi lainnya  yang berkaitan dengan bidang 

ideologi, politik, pertahanan , dan keamanan ; 
k.  penyiapan bahan  bimbingan dan pembinaan teknis 

intelijen dan a dministrasi intelijen kepada  Kejaksaan 
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum  

Kejaksaan Tinggi  yang berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, pertahanan , dan keamanan ; dan  

l.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan  Asisten 

Intelijen.  
 

491.  Ketentuan  Pasal 8 26  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 826  
(1) Seksi II  mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

teknis, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan 
kemasyarakatan di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi . 

(2) Ruang lingkup bidang sosial, budaya, dan 
kemasyarakatan meliputi sekt or pengawasan 

peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan 
peredaran impor barang cetakan, turut melakukan 

pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media 
komunikasi dan multimedia, pengawasan aliran 

kepercayaan dan aliran keagamaan dalam 
masyarakat, pe ncegahan penyalahgunaan dan/atau 
penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan 

masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat 
dan lembaga swadaya masyarakat, pencegahan 

konflik sosial, pencarian kebenaran atas perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang  berat dan 

konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan, 
ketertiban dan ketenteraman  umum, pembinaan 
masyarakat taat hukum  di daerah hukum  Kejaksaan 

Tinggi . 
 

492.  Ketentuan  Pasal 8 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  827  
Dalam melaksanakan  tugas dimaksud dalam Pasal 826 , 

Seksi II menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan  bahan perumusan rencana dan program 

kerja Asisten Bidang Intelijen serta laporan 

pelaksanaannya  yang berkaitan dengan bidang sosial, 
budaya , dan kemasyarakatan di daerah hukum  

Kejaksaan Tinggi ; 
b.  penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, 

pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, 
penilaian , dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 



- 285 - 
 

 

tekni s, kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 

sosial, budaya , dan kemasyarakatan di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi  guna menghasilkan data dan 

informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan 
untuk perumusan k ebijakan dan pengambilan 
keputusan;  

c. penyiapan pengendalian dan penilaian terhadap 
pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, 

operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang 
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang 

Kejaksaan Negeri yang be rkaitan dengan bidang sosial, 
budaya , dan kemasyarakatan di daerah hukum  

Kejaksaan Tinggi ; 
d.  penyiapan  bahan  perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan di bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan berdasarkan da ta dan informasi yan g 

berasal dari satuan kerja di l ingkungan Asisten Bidang 
Intelijen, Kejaksaan Negeri , dan Cabang Kejaksaan 

Negeri di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
e. penyiapan  bahan  perencanaan, pelaksanaan, 

pengadministrasian, pengendalian , dan pelap oran 

pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 
bidang  lain di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi  

berdasarkan prinsip koordinasi;  
f. penyiapan bahan penyusunan, penyajian , dan 

pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan 
laporan insidentil  yang berkaitan dengan bidang sosial, 
budaya , dan kemasyarakatan ; 

g. penyiapan bahan penyusunan, penyajian , dan 
pendistribusian perkiraan keadaan intelijen yang 

berkaitan dengan bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan ; 

h.  pengadministrasian, pe ndistribusian , dan pengarsipan 
produk intelijen baik yan g berasal dari satuan kerja di 
l ingkungan Asisten Bidang Intelijen , Kejaksaan Negeri , 

dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan 
bidang sosial, budaya , dan kemasyarakatan di daerah 

hukum  Kejaks aan Tinggi ; 
i.  penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta 

pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan 
program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen 
serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan 

oleh satuan kerja  di l ingkungan Asisten Bidang 
Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang 

Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidang sosial, 
budaya , dan kemasyarakatan di daerah hukum  

Kejaksaan Tinggi ; 
j.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi 

dan/atau kerja  sama  dengan pemerintah daerah, 

badan usaha milik daerah , instansi , dan organisasi 
lainnya  yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya , 

dan kemasyarakatan ; 
k.  penyiapan pemberian bimbingan dan pembinaan 

teknis intelijen dan administrasi intelijen yang 



- 286 - 
 

 

berkaitan dengan bidang sosial, budaya , dan 
kemasyarakatan kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang 

Kejaksaan Negeri di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
dan  

l.  pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan  Asisten 
Intelijen.  

 

493.  Ketentuan Pasal 830 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 830  
(1) Seksi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis, kegiatan intelijen dan operasi 
intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan 

keuangan di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi . 
(2) Ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan 

meliputi sektor lembaga keuangan, moneter, 
keuangan dan kekayaan negara, investasi atau 
penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, 

perdagangan, per industrian, ketenagakerjaan, 
perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, 

perikanan, dan agraria atau tata ruang, serta 
pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme  di daerah 

hukum  Kejaksaan Tinggi . 
 

494.  Ketentuan Pasal 831  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 831  

Dalam melaksanakan tugas  dan fungsi sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 830 , Seksi III menyelenggarakan 

fungsi:  
a. penyiapan  bahan perumusan rencana dan program 

kerja Asisten Bidang Intelijen serta laporan 
pelaksanaannya  yang berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuangan di daerah hukum  Kejaksaan 

Tinggi ; 
b.  penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, 

pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, 
penilaian , dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

teknis, keg iatan intelijen, operasi intelijen, dan 
administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuangan di daerah hukum  Kejaksaan 

Tinggi  guna menghasilkan data dan informasi sebagai 
bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan 

kebijakan dan pengamb ilan keputusan;  
c. penyiapan pengendalian dan penilaian terhadap 

pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, 
operasi intelijen, dan administrasi intelijen yang 
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang 

Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan bidan g 
ekonomi dan keuangan di daerah hukum  Kejaksaan 

Tinggi ; 
d.  penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan di bidang ekonomi dan keuangan 
berdasarkan data dan informasi yan g berasal dari 

satuan kerja di l ingkungan Asisten Bidang Intelijen, 
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Kejaksaan Negeri , dan Cabang Kejaksaan Negeri di 
daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 

e. penyiapan  bahan  perencanaan, pelaksanaan, 
pengadministrasian, pengendalian , dan pelaporan 

pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 
bidang  lain di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi  
berdasarkan prinsip koordinasi;  

f. penyiapan bahan penyusunan, penyajian , dan 
pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan 

laporan insidentil  yang berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuangan ; 

g. penyiapan bahan penyusunan, penyajian , dan 
pendistribusian perkiraan keadaan intelijen yang 

berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan ; 
h.  pengadm inistrasian, pendistribusian , dan pengarsipan 

produk intelijen baik yan g berasal dari satuan kerja di 

l ingkungan Asisten Bidang Intelijen , Kejaksaan Negeri , 
dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkaitan dengan 

bidang ekonomi dan keuangan  di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi ; 

i.  penyiapan  bah an  evaluasi dan pelaporan serta 
pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan 
program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen 

serta administrasi intelijen baik yang dil aksanakan 
oleh satuan kerja di l ingkungan Asisten Bidang 

Intelijen , Kejaks aan Negeri , dan Cabang Kejaksaan 
Negeri  yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan 

keuangan  di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
j.  penyiapan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi 

dan/atau kerja  sama dengan pemerintah daerah, 

badan usaha milik daerah , instansi , dan organisasi 
lainnya  yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan 

keuangan ; 
k.  penyiapan pemberian bimbingan dan pembinaan 

teknis intelijen dan administrasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan  
kepada Kejaksaan Negeri dan Cab ang Kejaksaan 

Negeri di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; dan  
l.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan  Asisten 

Intelijen.  
 

495.  Ketentuan Pasal 834  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal  834  
(1) Seksi IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi 
intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan 
pembangunan yang bersifat strategis sebagai langkah 

pencegahan tindak pidana korupsi di daerah hukum  
Kejaksaan Tin ggi. 

(2) Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan 
yang bersifat strategis meliputi sektor pengamanan 

pembangunan infrastruktur jalan, perkeretaapian, 
kebandarudaraan dan telekomunikasi, 
kepelabuhanan, pengolahan air, tanggul dan 

bendungan, pertanian, kelaut an, ketenagalistrikan, 
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energi alternatif, minyak dan gas bumi, smelter, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, 

kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi 
khusus, pos lintas batas negara dan sarana 

penunjang, serta sektor lainnya di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi . 

 

496.  Ketentuan Pasal 835  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 8 35  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 834, Seksi IV menyelenggarakan 
fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan 

dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan 
yang bersifat strategis di daerah hukum  Kejaksaan 
Tinggi ; 

b.  penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis 
intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan 

dengan bidang pengamanan pembangunan yang 
bersifat strategis di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 

c. penyiapan, pengumpulan , dan pengkajian peraturan 
perundang -undangan  yang terkait dengan 
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat 

strategis di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
d.  penyiapan bahan penyusunan rencana, pemetaan, dan 

analis is masalah yang terkait dengan pemer intahan 
dan pembangunan yang bersifat strategis di daerah 

hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan 
dan pembangunan yang bersifat strategis di daerah 
hukum  Kejaksaan Tinggi ; 

f. penyiapa n dan pelaksanaan pemantauan  dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan 

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat 
strategis di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 

g. penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan 
kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan 
dan pembangunan yang bersifat strategis di daerah 

hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
h.  koordinasi da n kerja sama dengan kementerian atau 

lembaga, b adan usaha milik negara/daerah , 
pemerintah daerah, instansi, d an organisasi lain yang 

berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan 
yang bersifat strategis di daerah hukum  Kejaksaan 
Tinggi ; 

i.  penyiapan pelaksanaan, pengkajian , dan pelaporan 
koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah  

dalam hal penilaian kebij akan yang dilakukan oleh 
pelaksana kegiatan pembangunan yang bersifat 

strategis di daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
j.  penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

sosialisasi tugas  dan fungsi bidang pengamanan 

pembangunan  yang bersifat  strategis kepada 
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kementerian atau lembaga, badan usaha milik 
negara/daerah , pemerintah daerah, instansi, dan 

organisasi lain yang berkaitan dengan bidang 
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di 

daerah hukum  Kejaksaan Tinggi ; 
k.  penyiapan penyusunan perkiraan keadaan  intelijen 

yang berkaitan dengan bidang pengamanan 

pembangunan yang bersifat strategis di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi ; 

l.  penyiapan pembinaan, dan pemberian bimbingan 
teknis intelijen serta administrasi intelijen yang 

berkaitan dengan bidang pengamanan pemb angunan 
yang bersifat strategis kepada Kejaksaan Negeri dan 

Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum  Kejaksaan 
Tinggi ; dan  

m.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten 

Intelijen.  
 

497.  Ketentuan Pasal 838 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 838  

(1) Seksi  V mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis, kegiatan intelijen, dan operasi 
intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi 
informasi dan produksi intelijen di daerah hukum  

Kejaksaan Tinggi . 
(2) Ruang lingkup bidang teknologi informasi dan 

produksi intelijen meliputi  sektor produksi intelijen, 
melakukan penyadapan berdasarkan Undang -

Undang khusus yang mengatur mengenai 
penyadapan, intelije n sinyal, intelijen siber, 

klandestin, digital forensik, tr ansmisi berita sandi, 
kontra penginderaan, audit dan pengujian sistem 
keamanan informasi, pengembangan sumber daya 

manusia sandi man , pengembangan sumber daya 
manusia intelijen lainnya, pengembangan teknologi, 

pengembangan prosedur dan aplikasi , 
menyelengga rakan pusat pemantauan di bidang 

tindak pidana,  serta pemetaan, data dan pelaporan  di 
daerah hukum  Kejaksaan Tinggi . 

 

498.  Ketentuan Pasal 8 39  diubah sehingga sebagai berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 8 39  
Dalam  melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 838, Seksi V menyelenggarakan 
fungsi:  
a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program 

kerja serta laporan pelaksanaannya yang berkaitan 
dengan sektor produksi intelijen dan pengamanan 

informasi;  
b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

intelijen, administrasi intelijen , dan pemanfaatan 
perangkat intelijen yang berkaitan dengan sektor 
produksi intelijen dan pengamanan informasi;  



- 290 - 
 

 

c. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan,  
penyajian, pendistribusian , dan pengarsipan produk 

intelijen yang berkaitan dengan sektor produksi 
intelijen dan pengamanan informasi;  

d.  pengelolaan dan pemeliharaan peralatan bank data 
intelijen, jaring komunikasi sandi, kontra 
penginderaan  yang berkaitan dengan sektor produksi 

intelijen dan pengamanan informasi;  
e. penyiapan pengendalian penyelenggaraan administrasi 

intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di 
lingkungan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan 

Cabang Kejaksaan Nege ri di daerah hukum  Kejaksaan 
Tinggi ; 

f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, 
penghimpunan, dan penyusunan laporan pelaksanaan 
rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen 

dan operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor 
produksi intelijen dan pen gamanan informasi;  

g. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 
pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 

bidang  lain di lingkungan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan 
Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah  hukum  

Kejaksaan Tinggi ; 

h.  penyiapan bah an perencanaan, dan pelaksanaan 
kegiatan intelijen dan operasi intelijen dalam rangka 

pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan 

keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, 
ekonomi , keuangan , dan pengamanan pembangunan 
strategis  serta penyusunan perkiraan keadaan 

intelijen;  
i.  penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan 

penyusunan peta potensi ancaman, gangguan, 
hambatan , dan tantangan di bidang ideologi, politik , 

pertahanan , keamanan, sosial, budaya da n 
kemasyarakatan, ekonomi , keuangan , dan 
pengamanan pembangunan yang bersifat strategis ; 

dan  
j.  penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan 

koordinasi dan/atau kerja sama  dengan keme nterian, 
lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, 

pemerintah da erah, instansi , dan organisasi lain yang 
berkaitan dengan sektor produksi intelijen dan 
pengamanan informasi . 

 
499.  Ketentuan ayat (1) Pasal 851 diubah sehingga Pasal 851 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 851  
(1) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai 

tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan 
di bidang tindak pidana umum di daerah hukum 

Kejaksaan Tinggi.  
(2) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh 

Asisten Tindak Pidana Umum.  
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500.  Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g 
Pasal 852 diubah sehingga Pasal 852 berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 852  

Dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 851, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum 
menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja;  

b.  analisis dan penyiapan pertimbangan hukum 
penanganan perkara di bidang tindak pidana  umum; 

c. pelaksanaan dan pengendalian penyidikan untuk 
melengkapi berkas perkara,  prapenuntutan, 

pemeriksaan tambahan, diversi, pertemuan 
pendahuluan, penuntutan, penghentian penuntutan, 
pelaksanaan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuat an hukum 
tetap, upaya hukum, eksaminasi , pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana 
pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja 

sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana 
yang meli batkan saksi dan korban, serta proses 

rehabilitasi, restitusi , dan kompensasi, mediasi penal, 
sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana 

pengganti, pidana tambahan, restitusi, penyelesaian  
perkara dengan pendekatan keadilan restoratif , serta 

kebij akan dan tindakan hukum lainnya ; 
d.  penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama 

dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana  

umum;  
e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi;  

f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan 
perkara di bidang tindak  pidana  umum di daerah 

hukum  Kejaksaan Tinggi ; dan  
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan 

laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana  

umum.  
 

501.  Ketentuan Pasal 853 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 853  
Asisten  Bidang Tindak Pidana Umum terdiri atas:  

a. Seksi A;  
b.  Seksi B; 

c. Seksi C; 
d.  Seksi D; dan  
e. Kelompok jabatan fungsional . 

 

502.  Ketentuan Pasal 854 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 854  

Seksi A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan 

pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan 
penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, 
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pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian 
bimbingan tek nis, pemantauan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan penanganan perkara di bidang 
tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban 

umum, orang, harta benda , dan pencucian uang . 
 

503.  Ketentuan Pasal 855 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 855  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 854, Seksi A menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja;  

b.  penyiapan bahan analisis dan pertimbangan hukum 
penanganan perkara di bidang tindak pidana terhadap 

keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 
benda, dan pencucian uang ; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan penanganan perkara 

tahap prapenuntutan, pemeriksaan ta mbahan, 
penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan 

putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  
hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana 
pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja 
sosial, p engawasan terhadap pelaksanaan keputusan 

pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana 
yang melibatkan saksi dan korban, serta proses 

rehabilitasi, restitusi , dan kompensasi, mediasi penal, 
sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana 

pengganti, pidana tambahan, restitusi, penyelesaian  
perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, serta 

kebijakan dan tindakan hukum lainnya ; 
d.  penyiapan bahan pelaksanaan k oordinasi dan kerja 

sama dalam penanganan di bidang tindak pidana 

terhadap keamanan negara, ketertiban umum, orang, 
harta benda, dan pencucian uang ; 

e. penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi;  

f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis 
penanganan perkara di bidang tindak pidana terhadap 
keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta 

benda, dan pencucian uang  di daerah hukum  
Kejaksaan Tinggi ; 

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi , dan penyusunan 
laporan penanganan perkara di bidang tindak pida na 

terhadap keamanan negara, ketertiban umum, orang, 
harta benda, dan pencucian uang ; dan  

h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Tindak Pidana Umum.  
 

504.  Ketentuan Pasal 858 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 858  
Seksi B melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Asisten 

Bidang Tindak Pidana Umum atas penanganan perkara di 
bidang  tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif 
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lainnya, kesehatan, dan pencucian uang pada tahap 
prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, 

eksaminasi, dan tindakan hukum lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

505.  Ketentuan Pasal 859 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 859  

Dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 58 , Seksi  B menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja;  
b.  penyiapan bahan analisis dan pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan penanganan perkara 

tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  

hukum t etap, upaya hukum, eksaminasi, pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana 

pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja 
sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana 

yang melibatkan sak si dan korban, serta proses 
rehabilitasi, restitusi , dan kompensasi, mediasi penal, 

sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana 
pengganti, pidana tambahan, restitusi, penyelesaian  

perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, serta 
kebijakan dan t indakan hukum lainnya ; 

d.  penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja 
sama dalam penanganan di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang;  
e. penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi;  
f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 
dan pencucian uang di daerah hukum  Kejaksaan 

Tinggi ; 
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 

laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana 
narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, 

dan pencucian uang; dan  
h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 

Tindak Pidana Umum.  
 

506.  Ketentuan Pasal 862 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut : 
Pasal 86 2 

Seksi  C melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Asisten 
Bidang Tindak Pidana Umum atas penanganan perkara di 

bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas 
negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan 
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terhadap perempuan dan anak, dan pencucian ua ng pada 
tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, 

eksekusi, eksaminasi, dan tindakan hukum lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

 

507.  Ketentuan Pasal 863 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 863  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 62 , Seksi  C menyelenggarakan fungsi:  
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja;  
b.  penyiapan bahan analisis dan pertimbangan hukum 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas neg ara, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perempuan dan anak, dan pencucian uang; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan penanganan perkara 

tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan 

putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  
hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana 
pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja 
sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 

pembebasan bersyarat, penanganan perk ara pidana 
yang melibatkan saksi dan korban, serta proses 

rehabilitasi, restitusi , dan kompensasi, mediasi penal, 
sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana 

pengganti, pidana tambahan, restitusi, penyelesaian  
perkara dengan pendekatan keadilan res toratif, serta 

kebijakan dan tindakan hukum lainnya ; 
d.  penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja 

sama dalam penanganan di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan da n anak, dan pencucian uang;  
e. penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan 

informasi;  
f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis 

penanganan perkara di bidang tindak pidana 

terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 
kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 

perempuan dan anak, dan pencucian uang di daerah 
hukum  Kejaksaan Tinggi ; 

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan 
laporan penanganan perkara di bidang tindak pidana 
terorisme, perdagangan orang, lintas negara, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap 
perempuan dan anak, dan pencucian uang; dan  

h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten 
Tindak Pidana Umum.  

 

 

 
 



- 295 - 
 

 

508.  Ketentuan Pasal 866 diubah sehingga berbunyi  sebagai 
berikut:  

Pasal 8 66  
Seksi D melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Asisten 

Bidang Tindak Pidana Umum atas penanganan perkara di 
bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam , 
perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah , 

tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam 
masyarakat, tindak pidana umum lainnya , dan pencucian 

uang  pada tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya 
hukum, eksekusi, eksaminasi , dan tindakan hukum lain 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 

509.  Ketentuan Pasal 867 diubah sehingga berbunyi  sebagai 
berikut:  

Pasal 867  

Dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 866, Seksi D menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja;  

b.  penyiapan bahan analisis dan pertimbangan hukum 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, perkara pidana 
yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum  lainnya, dan pencucian uang; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan penanganan perkara 

tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan 

putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  
hukum tetap, upaya hukum, eksaminasi, penga wasan 

terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana 
pengawasan, pidana dengan syarat, dan pidana kerja 
sosial, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 

pembebasan bersyarat, penanganan perkara pidana 
yang melibatkan saksi dan korban, serta proses 

rehabili tasi, restitusi , dan kompensasi, mediasi penal, 
sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana 

pengganti, pidana tambahan, restitusi, penyelesaian  
perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, serta 
kebijakan dan tindakan hukum lainnya ; 

d.  penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja 
sama dalam penanganan perkara di bidang tindak 

pidana keuangan, siber, sumber daya alam, perkara 
pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah , tindak 

pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam 
masyarakat, tindak  pidana umum lainnya, dan 
pencucian uang;  

e. penyiapan bahan pengelolaan dan penyajian data dan 
informasi;  

f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis 
penanganan perkara di bidang tindak pidana 

keuangan, siber, sumber daya alam, perkara pidana 
yang diatur da lam Peraturan Daerah , tindak pidana 
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang di 




